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MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Indonesia, sebagai negara hukum yang mengikuti tradisi sistem
hukum kontinental, memberikan penghargaan yang tinggi kepada
peraturan perundang-undangan atau produk legislasi sebagai sendi utama
sistem hukum nasionainya. Oleh karena itu, pembangunan nasional selaiu
mensyaratkan adanya pembangunan substansi hukum (legal substance)
yang berkelanjutan (never ending process) dan terintegrasi (integrated)
dengan pembangunan sub-sub sistem hukum yang lain, vyaitu '
subsistem budaya atau kesadaran hukum (legal culture), aparatur hukum
(legal apparatus) dan sarana prasarana hukum (legal structure). Tujuan
utama yang ingin dicapai adalah indonesia yang adil dan demokratis.

Peraturan perundang-undangan atau produk legislasi sebagai
komponen penting dalam kesatuan sistem hukum nasional, dengan
demikian harus dibangun melalui sebuah perencanaan, yaitu Program
Legistasi Nasional untuk memberikan jaminan bahwa pembangunan
nasional dapat berjalan dengan teratur, adanya kepastian hukum
dan memberikan kemanfaatan bagi terpenuhinya rasa keadilan dan
kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Sejarah perjalanan ketatanegaraan telah menunjukkan
kepada kita bahwa sangat tidak mudah membangun sistem peraturan
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perundang-undangan untuk menerjemahkan asas-asas yang
terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjadi norma
yang dijadikan sebagai landasan operasional dalam menjalankan
sistem penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara sesuai dengan cita-cita dan tujuan Negara. Namun sejarah
juga menunjukkan kepada kita bahwa upaya untuk membangun dan
membina sistem hukum nasional tidak pernah putus dilakukan oieh
berbagai komponen bangsa. Salah satu komponen tersebut adalah
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai bagian dari
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Memasuki usia lima puluh tahun sejak didirikannya pada tahun
1958, dunia hukum indonesia telah mencatat bagaimana lembaga ini
telah dan terus ‘berbuat’ untuk membangun dan membina hukum
nasional. Barangkali tidak semua orang mengetahui bahwa lembaga
ini sejak 1976 telah mulai menggagas upaya pembangunan hukum
melalui sebuah perencanaan dan sejak tahun 1977 telah memuiai
membuat pola penyusunan legislasi nasional yang terencana dan
koordinatif serta melaksanakan fungsi koordinator dalam penyusunan
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di lingkungan Pemerintah.
Artinya. BPHN telah melewati masa tiga dekade dalam membina
sistem peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu dan
sistematis melalui Prolegnas, sebelum dan sesudah lahirnya Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

Buku ini akan dapat membantu masyarakat dan semua
komponen bangsa untuk lebih mengenal dan memahami Program
Legisiasi Nasional sebagai perangkat penting pembangunan materi
hukum dengan segala permasalahannya serta dinamika peran BPHN
dalam mengawal dan memberi isi pola penyusunan dan pengelolaan
Prolegnas.



Saya berharap, memasuki usia fima puluh tahun BPHN dan
tiga dekade Proiegnas, BPHN dapat melakukan refleksi dan evaluasi
Prolegnas. Karena meskipun telah diatur secara tegas di dalam UU
Nomor 10 Tahun 2004 dan penetapan yang disepakati bersama
antara DPR dan Pemerintah melalui Keputusan DPR RI, Proiegnas
belum memberikan hasil yang sebanding dengan kuantitas yang telah
ditetapkan. Oleh karena itu, harus ada reposisi dan revitalisasi peran
Prolegnas sehingga tidak menjadikan Prolegnas hanya sebagai
daftar keinginan yang sulit direalisasikan.

Melalui kesempatan ini pula Saya meminta peran yang !ebih
besar dari Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam program legisiasi,
tidak hanya sebatas dalam penyusunan daftar prioritas, tetapi juga dalam
melakukan koordinasi dengan departemen terkait dan turut serta dalam
proses pembahasan RUU agar tetap konsisten dengan nifai-nilai dan
prinsip-prinsip yang telah dikaji dalam Naskah Akademiknya. Sejalan
dengan perkembangan konstitusi kita, seperti yang juga berkembang
dalam diskusi dalam rapat antara DPR dan Departemen Hukum dan
HAM, agar BPHN secara berkesinambungan meneliti dan mengkaji
perkembangan UUD NRI Tahun 1945 dan implementasinya pasca
amandemen yang akan menjadi kontribusi penting bagi Pemerintah.
DPR, DPD maupun MPR.

Jakarta, Maret 2008
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SAMBUTAN
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Sistem Hukum Nasional pada hakikatnya merupakan alat untuk
meraih cita-cita dan mencapai tujuan nasional, sedangkan politik hukum
adalah arah yang ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum
untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa. Sedangkan Program Legisiasi
Nasional (Prolegnas) adalah potret rencana pembangunan peraturan
perundang-undangan sekaligus mekanisme perencanaan pembentukan
perundang-undangan itu sendiri. Dengan demikian, betapa pentingnya
fungsi dan peran Prolegnas dalam pembangunan hukum nasional, kini
dan juga masa mendatang.

Adalah tugas yang cukup berat untuk membina pembangunan
materi hukum, khususnya bidang peraturan perundang-undangan yang
dilakukan melalui perencanaan, di mana Badan Pembinaan Hukum
Nasional (BPHN)mendapatkehormatan untuk mengemban tugas tersebut.
Dengan diberinya tugas ini, sejak tahun 1976 BPHN mulai menggagas
pembangunan hukum melaiui sebuah perencanaan. Selanjutnya, pada
1977 BPHN mulai membuat pola penyusunan Legislasi Nasioal yang
terencana dan koordinatif. Melalui perjalanan yang tidak mudah dan penuh
dinamika hingga akhirnya memperoleh eksistensi yang seperti sekarang
ini (telah memperoleh dasar hukum, vyaitu UU No. 10 Tahun 2004 dan
Perpres No. 61 Tahun 2005), maka sangat sulit untuk membicarakan
sejarah perjalanan Prolegnas tanpa mengkaitkan BPHN, dan sebaliknya,
memisahkan BPHN dengan Prolegnas.

Dengan diterbitkannya buku Prolegnas pada peringatan
“Setengah Abad” keberadaan BPHN ini, diharapkan dapat memberikan
informasi dan pemahaman tentang Prolegnas dan peran BPHN. Untuk
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masa mendatang, Prolegnas diharapkan dapat benar-benar dijadikan
arah pembangunan hukum yang menjamin ketepatan isi dan ketepatan
prosedur, yang didukung dengan Naskah Akademis yang memadai,
koordinasi yang sinergis serta komitmen yang kuat dari lembaga-lembaga
terkait dalam menjaga konsistensi daftar Prolegnas yang telah ditetapkan
bersama.

Satu hal yang paling penting namun seringkali kurang diperhatikan
adaiah, bahwa Prolegnas harus dirancang dalam rangka mencapai tujuan
Negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NR{ Tahun 1945,
yaitu (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia; (2) mencerdaskan kehidupan bangsa; (3) memajukan
kesejahteraan umum; dan (4) ikut serta melaksanakan ketertiban
dunia.

Jakarta, 4 Maret 2008
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,

i M. Ramli, S.H., M.H.
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PENGANTAR
Kepala Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah memberikan
peran yang signifikan terhadap keberadaan dan perkembangan Program
Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak 30 tahun yang lalu. Pada peringatan
50 tahun BPHN, Prolegnas memperoleh momentum yang tepat untuk
me-review jejak langkah BPHN dalam penyusunan Proiegnas, yang
dimulai sejak 1977 silam. Jejak langkah serta peran BPHN ini secara
komprehensif dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul “TIGA
DEKADE PROLEGNAS DAN PERAN BPHN".

Adapun isi buku ini terdiri dari dua bagian, yaitu Bagian Pertama
memuat Prolegnas dan peran BPHN. Dalam bagian ini antara lain
memaparkan mengenai peran Prolegnas dalam pembangunan hukum,
perkembangan Prolegnas, Prolegnas dalam daftar, serta sekilas sejarah
BPHN dan perannya dalam Prolegnas. Untuk melengkapi referensi tentang
perkembangan Prolegnas yang paling mutakhir, maka pada bagian kedua
dari buku ini dilengkapi dengan hasil Lokakarya 30 Tahun Prolegnas,
yang diadakan pada 19-21 November 2007. Bagian ini memuat makalah-
makalah yang berkaitan dengan Prolegnas dari para narasumber, Hasil
Sidang Kelompok, serta Rumusan Kesimpuian Lokakarya.

Diharapkan penerbitan buku tentang Prolegnas ini dapat
memberikan gambaran perencanaan dan pembentukan peraturan
perundang-undangan yang terencana, terpadu dan sistematis melalui
Prolegnas. Namun yang lebih penting dari itu, bahwa buku ini dapat
dijadikan sebagai referensi bagi pihak manapun yang membutuhkan
informasi tentang Prolegnas.



Akhirnya, kami berharap Buku ini dapat pula memberikan stimulan
bagi semua pihak, terutama BPHN sendiri, untuk terus mengevaluasi
kinerjanya di bidang Prolegnas, baik dari segi kelembagaan maupun dari
segi kesistemannya. Bagaimanapun, sebagai arah bagi perencanaan
pembentukan peraturan perundang-undangan, Prolegnas masih
membutuhkan peningkatan dan pengembangan konsep yang lebih
matang. terarah dan terukur. mengingat masih banyak kendala-kendala
yang ditemukan dalam praktik pelaksanaannya.

Jakarta, Maret 2008
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PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
DAN PERAN
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL






BAB |
PENDAHULUAN

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai instrumen
perencanaan program pembentukan Undang-Undang memasuki
babak baru. Tepatnya setelah Perubahan Undang-Undang Dasar
1945, khususnya Perubahan Pertama (1999)' dan Perubahan
Kedua (2000).2 Melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, untuk
pertama kalinya Prolegnas diatur secara tegas di dalamnya,
bahwa perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan
dalam suatu Program Legislasi Nasional. Ketentuan lebih lanjut
mengenai penyusunan dan pengelotaan Prolegnas diatur dengan
Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan
Pengelolaan Program Legislasi Nasional, khususnya di lingkungan
Pemerintah. Babak baru tersebut tidak hanya dalam perspektif
payung hukum pengaturannya, akan tetapi juga rezim kekuasaan
membentuk Undang-Undang yang berpindah ke tangan Dewan
Perwakilan Rakyat.

Prolegnas, yang merupakan potret politk hukum
pembangunan hukum nasional, telah berjalan selama tiga dekade
hingga eksistensinya menjadi seperti sekarang ini. Perjalanan yang
cukup panjang tersebut telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dengan peran Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai institusi
“Pasal 5 dan Pasal 20 UUD 1945

‘Ketentuan baru Pasal 22A UUD NRI 1945, yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut tentang
tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.”

1



yang melakukan perintisan, pemilihan dan pelembagaan Prolegnas,
pembentukan pola, penerapan pola, penyusunan dan pengelolaan
prolegnas sesuai dengan perkembangan hukum yang ada.

Bagian pertama dari buku ini akan memberikan gambaran
sekilas perjalanan Prolegnas mulai dari awal pembentukannya
hingga perkembangan terkini. Pada dasarnya ada tiga fase besar
perkembangan Prolegnas dilihat dari perspektif dasar hukumnya,
yaitu fase gentlement agreement, fase Propenas dan fase UU
10/2004. Atau perkembangannya dapat dilihat menurut periodesasi
sebelum reformasi, era reformasi dan pasca reformasi.

Dikatakan fase gentlement agreement. karena Prolegnas
sebagai instrumen perencanaan hukum yang berisi Daftar Rencana
Legislasi atau rencana pembentukan Rancangan Undang-Undang
dan Rancangan RPP hanya didasarkan kepada kesepakatan
di antara instansi atau lembaga yang berkepentingan. Tidak ada
ikatan maupun sanksi bagi pihak-pihak yang tidak menjalankan
kesepakatan tersebut. Disebut fase propenas sebagai fase
tersendiri karena Prolegnas yang sudah tercantum di dalam Garis-
garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2007 menjadi bagian atau
Lampiran dari Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-
2004 yang tertuang di datam UU Nomor 25 Tahun 2000. Daftar
Prolegnas yang harus diselesaikan dalam periode tersebut menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari Propenas dan telah ditentukan
sejumlah RUU yang harus dibentuk sebagai salah satu tolok ukur
keberhasilan pembangunan di bidang hukum. Sedangkan fase
UU 10/2004 merupakan babak baru Prolegnas yang berada di
bawah koordinasi Dewan Perwakilan Rakyat. Bila dihitung rentang
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wakiu antara diselenggarakannya Lokakarya Program Legislastif
Nasiona! tahun 1977 di Manado, sebagai awal dimuiainya konsep
penyusunan Prolegnas, dengan ditetapkannya UU No. 10 Tahun
2007, maka Prolegnas memeriukan waktu 27 (dua putuh tujuh)
tahun untuk mendapatkan dasar pengaturan tersendiri dengan
Undang-Undang.

Tulisan ini bertujuan untuk menyosialisasikan Prolegnas
khususnya dari sisi historis hukum dan kelembagaannya
melalui uraian yang sederhana, mengingat metode penulisan
yang sederhana pula. Sehingga diharapkan bermanfaat dalam
memberikan pemahaman bagi para pihak yang berkaitan dengan
Prolegnas. Dari tulisan ini diharapkan pula akan menjadi awa! bagi
penulisan tentang Prolegnas dalam berbagai aspeknya secara lebih
akurat dan mendalam.






BAB I
PERAN PROGRAM LEGISLASI
DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL'
Andi Mattalatta

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) memiliki kedudukan
penting dalam pembangunan hukum nasional karena program ini
secara sistematis menetapkan prioritas rancangan undang-undang
yang akan dibahas oleh DPR bersama pemerintah. Tulisan ini akan
memaparkan mekanisme Prolegnas yang saat ini menjadi kebijakan
pemerintah bersama DPR.

Salah satu prioritas yang harus dilakukan dalam rangka
pembangunan hukum nasional adalah melakukan harmonisasi
perundang-undangan. Harmonisasi harus dilakukan secara sistemik
sejak perencanaan, penyusunan naskah akademik, sampai dengan
penyusunan RUU. Pentingnya harmonisasi ini sejalan dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM)
2004-2009% Bidang Hukum yang menyatakan bahwa peraturan
perundang-undangan yang ada masih banyak yang tumpang tindih.
inkonsisten dan bertentangan antara peraturan yang sederajat satu
dengan lainnya, antara peraturan tingkat pusat dan daerah, dan
antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan di atasnya.
“Disarikan dari Bahan Rapat Sidang Kabinet 9 Oktober 2007 dari Menteri Hukum dan HAM

RI
2Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005.



Perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang
jelas mengakibatkan sulitnya pelaksanaannya di lapangan atau
menimbulkan banyak interpretasi yang mengakibatkan terjadinya
inkonsistensi. Seringkali isi peraturan perundang-undangan tidak
mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari objek
yang diatur, keseimbangan antara hak individual dan hak sosial,
atau tidak mempertimbangkan pluralisme dalam berbagai hal.

Oleh karena itu pembentukan peraturan perundang-undangan
seharusnya dilakukan dengan pendalaman materi, sinkronisasi
dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain, dan
diseminasi untuk membuka akses dan meningkatkan partisipasi
masyarakat.

Aspek perencanaan merupakan salah satu faktor penting,
oleh karena itu, perencanaan pembentukan peraturan perundang-
undangan harus disusun secara berencana, terpadu dan sistematis,
serta didukung oleh cara dan metode yang pasti, dan standar yang
mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan
perundang-undangan.

Proses pembuatan peraturan perundang-undangan dimulai
dari perencanaan, yaitu melalui program legisiasi (nasional dan
daerah). Oleh karenaitu Prolegnas dan Prolegda diharapkan menjadi
pedoman dan pengendali penyusunan peraturan perundang-
undangan yang mengikat semua lembaga yang berwenang
membentuk peraturan perundang-undangan.

Di dalam Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program
Legisiasi Nasional ditentukan mengenai: (1) “Perencanaan



penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program
Legislasi Nasional”, dan (2) “Perencanaan penyusunan Peraturan
Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah™.

Prolegnas diartikan sebagai “instrumen perencanaan
program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara
berencana, terpadu, dan sistematis”.? Dengan demikian, Prolegnas
merupakan satu proses yang sepenuhnya berlangsung sejak saat
“pra-pembentukan peraturan perundang-undangan”.

PenyusunanProlegnasditaksanakanolehDPRdanPemerintah
secara berencana, terpadu dan sistematis, yang pelaksanaannya
dikoordinasikan oleh DPR®. Penyusunan Prolegnas di lingkungan
DPR dikoordinasi oleh Badan Legislasi DPR RI, yang merupakan
alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi®.
Adapun Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh
Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan
perundang-undangan?®, dalam hal ini yang dimaksud adalah Menteri
Hukum dan HAM.

Prolegnas dilakukan melalui beberapa tahap, vyaitu:
tahapan penyusunan ‘rencana legistasi”, tahapan penyusunan
“program legisiasi” bajk yang berproses di Pemerintah maupun
di DPR dan tahapan koordinasi antara Pemerintah dan DPR

‘Pasal 15 ayat (1) & (2) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan
’Pasal 1 ayat (9) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan
3Pasal 17 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan
‘Pasal 17 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan
SPasal 17 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan



yang menghasilkan Daftar Prolegnas dan tahapan penetapan
Prolegnas. Ketiga tahapan ini merupakan proses seleksi dan
verifikasi yang efektif terhadap daftar RUU, baik dari Pemerintah
maupun DPR, berdasarkan kebutuhan nasional dan kesiapan RUU
itu sendiri. Keberhasilan pelaksanaan Prolegnas ini juga ditentukan
oleh persiapan-persiapan penyusunan naskah akademik dan
rancangan undang-undang, melalui penelitian, dan pengkajian yang
komprehensif dan mendalam, serta terbukanya ruang publik untuk
berpartisipasi secara intens dalam proses pembentukan peraturan
perundang-undangan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa penyusunan Prolegnas
berperan penting dalam pembangunan sistem hukum nasional,
sekaligus mencerminkan politik hukum, dan arah kebijakan
pembangunan di bidang substansi hukum. Namun demikian,
keberhasilan pelaksanaan Prolegnas juga sangat ditentukan oleh
persiapan-persiapan penyusunan naskah akademik dan rancangan
undang-undang, melalui penelitian, pengkajian yang komprehensip
dan mendalam serta terbukanya ruang publik untuk berpartisipasi
secara intens dalam proses pembentukan peraturan perundang-
undangan.



BAB ill
PERKEMBANGAN PROLEGNAS

A. SEBELUM BERLAKUNYA UU NO. 10 TAHUN 2004 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Periode Pembentukan Konsepsi 1976-1977

Pemikiran mengenai perencanaan peraturan
perundang-undangan dan kaitannya dengan Prolegnas
telah dimulai sejak tahun 1976 dalam Simposium
mengenai Pola Perencanaan Hukum dan Perundang-
undangan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.” Simposium
ini diselenggarakan oleh BPHN bekerjasama dengan
Universitas Syiah Kuala Darussalam dan Pemerintah Daerah
Istimewa Aceh. Simposium tersebut dimaksudkan untuk:
(1) menetapkan cara-cara pembinaan hukum nasional; (2)
menunjang pembuatan Pola Umum Perencanaan Hukum
dan Perundang-undangan; dan (3) memperoleh sistem
pemikiran perencanaan hukum mencegah kesimpangsiuran
dalam pembiayaan dan penanganan materinya.

Suatu pola umum perencanaan perundang-
undangan, sekurang-kurangnya memuat: (a) landasan
dan tujuan perencanaan; (b) penetapan prioritas mater:
hukum yang akan direncanakan; (¢) penetapan mekanisme
proses perencanaan; (d) sarana perencanaan (tenaga,
teknik perencanaan, dit); (e) kegiatan penunjang (penelitian,

Lihat selengkapnya. Badan Pembinaan Hukum Nasional: Simposium Pola Umum Perenca-
naan Hukum dan Perundang-undangan, Penerbit Binacipta, 1977.
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dokumentasi, penyuluhan, dsb). Simposium menyimpulkan
bahwa pembuatan Pola Umum Perencanaan Pembangunan
Hukum menjadi sangat penting dan periu diwujudkan secara
konkret, antara lain dalam bentuk Penyusunan Program
Legislasi Nasional.

Sebagai tindak fanjut dari Simposium Aceh,
kemudian diadakan Lokakarya Penyusunan Program
Legislatif Nasional diManado padatanggal 3 s.d. 5 Pebruari
1997.' Lokakarya ini terselenggara berkat kerja sama antara
BPHN, Universitas Sam Ratulangi, dan Pemerintah Daerah
Sulawesi Utara. Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk
membahas program pembentukan peraturan perundang-
undangan (Program Legislasi Nasional) yangterarah, sinkron
dan terkoordinir serta dilaksanakan menurut prosedur dan
teknik perundang-undangan yang mantap. Pada lokakarya
inilah untuk pertama kalinya disusun konsep Program
Legislasi Nasional yang mencerminkan keseluruhan
rencana pembangunan hukum nasional di bidang hukum
tertulis secara berencana dan koordinatif oleh BPHN yang
dilaksanakan dalam setiap Repelita.

Lokakarya menyepakati beberapa peran BPHN
dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan
secara berencana dari hulu sampai hilir berdasarkan
tahapan-tahapan yang integratif. BPHN melakukan
beberapa kegiatan untuk menyokong bahan-bahan bagi
penyusunan perundang-undangan. Kegiatan-kegiatan yang

‘Lihat, Badan Pembinaan Hukum Nasionai: Lokakarya Penyusunan Program Legislatif,
Penerbit Binacipta, 1873,
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harus dilakukan, yaitu;

1. Melaksanakan penelitian-penelitian dan usaha lain
yang diperiukan untuk menunjang usaha penyusunan
Rancangan Undang-undang (RUU).

2. Melaksakan inventarisasi perundang-undangan.

3. Pengkajian dan penilaian (evaluasi) perundang-
undangan yang ada mengenai efektivitas serta
keserasiannya dengan kebutuhan yang berkembang
dalam masyarakat.

4. Penyusunan dan perumusan Naskah Rancangan
Akademis dari RUU dan peraturan pelaksanaannya.

Kegiatan inventarisasi perundang-undangan
sebagaimana angka 2 di atas merupakan “cikal bakal” dari
institusionalisasi Program Legislasi Nasional, yang biasa
disingkat dengan Prolegnas. Lokakarya ini menghasilkan
kesepakatan Penyusunan Program Legislatif Nasional yang
terarah, sinkron dan terkoordinatif serta sesuai dengan
teknis dan prosedur pembuatan perundang-undangan.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut (di
Aceh dan Manado). tahun-tahun berikutnya diadakan rapat
kerja antar departemen di Cibogo dan Jakarta dalam upaya
penyusunan Program Legislatif Nasional. Tahap pertama
adalah penyusunan Prolegnas dalam rangka mendukung
Pelita Ifl. Kemudian pada tanggal 20 Maret 1980 diadakan
kegiatan rapat kerja Program Legislatif Nasional di Jakarta
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oleh BPHN dengan para peserta pejabat Biro-biro Hukum
Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen
(LPND). Rapat kerja ini menghasilkan kesimpulan dan
kesepakatan tentang periunya Daftar Prolegnas disesuaikan
dengan perkembangan yang terjadi serta peningkatan
faktor pendukung penyusunan Prolegnas secara lebih baik,
misalnya ketersediaan tenaga legal drafter, pertemuan
berkala antar Biro Hukum untuk koordinasi, pembiayaan
dan lain sebagainya.

. Periode Pelembagaan dan Pembentukan Pola (1983-
1998)

Untuk lebih memantapkan penyusunan Program
Legislasi Nasional, maka pada tanggal 17-19 Oktober
1983 di Jakarta diadakan “Rapat Kerja Konsultasi
Prolegnas Pelita IV’ yang menghasilkan rekomendasi
agar Menteri Kehakiman segera membentuk Panitia Kerja
Tetap Program Legislasi Nasional (Panjatap Prolegnas).
Sebagai kelanjutannya Menteri Kehakiman telah mengirim
surat Nomor: M-PR.02.08-41 tertanggal 26 Oktober 1983
kepada semua pimpinan Departemen/LPND yang bertujuan
membentuk Panjatap Prolegnas. Surat tersebut telah
mendapatkan tanggapan positif sehingga hal ini merupakan
suatu perhatian bersama dari semua Departemen/LPND.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri tersebut,
BPHN Departemen Kehakiman mulai mengkoordinasikan
Prolegnas dalam menghadapi Repelita Il kemudian
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dilanjutkan pada penyusunan Prolegnas Pelita IV dan V.
Selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya dilakukan tindak
lanjut evaluasi Program Prolegnas Pelita Il untuk melihat
tingkat keberhasitannya. Dari hasil tersebut kinerja kegiatan
Prolegnas di up date secara berkesinambungan.

Tahun 1988 peran BPHN dalam bidang Perencanaan
Pembangunan Hukum Nasional telah mempunyai dasar
hukum yang lebih kuat, yaitu dengan terbitnya Keputusan
Presiden No. 32 Tahun 1988. Melalui Keppres ini BPHN
memfokuskan diri pada tugas perencanaan pembangunan
hukum khususnya penyusunan Rencana Pembangunan
Hukum Jangka Panjang dan Menengah (GBHN 1993 dan
Repelita VI) serta penyusunan Rencana Legislasi Nasional.
Penyusunan daftar Program Legislasi Nasional dilakukan
melalui Tim Kerja Antar Departemen dan didukung oieh Tim
Kerja BPHN (Pusat Perencanaan Hukum).

Penyusunan Konsep Prolegnas
Penyusunan Konsep Prolegnas dilakukan melalui
dua Tim, yaitu:

1. Tim Penyusunan Prolegnas masing-masing Repelita
yang diketuai oleh Kepala BPHN dan Kepala Pusat
Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (Ka
Pusren) sebagai Sekretaris. Keanggotaan Tim terdiri
dari para Kepala Biro Hukum Departemen/LPND.

2. Tim Kelompok Kerja (Pokja), yang diketuai oleh Ka
Pusren dengan 3-4 buah Pokja (disesuaikan dengan

13



Kantor Kemenkoan seperti Polkam, Ekuin dan Kesra).
Pada tahun 1992, karena bidang Ekuin terlalu besar,
maka dibagi menjadi 2 subkelompok yaitu Ekuwasbang
dan Indag.

Persidangan-persidangan dalam masing-masing
Satuan Tugas (Satgas) dapat dilakukan di tempat yang
telah dipilih dan disepakati oleh para anggotanya dan
telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Panjatap. Dari
hasil persidangan tersebut setiap triwulan Satgas/Pokja
memberikan laporan kepada Panjatap Prolegnas dalam
suatu Sidang Pleno, sedangkan hasil-hasil sidang pleno
maupun keseluruhan sidang-sidang Pokja setiap triwulan
dilaporkan oleh Ketua Panjatap Prolegnas kepada Menteri
Kehakiman.

Untuk peiaksanaan tugas sehari-hari, Panjatap
Prolegnas dibantu oleh sebuah Panitia Kerja Harian
(Panjahar) yang terdiri dari Ketua-ketua Satgas/Pokja dan
beberapa tenaga ahli yang ditunjuk oleh Ketua Panjatap
Prolegnas.

Mekanisme Proses Penyusunan

a. Proses Awal
Duatahunmenjelang habisnya kurun waktu Pelita,
proses awal telah dimuiai. Dari hasil monitoring yang
dilakukan Tim Pokja sudah dapat diketahui bagaimana
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posisi perkembangan proses penanganan (pengkajian,
penelitian dan penyusunan Naskah Akademis) RUU/
RPP yang direncanakan. Pembahasan hasil monitoring
tersebut dilakukan dalam rapat Pokja. Dalam pada itu
proses penyusunan GBHN Pelita berikut, telah mulai
ditangani dan diperkirakan masalah-masalah yang periu
segera ditangani tersebut memerlukan dukungan UU/PP.
(Daftar keperluan lima tahun mendatang). Dari kedua
daftar tersebut dapat mulai dibuat Daftar Sementara
Prolegnas Sektoral masing-masing Departemen/LPND.
Penyampaian Daftar Prolegnas Sementara ini dilakukan
oleh masing-masing Sekretaris Jenderal Departemen/
LPND.

Program-program Legislasi tersebut kemudian
dikelompokkan berdasarkan tolok ukur seperti: (1)
menurut bentuk perundang-undangan (RUU/RPPY); (2)
menurut materi yang paling mendesak; (3) hal-hal yang
diperfukan dalam penataan kembali segala pranata dan
sarana hukum.

Proses Lanjutan

Setelah ada kebijakan yang digariskan GBHN
dalam Pelita yang menetapkan prioritas pembangunan
nasional, maka masing-masing Departemen/LPND
telah dapat mengevaluasi kembali Daftar Sementara
Prolegnas dan secara bertahap Daftar Prolegnas
disempurnakan.
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Pembahasan dalam Pokja dan kemudian
pembahasan secara keseluruhan dilakukan dalam
Pertemuan Tahunan Penyusunan Prolegnas yang
akhirnya menghasilkan kata sepakat dan konsep akhir
Prolegnas.

¢. Pembahasan Prolegnas dalam Forum Komunikasi
Legislasi Nasional

Forum Komunikasi Legislasi Nasional adalah
suatu forum antara DPR {yang tidak hanya terdiri dari
Komisi Hi DPR, tetapi dari Pimpinan DPR dan semua
Komisi DPR) di satu pihak dan Pemerintah yang diwakili
oleh Menteri Kehakiman.

Permasalahan yang berkembang pada saat itu antara
lain: {a) Penentuan prioritas, terutama tentang tolok ukur
dan dalam mengambii kesepakatan prioritas; (b) status
hukum Prolegnas. Daftar Prolegnas yang telah disusun
hanya mendapat pengukuhan dari masing-masing Pimpinan
Departemen/LPND, sehingga tidak mempunyai kekuatan
hukum. Penuangan dalam bentuk Keputusan Presiden
dinilai dapat lebih memberikan daya ikat.

Penyusunan Prolegnas tidak terlepas dari ketentuan
mengenai proses/mekanisme penyusunan peraturan
perundang-undangan. Ketentuan tersebut diawali dengan
terbitnya Inpres No. 15 Tahun 1970 tentang Pembentukan
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Peraturan Perundang-undangan yang berlaku selama
seperempat abad lamanya. Inpres ini baru diperbaharui di
era reformasi hukum dengan terbitnya Keppres No. 188
tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan
Undang-Undang yang dilengkapi dengan Keppres No.
44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-
undangan dan bentuk RUU, RPP, dan Keppres.

Dengan didasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut
output Prolegnas belum sepenuhnya memenuhi harapan
dan keinginan ideal dari para stakeholders dan masyarakat.
RUU-RUU prioritas yang ditetapkan melalui Prolegnas juga
masih sebatas Daftar Keinginan belaka dari departemen/
LPDN, belum menyentuh kualitas substantif yang memiliki
daya dukung terhadap pembentukan peraturan perundang-
undangan nasional.

3. Periode Reformasi Hukum (1999-2003)

Fungsi Integrasi Perencanaan

Tahun 1999 fungsi Prolegnas ditekankan sebagai
instrumen utama pengintegrasi dalam perencanaan
pembentukan  peraturan  perundang-undangan yang
mengikat Pemerintah dan DPR. Sehubungan dengan
fungsi dimaksud, dalam rapat-rapat pembahasan Prolegnas
juga makin kencang disuarakan mengenai perlunya status
hukum yang jelas bagi Prolegnas. Hal ini karena Inpres
No. 15 Tahun 1970 yang diubah dengan Keppres No. 188

17



Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan
Undang-undang masih belum memberikan tempat yang
jelas mengenai peran dan keberadaan Prolegnas di masa
depan. Padahal Prolegnas makin penting dan dibutuhkan
dari waktu ke waktu lebih-lebih di era reformasi hukum di
segala bidang yang digulirkan sejak tahun 1998.

Implikasi Perubahan UUD 1945

Tahun 1999 untuk pertama kalinya dilakukan
Perubahan terhadap UUD 1945. Perubahan Pertama
UUD 1945 ini mengubah secara fundamental tatanan
ketatanegaraan dari sistem vyang otoritarian menjadi
sistem yang demokratis. Perkembangan aktual tersebut
berikut berbagai impiikasi derivatiinya mempengaruhi dan
menginspirasi BPHN untuk melakukan revitalisasi kegiatan
Prolegnas sebagai program unggulan BPHN.

Revitalisasi Prolegnas juga diarahkan untuk
mendukung prioritas reorganisasi dan restrukturisasi
hukum berdasarkan Ketetapan-Ketetapan MPR R! Hasil
Sidang istimewa MPR R! Tahun 1998. Reorganisasi dan
restruksturisasi hukum difokuskan pada penataan materi
hukum dan proses penegakan hukum. Prioritas reformasi
penataan materi hukum nasional adalah me-review seluruh
produk kolonial dan peraturan perundang-undangan yang
tidak relevan, membentuk legisiasi nasional berdimensi
Hak Asasi Manusia. Sedangkan prioritas proses penegakan
hukum adalah reformasi di lingkungan vyudikatif yang
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diawali dengan perubahan UU No. 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok K. kuasaan Kehakiman serta
perundang-undangan lainnya menyangkut pelaksanaan
kekuasaan kehakiman termasuk reformasi kekuasaan dan
kewenangan fembaga penegak hukum.

Perubahan Pertama UUD 1945 merubah kekuasaan
membentuk undang-undang yang pada mulanya berada
pada Pemerintah diserahkan kepada DPR. Sistem dan politik
hukum nasional pun berubah yang mempengaruni orientasi
dan pricritas pembentukan peraturan perundang-undangan
inklusif terhadap kegiatan Prclegnas sebagai bagian yang
inheren dalam proses pembentukan hukum nasional.
Keinginan untuk mendesign kembali kerangka konsultasi
legislasi dan pola-pola interaksi antara pihak Pemerintah
dan DPR untuk mencapai kesamaan dan keterpaduan visi
mengenai prioritas perundang-undangan menjadi agenda
sentral kedua belah pihak.

Pemberdayaan Prolegnas & Prioritas

Tanggal 7 s.d. 8 Desember 1999 di Cisarua, Bogor,
BPHN menyelenggarakan Rapat Pembahasan Tahunan
Program Legislasi Nasional Tahun 1999, dengan tema
“Pemberdayaan Prolegnas Dalam Rangka Mendukung
Tegaknya Supremasi Hukum”. Rapat ini membahas
perkembangan Prolegnas, penentuan format dan skaia
Prioritas Prolegnas sebagai langkah-langkah dalam
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mewujudkan keterpaduan dalam penataan sistem hukum
nasional di bidang pembentukan perundang-undangan
sebagai bagian integral dari penegakan supremasi hukum.
Tidak ketinggalan isu-isu aktual lainnya turut dibahas seperti
masalah koordinasi inter dan antar departemen, sumber
daya manusia, likuidasi departemen sosial dan penerangan,
serta pembentukan departemen/LPND baru.

Pemerintah dan DPR sepakat tentang perlunya
peningkatan peran nyata Prolegnas dalam wilayah
pembentukan hukum nasional dan bekerjasama lebih keras
lagi memperjuangkan Prolegnas sebagai program unggulan
yang penting dan menentukan dalammengawal keberhasilan
reformasi hukum. DPR selanjutnya membentuk Badan
Legisiasi DPR yang salah satu tugasnya merencanakan
dan menyusun program usulan prioritas pembahasan RUU.
Kehadiran Baleg DPR memerlukan mekanisme perekatbaru
khususnya dengan program BPHN yang selama ini telah
mengembangkan Prolegnas sebagati program perencanaan
Pemerintah yang strategis sesuai dengan urgensi dan
prioritas.

Guna meningkatkan kualitas Prolegnas, diagendakan
penyusunan format Prolegnas di masa datang yang
mencakup proses, prosedur, dan mekanisme pembuatan
perundang-undangan, penyempurnaan forum Prolegnas
sebagai konsekuensi berubahnya kewenangan membentuk
perundang-undangan dari Pemerintah kepada DPR, serta
forum diseminasi/diskusi rencana legislasi dan anggaran
sosialisasi RUU/RPP.
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Mengenai masaiah penentuan skala prioritas
bersama terhadap Prolegnas, Rapat Pembahasan Tahunan
merekomendasikan perlunya mempertegas atau memberi
batasan tentang apa yang disebut “prioritas® (apakah
merupakan prioritas awal penyusunan oleh Departemen/
LPND atau prioritas awal pembahasan oleh DPR); me-
review skala prioritas yang ditetapkan oleh Departemen/
LPND pasca Amandemen UUD 1945; dan kemungkinan
perubahan skala prioritas di Departemen/LPND. Untuk aspek
substansi perundang-undangan disepakati dan diputuskan
kriteria prioritas dilandaskan atas: (a) hai-hal yang berkaitan
dengan pemulihan ekonomi; (b) hal-hal yang berkaitan
dengan otonomi daerah; (c) hal-hal yang berkaitan dengan
hak asasi manusia dan pemberdayaan masyarakat.

Perlu dicatat puia bahwa Prolegnas periode ini
diarahkan pula untuk mengantisipasi gejala separatisme
dan disintegrasi, diprioritaskan antara lain lahirnya RUU
tentang Otonomi khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh dan
RUU tentang Otonomi Khusus bagi Irian Jaya sebagai usul
inisiatif DPR.

Prolegnas Dalam Propenas

Sejak tahun 2000, berbeda dengan tahun-tahun
sebelumnya, kegiatan Prolegnas dikaitkan dengan Program
Pembangunan Nasional (Propenas) sehingga peran
Prolegnas makin kuat karena Propenas yang dibentuk
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dengan Undang-Undang. Dalam Program Pembangunan
Nasional (Propenas)2000-2004 dan Rencana Pembangunan
Tahunan (Repeta) 2001 telah terdapat hal-hal yang sangat
relevan dengan kinerja Prolegnas dalam kaitan prioritas
pembentukan peraturan perundang-undangan. Sesuai
Propenas dan Repeta, skala Prioritas Prolegnas diarahkan
untuk menciptakan keterpaduan dalam penataan sistem
hukum nasional khususnya di bidang pembentukan
perundang-undangansebagaibagianintegraldaripenegakan
supremasi hukum, dan terwujudnya rencana pembentukan
peraturan perundang-undangan secara berkesinambungan,
terkoordinasi dan terpadu, serta sesuai dengan aspirasi
masyarakat.

Menyikapi hal tersebut di atas, pertemuan konsultasi
antara Forum Prolegnas dan Badan Legislasi DPR Ri
didorong untuk lebih diintensifkan dan diefektifkan untuk
menyusun usulan rancangan undang-undang yang bersifat
tahunan dan lima tahunan.

Hasil monitoring Prolegnas yang dilaksanakan
secara rutin oleh BPHN menunjukkan bahwa terdapat 20
RUU Prioritas Prolegnas Tahun 2000 yang sudah masuk
dan sedang dibahas DPR. Selain itu terdapat daftar RUU
Prioritas Prolegnas yang akan diajukan ke DPR untuk 3
tahun berikutnya dengan rincian 52 RUU untuk tahun 2001,
38 RUU untuk tahun 2002, dan 31 RUU untuk 2003.

Materi RUU diprioritaskan pada penataan
perundang-undangan yang menjadi landasan penerapan
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kepemerintahan yang baik (good governance), perbaikan
ekonomi (economy recovery), peninjauan kembali (review)
terhadap produk hukum kolonial, harmonisasi dengan

perjanjian internasional, serta penegakan HAM.

Sebagai catatan penting pula bahwa pada Rapat
Pembahasan Tahunan Program lLegislasi Nasional Tahun
2000 dengan tema “Peningkatan Peran Prolegnas sebagai
Penataan dan Pembaharuan Perundang-undangan” Prof.
Dr. Bagir Manan menyarankan agar segera diberikan
bentuk hukum yang mengikat bagi Prolegnas. Melihat
perkembangan dan kebutuhan yang ada, menurutnya
Prolegnas tidak bisa lagi dipandang sekedar ‘“gentlemen
agreement” antar Departemen/LPND.

Tahun 2001 kegiatan Prolegnas ditingkatkan seiring
dengan makin menguatnya kesadaran bahwa Prolegnas
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari faw making
process, oleh karenanya kegiatan Prolegnas selama tahun
2001 diarahkan untuk memformulasi peran Prolegnas
sebagai sarana pembaharuan peraturan perundang-
undangan. Prolegnas juga tengah dikembangkan tidak
sekedar forum untuk menetapkan skala prioritas dan
instrumen pengintegrasi, tetapi juga sebagai media
komunikasi ilmiah dalam proses perencanaan prolegnas
menjadi rancangan peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi penentuan skala prioritas Prolegnas
masih sebagai lanjutan Prolegnas 2001 vyaitu dalam
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kerangka sinkronisasi dengan program pembaharuan
peraturan perundang-undangan dalam Propenas dan
Rancangan Pembangunan Tahunan (Tahun 2002).
Program-program yang ada dalam Propenas, Repeta, dan
Prolegnas disinkronisasi menjadi Daftar Usutan Perubahan
Repeta 2002 Bidang Program Pembentukan Perundang-
undangan.

Berdasarkan Repeta 2002 Program pembentukan
undang-undang tahun 2002 dikaitkan dengan Prolegnas
dan Propenas, terdapat 64 RUU, 24 RUU di antaranya
merupakan carry over dari program 2001 dan 40 RUU
merupakan program baru dalam Repeta 2002. Dikaitkan
dengan Propenasdari64 RUUtersebutterdapat42 RUUyang
sesuaidengan program yang tercantum dalam Propenas dan
terdapat 22 RUU program Non-Propenas-2004. Dikaitkan
dengan asal rencana pembentukan (Prolegnas) terdapat
38 RUU usulan Pemerintah, 11 RUU usulan Baleg DPR, 11
RUU usulan bersama Pemerintah dan Baleg DPR, dan 4
RUU belum ditentukan pemrakarsanya.

Disepakati pula bahwa penentuan prioritas
pembentukan perundang-undangan tahun 2002 harus
memperhatikan: (1) keterkaitan substansi RUU dengan
ketentuan-ketentuan lainnya yang sudah dibentuk lebih dulu;
(2) substansi RUU yang mendukung pemulihan ekonomi;
(3) substansi RUU mendukung proses demokratisasi; (4)
substans! RUU yang tercantum dalam Propenas dan carry
over program tahun 2001; dan 5) substansi RUU yang
berasal dari zaman Hindia Belanda.
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Strategi peningkatan kualitas peraturan perundang-
undangan diupayakan dengan lebih mengintensifkan forum
konsultatif Prolegnas antara BPHN dan Baleg DPR Rl
misalnya dalam bentuk pertemuan triwulan, meningkatkan
peran BPHN dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU
di Departemen/LPND, mengembangkan standardisasi biaya
satuan Naskah Akademik dan RUU, serta meningkatkan
kualitas SDM tenaga perencana dan perancangan hukum.

Quality Control dan Alur Prolegnas

Perubahan penting terjadi di tahun 2002. Hal ini
terkait dengan muiai menguatnya kontrol dan partisipasi
masyarakat dalam proses pembentukan perundang-
undangan. Strategi Prolegnas diubah dari strategi yang
menitikberatkan pada kuantitas kepada strategi yang
menitikberatkan pada kualitas substansi naskah (quality
control) yang mensyaratkan peningkatan personalia
pendukung dan intensitas diskusi. Dengan kata [ain tolok
ukur keberhasilan Prolegnas mulai dipericas tidak hanya
soal jumiah RUU (kuantitas) akan tetapi juga kualitas
yaitu bagaimana forum Prolegnas menjad: the first gate
proses kefahiran peraturan perundang-undangan sesuai
dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan, dan kepentingan
nasional. Peningkatan kualitas antara lain dilakukan dengan
me-review alur proses penyusunan Prolegnas dari sisi
Pemerintah yang komprehensif, terkontrol, dan terukur serta
dapat mendukung produktifitas tinggi serta langkah-langkah
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bagi penentuan dan tolok ukur keberhasilan prolegnas untuk
Repeta 2003.

Tahun 2002 diperkenalkan alur baru prolegnas yang
meliputi 5 tahap yaitu:
1. Tahap Kompilasi Daftar RUU Departemen/LLPND
2. Tahap Klasifikasi dan Sinkronisasi Rencana Legislasi

Nasionai

3. Tahap Konsultasi dan Komunikasi
4. Tahap Penyusunan Naskah Program Legislasi Nasional
5. Tahap Pengesahan Prolegnas.

Untuk melaksanakan tahapan tersebut BPHN
membentuk Tim Pelaksana yang terdiri dari:
1. Tim Inti Prolegnas
2. Tim Pelaksana Harian Prolegnas (BPHN)
3. Tim Antar Departemen (Kepala Biro Hukum
Departemen/LPND)
4. Forum Komunikasi Prolegnas dengan Organisasi
Profesi/LSM
5. Forum Konsultasi Prolegnas dengan Baleg DPR R|
6. Konsuitan Ahli Prolegnas.

Tanggal 25 Januari 2001 Rapat Konsultasi dan
Koordinasi Badan Legislasi dengan Menteri Kehakiman
dan HAM R c.q. Kepala BPHN memutuskan 80 RUU yang
menjadi Prioritas Pembahasan Tahun 2002 dengan rincian:
29 RUU sedang dibahas di DPR (terdiri dari 10 RUU usul
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inisiatif DPR dan 19 RUU usul inisiatif Pemerintah), 26
RUU usul inisiatif DPR yang sedang dipersiapkan (4 RUU
disiapkan Komisi dan 22 RUU disiapkan Baleg DPR), dan
sisanya 25 RUU dapat dipersiapkan/diajukan oleh DPR atau
Pemerintah yang mana yang lebih du.J siap.

Tanggal 28 s.d. 29 Oktober 2002 diselenggarakan
Lokakarya Tahunan Prolegnas yang diselenggarakan di
Cisarua Bogor dengan tema "Meningkatkan Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan dengan Program Legisfasi
Nasional yang Berkualitas dan Terukur’. Lokakarya
menghasilkan kesepakatandan keputusanbahwa penentuan
Daftar Prioritas RUU tahun berikutnya didasarkan pada 10
(sepuluh) kriteria yaitu: 1) diperintahkan UUD 1945 (akibat
Amandemen); 2)diperintahkan Ketetapan MPR; 3)ditetapkan
dalam Propenas; 4) Perintah UU tertentu (UU Payung); 5)
kebutuhan Hubungan Internasional; 6) desakan masyarakat
sangat urgen; 7) melindungi kepentingan golongan lemah; 8)
mendukung perekonomian nasional; 9) dukungan kemauan
poiitik; dan 10) hasil evaluasi pelaksanaan Protegnas (Baleg
DPR dan BPHN).

Duplikasi program usulan RUU dari departemen/
LPND akibat perbedaan sumber daftar RUU usulan (dari
Pemerintah dan Baleg DPR) dan akumulasi jumlah targe!
RUU yang tidak realistik akan dibenahi melalui up dating
program RUU, pembentukan Panitia Kerja Penyusunan
Prioritas RUUdiDPR, identifikasikebutuhandanpenyesuaian
dengan Propenas dan aspirasi masyarakat, Pemerintah dan
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DPR melalui pembuatan Naskah Akademik, peningkatan
partisipasi masyarakat dan peningkatan frekuensipertemuan
antara BPHN dengan Baleg DPR.

Tahun 2003 peran dan kedudukan Prolegnas
dipertajam dan diperkuat terkait dengan, pertama fungsinya
yang sangat penting bagi kepentingan harmonisasi dan
sinkronisasi program pembentukan peraturan perundang-
undangan antar Departemen/LPND, dan kedua fungsi
strategis Prolegnas sebagai sarana sinkronisasi program
legislasi yang disusun oleh Pemerintah dan Baleg DPR,
khususnya, dalam kaitan penetapan prioritas bagi Repeta
Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pendekatan fungsi ini sebagai respon terhadap perubahan
sistem dan politik hukum yang makin cepat sebagai akibat
dari Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat UUD
1945.

Agenda Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas
Tahun 2003 memang tidak beranjak jauh dari agenda rapat
tahun-tahun sebelumnya akan tetapi makin diarahkan
sebagai review dan implementasi amanat dan tuntutan
reformasi menyeluruh di bidang hukum dalam perspektif
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik
dan benar.

Rapat Tahunan Prolegnas Tahun 2003 ini
diselenggarakan tanggal 7-8 Juli 2003 di Cisarua
Bogor. Pokcok bahasan Rapat meliputii (1) Penentuan
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bersama prioritas RUU Repeta 2004 (penetapan UU), (2)
Penyusunan RUU dan Penyusunan Naskah Akademik, dan
(3) Sinkronisasi dan harmonisasi Prolegnas Pemerintah
dan DPR RI: dan (4) Masalah Prolegnas berkaitan dengan
adanya RUU Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan yang telah mengatur secara tegas mekanisme
Prolegnas. Mengenai nomor 4 secara khusus Rapat diminta
usulan konkretnya terhadap perubahan RUU tersebut.
Dalam sambutan sekaligus pengarahan, Menteri Kehakiman
dan HAM Prof. Dr. Yusril lhza Mahendra m=ngemukanan
bahwa untuk memperbaiki kualitas produk peraturan
perundang-undangan melalui mekanisme Prolegnas periu
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan peraturan perundang-undangan diawali
dengan penelitian hukum (/law research) dan penelitian
kebijakan (policy research) sebagai bagian hulu proses
perencanan peraturan perundang-undangan. Hal ini
periu dilakukan agar produk peraturan perundang-
undangan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan
berlaku dalam masyarakat dan persepsi masyarakat
terhadap kebijakan yang relevan dengan peraturan yang
akan disusun.

2. Proses pembuatan peraturan perundang—-undangan
didahutui dengan pembuatan Naskah Akademik. Muatan
Naskah Akademik merupakan hasil penelitian pada poin
1 yang memuat konsep, teori, faisafah juga visi dan misi
yang mengidentifikasikan prinsip. arah. suatu rancangan
Uu.
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3. Peningkatan mekanisme partisipasi publik dalam proses
penyusunan peraturan perundang-undangan atau
paling tidak dalam kaitan pembahasan rencana legislasi
nasional baik di pusat maupun di daerah. Salah satu
mekanisme yang telah dirintis oleh BPHN adalah Forum
Komunikasi Prolegnas dengan pemerintah daerah,
lembaga swadaya dan organisasi kemasyarakatan.

4. Kerja sama antar instansi atau antar lembaga terkait
perlu ditingkatkan. Kerja sama dan hubungan yang
erat diperlukan karena tidak jarang potensi konflik antar
sektor pembangunan disebabkan oleh komunikasi yang
kurang baik dan bukan semata-mata karena perbedaan
kepentingan sektor.

Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas 2003
memutuskan Daftar Prioritas RUU tahun 2004 didasarkan
atas pertimbangan atau kriteria: (1) RUU telah siap tersusun;
(2) Amanat Amandemen UUD 45; (3) Amanat Tap MPR;
(4) Amanat Propenas; dan (5) Tuntutan rakyat banyak.
Daftar Usulan Repeta 2004 untuk bidang pembentukan
peraturan perundang-undangan disepakati dengan rincian:
18 Penyusunan Naskah Akademik, 55 Penyusunan RUU,
dan 70 Penetapan RUU, yang dikelompokkan sebagai
perundang-undangan bidang ekuin, bidang polkam, dan
bidang kesra.
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B. PASCA BERLAKUNYA UU NO. 10 TAHUN 2004 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Babak baru perkembangan Prolegnas dimulai sejak
tahun 2004. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sejak
tahun 2004 kegiatan Prolegnas dilaksanakan didasarkan pada
landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(UU P3). Di dalam UU P3 ini telah diatur mengenai eksistensi
dan mekanisme Prolegnas sebagai bagian dari mekanisme
pembentukan peraturan perundang-undangan nasional.

Sesuai UU P3 pembuatan peraturan perundang-
undangan dimulai dari proses perencanaan, persiapan,
teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan,
pengundangan dan penyebariuasan. Instrumen perencanaan
program pembentukan undang-undang adalah Prolegnas yang
disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.

UU P3 juga telah merubah mekanisme penyusunan
Prolegnas yang sebelumnya dijalankan. Apabila sebelumnya
Prolegnas hanya bersumber pada program yang disusun oleh
Pemerintah saja, saat ini disusun oleh Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) bersama-sama dengan Pemerintah dengan
sumber yang berasal dari Prolegnas di lingkungan Dewan
Perwakilan Rakyat dan Prolegnas di lingkungan Pemerintah.

Di lingkungan pemerintah penyusunan Prolegnas
dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan HAM c.q. Badan
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Pembinaan Hukum Nasiona!. Sedangkan di lingkungan intern
DPR. selaku koordinator dalam penyusunan Prolegnas adalah
Baleg DPR RI. Mekanisme penyusunan Prolegnas dilingkungan
Pemerintah diatur tebih lanjut dalam Peraturan Presiden No.
61 Tahun 2005 tentang Program Legislasi Nasional sedangkan
di lingkungan DPR diatur dengan Tata Tertib (Tatib) DPR.

Untuk mendapatkan data rencana legislasi dengan
penj::asan, BPHN melaksanakan monitoring kepada
Departemen/LPND. Datatersebutdiolah dandiverifikasisebagai
bahan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi dalam rencana legislasi.

Tahap Penyusunan

Penyusunan Prolegnas dimulai dengan tahapan
penyusunan “rencana legislasi” dari tiap-tiap Departemen/
LPND, disertai dengan penjelasan mengenai:

(1) Pokok-pokok materiyang akan diatur serta keterkaitannya
dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya
dengan  peraturan  perundang-undangan lainnya,
merupakan penjelasan secara lengkap mengenai
konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi latar
belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang akan
diwujudkan. pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang
akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan.
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Setelah penyusunan rencana legislasi dilakukan,
penyusunan Prolegnas dalam forum yang disebut Rapat
Pembahasan Tahunan Prolegnas. Rapat ini berfungsi untuk
mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembentukan
peraturan perundang-undangan yang telah atau yang baru
akan disusun oleh seluruh departemen/LPND serta untuk
menetapkan rencana legislasi yang akan menjadi prioritas
pembahasannya bersama DPR. Rapat akan menghasitkan
suatu ketetapan tentang RUU usulan Pemerintah yang
fayak untuk diajukan ke DPR lengkap dengan penjelasan
urgensinya. RUU-RUU dimaksud harus telah memenuhi
syarat/kriteria teknis yaitu telah ada NA, draft RUU, dan telah
diharmonisasi di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan Departemen Hukum dan HAM.

Dalam perkembangannya terkait dengan perlunya
menitikberatkan pada quality control, juga dipertimbang-
kan kriteria substansi yang terkait dengan tingkat urgensi
(nasional) sehingga perlu segera direalisasikan menjadi
undang-undang. Selain itu akan ditetapkan pula RUU
Prolegnas yang masih dalam tahap penyempurnaan, masih
dalam tahap persiapan, dan yang beium digarap.

Menteri Hukum dan HAM melaporkan hasil Rapat
Pembahasan Tahunan Prolegnas kepada Presiden
utamanya RUU-RUU yang ditetapkan sebagai prioritas
sekaligus meminta persetujuan Presiden. Dalam hal
Presiden menyetujui, selanjutnya dibawa ke forum koordinasi
dengan DPR dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
Prolegnas.
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Tahapan selanjutnya, penyusunan Prolegnas
dilakukan bersama-sama antara DPR dengan Pemerintah
dalam Rapat Koordinasi antara DPR RI (yang diwakili oleh
Badan Legislasi) dan Pemerintah (yang diwakili oleh Menteri
Hukum dan HAM). Rapat Koordinasi ini terdiri dari Rapat
Paripurna, Rapat F.-nitia Kerja (Panja). Rapat Panitia Teknis.
Hasil Rapat Koordinasi disahkan dengan penandatanganan
oleh Ketua dan Wakii-wakil Ketua Baleg mewakili DPR Ridan
Menteri Hukum dan HAM mewakili Pemerintah. Hasil Rapat
Koordinasi tersebut selanjutnya oleh Baleg disampaikan
kepada Pimpinan DPR RI, sedangkan dari pihak pemerintah
dilaporkan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Presiden.
Setelah diperoleh kesepakatan bersama antara DPR dan
Pemerintah mengenai Prolegnas yang disusun antara DPR
dengan Pemerintah, maka dilaporkan pada Rapat Paripurna
DPR untuk mendapatkan penetapan.
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BAB IV
MEKANISME PROSES PENYUSUNAN PROLEGNAS

Proses penyusunan Prolegnas telah diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan
Pengelolaan Program Legislasi Nasional Dalam Pasatl 2 Perpres
ini disebutkan bahwa Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh
DPR dan Pemerintah secara berencana, terpadu dan sistematis
yang dikoordinasikan oleh DPR, melalui alat kelengkapannya, yaitu
Badan Legistasi. Secara teknis, dalam pelaksanaannya Prolegnas
disusun melalui beberapa tahapan, sebagaimana telah disinggung
pada Bab sebelumnya. Secara garis besar tahapan tersebut dapat
diuraikan daiam: Tahapan Penyusunan Rencana Legislasi dan
Tahapan Penyusunan Program Legislasi, di Lingkungan Pemerintah
maupun di DPR, Tahapan Koordinasi Penyusunan Program Legislasi
Nasional, dan Tahapan Penetapan.

A. TAHAPAN PENYUSUNAN “RENCANA LEGISLAS}Y”

Penyusunan Prolegnas diawali dengan inventarisasi
‘rencana legislasi’, baik di lingkungan Pemerintah maupun
Dewan Perwakilan Rakyat. Tahap penyusunan Rencana
Legislasi Nasional (Relegnas) di lingkungan Pemerintah adatah
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 Perpres No. 61 Tahun
2005, yang menyatakan bahwa:

“Menteri meminta kepada Menteri lain dan Pimpinan
Lembaga Pemerintah Non Departemen perencanaan
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pembentukan Rancangan Undang-Undang di lingkungan
instansinya masing-masing sesuai dengan lingkup bidang
tugas dan tanggung jawabnya”.

Sedangkan di lingkungan DPR Rl adalah sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 8 Perpres No. 61 Tahun 2005, yang
menyatakan bahwa:
“Badan Legislasi dalam mengkoordinasikan penyusunan
Prolegnas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dapat
meminta atau memperoleh bahan dan/atau masukan dari
Dewan Perwakilan Daerah dan/atau masyarakat”.

“Perencanaan pembentukan RUU" dan “bahan/masukan”
sebagaimana dimaksud oleh pasal-pasal tersebut adalah daftar
“rencana legislasi” yang akan disusun baik oleh Pemerintah
maupun DPR.

Di lingkungan pemerintah, daftar “rencana legisiasi”
mencakup  seluruh  rencana  pembentukan  peraturan
perundang-undangan, baik yang sifatnya masih akan disusun,
yakni masih berupa “keinginan-keinginan” untuk membuat
peraturan perundang-undangan maupun yang bentuknya sudah
lebih konkret, misalnya peraturan perundang-undangan yang
sedang dalam proses penyusunan, atau yang sudah selesai
disusun dan sudah siap diajukan ke DPR. Dengan demikian,
rencana legislasi tersebut mencakup:
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1. Rencana legislasi yang belum konkret, dalam bentuk
judul-judul peraturan perundang-undangan yang sifatnya
masih tentative;

2. Rencana legislasi yang sudah mendekati konkretisasi:
rencana pembentukan undang-undang yang masih dalam
proses persiapan, seperti dalam bentuk kegiatan pengkajian
dan penelitian;

3. Rencana legislasi yang masih dalam taraf penyusunan
naskah akademik: hasil-hasil pengkajian dan/atau penelitian
sudah mulai disusun dalam bentuk naskah akademik;

4. Rencana legislasi yang sudah dalam taraf penyusunan RUU
di fingkungan internal departemen/LPND;

5. Rencana legislasi yang sudah dalam bentuk Rancangan
Undang Undang: Naskah RUU-nya sudah disusun
secara lengkap dan sudah disempurnakan melalui proses
harmonisasi (pembahasan antardepartemen).

Meskipun sifatnya masih berupa rencana-rencana,
rencana legislasi yang diajukan oleh setiap departemen/LPND
harus sudah jelas materi muatannya. Jika rencana legislasi
tersebut diajukan kepada koordinator Prolegnas, maka harus
disertai dengan penjelasan mengenai: ’

1. Pokok-pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya
dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

'Sebagaimana ditetapkan dalam pasat 4 Perpres No. 61/2004.
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Pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan
peraturan perundang-undangan lainnya, merupakan
penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi Rancangan
Undang-Undang yang meliputi:

a. latar belakang dan tujuan penyusunan;

b. sasaran yang akan diwujudkan;

c. pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan

diatur; dan
d. jangkauan dan arah pengaturan.

Dalam hal Departemen/LPND telah menyusun Naskah

Akademik (NA) RUU, maka Naskah Akademik tersebut wajib
disertakan dalam penyampaian perencanaan pembentukan

Rancangan Undang-Undang.

Data mengenai rencana legislasi dari setiap departemen/

LPND diperoleh melalui kegiatan monitoring rutin, yang
dilaksanakan oleh BPHN, pada awal dan pertengahan Tahun
Anggaran. Tujuan kegiatan monitoring tersebut adalah untuk:

1.

Up-dating rencana-rencana legislasi termasuk mendaftar
rencana legislasi “baru” yang diusulkan oleh departemen/
LPND;

Evaluasi, yakni kemajuan dari setiap rencana legislasi yang
telah diajukan tahun sebelumnya oleh departemen/LPND;

ldentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam
melaksanakan rencana legislasi, seperti adanya hambatan
dalam pelaksanaan karena dianggap tumpang tindih dengan
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kewenangan departemen/LPND lain sehingga muncul
keberatan dari departemen/LPND terkait.

Instrumen yang dipakai dalam kegiatan monitoring
rencana legislasi adalah berupa formulir isian dalam bentuk
matriks. Ada dua jenis matriks yang dipakai, yaitu:

(1) Matriks Program

Matriks program dimaksudkan untuk mengetahui
rencana-rencana baru untuk menyusun peraturan
perundang-undangan di setiap departemen/LPND,
mengetahui sejauhmana kemajuannya, dan proyeksi tahun
pengajuan pembahasan ke DPR.

(2) Matriks Substansi Program

Matriks “substansi” menguraikan secara singkat materi
muatan peraturan perundang-undangan yang akan atau
sedang disusun, yang meliputi latar belakang dan tujuan
penyusunan, sasaran yang akan diwujudkan, pokok-pokok
pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, jangkauan dan
arah pengaturan.

Penggunaan instrumen matriks ini sesuai dengan
ketentuan Pasal 11 Perpres No. 61 Tahun 2005, yang
menyatakan:

“Penyampaian perencanaan pembentukan Rancangan
Undang-Undang kepada Menteri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 disertai dengan pokok materi yang
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akan diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan
Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4.

Di lingkungan Pemerintah, tahapan ini melibatkan semua
departemen maupun LPND sebagai instansi pemrakarsa usulan
RUU." Departemen dan LPND tersebut sebagaimana yang
disebutkan dalam Perpres No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas. Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Perpres No. 94 Tahun 2006 tentang
Perubahan Ketiga atas Perpres No. 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Kementerian Negara, dan juga Keputusan
Presiden No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Lambaga Pemerintah Non Departemen jo Perpres 64 Tahun 2005
tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden No. 103
Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lambaga Pemerintah Non
Departemen. Departemen dan LPND itu adaiah:

Kementerian Koordinator terdiri dari:
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan
Keamanan Ri
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Rl
'Sebaganmr dalam Pasal 11 Perpres No. 61 Tahun 2005 yang menyebutkan: “Men-
teri meminta kepada Menteri lain dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Cepartemen

perencanaan pembentukan RUU di iingkungan instansinya masing-masing sesuai dengan
lingkup bidang tugas dan tanggung jawab”.
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Departemen terdiri dari:
1. Departemen Dalam Negeri
Departemen Luar Negeri
Departemen Pertahanan
Departemen Hukum dan HAM
Departemen Keuangan
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
Departemen Perindustrian
Departemen Perdagangan

Departemen Pertanian

=2 ©® © N o o s DN

0. Departemen Kehutanan
11. Departemen Perhubungan
12. Departemen Kelautan Dan Perikanan
13. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14. Departemen Pekerjaan Umum
15. Departemen Komunikasi dan Informatika
16. Departemen Kesehatan
17. Departemen Pendidikan Nasionai
18. Departemen Sosial
19. Departemen Agama
20. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Kementerian Negara terdiri dari:
1. Kementerian Negara Riset dan Teknologi

2. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
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h

7.

L

9.

Menengah
Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional

Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Kementerian Negara Perumahan Rakyat

10. Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga

Lembaga Setingkat Menteri terdiri dari:

1.

2
3.
4

Sekretariat Negara
Kejaksaan Agung
Tentara Nasional Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) terdiri dari:

1.

® N o 0 A~ e

Badan Intelijen Negara

Badan Pertanahan Nasional

Lembaga Sandi Negara

Badan Koordinasi Penanaman Modal

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

Badan Standardisasi Nasional
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9. Badan Pusat Statistik

10. Badan Meteorologi dan Geofisika

11. Bank Indonesia

12. Lembaga limu Pengetahuan Indonesia

13. Lembaga Antariksa Penerbangan Nasional

14. Badan Pengawas Obat dan Makanan

15. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
16. Badan Kepegawaian Negara

17. Lembaga Administrasi Negara

18. Perpustakaan Nasionai

19. Arsip Nasional Republik Indonesia

Data rencana legislasi yang telah diperoleh dari seluruh
departemen/ LPND selanjutnya diolah dan diverifikasi. sebagai
bahan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi dalam rencana legislasi, yang dilaksanakan melalui
forum konsultasi yang dikoordinasikan oleh Menteri. Forum
konsuitasi yang dimaksud adalah Rapat Pembahasan Tahunan
Prolegnas, yang diselenggarakan setiap tahun. Rapat Koordinasi
ini melibatkan seluruh wakil jajaran departemen/LPND, di
samping itu juga melibatkan para ahli dari lingkungan perguruan
tinggi, wakil-wakil organisasi di bidang sosial-poiitik, profesi,
organisasi keagamaan, pemuda/mahasiswa, dan lembaga
swadaya masyarakat.
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B. TAHAPAN PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLAS! DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH

Penyusunan Program Legislasi di lingkungan Pemerintah
dilakukandalamforumRapatPembahasanTahunanProlegnas.
Forum ini di samping untuk mengkoordinasikan penyusunan
perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan
yangtelah atau yang baru akan disusun oleh seluruh departemen/
LPND, juga untuk menetapkan rencana-rencana legislasi yang
akan menjadi prioritas pembahasannya bersama DPR.

Ukuran untuk memprioritaskan RUU-RUU tersebut
didasarkan atas 10 kriteria substansi sebagaimana telah
ditetapkan di dalam Keputusan Sidang Paripurna DPR tanggal
1 Februari 2005, yakni:

1. RUU yang merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. RUU vyang merupakan perintah Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Repubilik indonesia;

3. RUU yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang
lain;

4. RUU yang mendorong percepatan reformasi;

5. RUU yang merupakan warisan Propenas 2000-2004
disesuaikan dengan kondisi saat ini;

6. RUU yang menyangkut revisi atau amandemen terhadap
undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang
lainnya,;
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10.

RUU yang merupakan ratifikasi terhadap perjanjian
internasional;

RUU yang berorientasi pada pengaturan perlindaungan
HAM dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan
dan keadilan jender,;

RUU yang mendukung pemulihan dan pembangunan
ekonomi kerakyatan yang berkeaditan;

RUU yang secara langsung menyentuh kepentingan rakyat
untuk memuiihkan dan meningkatkan kondisi kesejahteraan
sosial masyarakat.

Skala prioritas sebagaimana dikemukakan di atas

dianggap terlalu umum, karena hampir semua RUU yang

diajukan sebagai prioritas paling tidak akan memenuhi salah

satu kriteria. Sehingga skala prioritas yang semula dimaksudkan
untuk menyaring RUU yang kurang begitu urgen ini menjadi
tidak efektif.

Pada rapat Panitia Kerja Koordinasi Prolegnas. tanggal

6-8 Oktober 2006, kriteria prioritas substansi tersebut ditambah
dengan kriteria teknis, yaitu:

1.

Sudah disusun draf RUU secara lengkap bersama-sama
dengan naskah akademiknya: dan

Sudah selesai proses harmonisasi, untuk RUU vyang
berasal dari Pemerintah sudah melaiui pembahasan antar
departemen. Sedangkan RUU yang berasal dari DPR telah
melalui proses harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI.
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Contoh yang paling mutakhir mengenai tahapan ini adalah
Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas internal Pemerintah
(antar Departemen) yang telah diselenggarakan pada tanggal
25-27 September 2007. Pada forum ini telah ditetapkan
sebanyak 38 RUU yang dinyatakan telah memenuhi kriteria
untuk diajukan sebagai Prioritas Prolegnas Tahun 2008 oleh
Pemerintah. Seluruh RUU dimaksud kemudian disampaikan
pada rapat Prolegnas dengan Badan Legislasi DPR, setelah
melalui proses pembahasan Panitia Kerja dan digabungkan
pembahasannya dengan RUU inisiatif DPR, maka pada Rapat
Kerja Baleg dengan Pemerintah tanggal 8 Oktober 2007
ditetapkan sebanyak 31 RUU (termasuk daftar RUU Kumulatif
terbuka) sebagai RUU Prioritas 2008 ditambah RUU luncuran
2005-2007 (carry over) sebanyak 49 RUU yang selama ini
belum dapat diselesaikan. Pada rapat tersebut Pemerintah
juga mengusulkan mernasukkan RUU tentang Tindak Pidana
Teknologi Informasi (Cyber crime) sebagai RUU Prioritas
mengingat RUU dimaksud selain satu paket dengan RUU terkait
Tindak Pidana Korupsi, juga sangat penting untuk mendukung
regulasi di bidang Terorisme, Pencucian Uang, Narkotika,
Transaksi Elektronik, Penyelenggaraan Pemilu, dil.

C. TAHAPAN PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLAS! DI
LINGKUNGAN DPRRI

Penyusunan  Prolegnas di  lingkungan  DPR
dikoordinasikan oleh Badan Legisiasi’.

'Pasal 6 ayat (1) Perpres No. 61 Tahun 2004
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Pengaturan tentang tata cara penyusunan Prolegnas di
lingkungan DPR diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI, yang
menugaskan Badan Legislasi (Baieg) DPR Ri untuk menangani
Prolegnas.’ Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Repubiik Indonesia Nomor: 08/DPR RI/1/2005-2006 Tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Badan Legislasi antara lain bertugas: menyusun Program
Legisiasi Nasional yang memuat daftar urutan Rancangan
Undang-Undang untuk suatu masa keanggotaan dan prioritas
setiap Tahun Anggaran, yang selanjutnya dilaporkan dalam
rapat Paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPR.

D. TAHAPAN KOORDINASI PENYUSUNAN PROGRAM
LEGISLASI NASIONAL

Koordinasi pembahasan Prolegnas antara DPR dan
pemerintah, diatur oleh DPR dengan memperhatikan Peraturan
Perundang-undangan. Forum pembahasan  Prolegnas
sebagaimana dimaksud dilakukan melalui Rapat Koordinasi
antara DPR RI (yang diwakili oleh Baleg) dan Pemerintah (yang
diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM). Rapat Koordinasi ini
terdiri dari Rapat Paripurna. Rapat Panitia Kerja (Panja), Rapat
Panitia Teknis. Hasil dari Rapat Koordinasi ini disahkan dengan
penandatanganan hasil Rapat Koordinasi oleh ketua dan
wakil-wakil ketua Baleg mewakili DPR RI dan Menteri Hukum
dan HAM mewakili Pemerintah. Hasil Rapat Koordinasi tersebut

'Mengenai penyusunan Program Legislasi Nasional di DPR RI, diatur dalam Pasal 10
Perpres No. 61 Tahun 2004.
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selanjutnya oleh Baleg disampaikan kepada Pimpinan DPR
Rl, sedangkan dari pihak pemerintah dilaporkan oleh Menteri
Hukum dan HAM kepada Presiden.

Jika Presiden menyetujui hasil Rapat Koordinasi tersebut,
maka persetujuan Presiden terhadap Prolegnas yang disusun
di DPR diberitahukan secara tertulis dan sekaligus menugaskan
Menteri Hukum dan HAM untuk mengkoordinasikan kembali
dengan DPR. Prolegnas yang disusun di lingkungan DPR dan
Pemerintah yang tetah memperoleh kesepakatan bersama
antara DPR dan Pemerintah, dilaporkan pada Rapat Paripurna
DPR untuk mendapatkan penetapan.

Dalam praktiknya RUU Prioritas Tahunan yang telah
diputuskan hasil koordinasi antara DPR dengan Pemerintah
dan ditetapkan di datam Sidang Paripurna DPR pun mengalami
perubahan atautambahan ditengahjalan. Halini terjadi misainya,
pada RUU Prioritas 2006 dari 43 RUU prioritas mendapat 4
(empat) RUU tambahan yang ditetapkan melalui Penetapan
DPR RI tanggal 3 Oktober 2006. Kemudian, pada RUU Prioritas
2007 dari 30 RUU prioritas mendapat tambahan 2 (dua) RUU
melalui Penetapan DPR RI Tanggal 23 Pebruari 2007", disusul
dengan Penetapan DPR R! tanggal 13 November 2007 yang
menambahkan 2 (dua) RUU Prioritas 2007, sehingga jumlah
keseturuhan Prioritas 2007 adalah 34 (tiga puluh empat) RUU.

Penetapan ini didasarkan atas hasil Rapat Kerja/Koordinasi antara Baleg DPR R! dengan
Menteri Hukum dan HAM (Pemerintah) pada tanggal 23 Januari 2007.
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E. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DALAM
PENYUSUNAN PROLEGNAS

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Prolegnas tahun
2005-2007 ditemukan beberapa kendala yang menjadi faktor
penghambat realisasi program-program prioritas Prolegnas,
antara lain, adalah:

a. Jumiah Rencana Legislasi yang terlalu banyak untuk di-
selesaikan selama lima tahun. Jumiah rencana legisiasi
yang diusulkan atau diajukan untuk Prolegnas Jangka
Menengah maupun Tahunan memang sangat banyak.
Sebagaimana dikemukakan di atas, Prolegnas Jangka
Menengah 2005-2009 yang ditetapkan dalam Keputusan
Rapat Paripurna DPR R! tanggal 1 Februari 2005 adalah
sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) RUU.

b. Tidakadajaminanbahwaselamalimatahuntidak akanmuncul
rencana legislasi baru baik yang diusutkan DPR maupun
Pemerintah. Pada tahun 2005 ditetapkan sebanyak 284 (dua
ratus delapan puluh empat) RUU, tetapi selama satu tahun
berikutnya di lingkungan pemerintah saja telah muncul 17
(tujuh belas) rencana legislasi baru. Usulan-usulan rencana
legisiasi baru tersebut disebut RUU non-Prolegnas, karena
muncu! setelah ada penetapan Prolegnas 2005-2009.

¢. Faktor berat ringannya substansi RUU akan sangat
mempengaruhi proses pembahasan. Ukuran berat dan
ringannya RUU dapat dilihat dari jumiah pasainya (RUU KUH
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Pidana misainya memuat lebih dari 700 (tujuh ratus) pasal,
dibandingkan dengan RUU ratifikasi perjanjian internasional
yang hanya 3-5 pasal), atau materi pengaturannya yang
sama sekali "baru/asing” (misainya RUU tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik).

. Pembahasan suatu RUU akan lebih "mudah” apabila
naskah RUU tersebut telah melalui proses penyusunan
dan perancangan yang baik dan sesuai dengan teknik
penyusunan  peraturan perundang-undangan‘ yang
baku. Sehingga pembahasan di DPR pun tidak perlu lagi
menyangkut memperdebatkan persoalan “titik-koma®,
pencarian asas dan kaidah, dil.

. Penetapan apakah suatu program legisiasi sudah layak
menjadi RUU prioritas Prolegnas atau tidak, adalah diukur
dari urgensinya berdasarkan skala prioritas. Untuk itu,
Keputusan Sidang Paripurna DPR tanggal 1 Februari 2005
telah menetapkan 10 {sepuluh) kriteria RUU dan ditambah
dengan kriteria teknis sebagaimana telah disebutkan di
atas.
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BAB V
RUU PROLEGNAS DALAM DAFTAR

A. DAFTAR PROLEGNAS JANGKA MENENGAH 2005-2009

Penyusunan Prolegnas dilakukan dengan menetapkan
program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek
(Prioritas Tahunan). Prolegnas jangka menengah (2005-2009)
untuk pertama kalinya telah ditetapkan pada tanggal 1 Februari
2005 dalam Keputusan DPR Rl No.01/DPR-RI/I11/2004-2005
tentang Persetujuan Penetapan Program Legisiasi Nasionai
Tahun 2005-2009. Dalam Prolegnas 2005-2009 tersebut, telah
ditetapkan 284 (dua ratus delapan putuh empat) prioritas RUU
untuk digarap selama lima tahun (jangka menengah). Selain
menetapkan Prolegnas jangka menengah, Keputusan DPR
Rl No. 01/DPR-RI/1/2004-2005 juga sekaligus menetapkan
Prolegnas jangka pendek (tahunan) tahun 2005 dengan 55
(lima puluh lima) prioritas rancangan undang-undang untuk
ditetapkan dalam tahun 2005.

Tabel 1.
Program Legislasi Nasional
Rancangan Undang-Undang Prioritas
Tahun 2005-2009
(Berdasarkan Keputusan DPR RI No. 01/DPR-RI/I11/2004-2005)
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No. Judu! RUU

1 RUU tentang Lembaga Kepresidenan

2 RUU tentang Kementerian Negara

3 RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan

4 RUU tentang Komisi Ombudsman

5 RUU tentang Dewan Pertimbangan Presiden

6 RUU tentang Kewarganegaraan

7 RUU tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

8 RUU tentang Rahasia Negara

9 RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik

10 RUU tentang Mata Uang

11 RUU tentang Keimigrasian

12 RUU tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

13 RUU tentang Perkreditan Perbankan

14 RUU tentang Perbankan Syariah

15 RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan

16 | RUU tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian

17 RUU tentang Pasar Modal (Perubahan terhadap UU No. 8 Tahun 1925
tentang Pasar Modai)

18 RUU tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana
Pensiun

19 RUU tentang Restruktunsasi Utang Perseroan

20 RUU tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan
{Secondary Mortgage Facilites/SMF)

21 RUU tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas

22 RUU tentang Perubahan Atas UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

23 RUU tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer

24 RUU tentang Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Bitung
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No. Judul RUU

25 RUU tentang Jaminan Pemetiharaan Kesehatan Masyarakat

26 RUU tentang Kesehatan

27 RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga Sejahtera

28 RUU Perubahan Atas UU No. 3 1.:hun 1992 tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja

29 RUU tentang Keolahragaan

30 RUU tentang Badan Hukum Pendidikan

31 RUU tentang Guru

32 | RUU tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

33 RUU tentang Perfilman

34 RUU tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

35 RUU tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 1999 tentang Ibadah Haji

36 RUU tentang Peradilan Agama

37 RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban

38 RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi

39 RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

40 RUU tentang Pembertakuan dan Penerapan KUHP

41 RUU tentang Hukum Acara Pidana

42 RUU tentang Narkotika

43 | RUU tentang Perubahan atas UU Ne. 25 Tahun 2003 tentang
Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang

44 RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang
Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris (/nternational Convention for
the Suppression of Terronst Bombing)

45 RUU tentang Pengesahan Konvensi internasional tentang
Pemberantasan Pendanaan Terorisme (/nternational Convention for the
Suppression of the Financing of Terronsm)

456 RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional Melawan Kejahatan

Transnasicnal Terorganisasi (United Nations Convention Against
Transnational Organized Crime)
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No. Judul RUU

47 RUU tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Memberantas,
dan Menghukum Perdagangan, terutama Perempuan dan Anak,
Suplemen Konvensi PBB Melawan TOC (Protocol to Prevent,
Suppress, and Punish Trafficking in Person, Especially Woman dan
Children)

48 RUU tentang Pengesahan Protokol Pemberantasan Penyeiundupan
Imigran Baik melalui Darat, Laut dan Udara, Supplemen Konvensi PBB
Melawan TOC (Protocol Against The Smuggling of Migrants By Land,
Sea and Air)

439 RUU tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
Menentang Korupsi, 2003 ( United Nations Conventions Againts
Corruption, 2003)

50 RUU tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutua/
Legal Assistance in Criminal Matters)

51 RUU tentang Sekuritisasi

52 RUU tentang Mineral dan Batubara

53 RUU tentang Energi

54 RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.13 Tahun 1892
tentang Perkeretaapian

55 | RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang
Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan

56 | RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 tentang
Penerbangan

57 RUU tentang Perposan

58 | RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang
Pelayaran

59 RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

60 RUU tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional

61 RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara
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No. Judul RUU

62 RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak

53 RUU tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 1992 tentarg Penataan
Ruang

64 RUU tentang Penanggulangan Bencana

65 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 9@ Tahun 1990
tentang Pariwisata

66 RUU Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

67 RUU tentang Hak Milik Atas Tanah

68 RUU tentang Pengambilalihan Lahan Untuk Kepentingan Umum

69 | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1960
tentang Pokok-Pokok Agraria

70 RUU tentang Konflik Kepentingan Pejabat Publik

71 RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi

72 RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

73 RUU tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan

74 RUU tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

75 RUU tentang Pemberian Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
Lainnya

76 RUU tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu
Kebangsaan

77 RUU tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional

78 RUU tentang Etika Kehidupan Berbangsa

79 RUU Perubahan Atas Undang-Undang No. 39 Tahun 1997 tentang
Hukum Pidana Militer

80 | RUU tentang Hukum Acara Perdata

82 RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

83 RUU tentang Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Peradilan
{Contempt of Court)

84 RUU tentang Pembatasan Kasasi
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No. Judu! RUU

85 | RUU tentang Kode Etik Hakim

86 RUU tentang Balai Harta Peninggalan

87 RUU tentang Keistimewaan Daerah

86 RUU tentang Pengangkatarn Harta Karun

89 RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1979
Tentang Ekstradisi

88 RUU tentang Penghapusan Perkecsaan dan Kekerasan Seksual

90 RUU tentang Penghapusan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja

91 RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau Pekerja di
Sektor Informa!

92 RUU tentang Anti Penyiksaan

93 RUU tentang Perubahan Atas UU No. 3¢ Tahun 2004 Tentang
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

94 RUU tentang Prekursor

95 RUU tentang Lembaga Negara

96 RUU tentang Perlindungan Harga Komoditas Pertanian dan Pangan

97 RUU tentang Hak Paten Komoditas Pertanian

93 RUU tentang Perlindungan Terhadap Pekerja HAM

99 | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.12 Tahun 1995
Tentang Lembaga Pemasyarakatan

100 | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2000
Tentang Perjanjian Internasional

101 | RUU tentang Hak-Hak Masyarakat Adat

102 | RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

103 | RUU tentang Perubahan/Penggantian Atas Undang-Undang No. 24
Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitus!

104 | RUU tentang Perubahan/Penggantian Atas Undang-Undang No. 3
Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

105 | RUU tentang Perkumputan

106 | RUU tentang Perubahan/Penggantian Atas Undang-Undang No. 11
Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap

107 | RUU tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zone Tambahan
serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zone Tambahan
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108 { RUU tentang Jaminan Hipotik Sekunder

109 | RUU tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI

110 | RUU tentang Administrasi/Ketatalaksanaan Administrasi Femerntanan

111 | RUU tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja
Migran dan Anggota Keluarganya (the int"Convention of Protection cn
Migrant Workers and Their Families)

112 | RUU tentang Pengesahan Konvensi Opsional Konvensi Hak Anak
Tentang Perdagangan Anak. Pornografi Anak, dan Prostitusi Anak

113 | RUU tentang Pengesahan Protokoi Opsional Konvensi Penghapusan
Diskriminas) Terhadap Perempuan

114 | RUU tentang Kesetaraan Jender

115 | RUU tentang Perubahan UU No. 56 /Prp/ Tahun 1960 Tentang
Penetapan Luas Tanah Pertanian

116 | RUU tentang Perlindungan dan Pengamanan Data Digitai

117 } RUU tentang Perubahan UU No. 4 PNPS Tahun 1963 Tentang
Pengamanan Terhadap Barang Cetakan yang Dapat Mengganggu
Ketertiban

118 | RUU tentang Pengadilan Perikanan

119 | RUU tentang Perubahan Atas UU No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha
Kecil

120 { RUU tentang Perubahan Atas UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib
Daftar Perusahaan

121 | RUU tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1967 Tentang PMA dan
UU No. 6 Tahun 1968 Tentang PMDN

122 | RUU tentang Pinjaman Luar negeri

123 | RUU tentang Restrukturisasi Perbankan

124 } RUU tentang Perdagangan

125 | RUU tentang Tata Cara Penyusunan APBN

126 | RUU tentang Sistem Standar Nasional Indonesia

127 | RUU tentang Perkreditan Perbankan

128 | RUU tentang Perubahan/Penggantian Atas UU No. 5 Tahun 1962

tentang Perusahaan Daerah
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129 | RUU tentang Teknologi informasi

130 | RUU tentang Pengelolaan Piutang Negara

131 | RUU tentang Perencanaan Anggaran Negara

132 | RUU tentang Obligasi

133 | RUU tentang Perubahan/Penggantian Atas UU No. 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan

134 | RUU tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar
Dagang dan Industri (KADIN}

135 | RUU tentang Pengampunan Pajak

136 | RUU tentang Demokrasi Ekonomi

137 | RUU tentang Pengangkutan Udara

138 | RUU tentang Perubahan/Penggantian Atas UU No. 25 Tahun 1992
Tentang Koperasi

139 | RUU tentang Sistem Resi Gudang

140 | RUU tentang Perubahan/Penggantian Atas UU No. 2 Tahun 1981
tentang Metrolog: Lega!

140 | RUU tentang Transfer Dana Secara Elektronik

142 | RUU tentang Akuntan Publik

143 | RUU tentang Cyber Crime

144 | RUU tentang Lelang

145 | RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara

146 | RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan indonesia

147 | RUU tentang Perubahan UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan

148 | RUU tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan

149 | RUU tentang Perubshan UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah

150 | RUU tentang Transfer Dana

151 | RUU tentang Bentuk Kredit Peminjaman Bank dan Hipotek Bagi
Perempuan

152 | RUU tentang Badan Usaha di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi
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163 | RUU tentang Usaha Mikro. Keci! dan Menengah

154 | RUU tentang Perkreditan Usaha dan KUKM

155 | RUU tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi

156 | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1984
tentang Perindustrian

157 | RUU tentang Lalu Lintas Barang danr Jasa

158 | RUU tentang Karantina Kesehatan

159 | RUU tentang Praktik Ketarmasian

160 | RUU tentang Praktik Perawat

161 | RUU tentang Praktik Bidan

162 | RULU tentang Pengawasan Obat dan Makanan

163 | RUU tentang Bahan Berbahaya

164 1 RUU tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah
Susun

165 | RUU tentang Sistem Pengupahan Nasionai

166 | RUU tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 185 tentang Dokumen
ldentitas Pelaut

167 | RUU tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

168 | RUU tentang Bagi Hasit Perikanan

169 | RUU tentang Sistem Pengkajian dan Audit Teknologi

170 | RUU tentang Perubahan/Penggantian Atas UU No 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona!

171 | RUU tentang Perubanan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Pegawai Negeri Sipil)

172 | RUU tentang Etika Pemerintahan

173 | RUU tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu

174 | RUU tentan Perubahan Tentang UU No. 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan MPR. DPR. DPD. DPRD

175 | RUU tentang Perubahan UU Nc. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

176 | RUU tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 1980 Tentang Hak-hak
Keuangan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara

177 | RUU tentang Administrasi Pemerintah

178 | RUU tentang Perilaku Aparat Negara
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179 | RUU tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat. Provinsi. dan
Kabupaten/Kota

80 | RUU tentang Pengesahan International Covenant On Civil Political
Rights {ICCPR)

181 | RUU tentang Partai Politik

182 | RUU tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan
Pokok Kearsipan

183 ! RUU tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan

184 | RUU tentang Tindakan Kepolisisan Terhadap Anggota DPR. DPD dan
DPRD

185 | RUU tentang Pemerintahan Pusat

186 | RUU tentang Kepegawaian Daerah

187 | RUU tentang Peran Serta Masyarakat

188 [ RUU tentang Waijib Serah Arsip/Dokumen

189 | RUU tentang Kepegawaian POLRI

190 | RUU tentang Kesekretariatan Negara

191 | RUU tentang Hukum Terapan Peradilan Agama

192 | RUU tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan

193 | RUU tentang Kerukunan Umat Beragama

194 | RUU tentang Pembentukan Pengadiian Tinggi Agama

195 | RUU tentang Badan Hukum Pendidikan

196 | RUU tentang Sistem Nasional Perpustakaan

197 | RUU tentang Penyempurnaan UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah
Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

198 | RUU tentang Pendidikan Kewarganegaraan

199 | RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika

200 | RUU tentang Standar Pelayanan Publik

201 | RUU tentang Administrasi Kependudukan
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202 } RUU tentang Perlindungan Data Pribadi di Bidang Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipi!

203 | RUU tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosia!

204 | RUU tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan
dan Pemukimanr

205 | RUU tentang Pengaturan Hak-hak Perempuan

206 | RUU tentang Pengesahan Covenant on civil and Political Rights
(ICCPR)

207 | RUU tentang Pengesahan The Convention on the prevention and
Punishment of The Cnime of Genocide

208 | RUU tentang Pengesahan The Slavery Convention of 1926

209 | RUU tentang Pengesahan the Convention For Suppression of Traffic
Persons and of Exploitation of the Prostitution of Others}

210 | RUU tentang Pengesahan Convention on The Means of Prohibiting and
Preventing lllicit Traffic. Import. Expont and Transfer of Cultural Heritage
(1976}

211 | RUU tentang Pengesahan The 1957 Convention Relating to the Status
of Refugees

212 | RUU tentang Penyuluhan

213 | RUU tentang insinyur

214 | RUU tentang Kepemudaan

215 | RUU tentang Pahlawan

216 | RUU tentang Komunitas Adat Terpencil

217 | RUU tentang Pengumpulan Uang dan Barang

218 | RUU tentang Penyandang Masalah Tuna Sosia!

219 | RUU tentang Hubungan Etnisitas

220 | RUU tentang Perubahan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

221 | RUU tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar
Budaya

222 | RUU tentang Kebudayaan

223 | RUU tentang Pengesahan Intemational Covenan! on Economic. Social.

and Cultural Rights ( ICESCR)




No. Judu! RUU

224 | RUU tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup

225 | RUU tentang Kelautan

226 | RUU tentang Pesisir

227 | RUU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

228 | RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penebangan Hutan Secara
legal (/legal Logging)

229 | RUU tentang Perlindungan Petani

230 | RUU tentang Peternakan

231 | RUU tentang Kesehatan Hewan

232 | RUU tentang Diversifikasi Pangan

233 | RUU tentang Lahan Subur Pertanian

234 | RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam

235 | RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Genetik

236 | RUU tentang Keamanan Hayati dan Pangan

237 | RUU tentang Pengesahan Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran
Asap Lintas Batas

238 | RUU tentang Perubahan UU No. 5§ Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

239 | RUU tentang Geologi

240 | RUU tentang Konservasi Tanah dan Air

241 | RUU tentang Pengesahan Konvensi Stockholm Mengenai Persistent
Organic Polfutant

242 | RUU tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam mengenai Prior
Informed Consent untuk Bahan-Bahan Kimia Berbahaya dan Pestisida
dalam Perdagangan Internasional '

243 | RUU tentang Pengesahan International Treaty On Plant Genetic
Resources for Food and Agricuiture

244 | RUU tentang Penataan Ruang Laut. Pesisir dan Pulau-Puiau Kecil

245 | RUU tentang Tata Informasi Geografis Nasional

246 | RUU tentang Survei dan Pemetaan Nasional

247 | RUU tentang Kebumian
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248 | RUU tentang Meteoroiogi dan Geofisika

249 | RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional

250 | RUU tentang Keantariksaan

251 | RUU terubahan Atas UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

252 | RUU tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan

253 | RUU tentang Perubahan/Penggantian Atas UU No. 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi

254 | RUU tentang Perubahan Atas UU No. 20 Tahun 2002 tentang
Ketenagalistrikan

255 | RUU tentang Perubahan UU yang menetapkan Perpu No. 1 Tahun 2004
tentang Penambangan Terbuka dalam Kawasan Konservasi/Kawasan
Lindung

256 | RUU tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

257 | RUU tentang Perubahan UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan
Varietas Tanaman

258 | RUU tentang Bela Negara

259 | RUU tentang Penggunaan Wilayah Negara Indonesia

260 | RUU tentang Perubahan UU No. 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya

261 | RUU tentang Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

262 | RUU tentang Komponen Cadangan

263 | RUU tentang Komponen Pendukung

264 | RUU tentang Pertahanan dan Keamanan Negara

265 | RUU tentang Pelatihan Dasar Kemiliteran Secara Waijib

266 | RUU tentang Pengabdian di Bidang Pertahanan Sesuai dengan Profesi

267 | RUU tentang Perbantuan TNI Kepada POLRI (Dalam Rangka Tugas
Keamanan)

268 | RUU tentang Intelijen Negara

269 | RUU tentang Pengesahan Perjanjian Pelarangan Uji Coba Nuklir
Secara Menyeluruh

270 | RUU tentang Pengesahan Konvensi Pelarangan Menyeluruh Ranjau
Darat Anti Personil

271 | RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah istimewa Yogyakarta
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272 { RUU tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah

273 | RUU tentang Pengakuan dan Penghormatan Masyarakat Adat dan
Tradisinya

274 | RUU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati. dan Walikota

275 | RUU tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam

276 | RUU tentang Perubahan UU No. 34 Tahun 1999 tentang Kekhususan
Daerah Khusus {bukota Jakarta

277 | RUU tentang Perubahan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonom:
Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam

278 | RUU tentang Perubahan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Prov.-1si Papua

279 | RUU tentang Otonomi Khusus Provinsi Bali

280 { RUU tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2004 tentang Penyeiesaian
Perselisihan Hubungan Industrial menjadi Undang-Undang

281 | RUU tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

282 | RUU tentang Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik indonesia

283 | RUU tentang Perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik indonesia

284 | RUU tentang Perubahan Undang-uncang No. 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Republik indonesia

B. DAFTAR PROLEGNAS PRIORITAS TAHUNAN

Selain Daftar Prioritas Prolegnas Jangka Menengah,

ditetapkan pula Daftar Prolegnas Tahunan untuk memberikan
prioritas terhadap 284 daftar RUU Prolegnas yang ada. Dalam
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pelaksanaannya, daftar Prolegnas Prioritas Tahunan selalu
menyisakan RUU yang tidak sempat dibahas oleh DPR. Untuk
itu, Pemerintah dan DPR sepakat mengenai konsep RUU
luncuran (carry over). Pendekatan ini pada perkembangannya
menjadi bagian kesepakatan penentuan Daftar RUU Prioritas
setiap tahunnya (sejak 2007 daftar juncuran dibuat secara
terpisah dalam bentuk lampiran). Jika terdapat RUU yang
telah ditetapkan sebagai prioritas tahunan namun belum
berhasil ditetapkan menjadi UU dalam tahun prioritasnya, maka
dimasukkan dalam Prolegnas tahun berikutnya dengan skala
prioritas utama.

Sebagai contoh dalam Prolegnas tahun 2005 masih
terdapat 35 RUU yang belum ditetapkan menjadi undang-
undang maka ke-35 RUU tersebut menjadi RUU luncuran
(carry over) untuk dibahas/diselesaikan pada tahun 2006.
Apabila hal tersebut dikaitkan dengan RUU yang ditetapkan
sebagai prioritas, maka pada tahun 2006 jumlah RUU prioritas
Prolegnas mencapai 78 RUU (43 RUU prioritas "baru” dan 35
RUU luncuran dari Prolegnas 2005).

Di tahun 2006, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
Prolegnas 2006, masih terdapat 67 (enam puluh tujuh) RUU
yang belum dapat dipastikan realisasinya pada tahun 2006.
Berkaitan dengan hatl tersebut, Rapat Panja Prolegnas DPR dan
Pemerintah yang diselenggarakan pada tanggal 6-8 Oktober
2006, memutuskan untuk mengambil kebijakan “"program
juncuran selektif', yaitu hanya RUU yang sudah dalam proses
pembahasan di DPR saja yang akan dilanjutkan sebagai
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"Prolegnas Luncuran” ke tahun 2007. Sedangkan RUU yang
sama sekali belum dibahas pada tahun 2006 akan dikembalikan
ke pemrakarsanya, untuk disempurnakan atau disusun kembali.
Hasil Rapat Panja ini pada akhirnya memutuskan Prolegnas
luncuran pembahasan dari tahun 2006 sebanyak 48 (empat
puluh delapan) RUU, dan Prolegnas usulan baru dari pemerintah
dan DPR sebanyak 30 (tiga puluh) RUU. Dengan demikian
untuk tahun 2007 RUU prioritas Prolegnas adalah sebanyak 78
(tujuh putuh delapan) RUU.

Daiam perjatanannya RUU Prioritas Tahunan yang telah
diputuskan hasil koordinasi antara DPR dengan Pemerintah dan
ditetapkan di dalam Sidang Paripurna DPR dapat mengalami
Perubahan atau tambahan karena UU No. 10 Tahun 2004
membuka kemungkinan untuk mengajukan usul inisiatif RUU di
luar Prolegnas. Hal ini terjadi misalnya pada RUU Prioritas 2006
dari 43 RUU prioritas mendapat 4 (empat) RUU tambahan yang
ditetapkan melalui Penetapan DPR RI 3 Oktober 2006 dan pada
RUU Prioritas 2007 dari 30 RUU prioritas mendapat tambahan
3 (tiga) RUU melalui Penetapan DPR RI 23 Pebruari 2007 dan
25 September 2007.
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B.1.

PEMERINTAH

a. Tahun 2005

Tabel 2

DAFTARPROLEGNAS PRIORITAS TAHUNAN USULAN

Daftar RUU Prioritas Prolegnas Tahun 2005

Usuian Pemerintah

(Hasil Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas 2004)

No. Judul RUU Pemrakarsa
Bidang Hukum
1 | RUU tentang Perubahan atas UU No. 7 Dep. Agama
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
2 | RUU tentang Perubahan atas UU No. 31 Dep. Pertahanan
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
3 | RUU tentang KUHP Dep. Hukum dan
HAM
4 | RUU tentang Pemberiakuan dan Dep. Hukum dan
Pengaturan Penerapan KUHP HAM
5 | RUU tentang Perubahan KUHAP Dep. Hukum dan
HAM
6 | RUU tentang Perlindungan Saksi dan Dep. Hukum dan
Korban HAM
7 | RUU tentang Kewarganegaraan Dep. Hukum dan
HAM
8 | RUU tentang Keimigrasian Dep. Hukum dan
HAM
9 | RUU tentang Narkotika Dep. Hukum dan
HAM
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10

RUU tentang Perubahan atas UU No. 25

Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU

No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang

Dep. Hukum dan
HAM

11

RUU tentang Ratifikasi Konvensi
Internasional tentang Pemberantasan
Pengeboman oleh Teroris (International
Convention for the Suppression terrorist
Bombing

Dep. Hukum dan
HAM

12

RUU tentang Ratifikasi Konvensi
Internasional tentang Pemberantasan
Pendanaan Terorisme (International
Convention for the Suppression of the
Financing of terrorism)

Dep. Hukum dan
HAM

13

RUU tentang Pengesahan Konvensi
Internasional Melawan Kejahatan
Transnasional Terorganisasi (United
Nations Convention Against Transnational
Orgnized Crime)

Dep. Hukum dan
HAM

14

RUU tentang Pengesahan Protokol

untuk Mencegah, Memberantas dan
Menghukum Perdagangan, Terutama
Perempuan dan Anak, Suplemen
Konvensi PBB Melawan TOC (Protocol to
Prevent, Suppress, and Punish Trafficking
in Person, Especially Women and
Children)

Dep. Hukum dan
HAM

15

RUU tentang Pengesahan Protokol
Pemberantasan Penyelundupan imigran
Baik Melalui Darat, Lautan dan Udara,
Supplemen Konvensi PBB Melawan
TOC (Protocol Against The Smuggling of
Migrants By Land, Sea and Air)

Dep. Hukum dan
HAM
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16

RUU tentang Pengesahan Konvensi PBB
Menentang Korupsi, 2003 (United Nation
Conventions Against Corruption. 2003)

Dep. Hukum dan
HAM

17

RUU tentang Bantuan Timba! Balik dalam
Masalah Pidana (Mutual Legal Assistence
in Criminal Matters)

Dep. Hukum dan
HAM

Bidang Ekonomi

18 | RUU tentang Perubahan atas UU No. 7 Bl/Dep. Keuangan
Tahun 1992 tentang Perbankan

19 | RUU tentang Perubahan atas UU No. 8 BKPM
Tahun 1998 tentang Pasar Modal

20 | RUU tentang Perubahan atas UU No. 11 Dep. Keuangan
tahun 1992 tentang Dana Pensiun

21 | RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan Dep. Keuangan

22 | RUU tentang Perubahan atas UU No. 2 Dep. Keuangan
Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

23 | RUU tentang Perubahan atas UU No. 34 Dep. Keuangan
Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

24 | RUU tentang Perusahaan Pembiayaan Dep. Keuangan
Sekunder Perumahan (Secondary
Mortage Facilities/SMF)

25 | RUU tentang Perubahan UU No. 1 Tahun Dep. Hukum dan
1995 tentang PT HAM

26 | RUU tentang Restrukturisasi Utang Dep. Hukum dan
Perseroan HAM

27 | RUU tentang Sekuritisasi Dep. Hukum dan

HAM
28 | RUU tentang Pertambangan Umum Dep. Energi dan
SDM

29 i RUU tentang Perubahan atas UU No. 20 Dep. Energi dan

Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan SDM
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30 | RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 Dep. Energi dan
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi SDM
31 | RUU tentang Perubahan atas UU No. 13 Dep. Perhubungan
tahun 1992 tentang Perkeretaapian

32 | RUU tentang Perubahan UU No. 14 Tahun | Dep. Perhubungan
1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan

33 | RUU tentang Perubahan UU No. 15 Tahun | Dep. Perhubungan
1992 tentang Penerbangan

34 1 RUU tentang Perubahan UU No. 21 Tahun | Dep. Perhubungan
1992 tentang Pelayaran

35 | RUU tentang Pengangkutan Udara. Dep. Perhubungan

36 | RUU tentang Informasi dan Transaksi Kement. Negara

Eiektronika

Kominfo

Bidang Politik dan Kepemerintahan

37 { RUU tentang Kementerian Negara Kement. Negara
PAN

38 { RUU tentang Perubahan atas UU Dep. Dalam Negeri
No. 8 Tahun 1995 tentang Organisasi
Kemasyarakatan

39 | RUU tentang Kebebasan Memneroleh Kement. Negara
Informasi Publik Kominfo

40 | RUU tentang Perubahan atas UU No.7 ANRI
Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kearsipan

41 | RUU tentang Pembangunan Jangka BAPPENAS

Panjang

Bidang Pendidikan

42

RUU tentang Guru

Dep. Pendidikan
Nasional

Bidang Sosial dan Budaya
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43 | RUU tentang Perubahan UU No. 23 Dep. Kesehatan
Tahun1992 tentang Kesehatan
44 | RUU tentang Perubahan UU No. 6 Tahun Dep. Sosial
1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kesejahteraan Sosial
45 | RUU tentang Perubahan UU No. 3 Tahun Dep. Sosial
1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga
Kerja
46 | Ruu tentang Penetapan Perpu No. 2 Dep. Sosial
Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan industrial menjadi
Undang-Undang
47 | RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi Dep. Agama
48 | RUU tentang Perfilman Dep. Kebudayaan
dan Pariwisata
49 | RUU tentang Perubahan UU No. 9 Tahun Dep. Kebudayaan
1990 tentang pariwisata dan Pariwisata
Bidang SDA dan Lingkungan Hidup
50 | RUU tentang Perubahan atas UU No. 24 Dep. PU
tahun 1992 tentang Penataan Ruang
Bidang Pertahanan Keamanan

51

RUU tentang Rahasia Negara

Dep. Pertahanan
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b. Tahun 2006

Tabel 3
Daftar RUU Prioritas Prolegnas Tahun 2006
Usulan Pemerintah
(Hasil Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas 2005)

No. [ Judul RUU Pemrakarsa

Bidang Polhukam

1 RUU tentang Pengesahan Persetujuan Rl - | Dep. Luar Negeri
Vietnam tentang Penetapan Batas Landas
Kontinen tahun 2003

2 RUU tentang Status Perubahan Atas UU Dep. Pertahanan
No. 39 Tahun 1947 tentang KUH Pidana
Militer

3 RUU tentang Pengesahan Persetujuan Dep. Pertahanan

Antara Pemerintah Rl dan Pemerintah
Republik Philipina tentang Kegiatan Kerja
Sama di Bidang Pertahanan dan Keamanan

4 RUU tentang Pengesahan Memorandum Dep. Pertahanan
Saling Pengertian antara Pemerintah RI dan
Kerajaan Kebawah Duli Yang Mulia Paduka
Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan
Negara Brunei Darussalam tentang Kerja
Sama di Bidang Pertahanan.

5 RUU tentang Pengesahan Persetujuan Dep. Pertahanan
Antara Pemerintah Rl dan Pemerintah
Republik India Tentang Kegiatan Kerja
Sama di Bidang Pertahanan

6 RUU tentang Pengesahan Persetujuan Dep. Pertahanan
Antara Pemerintah Rl dan Pemerintah
Federasi Rusia di Bidang Kerjasama Teknik
Militer
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No. Judul RUU Pemrakarsa
7 RUU tentang Pertahanan dan Keamanan Dep. Pertahanan
Negara
8 RUU tentang Bela Negara Dep.
Pertahanan/
POLRI
9 RUU tentang KUHAP Dep. Hukum dan
HAM
10 | RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Dep. Hukum dan
No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan HAM
Tindak Pidana Korupsi
11 | RUU tentang Hukum Acara Perdata Dep. Hukum dan
HAM
12 | RUU tentang Sekuritasi Dep. Hukum dan
HAM
13 | RUU tentangPerubahan atas UU No. 15 Dep. Hukum dan
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak HAM
Pidana Pencucian Uang
14 | RUU tentang Pemanfaatan Perairan Dep. Hukum dan
Indonesia dan Zona Tambahan Serta HAM
Pengakuan Hukum di Perairan indonesia
dan Zona Tambahan
15 | RUU tentang Sumber Daya Agraria BPN
16 | RUU tentang Hak Tanah BPN
17 | RUU tentang Perolehan Tanah untuk BPN
Kegiatan Pembangunan
18 | RUU tentang Perbantuan TN| Kepada POLR!
POLRI! Dalam Rangka Tugas Keamanan
19 | RUU tentang Administrasi Kependudukan Dep. Dalam
Negeri
20 | RUU tentang Perlindungan Data Pribadi Dep. Dalam
Penduduk Negeri Sipil Negeri
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No. Judul RUU Pemrakarsa

21 | RUU tentang Kependudukan dan Dep. Dalam
Pembangunan Keluarga Sejahtera Negeri

22 | RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Ibu Dep. Dalam
Kota Jakarta Negeri

23 | RUU tentang Batas Wilayah Negara Ri Dep. Dalam
Negeri

24 | RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan Dep. Dalam
Negeri

25 | RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah Dep. Dalam
Negeri

Bidang Perekonomian

26 | RUU tentang Perubahan atas UU No. 10 Dep. Keuangan
tahun 1995 tentang Kepabeanan

27 | RUU tentang Perubahan atas UU No. 11 Dep. Keuangan
Tahun 1995 tentang Cukai

28 | RUU tentang Lelfang Dep. Keuangan

29 | RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan Dep. Keuangan

30 | RUU tentang Akuntan Publik Dep. Keuangan

31 | RUU tentang Perubahan UU No. 11 Tahun Dep. Keuangan
1992 tentang Dana Pensiun

32 | RUU tentang Pinjaman dan Hibah Luar Dep. Keuangan
Negeri

33 | RUU tentang Ketenagalistrikan Dep. Energi dan

SDM

34 | RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 Dep. Energi dan
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi SDM

35 | RUU tentang Peternakan dan Kesehatan Dep. Pertanian
Hewan

36 | RUU tentang Tanggung Jawab Dep.
Pengangkutan Angkutan Udara Perhubungan

37 | RUU tentang Pos Dep. Kominfo
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No. Judul RUU Pemrakarsa
38 | RUU tentang Penyelenggaraan Jasa Dep. Kominfo
Telekomunikasi/Jasa Multi Media
39 | RUU tentang Kejahatan di Dunia Maya Dep. Kominfo
(Cyber Crime)
40 | RUU tentang Kelautan Dep. Kelautan
dan Perikanan
41 | RUU tentang Pengadilan Perikanan Dep. Kelautan
dan Perikanan
42 | RUU tentang Penataan Ruang Laut, Pesisir Dep. Kelautan
dan Pujau-puiau Kecil dan Perikanan
43 | RUU tentang Sistem Pengkajian dan Audit BPPT
Teknologi
44 | RUU tentang Pengelolaan Pengetahuan BPPT
Tradisonal Indonesia
45 | RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara LAPAN
Nasional
48 | RUU tentang Koperasi Kement,
Koperasi dan
UKM
47 | RUU tentang Usaha Mikro, Kecit dan Kement.
Menengah Koperasi dan
UKM
48 | RUU tentang Tata informasi Geografis Bakosurtanal
Nasional
49 | RUU tentang Sistem Standar Nasional Bakosurtanal
Indonesia
50 | RUU tentang Mata Uang Bank Indonesia
51 { RUU tentang Transfer Dana Bank Indonesia
52 | RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keu- | Bank Indonesia/
angan (Indonesia Financial Safety Net) Dep. Keuangan
53 | RUU tentang Perkreditan Perbankan Bank Indonesia/

DPR
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No. Judul RUU

Pemrakarsa

54 | RUU tentang Perubahan UU No. 5 Tahun
1984 tentang Perindustrian

Dep.
Perindustrian

55 | RUU tentang Perdagangan Dep.
Perdagangan
56 | RUU tentang Resi Gudang Dep.
Perdagangan
57 | RUU tentang Meteorologi dan Geofisika BMG
58 | RUU tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. Depnakertrans
185 tentang Dokumen Identitas Pelaut
(Seafer’s Identity Document- SID)
59 | RUU tentang Penanaman Modal BKPM
60 | RUU tentang Perubahan atas UU No. Dep. PU/
4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Kement.
Pemukiman Perumahan
Rakyat
61 | RUU tentang Perubahan atas UU No. 16 Dep. PU/
Tahun 1985 tentang Rumah Susun Kement.
Perumahan
Rakyat

Bidang Kesra

62 | RUU tentang Perubahan UU No. 5 Tahun
1997 tentang Psikotropika

Dep. Kesehatan/
BPOM

63 | RUU tentang Karantina Kesehatan

Dep. Kesehatan

64 | RUU tentang Obat

Dep. Kesehatan

65 | RUU tentang Perubahan UU No. 4 Tahun
1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Dep. Kesehatan

66 | RUU tentang Praktik Kefarmasian

Dep. Kesehatan

67 | RUU tentang Praktik Perawat

Dep. Kesehatan

68 | RUU tentang Praktik Bidan

Dep. Kesehatan

69 | RUU tentang Pengawasan Obat dan
Makanan

BPOM
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70 | RUU tentang Precursor BPOM
71 | RUU tentang Sistem Nasional Perpustakaan
Perpustakaan Nasional
72 | RUU tentang Pahlawan Nasional " Dep. Sosial
73 | RUU tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Dep. Sosial
Nasional
74 | RUU tentang Penyandang Masaiah Sosial Dep. Sosial
Tuna Susila
75" | RUU tentang Hukum Terapan Peradilan Dep. Agama
Agama
76 | RUU tentang Jaminan Produk Halal. Dep. Agama
77 | RUU tentang Kerukunan Umat Beragama Dep. Agama
78 | RUU tentang Kepariwisataan Dep. Kebudyaan
dan Pariwisata
79 | RUU tentang Pensiun Pegawai dan BKN
Pensiun Janda dan Duda Pegawai
80 | RUU tentang Pengeioiaan Sumber Daya Kement,
Alam (PSDA) Lingkungan
Hidup
81 | RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kement.
ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Lingkungan
Batas Hidup
82 | RUU tentang Sampah Kement.
Lingkungan
Hidup
83 | RUU tentang Administrasi Pemerintahan Kement. PAN
84 | RUU tentang Pelayanan Publik Kement. PAN
85 | RUU tentang Etika Pemerintahan Kement. PAN
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c¢. Tahun 2007
Tabel 4
Daftar RUU Prioritas Prolegnas Tahun 2007

Usulan Pemerintah

(Hasil Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas 2006)

No. Judul RUU Pemrakarsa
1 | RUU tentang Pemerintahan Provinsi Depdagri
Daerah Khusus Ibukota Negara Rl (Prolegnas No. 276)
2 | RUU tentang Badan Usaha Milik Depdagri
Daerah. (RUU Tentang Perusahaan (Prolegnas No. 128)
Daerah)
3 | RUU tentang Organisasi Masyarakat Depdagri (No. 183)
4 | RUU tentang Pengesahan Departemen
Convention on the Prohibition of the Pertahanan
Use. Stockpiling, Production, and (Proiegnas No. 270)
Transfer of Anti-Personel Mines and :
their Destruction (Konvensi tentang
Pelarangan Penggunaan, Penimbunan,
Produksi, dan Transfer Ranjau Darat
Anti Personel dan
Pemusnahannya)
5 | RUU tentang Komponen Cadangan Departemen
Pertahanan Negara Pertahanan
(Prolegnas No. 262)
6 RUU tentang Perbantuan TNI kepada Departemen
POLRI Pertahanan dan
POLRI
(Prolegnas No. 267)
7 | RUU tentang Keamanan Nasional Departemen
Pertahanan

(Prolegnas No. 264)
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No. Judul RUU Pemrakarsa
8 | RUU tentang Perubahan Atas Undang- Departemen
Undang No. 39 Tahun 1997 tentang Pertahanan
Hukum Pidana Militer (Prolegnas.No. 79)
9 | RUU tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI Departemen
Pertahanan
(Prolegnas No. 109)
10 | RUU tentang Pengaktifan Kembali Departemen
Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib Pertahanan
dalam Keadaan Darurat Militer dan (Non Prolegnas)
Darurat Perang.
11 | RUU tentang Prajurit Wajib Departemen
Pertahanan
(Non Prolegnas)
12 | RUU tentang Pengerahan dan Departemen
Penggunaan Kekuatan TNI Pertahanan
(Non Prolegnas)
13 | RUU tentang Perubahan Atas Undang- Dep. Hukum dan
Undang No. 15 Tahun 2002 tentang HAM
Pemberantasan Tindak Pidana (Prolegnas No. 32)
Terorisme
14 | RUU tentang Hukum Acara Pidana Dep. Hukum dan
HAM
(Prolegnas No. 39)
15 | RUU tentang Hukum Acara Perdata Dep. Hukum dan
HAM
(Prolegnas No. 80)
16 | RUU tentang Pengesahan Protokol Dep. Hukum dan

Pemberantasan Penyelundupan imigran
Baik Melalui Darat. Laut dan Udara,
Supplemen Konvensi PBB Melawan
TOC (Protocol Againts The Smuggling of
Migrants By Land, Sea and Air)

HAM
(Prolegnas No. 48)
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No. Judul RUU Pemrakarsa
17 | UU tentang Perubahan Atas Undang- Dep. Hukum dan
Undang No. 31 Tahun 1999 tentang HAM

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi {Prolegnas No. 71)
18 | RUU tentang Perubahan Atas Undang- Dep. Hukum dan
Undang No.12 Tahun 1995 tentang HAM
Lembaga Pemasyarakatan (Prolegnas No. 99)
19 | RUU tentang Perubahan Atas Undang- Dep. Hukum dan
Undang No. 3 Tahun 1997 tentang HAM
Pengadilan Anak (Prolegnas
No. 104)
20 | RUU tentang Pemanfaatan Perairan Dep. Hukum dan
Indonesia dan Zona Tambahan HAM
serta Penegakan Hukum di Perairan (Prolegnas No. 107)
Indonesia Zona Tambahan
21 | RUU tentang Transfer Dana Dep. Hukum dan
HAM
{Prolegnas No. 141)
22 | RUU tentang Perubahan Undang- Dep. Hukum dan
Undang No. 22 Tahun 2002 tentang HAM
Grasi {Non Prolegnas)
23 | RUU tentang Ekspresi Folkior Dep. Hukum dan
HAM
(Non Prolegnas)
24 | RUU tentang Perposan Dep. Kominfo
(Prolegnas No. 57)
25 | RUU tentang Perubahan atas UU No. Dep. Kominfo
32 Tahun 2002 tentang Penyiaran {Non Prolegnas)
26 | RUU tentang Perubahan atas UU No. 40 Dep. Kominfo
Tahun 1999 tentang Pers (Prolegnas No. 220)
27 | RUU tentang Perubahan UU No. 8 Sekretariat Negara

Tahun 1987 Tentang Protokol

(Non Prolegnas)
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No. Judul RUU Pemrakarsa
28 | RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Departemen
Keuangan Indonesia Keuangan
{Prolegnas No. 146)
29 | RUU tentang Sukuk (Obligasi Syariah) Departemen
Keuangan
(Non Prolegnas)
30 | RUU tentang Perubahan UU Surat Departemen
Utang Negara Keuangan
(Non Prolegnas)
31 | RUU tentang Peternakan dan Kesehatan Departemen
Hewan Pertanian
(Prolegnas No.
230/231)
32 | RUU tentang Perumahan dan Kementerian
Permukiman Perumahan Rakyat
dan Departemen
Pekerjaan Umum
(Prolegnas No. 204)
33 | RUU tentang Pola Pembangunan Kementerian Negara
Daerah Tertinggal Pembangunan
Daerah Tertinggal
(Non Prolegnas)
34 | RUU ten_tang Larangan Pengembangan Dep. Perindustrian
Produksi, Penyimpanan dan (Non Prolegnas)
Penggunaan Senjata Kimia g
35 | RUU tentang Tata Informasi Geografis Badan Koordinasi
Nasional Survei dan
Pemetaan Nasional
(Prolegnas No. 245)
36 | RUU tentang Meteorologi dan Geofisika Badan Meteorologi

Dan Geofisika
(Proiegnas No. 248)
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No. Judul RUU Pemrakarsa
37 | RUU tentang Pengelclaan Ruang Udara LAPAN
Nasional (RUU PRUN) (Protegnas No. 249)
38 | RUU tentang Perutahan atas UU No. Departemen
3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perdagangan
Perusahaan (Prolegnas No. 120)
39 | RUU tentang Perubahan Atas UU No. Departemen
8/1999 tentang Perlindungan Konsumen Perdagangan
{Non Prolegnas)
40 | RUU tentang Ratifikasi Konvensi ILO Departemen
No. 185 tentang Dokumen ldentitas Tenaga Kerja dan
Pelaut Transmigrasi
(Proiegnas No. 166)
41 | RUU tentang Perubahan Atas UU No. Departemen
39/2004 tentang Penempatan dan Tenaga Kerja dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Transmigrasi
Luar Negeri {Non Prolegnas)
42 | RUU tentang Perubahan Atas UU No. Departemen
15/1997 tentang Ketransmigrasian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
(Non Prolegnas)
43 | RUU tentang Pemberantasan Kejahatan Departemen
Hasil Hutan Di Kawasan Hutan Secara Kehutanan
lilegatl (Prolegnas No. 228)
44 | RUU tentang Tanggung Jawab Departemen
Pengangkut Angkutan Udara Perhubungan

(Protegnas No. 137)
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No. Judul RUU Pemrakarsa
45 | RUU Pengesahan {Ratifikasi) Dep. Kelautan dan
Agreement For Impiementation Of Perikanan
The Provision Of The United Nations (Non Prolegnas)
Convention On The Law Of The Sea
Of 10 December 1982 Relating To
The Conservation And Management
Of Straddling Fish Stock And Highilly
Migratery Fish Stock {Persetujuan Untuk
Melaksanakan Ketentuan-Ketentuan
Dari Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa Tentang Hukum Laut tanggal 10
Desember 1982 yang berkaitan dengan
konservasi dan pengelolaan sediaan
ikan yang beruaya Terbatas dan sediaan
ikan yang beruaya jauh)
46 | RUU tentang Kelautan Dep. Kelautan dan
Perikanan
(Prolegnas No. 225 )
47 | RUU tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Dep. Koperasi,
Menengah Usaha Kecil dan
Menengah
(Proiegnas No. 119)
48 | RUU tentang Koperasi Dep. Koperasi.
Usaha Kecii dan
Menengah
{Prolegnas No. 155)
49 | RUU tentang Pengkajian dan Audit BPPT
Teknologi (Prolegnas No.169)
50 | RUU tentang Pengetahuan Tradisional BPPT
{Non Prolenas)
51 | RUU tentang Perubahan Atas UU No. 5 Departemen
Tahun 1997 tentang Psikotropika Kesehatan

(Prolegnas No. 199)
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No. Judul RUU Pemrakarsa
52 | RUU tentang Karantina Kesehatan Departemen
Kesehatan
(Prolegnas No. 158)
53 | RUU tentang Perubahan Atas UU No. 23 Departemen
Tahun 1992 Tentang Kesehatan Kesehatan
(Prolegnas No. 26)
54 | RUU tentang Rumah Sakit Departemen
Kesehatan
(Non-Prolegnas)
55 } RUU tentang Obat Departemen
Kesehatan
(Non Prolegnas)
56 | RUU tentang Badan Hukum Pendidikan Dep. Diknas
(Prolegnas No.
30/195)
57 | RUU tentang Kebahasaan Dep. Diknas
(Prolegnas No. 76)
58 { RUU tentang Perbukuan Dep. Diknas
(Non Prolegnas)
59 | RUU tentang Perubahan UU No. Departemen Sosial
6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
6G | RUU tentang Perubahan UU No. Departemen Sosial
33 Tahun Prps Tahun 1964 tentang (Prolegnas No. 215)
Penetapan Penghargaan dan
Pembinaan terhadap Pahlawan
61 | RUU tentang Kemiskinan Departemen Sosial
(Non Proiegnas)
62 | RUU tentang Hukum Terapan Peradilan Dep. Agama
Agama (Prolegnas No. 191)
63 | RUUtentang Jaminan Produk Halal Dep. Agama

(Non Prolegnas)

84




No. Judui RUU Pemrakarsa
64 | RUU tentang Benda Cagar Budaya Dep. Kebudayaan
dan Pariwisata
(Prolegnas No. 221)

65 | RUU tentang Pemanfaatan dan Kementerian

Pelestarian Sumber Daya Genetik Lingkungan Hidup
(Prolegnas No. 235)

66 | RUU tentang Pengesahan Konvensi Kementerian
Stockholm Mengenai Persisten Organic Lingkungan Hidup
Pollutant (Stockholm Convention on (Prolegnas No. 241)
Persistent Organic Pollutants)

67 | RUU tentang Pengesahan Konvensi Kementerian
Rotterdam mengenai Prior Informed Lingkungan Hidup
Coensent untuk Bahan-bahan Kimia (Prolegnas No. 242)
Berbahaya dan Pestisida daiam
Perdagangan Internasional (Rotterdam
Convention on Prior Informed Consent
Procedures)

68 | RUU tentang Perubahan Atas UU No. Kementerian
23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup (Prolegrnas No. 156)

69 | RUU tentang Pengelolaan Sampah Kementerian

Lingkungan Hidup
(Non Prolegnas)
70 | RUU tentang Kementerian Negara Kementerian PAN
(Prolegnas No. 2)
71 | RUU tentang Administrasi Pemerintahan Kementerian PAN
(Prolegnas No. 110)

72 | RUU tentang Etika Penyelenggara Kementerian PAN
Negara (Prolegnas No. 172)

73 | RUU tentang Sistem Akuntabilitas Kementerian PAN

Kinerja Instansi Pemerintah

(Non Proiegnas)
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74 1 RUU tentang Sistem Pengawasan Kementerian PAN
Nasional (Non Prolegnas)

75 | RUU tentang perubahan atas UU No. Arsip Nasional
7 Tahun 1971 tentang Ketentuan- (Prolegnas No. 182)
Ketentuan Pokok Kearsipan

76 | RUU tentang Pembangunan Kementerian
Kepemudaan Pemuda dan Olah

Raga

(Prolegnas No. 214)

d. Tahun 2008

Tabel 5

Daftar RUU Prioritas Prolegnas Tahun 2008

Usulan Pemerintah

(Hasil Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas 2007)

No. Judul RUU Pemrakarsa
1 RUU tentang Organisasi Masyarakat Departemen Dalam
Negeri
(Prolegnas No. 183)
2 RUU tentang Badan Usaha Milik Departemen Dalam
Daerah Negeri
(Non Prolegnas)
3 RUU tentang DIY Departemen Dalam
Negeri
(Prolegnas No. 271)
4 RUU tentang Pengesahan Konvensi Departemen Luar

Internasionai Melawan Kejahatan
Transnasional Terorganisasi

Negeri
(Prolegnas No.46)
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5 | RUU tentang Pengesahan Protoko! Departemen Luar
Untuk Mencegah, Memberantas, dan Negeri
Menghukum Perdagangan Orang {Proiegras No. 47)
Terutama Perempuan dan Anak
(Suplemen Konvensi PBBMelawan
TOC)
6 RUU tentang Pengesahan Protokol Departemen Luar
Against The Smuggling of Migrant Negeri
By Land, Sea and Air, Suplementing (Prolegnas No. 48)
The United Nations Convention
Against Transnational Organized
Crime. 2000 (Protokol Memberantas
Penyetundupan Imigran Meialui Darat,
Laut, dan Udara, sebagai Pelengkap
Pada Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa Menentang Kejahatan
Transnasional Yang Terorganisasi,
2000)
7 RUU tentang Komponen Cadangan Departemen
Pertahanan Negara Pertahanan
(Prolegnas No. 262)
8 RUU tentang Komponen Pendukung Departemen
Pertahanan
{Prolegnas No. 263)
9 RUU tentang Perubahan Atas Departemen
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 Pertahanan
Tentang Veteran RI (Non Prolegnas)
10 | RUU tentang Pemberiakuan dan Departemen

Penerapan KUHP

Hukum dan HAM
(Prolegnas No.40)

1

RUU tentang Hukum Acara Pidana

Departemen Hukum
dan HAM
(Prolegnas No. 41)
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No. Judul RUU Pemrakarsa
12 | RUU tentang Perubahan Atas Departemen Hukum
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan HAM
tentang Pemberantasan Tindak (Prolegnas No. 71}
Pidana Korupsi
13 { RUU tentang Perubahan Atas Departemen Hukum
Undang-Undang Ne. 30 Tahun 2002 dan HAM
tentang Komisi Pemberantasan (Prolegnas No. 74)
Tindak Pidana Korupsi
14 | RUU tentang Balai Harta Peninggalan Departemen Hukum
dan HAM
(Prolegnas No. 85)
15 | RUU tentang Transfer Dana Departemen Hukum
dan HAM
(Prolegnas No. 141)
16 | RUU tentang Pengadilan Tindak Departemen Hukum
Pidana Korupsi dan HAM
(Non Prolegnas)
17 | RUU Tentang Perposan Departemen
Komunikasi dan
Informatika
(Prolegnas No. 57)
BIDANG PEREKONOMIAN
18 | RUU tentang Penyempurnaan UU No. Departemen
5 tahun 1984 tentang Perindustrian. Perindustrian
(Prolegnas No. 156)
19 | RUU tentang Perubahan UU Departemen
Perlindungan Konsumen Perdagangan
(Non Proiegnas)
20 ) RUU tentang Perdagangan Departemen
Perdagangan

(Prolegnas No. 124)
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No. Judul RUU Pemrakarsa
21 | RUU tentang Penyempurnaan UU Departemen
No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Kehutanan
Sumber Daya Alam Hayatu dan {Prolegnas No. 238)
Ekosistemnya
22 | RUU tentang Tanggung Jawab Departemen
Pengangkut Angkutan Udara Perhubungan
(Prolegnas No. 137)
23 | RUU tentang Pengesahan (Ratifikasi) Departemen Kelautan
Agreement For Implementation Of dan Perikanan
The Provision Of The United Nations (Non Prolegnas)
Convention On The Law Of The Sea
Of 10 December 1982 Refating To
The Conservation And Management
Of Straddling Fish Stock And Highilly
Migratory Fish Stock (Persetujuan
Untuk Melaksanakan Ketentuan-
Ketentuan Dari Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa Tentang Hukum
Laut tanggal 10 Desember 1982
yang berkaitan dengan konservasi
dan pengelolaan sediaan ikan yang
beruaya Terbatas dan sediaan ikan
yang beruaya jauh)
24 | RUU tentang Perubahan Atas Departemen
UU No. 15 Tahun 1997 tentang Tenaga Kerja dan
Ketransmigrasian Transmigrasi
{Non Prolegnas)
25 | RUUtentang Perubahan Atas UU No. Departemen

39 Tahun 2004 Tentang Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri

Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
(Prolegnas No. 93)
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26 | RUU tentang Ratifikasi Konvensi ILO Departemen
No.185 tentang Dokumen Identitas Tenaga Kerja dan
Pelaut Transmigrasi
(Prolegnas No. 166)
27 | RUU tentang Penjaminan Pinjaman Kementerian Negara
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dan UKM
Menengah {Non Proiegnas)
28 | RUU Tentang Perumahan dan Kementerian Negara
Permukiman Perumahan Rakyat
(Prolegnas No. 204}
29 | RUU tentang Tata Informasi Geografis BAKOSURTANAL
Nasional (Prolegnas No. 245)
30 | RUU tentang Meteorologi dan BMG
Geofisika (Prolegnas No. 179)
BIDANG KESRA
31 | RUU tentang Rumah Sakit Departemen
Kesehatan
(Non Prolegnas)
32 | RUU tentang Karantina Kesehatan Departemen
Kesehatan
(Prolegnas No. 158)
33 | RUU tentang Sistem Kesejahteraan Departemen Sosial
Sosial Nasional sebagai Perubahan (Prolegnas No. 203)
UU No. 6 Tahun 1974 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok
Kesejahteraan Sosial
34 | RUU tentang Pengesahan Konvensi Kementerian Negara

Stockholm Mengenai Persisten
Organic Pollutant (Stockhoim
Convention on Persistent Organic
Pollutants)

Lingkungan Hidup
(Prolegnas No. 241)
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No. Judul RUU Pemrakarsa
35 | RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Kementerian Negara
Hidup Lingkungan Hidup
(Prolegnas No. 224)
36 | RUU tentang Etika Penyelenggara Kementerian Negara
Negara Pemberdayaan
Aparatur Negara
(Prolegnas No. 172)
37 | RUU tentang Kepemudaan Kementerian Negara
Pemuda dan Olah
Raga
(Proiegnas No. 214)
38 | RUU tentang Perubahan atas UU ANRI
No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan- (Prolegnas No. 182)
Ketentuan Pokok Kearsipan

B.2.

DAFTAR PROLEGNAS PRIORITAS TAHUNAN HASIL
KEPUTUSAN DPR

Tahun 2005

Daftar Prioritas Tahun 2005 ditetapkan bersamaan
dengan penetapan Prolegnas Jangka Menengah 2005-
2009, yaitu sebanyak 55 (lima puiuh iima) RUU, 25 (dua
puluh lima) di antaranya mengakomodir usulan Pemerintah.
Berdasarkan data Baleg DPR Rl (materi Rapat Kerja
Prolegnas 21 September 2006), ditemukan bahwa pada
daftar Prioritas Prolegnas 2005 terdapat penambahan
sebanyak 20 (dua puluh) RUU, sehingga jumlah totalnya
menjadi 75 (tujuh puluh lima) RUU.
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Tabel 6

Program Legislasi Nasional

Rancangan Undang-Undang Prioritas

Tahun 2005

{Berdasarkan Keputusan DPR Ri No. 01/DPR-RIi/H1/2004-2005)

No.

Judul RUU

Keterangan

RUU tentang Perubahan Atas UU No.
17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara

RUU tentang Lembaga Kepresidenan

RUU tentang Kementerian Negara

RUU tentang Badan Pemeriksa
Keuangan

RUU tentang Dewan Pertimbangan
Presiden

RUU tentang Rahasia Negara

RUU tentang Kebebasan Memperoleh
informasi Publik

RUU tentang Keimigrasian

Pengganti UU No. 9
Tahun 1992 tentang
Keimigrasian

RUU tentang Perubahan Atas UU No.
7 Tahun 1992 tentang Perbankan

10

RUU tentang Perbankan Syariah

"

RUU tentang Perubahan Atas UU
No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian

12

RUU tentang Pasar Modal

Pengganti UU No. 8
Tahun 1995 tentang
Pasar Modal
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No.

Judu! RUU

Keterangan

13 | RUU tentang Perusahaan Pembiayaan
Sekunder Perumahan (Secondary
Mortgage Facilities/SMF)
14 | RUU tentang Perubahan UU No. 1
Tahun 1985 tentang Perseroan Terbatas
15 | RUU tentang Perubahan Atas UU No.
31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
16 | RUU tentang Jaminan Pemeiiharaan
Kesehatan Masyarakat
17 | RUU tentang Kesehatan Pengganti UU No.
23 Tahun 1882
tentang Kesehatan
18 | RUU tentang Perubahan Atas UU No.
3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
19 | RUU tentang Badan Hukum Pendidikan
20 | RUU tentang Guru
21 | RUU tentang Pornogratfi dan substansi sudah
Pornoaksi dimasukkan dalam
RUU KUHP
22 | RUU tentang Tindak Pidana
Perdagangan Orang
23 | RUU tentang Perubahan UU No. 17
Tahun 1999 tentang lbadah Haiji
24 | RUU tentang Perubahan UU No. 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
25 | RUU tentang Perlindungan Saksi dan
Korban
26 | RUU tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana
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No.

Judu! RUU

Keterangan

27

RUU tentang Narkotika

Pengganti UU No.
22 Tahun 1997
tentang Narkotika

28

RUU tentang Perubahan atas UU No.
25 Tahun 2003 tentang Perubahan
Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang

29

RUU tentang Pengesahan Kon-
vensi Internasional tentang
Pemberantasan Pengeboman oleh
Teroris (International Convention
for the Suppression of Terrorist
Bombing)

30

RUU tentang Pengesahan Konvensi
Internasional tentang Pemberantasan
Pendanaan Terorisme (/nternational
Convention for the Suppression of
the Financing of Terrorism)

31

RUU tentang Pengesahan Konvensi
internasional Melawan Kejahatan
Transnasional Terorganisasi
{United Nations Convention Against
Transnational Organized Crime)

32

RUU tentang Pengesahan Protokot
untuk Mencegah, Memberantas,

dan Menghukum Perdagangan,
terutama Perempuan dan Anak,
Suplemen Konvensi PBB Melawan
TOC (Protocol to Prevent, Suppress,
and Punish Trafficking in Person,
Especially Woman dan Children)
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No.

Judul RUU

Keterangan

33

RUU tentang Pengesahan Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Menentang Korupsi, 2003 ( United
Nations Conventions Againts
Corruption, 2003)

34

RUU tentang Bantuan Timbal Balik
dalam Masalah Pidana (Mutual Legal
Assistance in Criminal Matters)

35

RUU tentang Mineral dan Batubara

Pengganti UU No. 11
Tahun 1967 tentang
Pertambangan
Umum

36

RUU tentang Energi

37

RUU tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 13 Tahun 1992 tentang
Perkeretaapian

38

RUU tentang Perubahan Undang-
Undang No. 14 Tahun 1992 tentang
Lalu-Lintas dan Angkutan Jaian

39

RUU tentang Perubahan Undang-
Undang No. 15 Tahun 1992 tentang
Penerbangan

40

RUU tentang Perubahan Undang-
Undang No. 21 Tahun 1992 tentang
Pelayaran

41 | RUU tentang Informasi dan Transaksi
Eiektronik

42 | RUU tentang Pembangunan Jangka
Panjang Nasional

43 | RUU tentang Perubahan UU No. 14

Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
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No.

Judu! RUU

Keterangan

44

RUU tentang Perubahan UU No. 24
Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

45 | RUU tentang Penanggulangan Bencana
46 | RUU tentang Pembentukan Daerah Judul disesuaikan
Provinsi dan Kabupaten/Kota RUU yang
membentuk daerah
provinsi atau
kabupaten/kota
47 | RUU tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 5 Tahun 1960 tentang
Undang-undang Pokok Agraria
48 | RUU tentang Pengelolaan Witayah
Pesisir
49 | RUU tentang Perubahan UU No. 6

Taiiun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan

50

RUU tentang Perubahan UU No. 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

51

RUU tentang Perubahan UU No. 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah

52

RUU tentang Perubahan atas UU No.
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

53

RUU tentang Perubahan Atas UU No.
31 Tahun 2004 tentang Perikanan

54

RUU tentang Pembentukan Pengadilan
Tinggi Agama Banten, Bangka Belitung.
Maluku Utara, dan Gorontalo
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No.

Judul RUU

Keterangan

55

RUU tentang Perubahan Atas UU No.
24 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

Daftar Tambahan

56

RUU tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

57

RUU tentang Penetapan PERPU No.

1 Tahun 2005 tentang Penangguhan
Muiai Berlakunya UU No. 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial Menjadi Undang-
Undang

58

RUU tentang Sistem Keolahragaan
Nasional

59

RUU tentang Penetapan PERPU No.
3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang

60

RUU tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang No. 36 Tahun 2004
tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Tahun 2005

61

RUU tentang Penetapan PERPU

No. 2 Tahun 2005 tentang Badan
Rehabilitasi dan Rekonsiliasi Wilayah
dan Kehidupan Masyarakat Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam dan
Kepulauan Nias Propinsi Sumatera
Utara Menjadi Undang-Undang
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No.

Judul RUU

Keterangan

62

RUU tentang Pengesahan International
Convenant On Economic. Social And
Culture Right (Kovenan Internasional
tentang hak-hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya)

63

RUU tentang Pengesahan International
Convenant On Civil and Political Right
(Kovenan internasional tentang hak-hak
Sipil dan Politik)

64

RUU tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

65

RUU tentang Ombudsman R

67

RUU tentang Administrasi
Kependudukan

68

RUU tentang Kewarganegaraan Ri

69

RUU tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Negara RI
Jakarta

70

RUU tentang Perubahan Undang-
Undang No. 10 Tahun 1992 tentang
Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga Sejahtera

71

RUU tentang Penghapusan Diskriminasi
Ras dan Etnis

72

RUU tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

73

RUU tentang Penyeienggara Pemilihan
Umum

74

RUU tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan

98




No. Judul RUU Keterangan
75 | RUU tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 11 Tahun 1995 tentang
Cukai
(Ket.. Nomor yang dicetak tebal merupakan usulan Pemerintah)

b. Tahun 2006

Pada tahun 2006, dengan Keputusan DPR Rl No. 02F/
DPR-RI/iIl/2005-2006 tentang Program Legislasi Nasional
Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2006 telah
ditetapkan 43 (empat puluh tiga) RUU baru sebagai prioritas
tahun 2006. Sembilan RUU di antaranya mengakomodir dari
Prioritas Prolegnas 2006 usulan Pemerintah (lihat nomor pada
Tabel 7 yang dicetak tebal). Daftar prioritas tersebut sebagai
berikut:

Tabel 7

Program Legislasi Nasional
Rancangan Undang-Undang Prioritas
Tahun 2006

(Berdasarkan Keputusan DPR R! No. 02F/DPR-RI/11/2005-2006

dan
Penetapan Paripurna DPR RI tanggal 3 Oktober 2006 yang
menambahkan 4 RUU Prioritas Prolegnas 2006)
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No.

Judui RUU

Keterangan

RUU tentang Pengesahan Konvensi
internasional Melawan Kejahatan
Transnasional Terorganisasi (United Nations
Convention Against Transnational Organized
Crime)

RUU tentang Pengesahan Protokol untuk
Mencegah, Memberantas, dan Menghukum
Perdagangan, terutama Perempuan dan
Anak, Suplemen Konvensi PBB Melawan
TOC (Protocol to Prevent, Suppress, and
Punish Trafficking in Persons, Especially
Women and Children)

RUU tentang Pengesahan Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang
Korupsi, 2003 (United Nations Convention
Against Corruption, 2003)

RUU tentang Pengesahan Konvensi
Internasional tentang Pemberantasan
Pengeboman oleh Teroris (international
Convention for The Suppression of Terrorist
Bombing)

RUU tentang Pengesahan Konvensi
Internasional tentang Pemberantasan
Pendanaan Terorisme (/nternational
Convention for The Suppression of The
Financing of Terrorism)

RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana

RUU tentang Keimigrasian

RUU tentang Perseroan Terbatas

RUU tentang Badan Hukum Pendidikan
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No.

Judul RUU

Keterangan

10

RUU tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2002
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

11

RUU tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Undang-Undang Pokok Agraria

12

RUU tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

13

RUU tentang Rahasia Negara

14

RUU tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara

15

RUU tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang
Perkeretaapian

16

RUU tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1292 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan

17

RUU tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1892 tentang
Penerbangan

18

RUU tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang
Pelayaran

19

RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota

Judul sesuai
dengan RUU
pembentukan
daeran provinsi
atau kabupaten/
kota

20

RUU tentang Narkotika
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No. Judul RUU Keterangan

21 | RUU tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nemor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan

22 | RUU tentang Perusahaan Pembiayaan
Sekunder Perumahan (Secondary Mortgage
Facilities/SMF)

23 | RUU tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang

24 | RUU tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

25 | RUU tentang Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Masyarakat

26 | RUU tentang Lembaga Kepresidenan

27 | RUU tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan

28 | RUU tentang Usaha Perasuransian

29 | RUU tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana
telah  diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

30 | RUU tentang Pasar Modal

31 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 14
Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

32 | RUU tentang Lambang Palang Merah Rl

33 | RUU tentang Standar Pelayanan Publik
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No. Judul RUU Keterangan
34 | RUU tentang Ratifikasi Perjanjian Judul sesuai
Internasional dengan RUU
pengesahan
perjanjian/
konvensi
internasional
35 | RUU tentang Intelijen Negara
36 | RUU tentang Sekuritisasi
37 { RUU tentang Ketenagalistrikan
38 | RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya
Alam
39 | RUU tentang Tindak Pidana Pencurian Kayu
{lllegal Logging)
40 | RUU tentang Penanaman Modal
41 | RUU tentang Mata Uang
42 | RUU tentang Perindustrian
43 | RUU tentang Perdagangan
44 | RUU tentang Pemerintahan Aceh Tambahan
45 | RUU tentang Grasi Tambahan
46 | RUU tentang Perpustakaan Nasional Tambahan
47 | RUU tentang Pariwisata Tambahan

c. Tahun 2007

Pada tahun 2007, berdasarkan Keputusan DPR No. 07A/
DPR-RI/I/2006-2007 tentang Program Legislasi Nasional
Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2007 ditetapkan
30 (tiga puluh) RUU baru sebagai prioritas tahun 2007. Sebelas
di antara 30 (tiga puiuh) RUU tersebut mengakomodir Prioritas
Prolegnas 2007 Usulan Pemerintah (lihat nomor pada Tabel 8
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yang dicetak tebal). Adapun daftarnya secara lengkap sebagai
berikut:

Tabel 8
Program Legislasi Nasional

Rancangan Undang-Undang Prioritas

Tahun 2007

(Berdasarkan Keputusan DPR RI No. 07 A/DPR-RI/1/2006-2007

dan

Prioritas Prolegnas 2007)

Penetapan Paripurna DPR RI tentang Penambahan

No. Judul RUU Keterangan
1 Daftar Rancangan Undang- Sesuai dengan urgensi
Undang kumulatif terbuka tentang dan judul
ratifikasi perjanjian internasional
2 Daftar Rancangan Undang- Sesuai dengan urgensi
Undang kumulatif terbuka tentang dan judul
Pembentukan Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota
3 Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah
tentang Kitab Undang-Undang Akademik telah
Hukum Pidana disiapkan oleh
Pemerintah
(Departemen Hukum
dan HAM)
4 Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah
tentang Pengelolaan Sumber Akademik teiah
Daya Alam . disiapkan oleh
Pemerintah
(Kementerian Negara
Lingkungan Hidup)
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Keterangan

5 Rancangan Undang-Undang
tentang Intelijen Negara

Draft dan Naskah
Akademik telah
disiapkan oleh
Pemerintah
(Departemen
Pertahanan)

6 Rancangan Undang-Undang
tentang Pemberantasan
Pembalakan Liar (illegal logging)

Draft dan Naskah
Akademik telah
disiapkan oleh
Pemerintah, koordinasi
dengan Badan
Legistasi/DPR RI
(Departemen
Kehutanan)

7 Rancangan Undang-Undang
tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 tahun 2002
tentang Partai Politik

Prioritas Utama.
Dipersiapkan oleh
Pemerintah, konsultasi
dengan Badan
Legislasi

(Departemen Dalam
Negeri)

8 Rancangan Undang-Undang
tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2003
tentang Pemilihan Umum

Prioritas Utama.
Dipersiapkan oleh
Pemerintah. konsultasi
dengan Badan
Legislasi

(Departemen Dalam
Negeri)
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9 Rancangan Undang-Undang Prioritas Utama.
tentang Perubahan atas Undang- Dipersiapkan oleh
Undang Nomor 22 tahun 2003 Pemerintah, konsuitasi
tentang Susunan dan Kedudukan dengan Badan
Majeiis Permusyawaratan Rakyat, Legislasi
Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan (Departemen Dalam
Perwakilan Daerah, dan Dewan Negeri)

Perwakilan Rakyat Daerah

10 Rancangan Undang-Undang Prioritas Utama.
tentang Perubahan atas Undang- Dipersiapkan oleh
Undang Nomor 23 tahun 2003 Pemerintah, konsuitasi
tentang Pemilihan Umum Presiden dengdn Badan
dan Wakil Presiden Legisiasi

(Departemen Dalam
Negeri)

11 Rancangan Undang-Undang Prioritas Utama.
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/ Dipersiapkan oleh
Walikota Pemerintah, konsultasi

dengan Badan
Legisiasi
{Departemen Dalam
Negen)

12 Rancangan Undang-Undang Prioritas Utama.

tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah

Dipersiapkan oleh
Pemerintah, konsuitasi
dengan Badan
Legislasi Termasuk
perubahan mengenai
pemerintahan desa
(Departemen Dalam
Negeri)
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13 Rancangan Undang-Undang Dipersiapkan oleh
tentang Perubahan atas Undang- DPR/Badan Legislasi,
Undang Nomor 22 tahun 2004 konsultasi dengan
tentang Komisi Yudisial Departemen Hukum
dan HAM
14 | Rancangan Undang-Undang Dipersiapkan oleh
tentang Perubahan / Penggantian DPR/Badan Legislasi,
atas Undang-Undang Nomor 24 konsultasi dengan
tahun 2003 tentang Mahkamah Departemen Hukum
Konstitusi dan HAM
15 Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah
tentang Bendera. Bahasa, Lambang | Akademik telah
Negara. dan Lagu Kebangsaan disiapkan oieh DPR/
Badan Legisiasi
16 Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah
tentang Wilayah Negara Kesatuan Akademik telah
Republik indonesia disiapkan oleh DPR/
Badan Legislasi
17 Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah
tentang Pemberian Getar Tanda Akademik tefah
Jasa dan Tanda Kehormatan disiapkan oleh DPR/
Lainnya Badan Legislasi
18 Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah
tentang Perubahan/Penggantian Akademik telah
atas Undang-Undang Nomor 25 disiapkan oleh
tahun 1992 tentang Koperasi Pemerintah
(Kemneg. Koperasi &
UKM)
19 Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah

Akademik telah
disiapkan oleh
Pemerintah
(Kemneg. Koperasi
& UKM)
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20 Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah
tentang Pengerahan dan Akademik telah
Penggunaan Kekuatan TNi disiapkan oleh
Pemerintah
(Departemen
Pertahanan)
21 Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah
tentang Pengelolaan Sampah Akademik telah
disiapkan oleh
Pemerintah
(Kemeterian Negara
Lingkungan Hidup)
22 Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah
tentang Hukum Terapan Akademik telah
Peradilan Agama Bidang disiapkan oleh
Perkawinan Pemerintah
(Departemen Agama)
23 Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah
tentang Administrasi Pemerintahan Akademik telah
disiapkan oleh
Pemerintah
(Kementerian negara
PAN)
24 Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah
tentang Jaminan Produk Halal Akademik telah
disiapkan oleh
Pemerintah
(Departemen Agama)
Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah

25

tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan

Akademik telah
disiapkan oleh
Pemerintah
(Departemen
Pertanian)
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26 Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah
tentang Kelautan Akademik telah

disiapkan oleh
Pemerintah
(Departemen
Kelautan dan
Perikanan)

27 Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah
tentang Perubahan atas Akademik oleh DPR/
Undang-Undang Nomor 8 Badan Legislasi
tahun 1987 tentang Protokol koordinasi dengan

Departemen Hukum
dan HAM

28 Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah
tentang Obligasi Syariah Akademik telah
(Sukuk) disiapkan oleh

Pemerintah
(Departemen
Keuangan)
29 Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah
tentang Lahan Abadi Pertanian Akademik disiapkan
oleh Pemerintah/ DPR/
Badan Legislasi
30 Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah

tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomeor 7
tahun 1992 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 tahun 1998 tentang
Perbankan

Akademik telah
disiapkan oleh
Pemerintah
{Departemen
Keuangan-Bank
indonesia)
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31 Rancangan Undang-Undang Pemerintah
tentang Perubahan Atas UU No. | (Departemen Hukum &
15 Tahun 2002 sebagaimana HAM)
telah diubah dengan Undang- (Program Tambahan)
Undang Nomor 25 Tahun
2003 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang
32 Rancangan Undang-Undang Pemerintah
tentang Penggunaan Bahan (Departemen
Kimia sebagai Senjata Kimia Perindustrian)
(Program Tambahan)
33 Rancangan Undang-Undang Pemerintah (Dep.
tentang Lembaga Pembiayaan Keuangan — Bank
Ekspor Indonesia (LPEI) Indonesia)
(Program Tambahan)
34 Rancangan Undang-Undang DPR/Badan Legislast

tentang Perubahan UU Nomor
14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung

(Program Tambahan)

d. Tahun 2008

Prioritas Prolegnas tahun 2008 telah ditetapkan
sebanyak 31 (tiga puluh satu) RUU dan Daftar RUU
Kumulatif Terbuka. yang terdiri dari 6 (enam) RUU tentang
ratifikasi perjanjian internasional; 7 (tujuh)} RUU DKT akibat
putusan Mahkamah Konstitusi; dan 9 (sembilan) RUU DKT
tentang reformasi agraria. Sehingga total keseluruhan daftar
Prioritas Prolegnas 2008 sebanyak 51 (lima puluh satu) RUU.
Di samping itu masih terdapat 49 RUU yang diluncurkan
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pembahasannya dari tahun 2007 ke tahun 2008. Dari 51
(lima puluh satu) RUU Prioritas 2008 tersebut, 21 (dua puluh
satu) di antaranya mengakomodir Prioritas Prolegnas 2007
Usuian pemerintah (lihat nomor pada Tabel 9 yang dicetak

tebal). Daftar tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9

Program Legislasi Nasional

Rancangan Undang-Undang Prioritas

Tahun 2008

(Berdasarkan Keputusan DPR RI No. 02/DPR RI/1i/2007-2008)

No. Judul RUU Keterangan

1 | Daftar Rancangan Undang- Sesuai dengan urgensi dan
Undang kumutatif terbuka tentang | judul
Ratifikasi Perjanjian Internasional

2 | Daftar Rancangan Undang- Sesuai dengan urgensi dan
Undang kumulatif terbuka akibat | judut
Putusan Mahkamah Konstitusi

3 | Daftar Rancangan Undang- Sesuai dengan urgensi dan
Undang kumulatif terbuka tentang | judul
Reformasi Agraria

4 | Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Akademik
tentang Perubahan Atas Undang- | telah disiapkan oleh
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah (Departemen
tentang Pemerintahan Daerah Dalam Negeri)

5 | Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Aka-

tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana

demik telah disiapkan oleh
Pemerintah
(Dep. Hukum dan HAM)
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Rancangan Undang-Undang
tentang Intelijen Negara

Draft dan ‘iaskah Aka-
iemik telsh disiapkan oleh
Pemerintah

(Badan Intelijen Negara)

Draft dan Naskah Aka-

7 | Rancangan Undang-Undang . K ]

tentang Jaminan Produk Halal demik telah disiapkan oten
Pemerintah (Departemen
Agama)

8 | Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Aka-

tentang Kelautan demik telah disiapkan oleh
Pemerintah (Departemen
Ketautan dan Perikanan)

9 | Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Akademik
tentang Perubahan Undang- telah disiapkan DPR/Badan
Undang Nomor 8 Tahun 1987 Legislasi (Pemrakarsa DPR)
tentang Protokol

10 | Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Akademik
tentang Keistimewaan Daerah telah disiapkan DPR/ Badan
Yogyakarta Legislasi (Pemrakarsa DPR)

11 | Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Aka-
tentang Hukum Acara Pidana demik telah disiapkan

oleh Pemerintah
({Depkumham)
12 | Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Aka-

tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

demik telah disiapkan
oleh Pemerintah
(Departemen Hukum dan
HAM)
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13 | Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Aka-
tentang Perposan demik telah disiapkan

oleh DPR
(Pemrakarsa DPR)

14 | Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Aka-
tentang Perubahan Atas demik telah disiapkan
Undang-Undang Nomor oleh Pemerintah
15 Tahun 1997 tentang (Departemen Tenaga Kerja
Ketransmigrasian dan Transmigrasi)

15 | Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Aka-
tentang Perubahan atas demik telah disiapkan
Undang-Undang Nomor 7 oleh Pemerintah (Arsip
Tahun 1971 tentang Ketentuan- | Nasional)

Ketentuan Pokok Kearsipan

16 | Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Aka-
tentang Kawasan Ekonomi demik telah disiapkan oleh
Khusus Pemerintah

17 | Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Aka-
tentang Transfer Dana demik telah disiapkan

oleh Pemerintah
(Departemen Hukum dan
HAM)
18 | Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Akademik
tentang Pembangunan Perdesaan | disiapkan oleh DPR/Badan
Legislasi
5 (Pemrakarsa DPR)
19 | Rancangan Undang-Undang | Draft dan Naskah Aka-

tentang Sistem Kesejahteraan

Sosial Nasional

| demik telah disiapkan
oleh DPR
| (Pemrakarsa DPR)
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20

| Rancangan Undang-Undang

tentang Perubahan Undang-
Unc' ng Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan

Draft dan Naskah Akademik
disiapkan oleh DPR / Badan
Legislasi

{Pemrakarsa DPR)

21 : Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Aka- i
tentang Kepemudaan demik telah disiapkan ;
oleh Pemerintah
| (Kementerian Negara
: Pemuda dan Olah Raga)
22 | Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Aka-
tentang Rumah Sakit demik telah disiapkan
oleh Pemerintah
{Departemen Kesehatan)
23 | Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Aka-
tentang Pemberantasan demik telah disiapkan oleh
Pembalakan Liar (illegal logging) Pemerintah (Departemen
kehutanan)
24 | Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Aka-
tentang Perubahan/Penggantian demik telah disiapkan oleh
Atas Undang-Undang Nomor 25 Pemerintah (Kementerian
Tahun 1992 tentang Koperasi Negara Koperasi dan UKM)
25 | Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Aka-
tentang Pengerahan dan demik telah disiapkan oleh
Penggunaan Kekuatan Tentara Pemerintah (Departemen
Nasional indonesia Pertahanan)
26 | Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Aka-

tentang Hukum Terapan Peradilan
Agama Bidang Perkawinan

demik teiah disiapkan oleh
Pemerintah (Departemen
Agama)

i
i
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i 27 | Rancangan Undang- ¢ Draft dan Naskah Aka-

? Undang tentang Administrasi ! demik telah disiapkan oleh

| Pemerintahan i Pemerintah (Kementerian

! | Negara Pendayagunaan

E Aparatur Negara) |

28 | Rancangan Undang-Undang ! Draft dan Naskah Akademik

i tentang Demokrasi Ekonomi disiapkan oieh DPR / Badan

| Legisiasi !

29 | Rancangan Undang-Undang | Draft dan Naskah Aka- ‘

tentang Perampasan Aset ! demik telah disiapkan oleh

: ! Pemerintah {Departemen

!i | Hukum dan HAM)

| 30 Rancangan Undang-Undang | Draft dan Naskah Aka- j
tentang Tanggung Jawab demik telah disiapkan
Pengangkut Angkutan Udara | oleh Pemerintah

' | (Departemen

! | ! Perhubungan)

31 | Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Aka-

i
!

i
i
i
i
i

J

tentang Meteorologi dan
Geofisika

demik telah disiapkan
oleh Pemerintah
(Badan Meteorologi dan
Geofisika)
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(Lampiran il)

A. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif

Terbuka Tentang Ratifikasi Perjanjian internasional

tentang Pengesahan Protokol
Against The Smuggling of
Migrant By Land, Sea and Air,
Suplementing The United Nations
Convention Against Transnational
Organized Crime, 2000 (Protokol
Memberantas Penyelundupan
Imigran Melalui Darat, Laut, dan
Udara, sebagai Pelengkap Pada
Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa Menentang Kejahatan
Transnational Yang Terorganisasi,
2000)

No. Judul RUU Keterangan

1 Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Aka-
tentang Pengesahan Konvensi demik telah disiapkan
Internasional Melawan Kejahatan | oleh Pemerintah
Transnasional Terorganisasi {Departemen Luar

’ Negeri)

2 | Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Aka-
tentang Pengesahan Protokol demik telah disiapkan
Untuk Mencegah, Memberantas, oleh Pemerintah
dan Menghukum Perdagangan (Departemen Luar
Orang Terutama Perempuan dan Negeri)

Anak (Suplemen Konvensi PBB
Melawan TOC)
3 | Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Aka-

demik telah disiapkan
oleh Pemerintah
{Departemen Luar
Negeri)
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4 | Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Aka-
tentang Pengesahan (Ratifikasi) | demik telah disiapkan
Agreement For Implementation oleh Pemerintah
Of The Provision Of The United (Departemen Kelautan
Nations Convention On The Law | dan Perikanan)
Of The Sea Of 10 December 1982
Relating To The Conservation
And Management Of Straddling
Fish Stock And Highlily Migratory
Fish Stock (Persetujuan Untuk
Melaksanakan Ketentuan-
Ketentuan Dari Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Tentang Hukum Laut tanggal 10
Desember 1982 yang berkaitan
dengan konservasi dan
pengelolaan sediaan ikan yang
beruaya Terbatas dan sediaan
ikan yang beruaya jauh)

5 { Rancangan Undang-Undang Draft dan NA
tentang Ratifikasi Konvensi ILO telah disiapkan
Nomor 185 tentang Dokumen oleh Pemerintah
ldentitas Pelaut (Depnakertran)

6 | Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Aka-

tentang Pengesahan Konvensi
Stockholm Mengenai Persisten
Organic Pollutant (Stockholm
Convention on Persistent Organic
Pollutants)

demik telah disiapkan
oleh Pemerintah
(Kementerian Negara
Lingkungan Hidup)
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B. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka
Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi

No. Judul RUU Keterangan

1 | Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Aka-
tentang Perubahan atas Undang- demik disiapkan oleh
Undang Nomor 4 tahun 2004 DPR / Badan Legislasi
tentang Kekuasaan Kehakiman (Prakarsa DPR)

2 | Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Aka-
tentang Penggantian atas Undang- demik telah disiapkan
Undang Nomor 27 tahun 2004 oleh Pemerintah
tentang Komisi Kebenaran dan (Prakarsa DPR)
Rekonsiliasi

3 | Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Aka-
tentang Perubahan Atas Undang- | demik telah disiapkan
Undang Nomor 30 Tahun 2002 oleh Pemerintah
tentang Komisi Pemberantasan {Departemen Hukum
Tindak Pidana Korupsi dan HAM)

4 | Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah
tentang Pengadilan Tindak Pidana | Akademik telah
Korupsi disiapkan oleh

Pemerintah
{Departemen Hukum
dan HAM)

5 | Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah

tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2004 tentang Peradilan Umum

Akademik disiapkan
oleh DPR / Badan
Legislasi

(Prakarsa DPR)
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tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Peradilan Agama

No. Judul RUU Keterangan
6 | Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Aka-
tentang Perubahan atas Undang- . demik disiapkan oleh
' Undang Nomor § Tahun 1986 DPR / Badan Legisiasi
sebagaimana telah diubah dengan (Prakarsa DPR)
Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara
7 Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Aka-

demik disiapkan oleh
DPR / Badan Legistasi
(Prakarsa DPR)

C. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka

Tentang Reformasi Agraria

tentang Penyempurnaan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya

No. Judul RUU Keterangan
1 | Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Aka-
tentang Pengelolaan Sumber Daya | demik telah disiapkan
Alam oleh Pemerintah
(Kementerian Negara
LH)
2 Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Aka-

demik telah disiapkan
oleh Pemerintah
(Departemen
Kehutanan)
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3 | Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Aka-
tentang perubahan atas Undang- demik telah disiapkan
Undang Nomor 56/Prp/Tahun 1960 | oleh DPR (Prakarsa
tentang Penetapan Luas Tanah DPR)

Pertanian

4 | Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Aka-
tentang Keamanan Hayati dan demik telah disiapkan
Pangan oleh Pemerintah

5 { Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Aka-
tentang Konservasi Tanah dan Air demik telah disiapkan

oleh DPR / Badan
Legislasi (Prakarsa
DPR)

6 | Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Aka-
tentang Perubahan atas Undang- demik telah disiapkan
Undang Nomor 41 tahun 1999 oleh Pemerintah
tentang Kehutanan (Dapartemen

Kehutanan)

7 | Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Aka-
tentang Pengelolaan Lingkungan | demik telah disiapkan
Hidup oleh Pemerintah

(Kementerian Negara
Lingkungan Hidup)

8 | Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Aka-
tentang Penggunaan Lahan untuk demik telah disiapkan
Pembangunan oleh Pemerintah

¢ | Rancangan Undang-Undang Draft dan Naskah Aka-

tentang Reformasi Agraria sebagai
Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-
pokok Agraria

demik telah disiapkan
oleh Pemerintah
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DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG
YANG DILUNCURKAN PEMBAHASANNYA
DAR! TAHUN 2007 KE TAHUN 2008
(Lampiran il Keputusan DPR R! No. 02/CPR R{/11/2007-2008)

No. Judul RUU Keterangan

1 ] Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan

tentang Lambang Palang Merah Tahun 2006
(Departemen Hukum
dan HAM)

2 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Perubahan atas Undang- Tahun 2007
Undang Nomor 31 Tahun 2002 (Departemen Dalam
tentang Partai Politik Negeri)

3 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Perubahan Atas Undang- Tahun 2007
Undang Nomor 12 Tahun 2003 (Departemen Dalam
tentang Pemilu Negeri)

4 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Perubahan tentang Undang- | Tahun 2007
Undang Nomor 22 Tahun 2003 (Departemen Dalam
tentang Susunan, Kedudukan MPR, | Negeri)
DPR, DPD, DPRD

5 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Perubahan atas Undang- Tahun 2007
Undang Nomor 23 Tahun 2003 (Departemen Dalam
tentang Pemilihan Umum Presiden Negeri)
dan Wakil Presiden

6 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan

tentang Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Tahun 2007
{Prakarsa DPR)
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7 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Pemberian Gelar Tanda Jasa | Tahun 2007
dan Tanda Kehormatan Lainnya (Prakarsa DPR)
8 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Usaha Mikro, Kecil. dan Tahun 2007
Menengah (Kementerian Negara
Koperasi dan UKM)
9 | Rancangan Undang-Undang Luncuran
tentang Peternakan dan Kese “atan Pembahasan Tahun
Hewan 2007 (Departemen
Pertanian)
10 | Rancangan Undang-Undang Luncuran
tentang Surat Berharga Syariah Pembahasan Tahun
Negara (SBSN) 2007 (Departemen
Keuangan)
11 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Penggunaan Bahan Kimia Tahun 2007
dan Larangan Penggunaan Bahan (Prakarsa DPR)
Kimia sebagai Senjata Kimia
12 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Perubahan Atas Undang- Tahun 2007
Undang tentang Pencegahan dan (Departemen Hukum
Pemberantasan Tindak Pidana dan HAM)
Pencucian Uang
13 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Kesehatan (pengganti Tahun 2005
Undang-Undang No. 23 tahun 1992) | (Prakarsa DPR)
14 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan

tentang Anti Pornografi dan
Pornoaksi

Tahun 2005
{Prakarsa DPR)
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15 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Perubahan keempat atas Tahun 2005
Undang-Undang Nomor 7 Tahun (Departemen
1983 tentang Pajak Penghasilan Keuangan)

16 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Perubahan ketiga atas Tahun 2005
Undang-Undang Nomor 8 Tahun (Departemen
1983 tentang Pajak Pertambahan Keuangan)

Nilai dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah

17 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Perubahan Undang-Undang | Tahun 2005
Nomor 10 Tahun 1992 Tentang (Prakarsa DPR)
Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga Sejahtera

18 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Jaminan Sosial Tenaga Tahun 2008
Kerja (Jamsostek) (Prakarsa DPR)

19 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Perubahan atas Undang- Tahun 2006
Undang Nomor 22 tahunr 2002 (Departemen Hukum
tentang Gras! dan HAM)

20 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Keimigrasian Tahun 2006

(Departemen Hukum
dan HAM)

21 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan

tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1992
tentang Penerbangan

Tahun 2006
(Departemen
Perhubungan)
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22 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Perubanan atas Undang- Tahun 2006
Undang Nomor 14 Tahun 1992 (Departemen
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Perhubungan)
Jalan :
23 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Perubahan atas Undang- Tahun 2006
Undang Nomor 21 Tahun 1992 (Departemen
tentang Pelayaran Perhubungan)
24 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Pertambangan Mineral dan | 1ahun 2005
Batubara (Departemen Energi
dan Sumber Daya
Mineral)
25 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Ketenagalistrikan Tahun 2006
(Departemen Energi
dan Sumber Daya
Mineral)
26 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Kepariwisataan Tahun 2006
(Prakarsa DPR)
27 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Perubahan Atas Undang- Tahun 2006
Undang Nomor 17 Tahun 1999 (Departemen Agama)
tentang Penyelenggaraan lbadah
Haji
28 | Rancangan Undang-Undang Luncuran

tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Pembahasan Tahun
2005 (Departemen
Komunikasi dan
Informasi)
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29 | Rancangan Undang-Undang Ltuncuran
tentang Narkotika Pembahasan Tahun
2006(Departemen
Hukum dan HAM)
30 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Mata Uang Tahun 2006
(Prakarsa DPR)
31 | Rancangan Undang-Undang Luncuran
tentang Badan Hukum Pendidikan Pembahasan Tahun
2006 (Departemen
Pendidikan Nasional)
32 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Perubahan atas Undang- Tahun 2006
Undang Nomor 17 Tahun 2003 (Prakarsa DPR)
tentang Keuangan Negara
33 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Kementerian Negara Tahun 2005 (Prakarsa
DPR)
34 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Ombudsman RI Tahun 200
(Prakarsa DPR)
35 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Kebebasan Memperoieh Tahun 2005
Informasi Publik (Prakarsa DPR)
36 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan

tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

Tahun 2006
(Departemen
Keuangan)
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37 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Perubahan atas Undang- Tahun 2005
Undang Nomor 31 Tahun 1997 (Departemen
tentang Peradilan Militer Pertahanan)
38 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Penghapusan Diskriminasi Tahun 2005
Ras dan Etnis (Prakarsa DPR)
39 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Standar Pelayanan Publik Tahun 2008
(Kemneg. PAN)
40 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Rahasia Negara Tahun 2006 (Depar-
temen Pertahanan)
41 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Perbankan Syariah Tahun 2005
(Prakarsa DPR)
42 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Bendera, Bahasa, Lambang | Tahun 2007
Negara dan Lagu Kebangsaan (Prakarsa DPR)
43 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Pengelolaan Sampah Tahun 2007
(Kementerian Negara
Lingkungan Hidup)
44 1 Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Perubahan Kedua atas Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 32 Tahun (Departemen Dalam
2004 tentang Pemerintahan Daerah | Negeri)
45 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan

tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 22 tahun 2004
Komisi Yudisial

Tahun 2007
(Prakarsa DPR)
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46 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Perubahan Atas Undang- Tahun 2007
Undang Nomor 24 Tahun 2003 {Prakarsa DPR)
tentang Mahkamah Konstitusi

47 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Perubahan Kedua atas Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 14 Tahun {Prakarsa DPR)
1985 tentang Mahkamah Agung

48 | Rancangan Undang-Undang Luncuran Pembahasan
tentang Lahan Abadi Pertanian Tahun 2007

{Prakarsa DPR)

49 | Rancangan Undang-Undang tentang | Luncuran Pembahasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Tahun 2007
indonesia (LPE!)

C. UNDANG-UNDANG TERBIT
Efektifiktas Prolegnas Tahunan dapat dilihat dari eskalasi

terbitnya Undang-Undang pada tahun berjalan. Untuk dapat
melihat gambaran tersebut dapat dilihat daftar undang-undang
yang terbit pada tahun 2005, tahun 2006, dan tahun 2007.

1. Undang-Undang Terbit Pada Tahun 2005
Tabel 10
Nomor
No Uy Judul LN TLN Keterangan
t | 1Tahun | Undang-Undang Tentang Anggaran 61 4512 | Non Prolegnas

2005 Pendapatan Dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2005

(Bukan Prioritas)

127



Nomor

No " Judu! LN TLN Keterangan
2 | 2Tahun | Undang-Undang Tentang 73 4523 | Prolegnas
2005 | Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun No. 280
2005 Tentang Penangguhan (Bukan Prioritas
Mulai Beriakunya UU No, 2 Tahun 2005)
2004 Tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan industrial
Menjadi Undang-Undang
3 | 2Tahun | Undang-Undang Tentang Sistem 89 4585 | Proiegnas No.2¢
2005 Keolahragaan Nasionai (Bukan Prioritas
2005;
4 4 Tahuri | Undang-Undang Tentang 104 4544 | Prolegnas
2005 Pembentukan Pengadilan Tingg! No. 194 (Prioritas
Agama Banter 2005 No.54)
£ | 5T7ahun | Undang-Undang Tentang 105 4545 | Prolegnas
2005 Pembentukan Pengadifas Tingai No.194 (Prioritas
Agama Bangka Belitung 2005 No 54}
6 | 67ahun | Undang-Undang Tentang 106 | 4546 | Prolegnas
203 Pembentukan Pengadiian Tingg Ne. 194 (Priortas
Agama Gorontaic 2005 No.54;
7 | 7Tahun | Undang-Undang Tentang 107 | 4547 |{ Prolegnas
2005 Pembentukan Pengadilan Tinggi No. 194 (Prioritas
Agama Maluku Utara 2005 No.54)
8 | &Tahun | Undang-Undang Tentang Penetapan | 108 | 4548 | Non Prolegnas
2005 | PERPU Nomor 3 Tahun 2005 (Bukan Prioritas
Tentang Perubahan Atas Undang- 2005;
Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang
9 | 9Tahun | Undang-Undang Tentang Perubahan | 110 4549 | Non Prolegnas
2005 | Kedua Atas Undang-Undang Nomor (Bukan Prioritas

36 Tahur. 2004 Tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara
Tahun 2005

2005)
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No i Judul LN TLN Keterangan
0 i Undang-Undang Teriang " 4350 | Non Prolegnas
Tahun | Penetapan Perpu Nemer 2 Tahun .Bukan Prioritas
2905 2005 Tentang Badan Renatiiitas 2005)
Dan Rekonstrukst Witayah Dan
Kehidupan Masyarakat Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam Dan
Kepulauan Nias Provinsi Sumatera
Utara Menjadi Undang-Undang
1" 11 Undang-Undang Tentang 118 | 4557 | Prolegnas
Tahun | Pengesanan Intemational Covenant No. 223
2005 On Economic. Social And Cuftural (Bukan Prioritas
Rights (Kovenan Internasional 2005)
Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial
Dan Budaya)
12 12 Undang-Undang Tentang 19 | 4558 | Prolegnas
Tahun | Pengesahan /nternational Covenant No.180
2905 | On Civil And Poiitical Rights {Bukan Prioritas
{Kovenan Internasional Tentang 2005}
Hak-Hak Sipil Dan Poiitik)
13 13 Undang-Undang Tentang Anggaran 113 4571 | Non Prolegnas
Tahun | Pendapatan Dan Belanja Negara {Bukan Prioritas
2005 Tahun Anggaran 2006 2005)
14 14 Undang-Undang Tentang Guru Prolegnas  No.
Tahun | Dan Dosen 3
2005 (Juduf semula :RUY ttg Guru) (Prioritas 2005
No. 20)

Dari 14 (empat belas) RUU yang telah disahkan
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menjadi UU, hanya 5 (lima) UU yang termasuk dalam daftar
Prioritas Tahun2005, sedangkan sisanya, 9 (sembilan) UU bukan
termasuk daftar Prioritas Tahun 2005. Namun demikian, hanya




5 (ima) UU yang bukan termasuk dalam daftar Prolegnas 2005-
2009 (Non Prolegnas) dan 9 (sembilan) UU lainnya termasuk
dalam daftar Prolegnas Tahun 2005-2009. Sementara 2 (dua)
UU di antaranya (yaitu: No. 2 dan No. 14) adalah RUU Prioritas

Prolegnas Tahun 2005 Usulan Pemerintah.

2. Undang-Undang Terbit Pada Tahun 2006

Tabel 11
N
No. c:’rsor Judul Undang-Undang LN | TLN Keterangan
¥ | 17ahun | Undang-Undang Tentang Bantuan 18 | 4807 | Prolegnas No.50
2006 Timbal Balik Dalam Masalah Pidana {Bukan Prioritas
2008;
2 | 2 Tahun Undang-Undang Tentang Pernitungan 21 | 4810 | Non Prolegnas
2006 Anggaran Negara Tahun Anggaran (Bukan Prioritas
200% 200¢
3 | 3Tahun | Undang-Undang Tentang Perubahan 22 | 4611 | Prolegnas Ne .33
2006 Atas Undang-Undang Nomor 7 (Bukan Pricritas
Tahun 1989 Tentang Peradilan 2006)
Agama
4 | 4Tahun Undang-Undang Tentang Pengesahar 23 | 4612 | Prolegnas No
2006 International Treaty On Plant Genetic 243
Resources For Food And Agriculture (Bukan Prioritas
{Penanjian Mengenai Sumber Daya 2006}
Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan
Pertanian
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No.

Nomor

Judu! Undang-Undang

LN

TLN

Keterangan

Uy
5 | 5Tahun | Undang-Undang Tentang 28 | 4616 | Prolegnas No.
2006 Pengesahan international 44
Convention For The Suppression Of (Prioritas 2006
Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi No.4)
Internasional Pemberantasan
Pengeboman Oieh Teroris, 1997)
& | 6Tahun | Undang-Undang Tentang 29 | 4617 | Prolegnas No.
2006 Pengesahan International 45
Convention For The Suppression (Prioritas 2006
Of The Financing Of Terrorism. No.5)
1999 (Konvensi internasional
Pemberantasan Pendanaan
Terorisme, 1999)
7 | TTahun | Undang-Undang Tentang 32 | 4620 | Prolegnas No.
2006 Pengesahan United Nations 49
Convention Against Corruption, 2003 (Prioritas 2006
{Konvensi Perserikatan Bangsa- Nc.3}
Bangsa Anti Korupsi. 2003)
8 | 8Tahun Undang-Undang Tentang Pengesahan 33 | 4621 | Non Prolegnas
2006 Perjanjian Antara Republik indonesia (Bukan Prioritas
Dan Republik Rakyat China Mengenai 2006)
Bantuan Hukum Timbat Baiik Datam
Masalah Pidana (Treaty Between
The Repubiic Of Indonesia And The
People s Republic Of China On Mutual
Legal Assistance In Criminal Matters )
9 | 9Tahun | Undang-Undang Tentang Sistem 59 | 4630 | Prolegnas No.
2006 Resi Gudang 139

{Bukan Prioritas
2006)

131




Nomor

No. uu Judul Undang-Undang LN | TLN Keterangan
10 | 10 Tahun | Undang-Undang Tentang Penetapan 80 | 4831 | Non Prolegras
2508 Peraturan Pemerintah Pengganti {Bukan Prioritas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006)
2006 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003
Tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi
Undang-Undang
11 | 11 Tahun | Undang-Undang Tentang Pemerintahan | 62 | 4633 | Non Prolegnas
2006 Aceh (Prioritas 2006
No 44)
12 | 12 Tahun | Undang-Undang Tentang 63 | 4634 | Prolegnas
2006 Kewarganegaraan Republik No.198
Indonesia (Bukan Prioritas
2006)
13 | 13 Tahun | Undang-Undang Tentang 64 | 4635 | Prolegnas No.
2006 Perlindungan Saksi Dan Korban 37
(Bukan Prioritas
2006)
14 | 14 Tahun | Undang-Undang Tentang Perubahan 84 } 4653 | Non Prolegnas
2006 Atas Undang-Undang Namar 13 Tahun
2005 Tentang Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2008
15 | 15Tahun { Undang-Undang Tentang Badan 85 | 4654 | Prolegnas No. 3
2006 Pemerikasa Keuangan (Bukan Prioritas
2006)
16 | 16 Tahun | Undang-Undang Tentang Sistem 92 | 4660 | Non Prolegnas
2006 Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan {Bukan Prioritas

Kehutanan

2006)
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Nomor

No. i Judul! Undang-Undang LN | TLN Keterangan
17 | 47 Tahun | Undang-Undang Tentang Perubahan 93 Prolegnas No.
2006 Atas Undang-Undang Nomor 10 133
Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Bukan Prioritas
2006)
18 | 18 Tahun { Undang-Undang Tentang Anggaran 94 | 4662 | Nor Prolegnas
2006 Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2007
19 | 19 Tahun | Undang-Undang Tentang Dewan 108 | 4670 | Prolegnas No. 5
2006 Pertimbangan Presiden {Bukan Prioritas
2006 )
20 | 20 Tahun | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 | 121 | 4671 | Non Prolegnas
2006 Tentang Pengesahan Convention On {Bukan Prioritas
The Prohibition Of The Use Stockpiling. 2008}
Production Anc Transfer Of Anti-
Personnel Mines And Their Destruction
(Konvensi Pelarangan Penggunaan.
Penimbunan. Produksi Dan Transfer
Ranjau Darat Anti Personal Dan
Pemusnahannya)
21 | 21Tahun | Undang-Undang Tentang Pengesahan | 122 | 4672 | Non Prolegnas
2006 Perjanjian Antara Pemerintah Rl Dan (Bukan Pioritas
Pemerintah Republik India Tentang 2006)
Kegiatan Kerja Sama Di Bidang
Pertahanan (Agreement Between
The Gov. Of The Rep. Of India On
Coopertive Activities In The Defence}
22 | 22 Tahun | Undang-Undang Tentang 123 | 4673 | Non Prolegnas
2006 PertanggungJawaban Pelaksanaan {Bukan Prioritas

Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2004

2009)
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No. N‘:Eor Judul Undang-Undang LN { TLN Keterangan
23 | 23 Tahun | Undang-Undang Tentang 124 | 4674 | Prolegnas No.
2006 Administrasi Kependudukan 201
{Bukan Prioritas
2006)

(Ket.: Nomor yang dicetak tebal merupakan usulan Pemerintah)

Dari 23 RUU yang telah disahkan menjadi Undang-
Undang, hanya 4 {empat) UU yang termasuk dalam daftar
Prioritas 2006, sedangkan 21 (dua puluh satu) UU lainnya
bukan termasuk daftar Prioritas 2006. Sementara sebanyak
9 (sembilan) UU merupakan RUU usulan Pemerintah (5 di
antaranya, yaitu No. 5, 6, 7, 12 dan 13, merupakan Prioritas
Usutan Pemerintah tahun 2005).

Sedangkan 9 (sembilan) UU di antara 23 UU tersebut,
bukan termasuk dalam daftar Prolegnas 2005-2009 (Non
Prolegnas) dan sisanya, 13 (tiga belas) UU termasuk dalam
daftar Prolegnas 2005-2009.

3. Undang-Undang Terbit Pada Tahun 2007

Tabel 12
No. N(:Jn&or Judut Undang-Undang LN | TLN | Keterangan
1 Tahun Pembentukan Kabupaten Empat Lawang 3 4677 | Daftar RUU
2007 Di Provinsi Sumatera Selatan Kumuiatif
Terbuka
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Nomor

No. uu Judul Undang-Undang LN § TLN | Keterangan
2 2 Tahun Pembentukan Kabupaten Nagekeo Di 4 4678 | Daftar RUU
2007 Provinsi Nusa Tenggara Timur Kumulatif
Terbuka
3 | 3Tahun | Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah 5 4679 | Daftar RUU
2007 Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kumulatif
Terbuka
4 | 4Tahun Pembentukan Kota Kotamobagu Di 6 4680 | Daftar RUU
2007 Provinsi Sulawesi Utara Kumulatif
Terbuka
5 5 Tahun Pembentukan Kabupaten Batu Bara Di 7 4681 | Daftar RUU
2007 Provinsi Sumatera Utara Kumulatif
Terbuka
6 | 6Tahun Pembentukan Kabupaten Kayong Utara 8 4682 | Daftar RUU
2007 Di Provinsi Kalimantan Barat Kumulatif
Terbuka
7 7 Tahun Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Di 9 4683 | Daftar RUU
2007 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kumulatif
Terbuka
8 | 8Tahun Pembentukan Kota Subulussalam Di 10 | 4684 | Daftar RUU
2007 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kumulatif
Terbuka
9 g Tahun Pembentukan Kabupaten Minahasa 1" 4685 | Daftar RUU
2007 Tenggara Di Provinsi Sulawesi Utara Kumulatif
Jerbuka
10 10 Tahun | Pembentukan Kabupaten Bolaang 12 4686 | Daftar RUU
2007 Mongondow Utara Di Provinsi Sulawesi Kumulatif
Utara Terbuka
1 11 Tahun | Pembentukan Kabupaten Gorontalo 13 | 4687 | Daftar RUU
2007 Utara Di Provinsi Gorontalo Kumulatif
Terbuka
12 | 12 Tahun | Pembentukan Kabupaten Bandung Barat | 14 | 4688 | Daftar RUU
2007 Di Provinsi Jawa Barat Kumutatif
Terbuka
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Nomor

No. uu Judut Undang-Undang LN | TLN | Keterangan
13 13 Tahun | Pembentukan Kabupaten Konawe Utara 15 4689 | Daftar RUU
2007 Di Provinsi Sulawesi Tenggara Kumuiatif
Terbuka
14 14 Tahun | Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di 16 4690 | Daftar RUU
2007 Provinsi Sulawesi Tenggara Kumulatif
Terbuka
15 | 15 Tahun { Pembentukan Kabupaten Keputauan 17 4691 | Daftar RUU
2007 Siau Tagulandang Biaro Di Provinsi Kumulatif
Sulawesi Utara Terbuka
16 | 16 Tahun | Pembentukan Kabupaten Sumba Barat 18 | 4692 | Daftar RUU
2007 Daya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kumutatif
Terbuka
17 | 17 Tashun | Rencana Pembangunan Jangka Panjang 33 | 4700 | Prolegnas
2007 Nasional Tahun 2005-2025 No.60
{Bukan
Prioritas
2007)
18 | 18 Tahun | Pengesahan Persetujuan Antara 43 | 4708 | Daftar RUU
2007 Pemerintah Republik Indonesia Dan Kumulatif
Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Terbuka
Tentang Penetapan Batas Landas
Kontinen, 2003 (Agreement Between
The Government Of The Republic Of
Indonesia And The Government Cf
The Socialist Republic Of Vietnam
Concerning The Deiimitation Of The
Continental Shelf Boundary, 2003)
19 | 18 Tahun | Pembentukan Kabupaten Mamberamo 44 | 4709 | Daftar RUU
2007 Raya Di Provinsi Papua Kumu!atif
Terbuka
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Nomor

No. uu Judul Undang-Undang LN | TLN | Keterangan
20 | 20 Tahun | Pengesahan Persetujuan Antara 55 4717 | Daftar RUU
2007 Pemerintah R! Dan Pemef,intah Republik Kumulatif
Filipina Tentang Kegiatan Kerja Sama Terbuka
Di Bidang Pertahanan Dan Keamanan
(Agreement Between the Government
of The Repubiic of indonesia and The
Government of The Republic of The
Philippines on Cooperative Activities in
The Field of Defense and Security
21 | 21 Tahun | Pemberantasan Tindak Pidana 58 | 4720 | Prolegnas
2007 Perdagangan Orang No.34
Prioritas
2007 (Lunc.
2005)
22 | 22 Tahun | Penyelenggara Pemilihan Umum 59 4721 | Non
2007 Prolegnas
Prioritas
2007
(Luncuran)
23 | 23 Tahun | Perkeretaapian 65 | 4722 | Prolegnas
2007 No. 54
Prioritas
2007
{Luncuran
2005)
24 | 24 Tahun { Penanggulangan Bencana 66 4723 | Prolegnas
2007 No. 64
Prioritas
2007
{Luncuran
2005)
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Nomor

No. U Judui Undang-Undang LN TLN | Keterangan
25 | 25 Tahun { Penanaman Modal 87 4724 | Non
2007 Prolegnas
Prioritas
2007
{Luncuran
2006, 2005)
26 | 26 Tahun | Penataan Ruang 68 4725 | Prolegnas
2007 No. 63
Prioritas
2007
{Luncuran
20086, 2005)
27 | 27 Tahun | Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan 84 | 4739 | Prolegnas
2007 Pulau-Pulau Kecil No. 226
{RUU tentang Pesisir) dan No. 244 (RUU Prioritas
ftg Penataan Ruang Laut. Pesisir dan 2007
Pulau-Pulau Kecil) {Luncuran
2005)
28 | 28Tanun | Perubahan Ketiga Atas Undarg-Undang 35 4740 | Prolegnas
2007 Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Nc. 147
Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pricritas
2007
{Luncuran
2005)
29 | 29 Tahun | Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus | 93 4744 | Non
2007 ibukota Jakarta Sebagai {bukota Prolegnas
Negara Kesatuan Republik Indonesia Prioritas
2007
{Luncuran)
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Nomor

No. " Judul Undang-Undang LN TLN | Keterangan
U 30 Tahun | Undang-Undang Tentang Energi 96 4746 | Prolegnas
2007 No. 53
Prioritas
2007
{Luncuran
2005)
31 31 Tahun | Pembentukan Kota Tual Di Provinsi 97 4747 | Daftar RUU
2007 Maluku Kumulatif
Terbuka
32 | 32Tahun | Pembentukan Kota Serarg di Provinsi 38 4748 1 Daftar RUU
2007 Banten Kumulatif
Terbuka
33 | 33 Tahun { Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di 99 | 4749 { Daftar RUU
2007 Provinsi Lampung Kumulatif
Terbuka
34 | 34 Tahun | Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di 100 | 4750 | Daftar RUU
2007 Provinsi Kalimantan Timur Kumulatif
Terbuka
35 35 Tahun | Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di 101 4751 | Daftar RUU
2007 Provinsi Kalimantan Barat Kurnulatif
Terbuka
36 | 36 Tahun | Pembentukan Kabupaten Manggarai 102 | 4752 1 Daftar RUU
2007 Timur Di Provinst Nusa Tenggara Timur Kumulatif
Terbuka
37 | 37 Tahun | Pembentukan Kabupaten Padang Lawas | 103 } 4783 | Daftar RUU
2007 |'tara Di Provinsi Sumatera Utara Kumuatif
Terbuka
38 | 38Tahun { Pemtentukan Kabupaten Padang Lawas | 104 | 4754 | Daftar RUU
2007 Oi Provinsi Sumatera Utara Kumulatif
Terbuka
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Nomor

No. ™ Judul Undang-Undang LN | TLN | Keterangan
39 39 Tahun | Perubahan Atas Undang-Undang 105 | 4755 | Non
2007 Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Prolegnas
Prioritas
2007
{Luncuran)
4C | 40 Tahun | Perseroan Terbatas 106 | 4756 | Prolegnas
2007 No. 21
Prioritas
2007
{Luncuran
2006}
4 41 Tahun | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 122 | 4767 | Non
2007 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Prolegnas
Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2007
42 | 42 Tahun | Pengesahan Ferjanjian Ekstradisi Antara 126 | 4771 | Daftar RUU
2007 Republik indonesia Dan Republik Korea Kumulatif
{Treaty On Extradition Between The Terbuka
Republic Of Indonesia And The Republic
Of Korea)
43 | 43 Tahun | Perpustakaan 129 | 4774 | Prioritas
2007 {JudulProlegnas 196: RUU tentang 2007
Sistem Nasional Perpustakaar) (Luncuran
Masuk program tambahan 2006 ber- 2006)

dasarkan Penetapan DPR Rl tanggal 3
Oktober 2006
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Nomor

No. U Judul Undang-Undang LN | TLN | Keterangan
44 | 44 Tahun | Penetapan Peraturan Pemerintah 130 | 4775 | Non
2007 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Prolegnas

Tahun 2007 Tentang Perutahan Atas
Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2000 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan
Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan
Bebas Menjadi Undang-Undang

45 | 45Tahun | Anggaran Pendapatan Dan Belanja 133 | 4778 | Non
2007 Negara Tahun Anggaran 2008 Prolegnas
46 | 52 Tahun | Perubahan Struktur Kepemilikan 116 Non
2007 Saham Negara Melalui Penerbitan Prolegnas
dan Penjualan Saham Baru Pada (Bukan
Perusahaan Perseroan {Persero) PT Prioritas
Jasa Marga 2007)

(Ket.: Nomor yang dicetak tebal merupakan usulan Pemerintah)

Dari 46 RUU yang telah disahkan menjadi UU, hanya
18 (delapan belas) UU yang bukan termasuk Daftar Kumulatif
Terbuka, sedangkan sisanya, 28 (dua puluh delapan) UU
termasuk dalam Daftar Kumulatif Terbuka.

Kemudian, dari 18 UU yang bukan termasuk dalam
Daftar Kumulatif Terbuka ini, sebanyak 13 (tiga belas) UU
merupakan Prioritas 2007 Luncuran dari Prioritas 2005-2006
(tidak ada UU yang termasuk dalam daftar Prioritas Prolegnas
2007 bukan luncuran), sementara 5 (lima) UU lainnya tidak
termasuk daftar Prioritas 2007.
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Sedangkan dari kategori “"Prolegnas atau Non
Prolegnas 2005-2009", maka Sebanyak 10 (sepuluh) UU yang
bukan termasuk dalam daftar Prolegnas 2005-2009 (Non
Prolegnas) dan 8 (delapan) UU sisanya termasuk dalam daftar
Prolegnas 2005-2009.

Delapan UU dari 18 UU yang bukan Daftar Kumulatif
Terbuka, merupakan RUU usulan Pemerintah, namun satu di
antaranya, vaitu RUU tentang Perpustakaan, diambil alih oleh
DPR.

4. Evaluasi Umum

Kriteria penentuan Daftar RUU Prioritas tiap tahunnya
dikembangkan tidak semata-mata terpenuhinya syarat teknis
dan substantif, akan tetapi Pemerintah dan DPR RI juga
sepakat untuk mengambil pendekatan yang realistik yaitu
sesuai dengan kemampuan Pemerintah dan DPR RI untuk
menyelesaikan program RUU setiap tahunnya sebagaimana
dilakukan untuk Prolegnas tahun 2007 dan tahun 2008.
Namun demikian berdasarkan tingkat pencapaian program,
baik pembahasan maupun penyusunan RUU dalam
kenyataan belum berbanding lurus dengan program yang
tetah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi Baleg DPR RI, dari 284 RUU
yang telah ditetapkan sebagai Program Jangka Menengah
2005-2009, dari tahun 2005 sampai dengan Oktober 2007,
baru sekitar 77 RUU yang dapat diselesaikan dan disahkan
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menjadi Undang-Undang. Dari 77 RUU tersebut, 24 RUU di
antaranya mengenai pembentukan daerah otonom, 4 RUU
mengenai pembentukan pengadilan tinggi dan 11 RUU
mengenai ratifikasi perjanjian internasional.

Sedangkan berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah
terhadap 284 RUU Prolegnas 2005-2009, dari tahun 2005
hingga Maret 2008, baru 79 RUU yang telah disahkan
menjadi undang-undang. Dari 79 RUU tersebut, 31 RUU di
antaranya mengenai pembentukan daerah otonom’, 5 RUU
mengenai pembentukan pengadilan tinggi agama? dan 11
RUU mengenai ratifikasi perjanjian internasional®.

Dari evaluasi juga diketahui bahwa kemampuan
DPR dan Pemerintan dalam pembentukan undang-
undang sesungguhnya hanya sekitar 15 sampai dengan
20 RUU, sehingga perlu upaya menahan diri terhadap
kecenderungan selalu naiknya jumiah keinginan RUU yang
hendak diajukan, karena sampai saat ini belum ada korelasi
kuantitatif yang menunjukkan optimalisasi capaian antara
perencanaan pembentukan undang-undang dengan target
yang dihasilkan. Hal ini kiranya perlu mendapat perhatian
bersama, baik DPR maupun Pemerintah dalam menyusun
Prolegnas di masa yang akan datang.

'‘RUU ini dalam daftar Prolegnas termuat datam satu nomor (No. 66 dalam daftar Prolegnas
2005-2009). yaitu daftar kumulatif terbuka. yang dibentuk sesuai dengan urgensi dan judul
(daerah yang akan dibentuk).

?RUU ini dalam daftar Prolegnas 2005-2009 termuat dalam satu judul. yaitu No. 194,

3RUU ini termasuk dalam daftar kumulatif terbuka, sehingga walaupun judulnya tidak terdaf-
tar dalam Prolegnas 2005-2009, namun tetap terhitung dalam Prolegnas 2005-2009. dise-
suaikan dengan urgensi
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Selain evaluasi yang didasarkan pada rekapitulasi
Prolegnas, Pemerintah juga mengevaluasi substansi RUU
dari daftar Prolegnas yang ada. Di antaranya adalah, evaluasi
materi bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam)
dari Departemen Pertahanan. Berdasarkan Surat Kepala
Biro Hukum Departemen Pertahanan Nomor: B/200/16/
19/11/Rokum, tanggal 26 Februari 2008, Departemen
Pertahanan mengajukan permohonan penghapusan 3 (tiga)
RUU dari Daftar Prolegnas 2005-2009, dengan alasan
bahwa substansi yang diatur sudah masuk dalam RUU
lainnya. Ketiga RUU yang dimohonkan untuk dihapuskan
tersebut adalah:

- RUU tentang Pendidikan Kewarganegaraan (Prolegnas
No. 198), karena substansinya masuk dalam RUU
tentang Bela Negara (Prolegnas No. 258).

- RUU tentang Pelatihan Dasar Kemiliteran Secara Wajib
(Prolegnas No. 265), karena substansinya masuk dalam
RUU tentang Komponen Cadangan (Prolegnas No.
262).

- RUU tentang Pengabdian di Bidang Pertahanan
Sesuai dengan Profesi (Prolegnas No. 266), karena
substansinya masuk dalam RUU tentang Komponen
Pendukung (Prolegnas No. 263) dan RUU tentang Bela
Negara.
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BAB VI
SEJARAH BPHN DAN
PERANNYA DALAM PENYUSUNAN PROLEGNAS

A. SEKILAS SEJARAH BPHN'
1. LPHN

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) adalah
instansi Pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan
‘ sistem hukum nasional secara terpadu dan komprehensif sejak
dariperencanaan sampai dengan analisis dan evaluasi peraturan
perundang-undangan. Hasil dari program dan kegiatan BPHN
diarahkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan hukum
nasionai yang meliputi pembangunan substansi hukum, struktur
hukum, dan budaya hukum.

BPHN merupakan kelanjutan dari Lembaga Pembinaan
Hukum Nasional (LPHN) yang dibentuk oleh Pemerintah pada
tahun 1958 berdasarkan Keppres No. 107 tanggal 30 Maret 1958.
LPHN berkedudukan di Jakarta dan bertanggungjawab langsung
kepada Perdana Menteri. Tugas LPHN adalah membantu
Pemerintah secara giat dan penuh daya cipta dalam lapangan
hukum dengan tujuan mencapai suatu tata hukum nasional.
Pada Tahun 1961, berdasarkan Keppres No. 194 tahun 1961
(tanggal 6 Mei 1961) LPHN ditempatkan di lingkungan tugas
Menteri Kehakiman. Tugasnya masih tetap untuk melaksanakan

‘Lihat, BPHN: Badan Pembinaan Hukum Nasional Dari masa Ke Masa. 2005
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pembinaan hukum nasional sebagaimana dikehendaki oleh
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/
MPRS/1960 dengan tujuan mencari suatu tata hukum nasional
yang antara lain melakukan usaha menyiapkan rancangan
peraturan perundang-undangan dan menyelenggarakan segala
sesuatu yang dip -lukan unt.k menyusun peraturan perundang-
undangan.

2. BPHN

Pada saat Menteri Kehakiman dijabat oleh Prof. Dr.
Mochtar Kusumaatmadja, S.H., pada tahun 1974, LPHN
berubah menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional (Keppres
No. 45 Tahun 1974 tanggal 26 Agustus 1974). Tugas BPHN
adalah menyelenggarakan usaha-usaha meningkatkan dan
menyempurnakan Pembinaan Hukum Nasional melalui antara
lain mengadakan pembaharuan kodifikasi dan unifikasi hukum
di bidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran
hukum dalam masyarakat. Sedangkan fungsinya meliputi: (a)
membina penyelenggaraan pertemuan ilmiah bidang hukum;
(b) membina penelitian dan pengembangan hukum nasional;
{c) membina penyusunan naskah rancangan undang-undang
kodifikasi; dan (d) membina Pusat Dokumentasi, Perpustakaan
dan Publikasi Hukum. Susunan BPHN terdiri dari seorang
Kepala (JTC. Simorangkir, S.H.) dan Sekretaris (Drs. Saroso)
dan 3 (tiga) Pusat, yaitu:

1. Pusat Perencanaan Hukum dan Kodifikasi

(P.C. Hadiprastowo, S.H.)
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2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
{Teuku Mohammad Radhie, S.H.): dan
3. Pusat Dokumentasi Hukum (Hardjito Notopuro. S.H.).

Sejak itu pelaksanaan tugas dan fungsi BPHN di bidang
pembinaan hukum nasional mengalami beberara kali
perubahan sesuai perkembangan dan dinamika kebutuhan
hukum nasional.

Tahun 1981, organisasi dan tata kerja BPHN
disempurnakan antara lain dengan menambah satu Pusat
yaitu Pusat Penyuluhan Hukum (Pusluh)', akan tetapi tiga
tahun kemudian Pusluh dipindahkan dan dimasukkan ke
dalam organisasi Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-
undangan dengan nama Direktorat Penyuiuhan Hukum.?
Sebagai gantinya, pada BPHN ditambahkan satu Pusat baru
yaitu Pusat Perancangan Peraturan Perundang-undangan.
Perubahan ini terkait dengan adanya Keppres No. 15 Tahun
1984 tentang Organisasi Departemen tanggal 6 Mei 1584,

Sesuai Keputusan Presiden Rl No. 32 Tahun 1988 yang
pelaksanaannya melaluiKepmen KehakimanNo.M.02-PR.07.10
Tahun 1989 tanggal 30 Mei 1989 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Kehakiman, struktur organisasi BPHN
mengalami perubahan: (@) Pusat Penelitian dan Pengembangan
Hukum diubah menjadi Pusat Pembinaan Sistem dan Pranata
Hukum Nasional; {b) Pusat Perencanaan Hukum diubah menjadi

“Keputusan Menteri Kehakiman No. M.30-PR.07.08 Tahun 1981 tanggal 9 Desember 1981

-Keputusan Menteri Kehakiman No. M.05-PR.07.10 Tahun 1984 tanggal 30 Juli 1984 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman
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Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (Pusren);
dan (c) Dikembalikannya Pusat Perancangan Peraturan
Perundang-undangan ke Direktorat Jenderal Hukum dan
Perundang-undangan menjadi Direktorat Perundang-undangan.
Berdasarkan Kepmen baru tersebut, BPHN mempunyai tugas
melaksanakan penelitian, pengembangan, pembinaan hukum
nasional yang meliputi sistem dan pranata hukum, perencanaan
dan pengembangan hukum serta dokumentasi hukum.

Namun pada tahun 1999, terjadi lagi perubahan struktur
organisasi BPHN sebagai berikut:" a) Pusat Pembinaan Sistem
dan Pranata Hukum Nasional diubah menjadi Pusat Pembinaan
Sistem Hukum Nasional; b) Pusat Dokumentasi Hukum diubah
menjadi Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan c)
Dikembalikannya Direktorat Penyuluhan Hukum ke Badan
Pembinaan Hukum Nasional menjadi Pusat Penyuluhan
Hukum.

Perubahan arganisasi dan tata kerja BPHN selanjutnya
terjadi akibat pergantian nomenklatur organisasi induk
(Departemen Kehakiman). Tahun 2000 terjadi perubahan nama
Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan
Perundang-undangan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum
dan Perundang-undangan No. M.03-PR.07.10 Tahun 2000.
Tahun 2001, Departemen Hukum dan Perundang-undangan
diubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi

'‘Keputusan Menteri Kehakiman No. M.03-PR.07.10 Tahun 1999 tanggat 26 Maret 1999 ten-
tang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman
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Manusia No. M.01-PR.07.10 Tahun 2001. Dan yang terakhir
dengan terbentuknya Kabinet indonesia Bersatu sebagaimana
tercantum dalam Keppres Rl tanggal 20 Oktober 2004 No.
187/M Tahun 2004 Departemen Kehakiman dan HAM RI diubah
menjadi Departemen Hukum dan HAM R{.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia R! No. M.03-PR.07.10 Tahun 2005 BPHN mempunyai
tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan hukum
nasional dan memiliki fungsi:

a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
penelitian dan pengembangan sistem hukum nasional,
perencanaan pembangunan hukum nasional, dokumentasi
dan informasi hukum nasional serta penyuluhan hukum.

b. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur
di bidang pembinaan hukum nasional.

c. Koordinasi dan kerja sama di bidang penelitian dan
pengembangan sistem hukum nasional, perencanaan
pembangunan hukum nasionai, dokumentasi dan informasi
hukum nasional serta penyuluhan hukum.

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.

. e. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Badan.

Pembangunan hukum nasional mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004-2009.
Sasaran politik hukum yang ingin diwujudkan dalam tahun
2004-2009 yaitu terciptanya sistem hukum nasional yang adil
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konsekuen, tidak diskriminatif, dijaminnya konsistensi seluruh
peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah
sertatidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, dan terwujudnya kelembagaan peradilan dan
penegak hukum yang berwibawa, bersih, profesional sebagai
upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum masyarakat
secara keseluruhan. Berdasarkan sasaran pembangunan
hukum dalam RPJM 2004-2009, BPHN menetapkan kebijakan
dan strategi mencakup langkah-langkah:

1. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan
terpadu dengan merencanakan penciptaan, pembaharuan,
dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan nasional
yang belum ada maupun yang telah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan.

2. Meningkatkan koordinasi instansi terkait dan masyarakat
dalam perencanaan hukum dan harmonisasi hukum serta
senantiasa mengantisipasi perkembangan masyarakat dan
iptek jauh ke depan.

3. Meningkatkan penyebariuasan hasil-hasil analisis evaluasi
peraturan perundang-undangan, pengkajian  hukum,
penelitian hukum, naskah akademis, peraturan perundang-
undangan, dan hasil-hasil pertemuan ilmiah, agar dapat
dimanfaatkan dalam rangka perencanaan hukum,
pembentukan hukum dan kepentingan lainnya.

4. Memantapkan metode penyuiuhan hukum dalam rangka
pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum
masyarakat.
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5. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya
manusia baik tenaga perencana hukum. peneliti hukum,
pustakawan hukum. pranata komputer, penyuluh hukum,
dan sebagainya.

Misi terpenting BPHN adalah mewujudkan sistem hukum
nasional yang berlandaskan keadilan dan kebenaran. Misi
tersebut mengandung arti bahwa perwujudan supremasi hukum
melalui pembinaan dan pengembangan materi hukum, aparatur
hukum, sarana dan prasarana hukum, serta budaya hukum
harus senantiasa menjunjung tinggi penghormatan terhadap
hak asasi manusia.

Misi BPHN direalisasikan melalui program pembinaan
hukum nasional dari hulu ke hilir, yakni mulai dari perencanaan
pembangunan hukum sampai pada sosialisasi hukum dan
peraturan perundang-undangan nasional sebagai proses yang
terpadu dan berkelanjutan. Saat ini BPHN memiliki program
unggulan yang makin diakui urgensinya seperti: (1) Penyusunan
Rencana Pembangunan Hukum Nasional; (2) Pengelolaan
Program Legislasi Nasional (Prolegnas); (3) Penyusunan
Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan; (4)
Pengkajian Hukum dan Penelitian Hukum; (5) Pertemuan
limiah (simposium, seminar, lokakarya); (6) Pengembangan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, dan
(7) Penyuluhan Hukum. Kesemua program tersebut makin
diakui sebagai komponen penting untuk membentuk peraturan
perundang-undangan nasional sesuai sistem dan politik hukum
nasional.
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hukum, perencana hukum, pranata komputer, dan pustakawan.
Dalam hubungannya dengan tema dari penulisan buku ini,
kegiatan Prolegnas merupakan salah satutugas pokok dan fungsi

Struktur organisasi BPHN saat ini terdiri dari:

Kepala (Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H.,M.H )
Sekretariat (Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H.,LL.M.)
Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional
(Chairijah, Ph.D.);

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Nasional
(Sadikin, S.H., M.H.);

Pusat Penyuluhan Hukum

(Dra. Susi Susilowati, S.H., M.H.); dan

Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(Ajarotni Nasution, S.H., M.H.)

Selain itu terdapat kelompok pejabat fungsional peneliti

dari Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasionatl.

Sebagai organisasi, perkembangan dan dinamika BPHN
sangat dipengaruhi oleh figur yang memimpinnya. Berikut adalah

mereka yang dipercaya memimpin BPHN:

1.

2.

3.

JCT. Simorangkir, S.H. (1974 s.d. 1981)
Teuku M. Radhie, S.H. (1981 s.d. 1989)
Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H. (1989 s.d. 1998)

Prof. H.A.S. Natabaya. S.H., LL.M. (1998 s.d. 2002)

Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. (2002 s.d.

2004)
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6. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. (2004 s.d. 2006.)

7. Prof. Abdul BariAzed, S.H., M.H. (PIt. Juni s.d. September
2007)

8. Prof. Dr. Ahmad M. Ramii S H, MH. (2007 s.d.
sekarang)

B. PERAN BPHN DALAM PENYUSUNAN PROLEGNAS

BPHN telah tercatat dalam “sejarah” penyusunan
perencanaan perundang-undangan sebagai pengemban
tugas penyusunan Proiegnas. Peran BPHN diawali dengan
kedudukannya sebagai koordinator dan meiakukan sinkronisasi
dalam rangka perencanaan perundang-undangan. Peran ini
mulai dijalankan BPHN sejak hasil Simposium Pola Umum
Perencanaan Hukum dan Perundang-undangan di Banda Aceh
1976 menyatakan bahwa BPHN-lah yang dapat melakukan
koordinasi dan sinkronisasi dalam kegiatan perencanaan
perundang-undangan.

BPHN dengan Prolegnas makin menyatu dan tidak
dapat dipisahkan terutama sejak lahirnya UU P3. UU P3
ini menegaskan bahwa penyusunan perencanaan undang-
undang dilaksanakan dalam suatu Program Legislasi Nasional
dan merupakan tugas menteri yang membidangi peraturan
perundang-undangan (baca: Menteri Hukum dan HAM)
untuk mengkoordinir penyusunan Prolegnas di lingkungan
Pemerintah. Melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Ri
No. 03-PR.07.10 Tahun 2005 pada Pasatl 962 huruf a, tugas
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perencanaan pembangunan hukum nasional ditugaskan
kepada BPHN (c.q. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum
Nasional, sebagaimana Pasal 1003 Permen Hukum dan HAM
R! No. 03-PR.07.10 Tahun 2005). Sebagai upaya untuk lebih
mengukuhkan peran BPHN dalam konteks Prolegnas, BPHN
memainkan peran penting dalam membidani lahirnya Peraturan
Presiden No. 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan
dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional. Dengan demikian
baik keberadaan Prolegnas maupun kewenangan BPHN
sebagai koordinator Proiegnas di lingkungan intern Pemerintah
telah memiliki landasan hukum yang kuat. Tidak ada alasan lagi
untuk mengabaikan peran dan kedudukan Prolegnas begitu
juga peran BPHN di dalamnya.

Selaku koordinator  Prolegnas, BPHN  terus
mengembangkan format penyusunan Prolegnas yang terukur,
integral, rasiona! dan terkoordinasi, baik di antara lembaga
pemerintah (departemen dan LPND) maupun dengan Badan
Legistasi DPR RI. Untuk maksud tersebut. BPHN telah
menyusun atur proses penyusunan Prolegnas Pemerintah yang
cukup komprehensif, sebagai acuan bagi institusi pemrakarsa
program RUU. (Lihat, Lampiran).

Prolegnas di masa depan harus benar-benar
diimplementasikan sebagai bagian dari sistem hukum nasionat.
Hukum nasional pada hakikatnya merupakan ius constituendum
yang hingga saat ini masih terus dikembangkan. Pengembangan
hukum nasional tidak hanya berhenti pada soal kriteria-kriteria
teknis yang terkait dengan prosedur dan mekanisme serta
angka-angka prosentase yang rasional, namun yang juga tidak
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kalah penting adalah masalah substansi. Pemenuhan atas

hal ini dapat dikontrol oleh Forum Prolegnas. Prolegnas juga

mengedepankan arti penting dari kebutuhan atas penyelesaian
persoalan sosial dan urgensitas serta cita-cita bangsa.

Pengembangan Prolegnas harus didukung oleh komponen-
komponen lain yang melingkupinya. Beberapa komponen yang
perlu dipikirkan ke depan adalah:

1. Penguatan koordinasi yang efektif sehingga memperoleh
hasil yang akurat, didukung oleh pengembangan sumber
daya manusia dengan kemampuan substansi dan software
yang memadai.

2. Penguatan kriteria substansi pada tahap sinkronisasi sebagai
bahan pertimbangan dalam penentuan Prolegnas Prioritas
tahunan yang berorientasi pada pembangunan nasional.

3. Penambahan tahap evaluasi dan analisis Prolegnas dalam
alur proses penyusunan yang lebih menyeluruh (dari sudut
teknis, substansi, kualitas maupun kuantitas) terhadap
implemeniasi Prolegnas. dalam mewujudkan Prolegnas
yang akuntabel.

Prolegnas merupakan potret politik hukum nasional
dalam meretas persoalan bangsa yang muiti dimensional.
Pengembangan perencanaan Prolegnas harus menunjukkan
program yang tidak hanya sebagai daftar keinginan dan
berujung pada pendangkalan arti penting Prolegnas yang
hanya digunakan untuk "perencanaan anggaran”, melainkan
Prolegnas yang memenuhi kriteria substansi. Secara ideal.
Prolegnas harus menjadi program yang terukur, rasional dan
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sesuai dengan kebutuhan bangsa. Hingga sekarang BPHN
masih berusaha mencari rumusan yang efektif, akurat, integral
dan substantif bagi perumusan Prolegnas, khususnya di
lingkungan Pemerintah.

Berbicara kinerja dan kualitas Prolegnas tidak terlepas dari
kinerja BPHN. Upaya peningkatan kualitas dan kinerja Prolegnas
harus dimaknai pula sebagai langkah untuk menguatkan posisi
sentral BPHN dalam penentuan prioritas dalam penyusunan
perencanaan pembangunan hukum. Dukungan dari mitra-mitra
BPHN baik dari kalangan pemerintah maupun non pemerintah
merupakan amunisi bagi BPHN untuk membawa Prolegnas
pada kinerja dan kualitas yang diharapkan.

Dalam visi dan misi organisasi, BPHN menempatkan
Prolegnas sebagai Program Unggulan BPHN dan salah satu
komponen strategis dalam kerangka membangun grand design
pembangunan hukum nasional. Pengelolaan Prolegnas di
masa yang akan datang harus dilakukan dengan lebih baik.
Penyusunan Prolegnas harus diselenggarakan oleh suatu
lembaga disertai dengan otoritas, legitimasi, serta sarana
dan prasarana yang memadai untuk melakukan koordinasi
dan sinkronisasi suatu Prolegnas yang berencana, terpadu
dan sistematis dalam rangka mendukung terwujudnya Sistem
Hukum Nasional yang mengabdi kepentingan nasional. Oleh
karena itu sangat diharapkan adanya kebijakan Pemerintah
yang mendukung peningkatan kapasitas BPHN sebagai
lembaga Pemerintah yang telah berpengalaman puluhan tahun
dalam mengelola Prolegnas (Pemerintah).
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BAB VI
HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM PERSPEKTIF PROGRAM LEGISLASI NASIONAL'®

Salah satu prioritas yang harus dilakukan dalam rangka
pembangunan hukum nasional adalah melakukan harmonisasi
peraturan perundang-undangan. Harmonisasi harus dilakukan
secara sistemik sejak perencanaan, penyusunan naskah
akademik, sampai dengan penyusunan RUU. Pentingnya
harmonisasi ini sejalan dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasiona! (RPJM) 2004-20092 Bidang Hukum
yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan
yang ada masih banyak yang tumpang tindih, inkonsisten dan
bertentangan antara peraturan yang sederajat satu dengan
lainnya, antara peraturan tingkat pusat dan daerah, dan antara
peraturan yang lebih rendah dengan peraturan di atasnya.

Oleh karena itu pembentukan peraturan perundang-
undangan seharusnya dilakukan dengan pendalaman materi,
sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-
undangan lain, serta diseminasi untuk membuka akses dan
meningkatkan partisipasi masyarakat.

Aspek perencanaan merupakan salah satu faktor penting,
oleh karena itu pula, pembentukan peraturan perundang-

'Disarikan dari Makalah Kepala BPHN Ahmad M. Ramli, dipresentasikan pada Rapat Konsul-
tasi dan Evaluasi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dengan Tema: Revitalisasi
Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. Diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tangerang
14 November 2007

2 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005
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undangan harus dimulai dari perencanaan. Disusun secara
berencana, terpadu dan sistematis, serta didukung oleh cara dan
metode yang pasti, dan standar yang mengikat semua lembaga
yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan telah menentukan bahwa
perencanaan  penyusunan  Undang-Undang  dilakukan
dalam suatu Program Legislasi Nasional atau biasa disebut
“Prolegnas”.

Melalui Pasal 18 ayat (2), UU Nomor 10 Tahun 2004
mengatur bahwa “pengharmonisasian, pembulatan dan
pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal
dari Presiden, dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan
tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.”
Ketentuan ini mengandung konsekuensi bahwa rancangan
undang-undang dalam pengajuannya harus melewati
mekanisme pengharmonisasian yang biasanya dilakukan
melalui pembahasan bersama Panitia Antardepartemen
agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dalam sebuah
Rancangan Undang-Undang (RUU). Dengan demikian
Prolegnas mempunyai peranan yang sangat penting agar suatu
UU tidak saling tumpang tindih dan bertentangan. Diharapkan
dengan melalui mekanisme pengharmonisasian ini, Prolegnas
tidak hanya sekedar ‘daftar keinginan’, tetapi terencana dan
terukur mengapa sebuah RUU layak untuk diprioritaskan dalam
daftar Prolegnas.
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Menteri Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas
koordinasi penyusunan Prolegnas dilakukan oleh Badan
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sedangkan tugas
melakukan koordinasi dalam pengharmonisasian peraturan
perundang-undangan dalam rangka pembentukan hukum
tertulis, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan (Ditjen PP).

Lalu, sesuai dengan tema pertemuan kali ini, mengapa
harus ada revitalisasi harmonisasi peraturan perundang-
undangan? Ceramah ini akan memaparkan sudut pandang
harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan ruang
lingkup harmonisasi Rancangan Undang-Undang dalam
kerangka penyusunan Prolegnas.

. HARMONISASI UU DAN PERMASALAHANNYA

1. Pengertian
Secara etimologis istilah ‘harmonisasi’ berasal dari kata
‘harmoni’, yang berarti keselarasan, kecocokan, keserasian.’
Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (2005) diartikan upaya
mencari keselarasan. Dalam Collins Cobuild Dictionary (1991)
ditemukan kata harmonious dan harmonize dengan penjelasan
sebagai berikut:
A relationship, agreement etc. that is harmonious is friendly
and peaceful.
Things which are harmonious have parts which make up an

‘M Dahlan al Barry. 1995, Kamus Modern Bahasa /ndonesia, Yogyakarta: Arkola, him. 185.
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altractive whole and which are in proper proportion to each
other.

When people harmonize, they agree about issues or subjects
in a friendly, peaceful ways; suitable, reconcile.

If you harmonize two or morw things, they fit in with each
other is part of a system, society etc.

Dalam Van Dalle Groot Woordenbodk (1984) dicantumkan
keterangan untuk harmoniseren:
tot een samenklinkked of samengaand geheel maken het
(schijnbaar) tegendtrijdige in overeenstemming (trachten te)
brenegen.

Unsur-unsur yang dapat ditarik dari perumusan
pengertian harmonisasi tersebut di atas, antara fain: (a) adanya
hal-ha! yang bertentangan, kejanggalan; (b) menyelaraskan hal-
hal yang bertentangan secara proporsional agar membentuk
suatu sistem; (c) suatu proses atau suatu upaya untuk
mereatisasi keselarasan. kesesuaian, keserasian, kecocokan,
dan keseimbangan; (d) kerja sama antara berbagai faktor yang
sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan
kesatuan yang luhur.

Sedangkan yang dimaksud harmonisasi hukum
jalah upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan dan
keserasian asas dan sistem hukum sehingga menghasilkan
kesatuan sistem hukum yang harmonis. BPHN memberikan
pengertian harmonisasi hukum, sebagai berikut:
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Harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju
proses pengharmonisasian hukum tertulis yang mengacu
baik pada nilai-nilai filosofis. sosiologis, ekonomis maupun
yuridis. Dalam pelaksanaannya, kegiatan harmonisasi
adalah pengkajian yang komprehensif terhadap suatu
rancangan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan
untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut,
dalam berbagai aspek, telah mencerminkan keselarasan
atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan
nasional lain, dengan hukum tidak tertuiis yang hidup dalam
masyarakat, atau dengan konvensi-konvensi dan perjanjian-
perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral,
yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI.’

Berdasarkan bunyi pengertian tersebut, harmonisasi hukum
yang dimaksud adalah harmonisasi hukum tertulis atau peraturan
perundang-undangan.

2. Harmonisasi RUU dalam Prolegnas
Sebelum memasuki pembahasan harmonisasi RUU
dalam kerangka penyusunan Prolegnas, ada baiknya secara
singkat dipaparkan tentang sejarah pengembangan harmonisasi
hukum/peraturan perundang-undangan. Hal ini penting sebagai
landasan historis di dalam meneruskan dan mengatur masatah
harmonisasi yang telah dirintis oleh para pendiri bangsa dan
diamanahkan di dalam konstitusi.
makusumah. Perumusan Harmorusasi Hukum tentang Metodologi Har-

monisasi Hukum. Jakarta; Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman,
1996/1997, him. 37
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a. Sejarah

Pengembangan harmonisasi hukum sesungguhnyatelah
muncul dalam iimu hukum dan praktik hukum di Belanda setelah
Perang Dunia Il dan lebih berkembang sejak tahun 1970-an.
Bahkan di Jerman, pengembangan harmonisasi hukum telah
muncul sejak tahun 1902. Harmonisasi hukum yang berkembang
dalam iimu hukum di Belanda digunakan untuk menunjukkan
bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah dan hubungan
di antara keduanya terdapat kebhinekaan yang mengakibatkan
disharmoni." Rudolf Stammler (1902) mengemukakan bahwa
tujuan atau fungsi hukum adalah harmonisasi berbagai maksud,
tujuan dan kepentingan antara individu dengan individu dan
antara individu dengan masyarakat.

Di Indonesia masalah harmonisasi hukum juga telah
mulai digagas oleh Soepomo, ahli hukum adat Indonesia
yang mempunyai peran besar dalam merumuskan Undang-
Undang Dasar 1945. Soepomo mengemukakan bagaimana
menghubungkan sistem hukum Indonesia dengan gagasan
hukum yang berasal dari sistem hukum Barat. Menurutnya: *...
Inti soal sekarang lalah, bagaimana mempersatukan lita-tjita
Timur dengan tjita-tjiita dan kebutuhan modern yang berasal dari
Barat supaja menjadi suatu harmoni. Djawaban satu-satunja
jang efektif rupa-rupanja ialah: asimilasi pengertian-pengertian
Barat dalam bentuk jang sesuai dengan strukturnja masjarakat
Indonesia sendiri.”

'L.M Gandh:. Harmonisas: Hukum Menuju Hukum Yang Responsif. Pidato Pengukuhan
Guru Besar pada Fakultas Hukum Ui, Jakarta, 14 Oktober 1995

2 Lihat. Herlien Boediono, Het Evenwichtsbeginsel voor he! indonesich Contracttenrechten.
disertasi. 2001
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Gagasan di atas menunjukkan bahwa sistem hukum
Indonesia memikirkan masalah harmonisasi dengan hukum
modern melalui metode asimilasi pengertian konsep hukum
barat yang sesuai dengan struktur masyarakat Indonesia
sendiri. Pemikiran tentang keharmonisan hukum dengan pola
asimilasi itu tersirat dalam ketentuan peralihan UUD 1945 yang
tidak hanya bermakna bahwa hukum peninggalan Belanda
tidak hanya sekedar mengisi kekosongan hukum yang terjadi
karena kemerdekaan Republik Indonesia melainkan juga dapat
diartikan untuk memberi kesempatan bagi Indonesia melakukan
harmonisasi hukum kolonial dengan kebutuhan masyarakat
secar 1 bertahap menurut prosedur dan tata cara pembentukan
hukum nasional.

Pengaturan mengenai harmonisasi peraturan
perundang-undangan pasca kemerdekaan sesungguhnya
telah mulai diatur di dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun
1970 tentang Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang
dan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik indonesia,
meskipun tidak secara tegas dan rinci. Ketentuan ini kemudian
diganti dengan Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998
tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-
Undang yang menghendaki perlunya harmonisasi peraturan
perundang-undangan. Keppres 188 Tahun 1998 ini lahir
sebelum dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 sehingga
periu dilakukan penyempurnaan atau perubahan terhadapnya.
Hal tersebut berkaitan dengan terjadinya perubahan mendasar
dalam UUD 1945 yang berkenaan dengan (lembaga) pembentuk
peraturan perundang-undangan.
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Setelah Perubahan UUD 1945, yang selanjutnya
melahirkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, harmonisasi
peraturan perundang-undangan diperintahkan oleh Pasal 18
UU Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diatur lebih lanjut
di dalam Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2005 tentang
Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional dan
Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2005 tentang Tata Cara
mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.

Pengharmonisasian sebuah peraturan perundang-
undangan adalah konsekuensi dari adanya hierarki peraturan
perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU
No. 10 tahun 2004. Dengan pengharmonisasian maka akan
tergambar dengan jelas bahwa suatu peraturan perundang-
undangan merupakan bagian integral yang utuh dari keseluruhan
sistem peraturan perundang-undangan atau lebih besar lagi
sistem hukum nasionali.

Paling tidak ada tiga alasan mengapa periu melakukan
pengharmonisasian RUU dalam rangka memenuhi ketentuan
Pasal 18 UU Nomor 10 Tahun 2004, yaitu: (1) Undang-Undang
sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan
merupakan subsistem dari sistem hukum nasional. Sebagai
suatu subsistem dari sistem yang lebih besar, peraturan
perundang-undangan harus ada saling keterkaitan dan saling
ketergantungan serta merupakan satu kebulatan yang utuh
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dengan subsistem yang iain; (2) UU dapat diuji (judicial review)
baik secara materiel maupun formal. Mahkamah Konstitusi (MK)
berdasarkan Pasal24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, antaralain
berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang
Dasar. Berhubung dengan itu, pengharmonisasian peraturan
perundang-undangan sangat strategis fungsinya sebagai
upaya preventif untuk mencegah diajukannya permohonan
pengujian peraturan perundang-undangan kepada kekuasaan
kehakiman yang berkompeten. Putusan MK dapat menyatakan
bahwa suatu materi muatan pasal, ayat, dan/atau bagian dari
peraturan perundang-undangan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat atau tidak mempunyai dampak yuridis, sosial
dan politis yang luas.’ Karena itu pengharmonisasian periu
dilakukan secara cermat; (3) Menjamin proses pembentukan
peraturan perundang-undangan dilakukan secara taat asas
demi kepastian hukum.

b. Harmonisasi RUU menurut Perpres No. 61 Tahun 2005
Mekanisme pengharmonisasian, pembulatan,
dan pemantapan konsepsi RUU (selanjutnya disingkat

‘pengharmonisasian’) dalam rangka penyusunan Prolegnas

berdasarkan Perpres Nomor 61 Tahun 20062 secara garis besar

mengatur hal-hal sebagai berikut:

1) Menteri Hukum dan HAM melakukan pengharmonisasian
Rancangan Undang-Undang yang diterima dari Menteri lain
atau Pimpinan LPND Pimpinan instansi Pemerintah terkait
lainnya. (Pasal 14)

'Lihat. ketentuan Pasal 57 UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
“Lihat, ketentuan Pasa! 14 s.d. Pasa! 18 Perpres Nomor 61 Tahun 2005.
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2)

Pengharmonisasiandiarahkanpadaperwujudankeselarasan
konsepsi tersebut dengan falsafah negara, tujuan nasional
berikut aspirasi yang melingkupinya, UUD NRI Tahun
1945, UU lain yang telah ada berikut segala peraturan
pelaksanaannya dan kebijakan lainnya yang terkait dengan
bidang yang diatur dalam RUU tersebut. (Pasal 15)

Pengharmonisasian dilaksanakan melalui forum konsultasi
yang dikoordinasikan oleh Menteri. Dalam hal konsepsi
Rancangan - Undang-undang tersebut disertai dengan
Naskah Akademik (NA), maka NA dijadikan bahan
pembahasan dalamforum konsultasi. Dalamforumkonsultasi
sebagaimana dimaksud di atas dapat pula diundang para
ahli dari lingkungan perguruan tinggi dan organisasi di
bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya
sesuai dengan kebutuhan.(Pasal 16)

Konsepsi RUU yang telah memperoleh keharmonisan,
kebulatan, dan kemantapan konsepsi, oleh Menteri wajib
dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Presiden
sebagai Prolegnas yang disusun di lingkungan Pemerintah
sebelum dikoordinasikan dengan Dewan Perwakitan Rakyat.
(Pasal 17)

Dalam hal Presiden memandang perlu untuk mendapatkan
kejelasan lebih tanjut atas dan/atau memberikan arahan
terhadap konsepsi RUU, Presiden menugaskan Menteri
Hukum dan HAM untuk mengkoordinasikan kembali konsepsi
RUU dengan Menteri lain atau Pimpinan LPND penyusun
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perencanaan pembentukan RUU dan Pimpinan instansi
Pemerintah terkait lainnya. Hasil koordinasi sebagaimana
dimaksud oieh Menteri dilaporkan kepada Presiden. (Pasal
18)

Secararinci, dariuraian diatas dapat dikemukakan bahwa
pelaksanaan pengharmonisasian paling tidak menyangkut tiga
aspek, yaitu:

(a) aspek kelembagaan:

» Koordintor pengharmonisasian adalah Menteri Hukum
dan HAM.

» Pihak yang terlibat, di samping Departemen Hukum dan
HAM adalah instansi pemrakarsa dan instansi-instansi
Pemerintah terkait lainnya sesuai dengan substansi
yang diatur.

» Pengharmonisasian dilaksanakan melalui forum
konsultasi yang dikoordinasikan oleh Departemen
Hukum dan HAM.

Dalam praktik, forum yang sudah ada sebagai forum
konsultasi, yaitu Rapat Pembahasan Tahunan
Prolegnas yang dilaksanakan oleh BPHN. Forum ini
terutama untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi
program RUU dalam rangka penyusunan RUU prioritas
tahunan yang akan diajukan.

Dalam forum konsultasi, dapat menyertakan para ahli
dari lingkungan perguruan tinggi dan organisasi di bidang
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sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan sesuai
dengan kebutuhan. Dalam hal RUU disertai Naskah
Akademik, maka NA dijadikan bahan pembahasan.

Dalam pelaksanaan salah satu proses penyusunan
Prolegnas yang dilakukan oleh BPHN, dibentuk Tim
Antardeparte}nen Prolegnas. Tim yang terdiri dari
Biro Hukum Departemen/LPND ini dalam kadar atau
tingkat tertentu juga melakukan pengharmonisasian
dan sinkronisasi program RUU vyang diajukan oleh
Departemen/LPND.

Sampai saat ini belum ada forum atau mekanisme
tersendiri di dalam Prolegnas yang melaksanakan
fungsi pengharmonisasian substansi RUU dalam rangka
penyusunan Prolegnas. Forum yang sudah ada adalah
Rapat Pengharmonisasian RUU yang dilaksanakan oleh
Ditien PP yang dilakukan dalam rangka pembentukan
RUU.

(b) aspek substansi .
Arah harmonisasi adalah keselarasan konsepsi dengan
falsafah negara, tujuan nasional berikut aspirasi yang
melingkupinya, UUD NR! Tahun 1945, UU lain yang telah
ada berikut segala peraturan pelaksanaannya dan kebijakan
lainnya yang terkait dengan bidang yang diatur dalam
Rancangan Undang-Undang tersebut.
(c) aspek prosedur
» Pemrakarsa RUU mengajukan pengharmonisasian
kepada Menteri Hukum dan HAM.
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» Konsepsi RUU vyang sudah diharmonisasi wajib
dimintakan persetujuan Presiden sebagai RUU
Prolegnas.

Selanjutnya berkaitan dengan RUU yang diajukan oleh

DPR melalui Prolegnas, terdapat mekanisme sebagai berikut:

1)

3)

Menteri Hukum dan HAM mengkonsultasikan terlebih
dahulu masing-masing konsepsi RUU yang dihasilkan
oleh DPR kepada Menteri {ain atau Pimpinan LPND sesuai
dengan lingkup bidang tugas dan tanggung jawabnya
dengan masalah yang akan diatur dalam RUU dan
Pimpinan instansi Pemerintah terkait lainnya. Konsuitasi
sebagaimana dimaksud di atas ditaksanakan dalam rangka
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
RUU termasuk kesiapan dalam pembentukannya.

Hasil penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dan
konsuitasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan,
dan pemantapan konsepsi RUU, oleh Menteri Hukum
dan HAM dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada
Presiden sebelum dikoordinasikan kembali dengan DPR
(Pasal 23).

Persetujuan Presiden terhadap Prolegnas yang disusun di
lingkungan DPR diberitanhukan secara tertulis kepada dan
sekaligus menugaskan Menteri Hukum dan HAM untuk
mengkoordinasikan kembali dengan Dewan Perwakilan
Rakyat.
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa
sesungguhnya ada 2 :dua) tahapan harmonisasi RUU yang
dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, yaitu:

Pertama. harmonisasi RUU yang dilakukan dalam rangka
pengajuan RUU Prolegnas atau padatahap perencanaan
pembentukan Undang-Undang;

Kedua, harmonisasi RUU dalam rangka konsultasi atas
konsepsi RUU yang diajukan oleh DPR kepada Menteri
atau Pimpinan LPND yang lain.

3. Permasalahan

Mekanisme pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi RUU dalam rangka penyusunan
Prolegnas berdasarkan Perpres Nomor 61 Tahun 2005
sebagaimana diuraikan di atas belumiah berjalan karena
Perpres tersebut terbentuk setelah disusunnya Prolegnas
Tahun 2005-2009 berdasarkan Keputusan DPR Rl No. O1/
DPR-RI/11}/2004-2005 tentang Persetujuan Penetapan Program
Legislasi Nasional Tahun 2005-2009' tanggal 1 Februari 2005.
Inti dari keputusan tersebut adalah menetapkan sebanyak 284
Program Legislasi Nasional untuk digarap selama lima tahun
(Prolegnas Jangka Menengah).

Sebagaimana telah disebut di atas, yang selama ini
sudah berjalan adalah proses pengharmonisasian, pembulatan
dan pemantapan RUU, RPerpu, RPP, dan RPerpres. Proses

‘Bentuk hukum penetapan Prolegnas memang tidak diatur dalam UU No. 10/2004 maupun
Perpres 651/2005.
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pengharmonisasian, pembuiatan dan pemantapan rancangan
peraturan perundang-undangan yang sudah dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Dalam
praktik penyusunan Prolegnas, khususnya dalam rangka
koordinasi dengan Badan Legislasi DPR RI daiam penentuan
RUU prioritas tahunan, kelengkapan proses harmonisasi RUU
sebagaimana dilakukan oleh Ditjen PP telah dijadikan sebagai
salah satu tolok ukur teknis di dalam penentuan prioritas.

Pada Rapat Panitia Kerja (Panja) Koordinasi Prolegnas
tanggal 6-8 Oktober 2006, di samping kriteria substansi yang
telah ditetapkan berdasarkan Keputusan DPR Rl No. O1/
DPR-RI/I/2004-2005 dan kriteria yang tercantum di dalam
Perpres 68 Tahun 2005 (berkenaan dengan kriteria “keadaan
tertentu” yang diberlakukan bagi RUU non Prolegnas), kriteria
prioritas substansi tersebut ditambah dengan kriteria teknis,
yaitu:

1) Sudah disusun naskah RUU secara lengkap bersama-
sama dengan naskah akademiknya; dan

2) Sudah selesai proses harmonisasi, untuk RUU yang
berasal dari Pemerintah sudah melalui pembahasan antar
departemen. Sedangkan RUU yang berasal dari DPR telah
melalui proses harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI.

Penerapan kriteria teknis tersebut, secara empiris telah
dapat menekan secara sangat signifikan banyaknya RUU yang
diajukan oleh Departemen atau instansi pemrakarsa. Pada
pengajuan RUU Prolegnas Pemerintah untuk prioritas tahun
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2007, dari 76 RUU yang diajukan sebagai usulan prioritas
Prolegnas Pemerintah, hanya 14 RUU yang memenubhi kriteria
prioritas substansi dan teknis. Sementara itu, dari 96 RUU
yang diusulkan DPR hanya 16 yang memenuhi kedua kriteria
tersebut. Sedangkan untuk pengajuan RUU Prolegnas prioritas
tahun 2008 yang dilakukan oleh Pemerintah, dari 38 RUU yang
akan diusulkan hanya 9 RUU yang memenuhi syarat kriteria

teknis.

Namun demikian permasalahan-permasalahan yang

substansial dan periu mendapat perhatian dalam hal ini adalah

sebagai berikut:

1.

Kapankah proses pengharmonisasian RUU dalam
rangka penyusunan Prolegnas sebagaimana telah
diatur di dalam UU No. 10 tahun 2004 dan Perpres No.
61 Tahun 2005 akan dapat dilaksanakan? Apakah akan
menunggu hingga selesainya periode jangka menengah
Prolegnas 2005-20097? Pertanyaan selanjutnya adalah:
Perlukah dibedakan proses harmonisasi RUU pada
tingkat perencanaan (penyusunan Prolegnas) dengan
harmonisasi RUU pada tingkat pembentukan RUU?
Bila ‘harus’ berbeda, dimanakah kira-kira perbedaan
yang substansial? Atau sebaliknya, haruskah sebaiknya
untuk disamakan atau dijadikan satu, bahwa proses
pengharmonisasian cukup pada tingkat perencanaan,
yaitu pada tingkat penyusunan Prolegnas?

Bagaimanakah sistem, metodologi dan format
harmonisasi RUU yang ideal yang hendak dibangun
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dalam rangka menciptakan tertib peraturan perundang-
undangan sebagai arah dan cerminan poiitik hukum
nasional dalam rangka mewujudkan sistem hukum
nasional yang dapat mewujudkan keadilan dan
kesejahteraan bagi masyarakat?

B. REVITALISASI HARMONISASI

Kata ‘“revitalisasi” menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (2005) berarti proses, cara, perbuatan menghidupkan
atau menggiatkan kembali. Secara istilah, maka revitalisasi
merupakan proses dan strategi perubahan yang bersifat
moderat atau jalan tengah (middie strategy) untuk penguatan
kembali seluruh atau sebagian aspek-aspek yang dipandang
penting serta strategis untuk perubahan ke arah kemajuan
dalam rangka terbentuknya peraturan perundang-undangan
yang menjamin terciptanya kepastian hukum.

Bila mencermati pengertian revitalisasi tersebut, maka
seolah-olah telah terjadi penurunan atau pelemahan kinerja
atau bahkan disfungsi sebagian atau seluruhnya dari kinerja
atau aktivitas harmonisasi RUU sehingga diperlukan proses
revitalisasi. Melihat permasalahan dan praktik yang berkembang
agaknya memang benar telah adanya sehingga upaya
revitalisasi harmonisasi RUU menjadi penting dan mendesak
untuk dilakukan.
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Karena sifatnya yang moderat (messo) maka revitalisasi
diwujudkan dalam langkah-langkah strategis dan operasional
yang menyangkut proses penataan, pemantapan, peningkatan
dan pengembangan perencanaan dan pembentukan peraturan
perundang-undangan. Oleh karena itu dalam rangka melakukan
revitalisasi harmonisasi peraturan perundang-undangan
perlu menentukan (1) Landasan, tujuan dan dasar kebijakan
revitalisasi; dan disertai (2) penentuan langkah-langkah
revitalisasi yang paling tidak mencakup: (a) aspek kesisteman
atau substansi; (b) aspek kelembagaan dan SDM; serta (c)
aspek sarana dan prasarana.

Add.1. Landasan, Tujuan dan Dasar Kebijakan Revitalisasi

Mengingatnegaraindonesia sebagainegarahukummaka
harus memperhatikan berfungsinya prinsip kedaulatan hukum
berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu revitalisasi harmonisasi
peraturan perundang-undangan harus mendasarkan pada cita-
cita proklamasi, falsafah negara dan konstitusi yang berlaku.

Revitalisasi harmonisasiperaturan perundang-undangan
hendaknya bertujuan bagi terciptanya materi hukum sebagai
bagian integral dari sistem hukum nasional, yang menjamin
kepastian hukum, keadilan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Sedangkan dasar kebijakan revitalisasi harmonisasi
peraturan perundang-undangan harus terintegrasi dengan
pola dasar kebijakan Pemerintah yang ada dan berlaku yaitu
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah
Nasional dan Tahunan.
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Add.2. Langkah Revitalisasi

Langkah-langkah revitalisasi harmonisasi peraturan
perundang-undangan yang hendak ditetapkan adalah dalam
rangka menjawab pertanyaan dan permasalahan-permasalahan
yang terjadi khususnya di bidang peraturan perundang-
undangan. Langkah-langkah tersebut dapat dikelompokkan
pada beberapa aspek, seperti aspek kesisteman atau substansi;
(b) aspek kelembagaan dan SDM; serta (c) aspek sarana dan
prasarana.

Pada aspek kesisteman atau substansi, karena
berorientasikan padapendekatankesistemanterhadapperaturan
perundang-undangan di indonesia maka langkah-langkah yang
diambil adalah ditujukan bagi terbinanya sistem peraturan
perundang-undangan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Langkah revitalisasi tersebut antara lain:
upaya kesatuan pemahaman mengenai peranan perundang-
undangan dalam pembangunan nasional, upaya terciptanya
sistem dan mekanisme yang tidak rumit dan birokratis yang
cenderung bertele-tele, mengutamakan atau mengoptimaikan
pengaturan yang ada telah ada, dan menjauhkan pendekatan
ego sektoral.

Langkah revitalisasi tersebut harus diikuti dengan
langkah revitalisasi pada aspek kelembagaan, seperti penyatuan
persepsi tentang sistem ketatanegaraan dan pemerintahan
yang berkaitan dengan kewenangan iembaga yang berwenang
mengajukan prakarsa sebuah Undang-Undang. Hal ini untuk
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menghindari benturan kepentingan dalam pengajuan sebuah
RUU; penguatan dan penataan kelembagaan yang berkaitan
dengan pengajuan RUU yang didukung oleh SDM yang
kompeten dan terampil. Dalam hal ini periu ditingkatkan upaya
peningkatan SDM hukum melalui berbagai pelatihan.

Langkah revitalisasi di bidang sarana dan prasarana
yang cukup penting untuk ditingkatkan adalah di bidang
teknologi informasi. Karena permasalahan hukum termasuk
di dalamnya permasalahan di bidang perundang-undangan
adalah ditimbulkan akibat meningkatnya secara cepat
kemajuan di bidang teknologi informasi. Ketiadaan sarana
dan penguasaan di bidang ini berpengaruh langsung terhadap
kinerja pengharmonisasian peraturan perundang-undangan.
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BAB Vili
PANDANGAN & KOMENTAR TERHADAP PROLEGNAS

A. PROF. DR. CFG. SUNARYATI HARTONO, S.H.

(Mantan Kepala BPHN, 1989-1998)

"Diperlukan Perbaikan Penyusunan Prolegnas’

Pendahuluan

enghadapi keadaan ketertinggalan Hukum sejak

dahuiu kala, di masa Orde Baru dianggap perlu untuk

mengejar ketertinggalan hukum di tahun 1977 itu,
dengan membangun hukum secara lebih berencana.

Karena itu langkah pertama yang dilakukan oleh Prof. Dr.
Mochtar Kusumaatmadja, LL.M. adalah menyarankan kepada
Presiden Republik Indonesia, agar Rencana Pembangunan
Lima Tahun juga memuat suatu bab tentang Rencana
Pembangunan Hukum, yang tentu saja, selain membangun
pembangunan hukum melalui Undang-Undang dan peraturan
perundang-undangan, juga mengupayakan pembangunan
kesadaran hukum. Sebelumnya BAPPENAS sama sekali tidak
memasukkan pembangunan Hukum ke dalam REPELITA tahun
1974 itu.

* Tulisan ini merupakan ringkasan dari makalah Sunaryati Hartono yang berjudul - “Program
Legisiasi Nasional. Antara Kenyataan dan Harapan™: BPHN, Jakarta. 2007. Untuk lebih jelas-

nya pembaca dipersilakan membaca makalah itu yang disajikan dalam Lokakarya BPHN ten-
tang “30 tahun Program Legislasi Nasiona!” di Hotel Sahid, Jakarta, 19-21 November 2007.
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Sayang sekali hukum pada waktu itu hanya dianggap
sebagai norma dan aspirasi'; belum sebagai suatu sistem?.
Sehingga pada waktu itu pembangunan lembaga, sarana
prasarana, sumber daya manusia, filsafat hukum, profesi
hukum, pendidikan hukum dan sebagainya tidak mendapat yang
seimbang, dibandingkan dengan perhatian terhadap pembuatan
undang-undang.

Baru pada masa akhir Orde Baru orang menyadari
bahwa sosialisasi dan metode pengembangan kesadaran
memerlukan penanganan yang aktif dan terus-menerus,
sehingga atas inisiatif menteri Kehakiman Jenderal (Purn) Ismail
Saleh kegiatan Kadarkum sangat digalakkan. Demikianlah sejak
tahun 1977 timbul pemikiran akan perlunya Program Legislasi
Nasional. Adapun tujuan Prolegnas itu adalah agar penyusunan
sampai pengesahan undang-undang dapat dilakukan secara
terencana, lebih cepat, memenuhi kebutuhan masyarakat dan
dapat dipertanggungjawabkan secara iimiah.

(Rancangan) Undang-Undang Semakin Ketinggalan
Memenuhi Kebutuhan Bangsa
Sayangnya, pada waktu itu sampai hari ini beberapa hal
yang sangat penting masih belum dipertimbangkan, yaitu:
1. Jangka waktu yang diperlukan untuk menentukan apakah
suatu RUU tertentu diperiukan atau tidak;

merge, G.J H. van Hoof A .Ph. Jaspes dan AH.J Swart: "Recht als normen
aspiratic” Ars Aeui Libri. Nijmegen. 1985

-Lihat Sunaryati Hartono: “Politik Hukum menuju Satu Sistem Hukum Nasionai”, Alumni Ban-
dung.
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10.

Jangka waktu untuk mengadakan penelitian pendahuluan
menuju suatu Naskah Akademik;

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyusun draft
pertama bagi RUU itu;

Jangka waktu untuk memasukkan RUU itu ke dalam Program
Legislasi Nasional;

Jangka waktu yang diperlukan untuk melalui proses
pengajuan RUU ke DPR, atau dari DPR ke Pemerintah;

Jangka waktu untuk membahas RUU sampai dengan akhir
persetujuannya di DPR;

Dan waktu menuju pengesahan RUU oleh Presiden dan
saat berlakunya UU yang bersangkutan;

Perkiraan mengenai masa berlakunya UU yang baru itu;

Perkiraan waktu yang diperiukan untuk mensosialisasikan
UU yang baru itu;

Perkiraan mengenai saat UU yang bersangkutan perlu
diubah/diganti lagi.

Kesepuluh hattersebut sangat penting untuk diperhatikan

karena masing-masing tahap memerlukan waktu yang cukup
lama, sehingga seluruh proses perundang-undangan makan
waktu sekitar sepuluh tahun.

Alhasil, jika diperkirakan UU itu berlaku selama 10 tahun

maka sebelum suatu Rancangan UU menjadi dan berlaku
sebagai UU paling sedikit 10 tahun sudah berlalu. Akibatnya,
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pada saat UU itu mulai berlaku, UU itu sebenarnya sudah harus
diganti lagi!

Dan apabila RUU itu harus beriaku selama 10 tahun
berikut, maka peneliti dan penyusun RUU sebenarnya sudah
harus dapat memperkirakan bagaimana keadaannya dan
kebutuhan masyarakat dan bangsa Indonesia dalam 20 tahun
ke depan!

Diperiukan pandangan yang jauh ke depan (futurologis)

Kesimpulan yang dapat ditarik ialah, bahwa para peneliti
dan penyusun dan pembahas RUU dan Program Legislasi
Nasional juga dituntut mempunyai pandangan sedikitnya
20 sampai 30 tahun ke depan, untuk dapat memperkirakan,
bagaimana hendaknya isi RUU, apalagi bagaimana isi dan
bentuk UU itu setelah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat.
Satu dan lain, agar Hukum Perundang-undangan kita tidak
semakin ketinggalan zaman dibandingkan dengan Hukum
di negara lain di Asia, maupun di Eropa dan kawasan Afrika
maupun Amerika.

Kesimpulan

Demikian pula penyusunan Program Legislasi Nasional,
yang nota bene selama 30 tahun belum pernah diselesaikan
secara utuh oleh DPR, mulai tahun 2008 hendaknya lebih
memperhatikan perkiraan perkembangan masyarakat nasional
dan internasional di masa 20 sampai 30 tahun ke depan, untuk
mengurangi ketertinggalan hukum yang menahun dan semakin
parah selama 62 tahun kita merdeka.
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Untuk itu Program Legisiasi Nasional di masa datang
tidak perlu memuat jumlah RUU yang terlalu banyak, tetapi
hendaknya RUU yang diprogramkan itu benar-benar merupakan
UU yang mendasar, seperti misalnya RUU tentang Hukum
(berbagai) Kontrak, untuk menjamin pembangunan ekonomi
maupun mengentaskan kemiskinan, RUU tentang Administrasi
Pemerintahan untuk melandasi Reformasi Birokrasi, RUU
tentang Ombudsman RI untuk menjamin pengawasan terhadap
pelayanan publik, RUU tentang Pembaruan Hukum Tanah
untuk mengoreksi kekacauan yang sangat parah dalam
bidang pertanahan, khususnya dalam Revitalisasi Agraria dan
Perkebunan, antara lain menghadapi keniscayaan pemanasan
global, dan sebagainya.

Sementara itu RUU tentang Pemekaran Daerah dan
Ratifikasi Konvensi Internasional tidak perlu lagi dimasukkan
ke dalam proiegnas, tetapi dianggap sebagai acara rutin DPR,
yang sewaktu-waktu dapat disisipkan ke dalam Kegiatan Dewan,
apabila diperiukan.

. DR. (IiPB) H. BOMER PASARIBU, S.H., S.E., M.S.
(Anggota Baleg DPR Ri)

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai
bagian pembangunan hukum nasional adalah instrumen
perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan
tingkat pusat yang memuat skala prioritas Program Legislasi
Jangka Menengah dan Tahunan yang disusun secara
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berencana, terpadu dan sistematis oleh Dewan Perwakilan
Rakyat RI bersama pemerintah sesuai dengan perkembangan
kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mewujudkan
sistem hukum nasional. Secara operasional Prolegnas memuat
daftar rancangan undang-undang yang disusun berdasarkan
metode dan parameter tertentu serta dijiwai oleh visi dan misi
pembangunan hukum nasional. Prolegnas tahun 2005-2009
ditetapkan sebanyak 284 rancangan undang-undang. Untuk
Prolegnas prioritas jangka pendek ditetapkan 55 rancangan
undang-undang. Daftar rancangan undang-undang tersebut
setiap tahun dapat dievaluasi, diverifikasi dan dimutakhirkan
sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat dan
prioritas yang tidak terlaksana tahun sebelumnya dijadikan
prioritas tahun berikutnya.

Adapun penentuan skala prioritas RUU yang akan
dibahas dan disahkan, ditetapkan berdasarkan sepuluh dasar
pertimbangan:

Merupakan perintah dari UUD 1945.
Merupakan perintah Ketetapan MPR RI.

1

2

3. Terkait dengan pelaksanaan UU lain.
4. Mendorong percepatan reformasi.

5

Warisan Prolegnas 2000-2004 yang disesuaikan dengan
kondisi saat ini.

6. Menyangkut revisi atau amandemen terhadap undang-
undang yang bertentangan dengan undang-undang
lainnya.
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7. Ratifikasi terhadap perjanjian internasional.

8. Berkaitan dengan pengaturan perlindungan hak-hak asasi
manusia dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan
dan keadilan jender.

9. Mendukung pemulihan dan pembangunan ekonomi
kerakyatan yang berkeadilan.

10. Secara langsung menyangkut kepentingan rakyat untuk
memulihkan dan meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial
masyarakat.

Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah
secara berencana, terpadu dan sistematis, yang pelaksanaannya
dikoordinasikan oleh DPR. Penyusunan Prolegnas dilingkungan
DPR dikoordinasi oleh Badan Legislasi. Adapun di lingkungan
pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri yang tugas dan
tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan kebijakan legisiasi nasional, ke depan
pengembangan program legislasi nasional diarahkan dengan
skala prioritas. Hal ini dimaksudkan untuk betul-betul menata
suatu perundang-undangan yang akan dibahas dan disahkan
sebagai kebutuhan yang mendesak dan urgen yang merupakan
amanat dari UUD 1945, perintah Ketetapan MPR, pelaksanaan
dari suatu undang-undang, berkaitan dengan perlindungan hak
asasi manusia, berkaitan dengan pemulihan ekonomi dan yang
menyangkut kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Namun
adakalanya, adanya pembahasan rancangan undang-undang
di luar dar yang sudah ditetapkan dalam Prolegnas. Hal ini
dilakukan apabila substansi materi dalam rancangan undang-
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undang tersebut benar-benar mendesak dan sangat diperlukan
oleh masyarakat maupun penyelenggara negara. Namun hal
ini tetap harus mendapatkan persetujuan di antara kedua belah
pihak, yaitu DPR Rl dan Pemerintah.

. FACHRUDIEN, S.H., M.H.
(Kepala Biro Hukum Setjen Departemen Pertahanan)

Program Legislasi Nasiona! (Prolegnas) kini telah
memasuki usia 30 tahun, jika dianalogkan dengan perjalanan
karier seorang pegawai negeri, maka rentang waktu tersebut
cukup lama yaitu ketika mereka masuk kerja sebagai Calon
Pegawai Negeri Sipil sampai akhir karier menjelang atau
memasuki pensiun.

Banyak catatan yang dapat di ambil dalam paruh
waktu tersebut baik hal itu perkembangan yang telah dicapai
atau kekurangannya, dengan demikian kita dapat melakukan
evaluasi atau perbaikan di masa mendatang.

Dalam kesempatan singkat ini kami mencoba untuk
melihat dari 2 aspek:

1. Aspek Kelembagaan

Institusi yang mengemban tugas Legislasi Nasional
adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tepatnya
Pusat Perencanaan dan Kodifikasi Hukum yang dalam
perkembangannya berubah menjadi Pusat Perencanaan
Pembangunan Hukum Nasional pada tahun 1988 (Keppres 32
Tahun 1988).
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Perlu dicatat bahwa dalam kurun waktu tersebut
berkembang puia satu pusat yang menangani peraturan
perundang-undangan yaitu Pusat Perancangan Peraturan
Perundang-undangan, Pusrancang (Keppres No. 15/1984) di
BPHN Pusat tersebut pindah ke Ditjen Hukum dan Perundang-
undangan dan selanjutnya berkembang menjadi satu direktorat
jenderal tersendiri yaitu Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan.

Pada penggeseran dan perkembangan tersebut maka
istilah kodifikasi hukum tidak ada lagi. Hal ini diartikan bahwa
memang kodifikasi hukum tidak perlu lagi atau UU tidak disusun
dalam bentuk kodifikasi tetapi dalam bentuk parsial, dan tugas
tersebut selanjutnya beralih ke Ditjen PP.

Perkembangan kelembagaan secara singkat ini periu
kami uraikan agar para penerus tugas dan fungsi tersebut
dapat memahami ketika ada area tugas mereka berdekatan
atau berhimpitan maka titik itu harus berhenti kewenangannya
masing-masing dan saling berkoordinasi. Sebagai contoh ketika
kita mencermati Bagian Ketiga Perpres No. 61 Tahun 2005
tentang Penyusunan Proiegnas di lingkungan Pemerintah maka
isinya merupakan tugas yang secara teknis tidak pada Pusat
Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (BPHN) tetapi
justru tugas tersebut berada di Direktorat Harmonisasi Ditjen PP
{pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi
RUU ~ pasal 14, 15, 16, 17).

Secara kelembagaan Prolegnas lebih kokoh lagi dengan
tidak hanya Institusi Pemerintah yang ikut menentukan tetapi
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di DPR RI dibentuk badan yang secara khusus menangani
perancangan peraturan undang-undang yaitu Badan Legislasi
(Baleg) yang bertugas untuk menyusun program undang-
undang yang disusun dalam waktu 5 tahun dan prioritas yang
dibahas datam tiap tahun, serta menampung RUU inisiatif DPR
R! disalurkan lewat Baleg ini untuk dimasukkan dalam daftar
Prolegnas.

Pada tingkat departemen atau iembaga pemerintah non
departemen pengendali penyusunan peraturan perundang-
undangan berada di tangan Kepala Biro atau satuan yang
menyelenggarakan fungsi bidang peraturan perundang-
undangan. Persoalan yang terjadi bahwa tidak setiap
Departemen memiliki pemahaman tersebut, hal ini terbukti
sangat dominannya Direktorat Jenderal atau Badan dalam
menyusun rancangan peraturan perundang-undangan sendiri
tanpa konsultasi atau menyerahkan pada Biro Hukum bahkan
pada tingkat Antardep yang seharusnya sekretaris adalah Biro
Hukum sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2004 tidak dilakukan.
Dengan demikian diharapkan Departemen Hukum dan HAM
menghimbau Departemen atau Lembaga Non Departemen
untuk selalu memfungsikan Biro Hukum atau unit pelaksana
bidang hukum untuk selalu terlibat menangani penyusunan
peraturan perundang-undangan.

2. Aspek Hukum

Perangkat hukum yang mendasari Prolegnas saat
ini sudah sangat kuat baik dalam bentuk Undang-undang,
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Peraturan Presiden atau Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat,

seperti :

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pem-
bentukan Peraturan Perundang-undangan.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun
2005 tentang Tata Cara Penyusunan Pengelolaan Legislasi
Nasional.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun
2005 tentang Tata Cara mempersiapkan Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Peng-
ganti Undang-undang dan Rancangan Peraturan Presiden.

- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tentang
Program Legislasi Nasional.

Dasar hukum tersebut bagi penyelenggara penyusunan
peraturan perundang-undangan sudah cukup kuat dan dapat
dijadikan landasan dalam rangka menjalankan tugas dan
fungsinya masing-masing.

Atas dasar kelembagaan yang cukup dan dasar hukum
yang kuat maka forum Prolegnas jangan hanya merupakan
sarana berkum:pul antar Biro Hukum, dan menyerahkan daftar
keinginan Departemen tentang Peraturan perunrang-undangan
yang disusun, forum berdialog mempertahankan Rancangan
Undang-undang yang diajukan dengan ego sektoral yang
kuat, di pihak lain membela diri jika kepentingan sektoralnya
disinggung institusi fainnya. Tentunya kita sepakat tidak hanya
itu dan kita harus mampu membangun dan memanfaatkan
forum tersebut untuk secara konstruktif terprogram dan sistemik
untuk pembangunan hukum nasional.
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Prolegnas ke Depan

Beberapa hal yang harus dipikirkan oleh BPHN di bidang

Prolegnas adalah:

1.

Departemen Hukum dan HAM harus menyusun Sistem
Hukum Nasional sesuai dengan paradigma kehidupan
politik dan ketatanegaraan saat ini, dengan menitikberatkan
kepada produk hukum yang lebih banyak berpihak pada
kepentingan masyarakat dan bukan pada kepentingan
penguasa.

Departemen Hukum dan HAM harus menyusun "frame work”
atau kerangka kerja yang sinergis baik dalam penelitian
hukum penyusunan Naskah Akademik, Penyusunan
Naskah RUU maupun dalam analisis dan evaluasi peraturan
perundang-undangan. Kerangka kerja inilah yang nantinya
harus ditaati oleh seluruh aparat penyusun peraturan
perundang-undangan.

Program Prolegnas hendaknya dilengkapi dengan tim
kecil yang bertugas membahas secara intensif seluruh
rancangan peraturan perundang-undangan daridepartemen/
lembaga non departemen di bidangnya (sesuai dengan
kemenkoannya). Tim tersebut dilengkapi dengan pakar
hukum yang nantinya menganalisis Rancangan Undang-
Undang yang diajukan sesuai atau tidak, sehingga tidak
perlu dimasukkan dalam Rancangan Undang-undang yang
lain. Dengan kata lain dalam kegiatan Prolegnas disertai
kegiatan harmonisasi dan sinkronisasi walaupun tidak terlalu
mendalam sebagaimana harmonisasi dan sinkronisasi yang
muaranya pemantapan konsepsi yang selama ini dilakukan
oleh Direktorat Harmonisasi Ditjen PP.
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LOKAKARYA
30 TAHUN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
KERANGKA ACUAN

A. Latar Belakang

Memasuki usianya yang ketiga puluh tahun,
penyeienggaraan Program Legisiasi Nasional (Prolegnas)
masih memerlukan pengembangan dan revitalisasi konsep
yang lebih terarah dan terukur. Terlebih lagi sejak bergulirnya
perubahan sosial politik yang beratribut “reformasi” pada
1998, telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan
ketatanegaraan Indonesia dengan perubahan empat kali UUD
1945 Di mana Prolegnas menjadi sebuah “lembaga” procedural
yang signifikan dan mencerminkan arah kebijakan politik
hukum pemerintahan Indonesia.

Bertitik tolak dari konseptualisasi pembentukan
perundang-undangan secara berencana yang ditelurkan oleh
“Lokakarya Penyusunan Program Legislatif pada tahun 1977
di Manado, Sulawesi Utara’, Prolegnas diarahkan dalam rangka
peningkatan pembinaan dan pengembangan hukum nasional,
dengan memantapkan kerja sama dan koordinasi yang efektif
di antara aparatur pemerintahan dalam segala kegiatan
perundang-undangan.

Dari tahun ke tahun, Departemen Hukum dan HAM
(sebelumnya Departemen Kehakiman), berperan sebagai

’ Lokakarya ini sebagai tindak lanjut dari Simposium Pola Umum Perencanaan Hukum dan
Perundang-undangan di Banda Aceh (Oktober 1976)
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koordinator dalam penyusunan program legislasi dari
pemerintah (departemen/LPND pemrakarsa). Fungsi koordinasi
ini menyangkut masalah inventarisasi dan evaluasi pengajuan
rancangan perundang-undangan secara garis besar. Walau
tugas koordinasi ini berupa garis besar penyusunan program
RUU, namun hal tersebut sangat diperlukan agar tidak terjadi
overfapping di antara instansi pemrakarsa. Selain itu, kegiatan
inventarisasi program legislasi nasional juga diperlukan
bagi rasionalisasi pengajuan RUU oleh pemerintah dengan
penentuan skala prioritas.

Mengenai rasionalisasi pengajuan RUU, dalam
perkembangan yang  mutakhir, khususnya pasca
perubahan UUD 1945, menjadi persoalan tersendiri dalam
penyelenggaraan Prolegnas. Karena dari Daftar RUU
Prctegnas Jangka Menengah 2005-2009 sejumlah 284 RUU.
hingga Oktober 2007, baru sekitar 77 RUU yang telah menjadi
UU. Padahal, mengenai rasionalisasi ini telah didengungkan
beberapa tahun terakhir dalam penyelenggaraan Prolegnas.
Yaitu agar departemen/LPND lebih menyaring daftar prioritas
RUU-nya hingga inventarisasi prioritas tahunan mencapai
jumiah yang iebih rasional untuk dapat dibahas oleh DPR.
Namun pada kenyataannya, hal ini sulit untuk dilaksanakan,
walaupun telah ada rumusan skala prioritas pengajuan
RUU.

Persoalan yang lain juga datang dari beberapa faktor, di
antaranya dari faktor kesisteman dan faktor kelembagaan. Dari
faktor kesisteman prolegnas baru memperoleh landasan hukum
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yang tegas pada tahun 2004 (berlakunya UU No. 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan dan Perpres No. 61 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penyusunan dan Pengelofaan Prolegnas). Sementara
dari faktor kelembagaan, perubahan UUD 1945 (khususnya
Pasal 5 dan 21 UUD NRI Tahun 1945) telah mengarah pada
legisiative heavy, sehingga DPR lebih mengambil peranan
fungsi legislasi.

Seperti yang telah dipahami, perubahan UUD 1945
telah memberikan kekuasaan kepada DPR untuk membentuk
undang-undang. Namun perubahan tersebut belum
menggambarkan secara konkret terjadinya penguatan
kelembagaan DPR RI, khususnya pada penguatan sistem
pendukung dan anggaran dalam rangka pelaksanaan fungsi
legislasi, mulai dari perencanaan sampai pada pembahasan
RUU.

Oleh karena peranan dalam fungsi legislasi yang
febih besar berada di tangan DPR, perlu pula adanya upaya
yang konsisten di lingkungan DPR dan pemerintah untuk
mengajukanRUUberdasarkankeputusanyangtelahditetapkan
dalam Prolegnas, dengan pengecualian sebagaimana telah
ditentukan oleh perundang-undangan) Pasal 17 UU No. 10
Tahun 2004 dan Perpres No. 88 Tahun 2005.

Dari segala kekurangan yang ada, Prolegnas kini
telah menjadi “lembaga” prosedural yang menentukan dan
mencerminkan politik hukum pemerintahan. Oleh karenanya,
diperlukan formulasi serta konsep yang ideal dalam rangka
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revitalisasi penyelenggaraan Prolegnas yang telah berjalan

selama 30 tahun ini.

. Tujuan dan Sasaran

Tujuan lokakarya adalah:

1.

Mengevaluasi tiga puluh tahun perjalanan Program
Legislasi Nasional, kendala dan permasalahannya secara
komprehensif.

Menghimpun pemikiran tentang sistem dan pola penyusunan
Prolegnas yang meliputi aspek pengaturan, kelembagaan
dan aspek prosedural.

Memformulasikan masukan bagi penyempurnaan tentang
mekanisme dan prosedur penyusunan Prolegnas,
khususnya di lingkungan Pemerintah.

Sasaran lokakarya adalah sebagai berikut:

1.
2.

Adanya evaluasi komprehensif tentang Prolegnas.
Terwujudnya himpunan pemikiran-pemikiran tentang
revitalisasi Prolegnas dari pendekatan kesisteman,
pengaturan, kelembagaan dan aspek prosedurat.
Terformulasikannya konsep mekanisme dan prosedur
penyusunan prolegnas yang sinergis. terukur dan
proporsional.

. Topik dan Pembicara

Lokakarya akan terbagi dalam tiga topik pembahasan

yang masing-masing dituangkan dalam dua tema makalah. Topik
tersebut meliputi:
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1. Aspek hukum Prolegnas.

2. Aspek kelembagaan Prolegnas, dan

3. Aspek mekanisme dan prosedur Prolegnas.

Adapun sub topik makalah yang akan mengelaborasi
ketiga topik tersebut adalah sebagai berikut:
1. Sub topik Aspek Hukum Prolegnas:

a.

Prolegnas Antara Harapan dan Kenyataan,
Pembicara: Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono,
S.H.

Prolegnas Sebagai Potret Politik Hukum Nasional
Pembicara: Prof. Hikmahanto Juwana, S.H.,
LL.M, Ph.D.

2. Sub topik Aspek Kelembagaan Prolegnas:

a.

Permasalahan Aktual Koordinasi Prolegnas
Pembicara: Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H., M.H.
Sistem Satu Pintu Penyusunan Prolegnas Dalam
Rangka Pembangunan Hukum Tertulis yang Integratif
dan Koordinatif

Pembicara: Prof. Dr. Ahmad M. Ramli,

S.H., M.H.

3. Sub topik Aspek Mekanisme dan Prosedur Prolegnas

a.

Penyusunan NA Pengharmonisasian Draf RUU
dalam Mengantisipasi Potensi Judicial Review oleh
Mahkamah Konstitusi.

Pembicara: Prof. (Emeritus) Dr. H.R. Taufik Sri
Soemantri M, S H.
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b. Peran Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan
Prolegnas Pembicara: Bivitri Susanti, S.H., LL.M.

D. Peserta

Peserta terdiri dari unsur pemerintah (departemen

dan LPND), DPR , DPD, dan DPRD, para pakar hukum/
perundang-undangan dari perguruan tinggi maupun
profesional, dan masyarakat hukum. Berjumiah lebih
kurang 120 orang, antara lain:

1.
2.

10.

Ketua Badan Legislasi DPR Rl

Ketua Panitia Perancangan Undang-Undang DPD
RI

Sekretaris Jenderal DPD RI

Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM
RI

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Departemen Hukum dan HAM R

Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-
undangan

Staf Ahli Menko Kesra Bidang Hukum
Staf Ahli Menpan Bidang Hukum
Prof. Dr. Maria Farida Indrawati, S.H., M.H. (FH Ul)

Dr. Ahmad Ubbe, S.H., M.H. (Staf Ahli Menteri Hukum
dan HAM).
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.
21
22.
23.

24.
25.

Direktur Harmonisasi Ditjen Peraturan Perundang-
undangan Departemen Hukum dan HAM Rl

Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan
Ditien Peraturan Perundang-undangan Departemen
Hukum dan HAM

Kepala Biro Hukum Departemen Pertahanan

Kepala Biro Perencanaan dan Hukum Departemen
Kebudayaan dan Parwisata

Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kelautan
dan Perikanan

Kepala Biro Hukum Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum Departemen Kesehatan

Kepala Biro Hukum Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Kepala Biro Hukum Departemen dan KLN Departemen
Agama

Kepala Biro Hukum Departemen Pekerjaan Umum
Kepala Biro Hukum Departemen Pertanian
Kepala Biro Hukum Departemen Kehutanan

Direktur Hukum Ditjen Hukum dan HPI Departemen Luar
Negeri

Kepala Biro Hukum Kejaksaan Agung

Kepala Biro Hukum Departemen Dalam Negeri
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26.

27.
28.

29.

30.

31

32.
33.

35.
36.
37.
38.

39.

40.

Kepala Pusat Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan dan Bantuan Hukum Departemen Sosial

Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian ANR]

Asdep Urs. Pengembangan PUU dan Pl Kementerian
Negara Lingkungan Hidup

Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen
Perindustrian

Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Energi dan
SDM

Kepala Biro Hukum dan KLN Departemen Komunikasi
dan informatika

Kepala Divisi Hukum Kepolisian Republik Indonesia

Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Negara
Pemuda dan Olah Raga

Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan

Kepala Biro Hukum dan Ortala BIN

Kepala Biro Hukum Setda Pemprov DKI Jakarta
Kepala Biro Humas Departemen Hukum dan HAM RI

Kepala Biro Perundang-undangan Bidang Ekuindag
Setjen DPR RI

Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI
DKI Jakarta

Direktur Hukum Pertanahan BPN
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41.
42.
43.

44,
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.

Direktur Hukum Bank indonesia
Direktur Hukum Bappenas

Kadiv Pelayanan Hukum Kanwil Departemen Hukum dan
HAM DKIl Jakarta

Direktur Eksekutif CSIS
Direktur Eksekutif The Habibie Center

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Jakarta

Dekan Fakuitas Hukum Universitas Trisakti

Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara
Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional
Dekan Fakuitas Hukum Universitas Jayabaya
Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Fakulttas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatuilah
Jakarta

Fakultas Hukum Ut {CLGS)

Fakultas Hukum Univ Padjajaran

Kabag Sekretariat Baleg DPR Rl

Kabag Hukum Kantor Menko Perekonomian
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi BMG
Humas Departemen Hukum dan HAM Ri
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60.

61.

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Direktur Pengelola Pusat Informasi Departemen Hukum
dan HAM RI

Sri Hariningsih, S.H.. M.H. (Pakar Peraturan Perundang-
undangan)

MPBI

KADIN

SPSI

YLKI

IKADIN

YLBHI

LBH APIK

BEM Fakultas Hukum Ul

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan.

E.Waktu Pelaksanaan

Lokakarya dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 21

November 2007 di Hotel Sahid Jaya Jakarta.
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LAPORAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

DAN

KEYNOTE SPEECH
MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PADA
LOKAKARYA 30 TAHUN PROGRAM LEGISLAS! NASIONAL
Jakarta, 19 November 2007

201



202



LAPORAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Yang saya hormati,

Ketua Badan Legislasi dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia,

Ketua Panitia Perancang Perundang-undangan Dewan
Perwakilan Daerah,

Bapak Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya,

Para Narasumber Lokakarya 30 Tahun Prolegnas,
Sekretaris Jenderal Departemen/LPND

Para Pejabat Eseion | di lingkungan Departemen Hukum
dan HAM R,

Para Peserta Lokakarya 30 Tahun Prolegnas, dan

Hadirin yang berbahagia.

Assalamu’alaikum Warochmatullahi Wabarokatuh,
Salam sejahtera dan selamat malam.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah
memberikan nikmat kesehatan kepada kita sehingga pada malam
ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti acara
pembukaan Lokakarya 30 Tahun Prolegnas yang diselenggarakan
oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.
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Bapak Menteri Hukum dan HAM serta
Hadirin yang kami hormati,

Sifat dinamis yang melekat pada Program Legislasi Nasional
(Prolegnas)sebagai sebuah mekanisme perencanaan pembentukan
peraturan perundang-undangan, membawa konsekuensi bahwa
pelaksanaan Prolegnas harus selalu dievaluasi untuk mencapai
standar terencana, terpadu dan sistematis dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan. Pada kesempatan ini dengan
mengambil momentum 30 Tahun Prolegnas, Badan Pembinaan
Hukum Nasional selaku unit yang melaksanakan tugas Menteri
Hukum dan HAM sebagai koordinator Prolegnas di lingkungan
Pemerintah menyelenggarakan sebuah lokakarya dengan tujuan
pokoknya adalahuntuk melakukanrefleksidanevaluasidalamrangka
revitalisasi peran Prolegnas, sehingga Prolegnas dapat menjadi
sebuah lembaga prosedural yang signifikan dan mencerminkan
arah kebijakan politik hukum pemerintahan indonesia.

Rentang waktu 30 tahun pelaksanaan Prolegnas yang saat
ini diperingati adalah didasarkan pada pelaksanaan “Lokakarya
Penyusunan Program Legislatif’ pada tahun 1977 di Manado,
Sulawesi Utara yang merupakan tindak lanjut dari Simposium Pola
Umum Perencanaan Hukum dan Perundang-undangan di Banda
Aceh (Oktober 1976). Dalam Lokakarya tersebut Prolegnas sudah
diarahkan untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan
hukum nasional, yaitu dengan memantapkan kerja sama dan
koordinasi yang efektif di antara aparatur pemerintahan dalam
segala kegiatan perundang-undangan.
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Dalam perjalanan selanjutnya, Prolegnas yang sampai
dengan tahun 2004 hanya dilaksanakan dilingkungan Pemerintah
telah banyak mengalami perkembangan yang signifikan dan turut
serta mewarnai pelaksanaan pembangunan hukum di Indonesia.
Pada tahun 2004, setelah disahkannya UU No. 10 Tahun 2004,
Prolegnas tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah saja tetapi
juga mengikat Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan
fungsi legislasinya. Oleh karena itu dengan mendasarkan pada
banyaknya stake holder dan kepentingan-kepentingan yang terkait
dengan pelaksanaan Prolegnas, maka revitalisasi Prolegnas adalah
merupakan suatu keharusan.

Bapak Menteri Hukum dan HAM yang kami hormati,

Lokakarya 30 tahun Program Legislasi Nasional, yang akan
berfangsung selama 3 (tiga) hari dari tanggal 19 s.d. 21 November
2007, dihadiri oIeh‘kurang lebih 120 orang peserta, terdiri dari unsur
yang mewakili Dewan Perwakitan Rakyat Rl dan Dewan Perwakilan
Daerah, Kepala Biro Hukum Departemen/LPND; Anggota Tim
Pengarah Prolegnas; Anggota Tim Forum Komunikasi Prolegnas
dengan Organisasi Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
dan akademisi dari perguruan tinggi.

Perlu kami faporkan pula bahwa dalam acara Pembukaan
Lokakarya 30 tahun Prolegnas ini, Panitia Penyelenggara telah
mengundang para Sekretaris Jenderal Departemen/LPND yang
Program RUU Prolegnasnya tercantum dalam Prioritas 2008
yang telah disahkan dalam sidang Paripurna DPR RI tanggai 12
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November 2007. Tercatat ada 37 (tiga puluh tujuh) RUU yang draft
RUU dan Naskah Akademiknya menjadi tugas Pemerintah untuk
menyiapkannya dan 2 (dua) RUU yang draft RUU dan Naskah
Akademiknya menjadi tugas Pemerintah bersama-sama DPR untuk
menyiapkannya.

Bapak Menteri Hukum dan HAM yang kami hormati,

Untuk mendapatkan masukan pemikiran, Lokakarya 30
tahun Prolegnas akan diawali dengan presentasi para narasumber
dalam dua sessi Pleno yang akan membahas 3 (tiga) subtopik
yang meliputii aspek hukum Prolegnas, aspek kelembagaan
Prolegnas dan aspek mekanisme dan prosedur Prolegnas. Untuk
menajamkan rekomendasi yang bermanfaat bagi revitalisasi
Prolegnas, selanjutnya ketiga subtopik tersebut akan dielaborasi
lebih lanjut dalam sidang kelompok.

Adapun subtopik makalah yang akan dibahas oleh para
narasumber adalah sebagai berikut :

1. Aspek Hukum Prolegnas:
a. Prolegnas Antara Harapan dan Kenyataan,
Pembicara: Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H.
b. Prolegnas Sebagai Potret Politik Hukum Nasional
Pembicara: Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LLM. Ph.D.
2. Sub topik Aspek Kelembagaan Prolegnas:
a. Permasalahan Aktual Koordinasi Prolegnas
Pembicara: Prof. Dr. Moh. Mahfud MD.
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Sistem Satu Pintu Penyusunan Prolegnas Dalam Rangka
Pembangunan Hukum Tertulis yang Integratif dan
Koordinatif

Permbicara: Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H.

Sub topik Aspek Mekanisme dan Prosedur Prolegnas

a.

Penyusunan NA, Pengharmonisasian Draf RUU dalam
Mengantisipasi Potensi Judicial Review oleh Mahkamah
Konstitusi.

Pembicara: Prof. (Emeritus) Dr. H.R. Taufik Sri Soemantri
M, S.H.

Peran Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan
Prolegnas

Pembicara: Bivitri Susanti, S.H., LL.M.

Bapak Menteri Hukum dan HAM yang kami hormati,

Akhirnya, izinkanlah kami mohon kesediaan Bapak Menteri

Hukum dan HAM untuk membuka secara resmi Lokakarya 30 Tahun
Prolegnas dan sekaligus menyampaikan keynote speech. Terima
kasih.
Wabillahi taufik wal hidayah,

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.
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KEYNOTE SPEECH"
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Yang Terhormat Ketua Badan Legislasi dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik indonesia,

Yang Terhormat Ketua Panitia Perancang Perundang-undangan
Dewan Perwakilan Daerah,

Para Peserta Lokakarya 30 Tahun Prolegnas yang Saya hormati,
dan Hadirin yang berbahagia.

Assalamu alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
Salam sejahtera dan selamat malam.

Sebagai dokumen dasar acuan pelaksanaan
pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang
2005-2025 dan Menengah 2005-2009 telah mensyaratkan

*Materi Tertulis Keynote Speech ini menjadi pedoman bagi pelaksanaan Lokakarya 30 Tahun
Prolegnas. Pelaksanaan Keynote Speech pada Pembukaan Lokakarya disampaikan tanpa
teks.
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adanya pembangunan substansi hukum (legal substance)
yang berkelanjutan (never ending process) dan terintegrasi
(integrated) dengan pembangunan sub-sub sistem hukum
yang lain, yaitu subsistem budaya atau kesadaran hukum (legal
culture), aparatur hukum (legal apparatus) dan sarana prasarana
hukum (legal structure). Tujuan utama yang ingin dicapai adalah
untuk agenda Indonesia yang adil dan demokratis.

Paiing tidak terdapat 2 (dua) syarat yang harus
diperhatikan dalam penataan substansi hukum yaitu dengan
memperhatikan asas umum dan hierarki perundang-undangan dan
menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk
memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan
yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum
nasional.

Terkait dengan penataan substansi hukum tersebut maka
peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan
untuk mewujudkan tertib perundang-undangan perlu terus
diprioritaskan, utamanya untuk mencari solusi atas permasalahan-
permasalahan yang masih terus terjadi, antara lain tumpang tindih
dan inkonsistensinya peraturan perundang-undangan, perumusan
peraturan perundang-undangan yang kurang jelas, isi peraturan
perundang-undangan kurang mencerminkan keseimbangan
dan implementasi undang-undang yang terhambat peraturan
pelaksanaannya.

Hadirin yang saya hormati,

Apabila diidentifikasi, permasalahan-permasalahan
tersebut mempunyai kaitan yang sangat erat dengan proses
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pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan
undang-undang merupakan salah satu unsur penting di samping
unsur-unsur lainnya dalam rangka pembangunan hukum nasijonai.
Paling tidak terdapat 3 (tiga) hal ideal yang harus dijadikan dasar
dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan,
yaitu: (a) asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan
yang baik; (b) Politik hukum (peraturan perundang-undangan)
nasional yang baik; dan (c) Sistem pengujian peraturan perundang-
undangan yang memadai. Sebagai sebuah proses yang
dinamis, pembentukan peraturan perundang-undangan diawali
dengan proses perencanaan, persiapan, teknik penyusunan,
perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan
penyebarluasan.

Mendasarkan pada kompleksnya proses pembentukan
peraturan perundang-undangan, maka aspek perencanaan
merupakan salah satu faktor penting. Pembentukan peraturan
perundang-undangan harus disusun secara berencana, terpadu
dan sistematis, serta harus didukung oleh cara dan metode yang
pasti, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang
membuat peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor
10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan menentukan bahwa perencanaan penyusunan Undang-
Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasiona! atau
biasa disebut “Prolegnas”.

Hadirin yang saya hormati,

Merujuk pada UU No. 10 tahun 2004, di lingkungan
Pemerintah, Prolegnas dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan
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HAM. Dengan kata lain hanya ada “satu pintu” dalam penyusunan
Prolegnas Pemerintah. Dalam pelaksanaannya sehari-hari fungsi
koordinasi tersebut dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum
Nasional (BPHN). Penunjukan BPHN sebagai pelaksana fungsi
koordinasi Prolegnas di lingkungan Pemerintah, sangatiah tepat
karena sebagai institusi yang melaksanakan tugas pembinaan
hukum, BPHN sudah sedari awal secara infens menggagas,
melembagakan, merumuskan dan mengembang pola serta
mekanisme penyusunan dan pengelolaan Prolegnas. Oleh karena
itu Lokakarya 30 Tahun Prolegnas yang diselenggarakan oleh
BPHN ini sangat tepat untuk melakukan refleksi dan evaluasi
bagi kemajuan dan penguatan kembali peran Prolegnas di masa
mendatang melalui pendekatan dialogis yang meliputi aspek hukum
Prolegnas, aspek kelembagaan serta aspek mekanisme dan
prosedur. Ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan yang saling
terkait erat dan menjadi jiwa bagi efektifitas penyusunan Prolegnas
yang terarah, terukur dan terpadu.

Dalam aspek hukum, kiranya lokakarya dapat mengkritisi
aspek-aspek yang berkaitan dengan Prolegnas yang belum dan
perlu mendapat pengaturannya di dalam UU 10 Tahun 2004
maupun Perpres Nomor 61 Tahun 2005. Berdasarkan kesepakatar
antara Baleg DPR dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menter
Hukum dan HAM, bahwa dalam rangka penyusunan prioritas
dan tersusunnya RUU dengan konsepsi yang jelas, selain
mendasarkan kepada kriteria substantif (seperti antara lain: atas
perintah konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang lain,
terdapat dalam daftar Prolegnas 2005-2009, dan urgensi RUU),
juga mendasarkan kepada kriteria teknis, yaitu adanya Naskah
Akademik, telah diharmonisasi dan sudah ada draf RUU. Oleh
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karena itu dalam rangka penguatan konsepsi substansi suatu RUU
maupun penyusunan Prolegnas, kiranya kita perlu mengoptimalkan
mekanisme dalam penyusunan Prolegnas yang didukung sebuah
NaskahAkademik (NA)danprosesharmonisasi. Penyusunansebuah
RUU yang didasarkan atas sebuah NA dan proses harmonisasi
yang telah dimulai sejak penyusunan Prolegnas diharapkan akan
dapat mengurangi permasalahan peraturan perundang-undangan,
baik pada saat pembentukannya maupun saat pemberlakuannya,
seperti kemungkinan diajukannya permohonan judicial review ke
Mahkamah Konstitusi.

Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan hasil evaluasi antara Menteri Hukum dan HAM
dengan Baleg DPR Rl mengenai pelaksanaan Prolegnas, salah satu
permasalahan yang muncul dalam penyusunan Prolegnas adalah
jumlah RUU yang terlalu banyak untuk diselesaikan pada tiap-tiap
periodenya, dan adanya luncuran RUU yang belum selesai dibahas
pada tahun prioritasnya. Kondisi ini akan menjadi beban, baik
bagi DPR Rl maupun Pemerintah untuk menyelesaikannnya. Oleh
karena itu selaku koordinator Prolegnas di lingkungan Pemerintah,
saya mengajak semua pihak, khususnya Departemen dan LPND
untuk melakukan upaya realistik dan konkret di dalam program
pembentukan undang-undang melaiui Prolegnas.

Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan sidang Paripurna DPR RI tanggal 13
November 2007 yang lalu, telah ditetapkan 31 (tiga puluh satu)
RUU sebagai RUU Prolegnas Prioritas 2008. Dari 31 RUU tersebut
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terdapat tiga daftar RUU kumulatif terbuka, yaitu daftar RUU
kumulatif terbuka tentang perjanjian internasional (6 RUU), RUU
kumulatif terbuka akibat putusan Mahkamah Konstitusi (7 RUU),
dan RUU kumulatif terbuka tentang reformasi agraria (9 RUU).
Selain itu, masih terdapat 49 (empat puluh sembilan) RUU yang
diluncurkan pembahasannya dari tahun 2007 ke tahun 2008.

Dari daftar 31 RUU Prolegnas Prioritas 2008 yang telah
ditetapkan oleh DPR tersebut, sebagian besar adalah Program RUU
yang diusutkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu terkait dengan
hal tersebut, dalam kesempatan ini saya mengharapkan kepada
Departemen/LPND yang program RUU-nya tercantum sebagai RUU
Prioritas 2008 untuk bisa menindakianjuti secara sungguh-sungguh
penyusunan dan pembentukannya sesuai dengan prosedur dan
mekanisme yang ada, mengingat waktu yang tersisa sangatlah
pendek. Hendaknya untuk dihindari, jangan sampai RUU-RUU
yang telah diprioritaskan pembahasannya menjadi daftar di atas
kertas tanpa bisa terealisasi.

Hadirin yang saya hormati,

Demikian sedikit pokok-pokok pikiran yang dapat saya
sampaikan pada Pembukaan Lokakarya 30 Tahun Prolegnas.
Saya berharap dalam forum ini akan muncul gagasan-gagasan
yang dapat menjadi upaya solusi yang konstruktif dalam rangka
revitalisasi Prolegnas yang saat ini sedang terus diupayakan oleh
Badan Pembinaan Hukum Nasional. Melalui kesempatan ini pula
Saya meminta peran yang lebih besar dari Badan Pembinaan
Hukum Nasiona! dalam program legislasi, tidak hanya sebatas
dalam penyusunan daftar prioritas, tetapi juga dalam melakukan
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koordinasi dengan departemen terkait dan turut serta dalam proses
pembahasan RUU agar tetap konsisten dengan nilai-nilai dan
prinsip-prinsip yang telah dikaji dalam bentuk Naskah Akademiknya.
Selain itu, saya berharap pula agar Lokakarya ini dapat menjadi
ajang untuk lebih mensinergikan kerja sama para stake hoider yang
teriibat dalam penyusunan Prolegnas, khususnya di lingkungan
Pemerintah.

Akhirnya, selamat mengikuti Lokakarya 30 Tahun
Prolegnas dari awal hingga akhir nanti. Dengan mengucapkan:
Bismillahirrohmaanirrohiim, dengan ini, Lokakarya 30 Tahun
Program Legislasi Nasional secara resmi dibuka.

Jakarta, 18 November 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Mattalatta
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SISTEM SATU PINTU DALAM PENYUSUNAN
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
YANG INTEGRATIF DAN KOORDINATIF

Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H.

A. Pendahuluan

Dalam membahas topik di atas, perlu dibedakan 2 (dua)
dimensi yang terkandung di dalam Program Legislasi Nasionai
(Prolegnas). yaitu pertama, Prolegnas sebagai mekanisme
atau instrumen perencanaan pembentukan Undang-Undang
dan kedua. Prolegnas sebagai wadah politik hukum di bidang
peraturan perundang-undangan. Pembahasan dalam tulisan
ini febih membicarakan pada perspektif Prolegnas sebagai
mekanisme penyusunan perencanaan pembentukan Undang-
Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) telah
membawa suasana baru bagi dunia legislasi di Indonesia karena
UU ini tetah melahirkan berbagai paradigma konsepsional baru
di bidang peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah
satu ha! penting yang dimunculkan di dalam UU P3 tersebut
adatah diaturnya untuk pertama kali Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) di dalam suatu Undang-Undang sebagai instrumen
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perencanaan program pembentukan undang-undang yang
disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. Prolegnas
harus menunggu selama 27 tahun sejak dimulainya Prolegnas
pada tahun 1977 hingga memperoleh dasar hukumnya secara
tegas pada tahun 2004. Di dalam Pasal 15 ayat (1) disebutkan
bahwa penyusunan undang-undang dilakukan dalam suatu
Program Legislasi Nasional.

Maksud diaturnya Prolegnas ini antara lain adalah
agar penyusunan Program Legislasi Nasional disusun secara
terkoordinasi, terarah, dan terpadu yang disusun bersama oleh
Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.

Prolegnas tersebut kemudian mendapatkan
pengaturannya secara tersendiri yaitu Peraturan Presiden
Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Program
Legisiasi Nasional, Perpres tersebut mangatur antara lain bahwa
Prolegnas ditetapkan untuk jangka waktu panjang, menengah,
dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU.
Penyusunan Proiegnas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat
dikoordinasikan oleh Badan Legislasi (Baleg) dan penyusunan
Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh
Menteri Hukum dan HAM (Pasal 6). Sedangkan penyusunan
Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh
DPR melalui Baleg (Pasal 7).

Dari ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa
terdapat 2 (dua) penyusunan Prolegnas. yaitu Prolegnas di
lingkungan DPR, dengan Baleg sebagai koordinatornya dan
Prolegnas dilingkungan Pemerintah, dengan Menteri Hukum dan

222



HAM sebagai koordinator yang dalam hal ini dilaksanakan oleh
Badan Pembinaan Hukum Nasional. Pengaturan penyusunan
Prolegnas di lingkungan DPR diatur dengan Tata Tertib DPR
(Keputusan DPR Rl No. 08/DPR RI/I/2005-2006). Sedangkan
penyusunan Prolegnas dilingkungan Pemerintah tunduk kepada
Perpres 61 Tahun 2005. Dengan demikian, sebelum melakukan
koordinasi daiam penentuan daftar RUU Prolegnas, Baleg DPR
Rl dan Pemerintah mengkoordinir secara internal pengajuan
RUU-nya masing-masing sesuai dengan mekanisme yang
telah ditentukan. Artinya, hanya ada satu pintu pengajuan RUU
Prolegnas, yaitu Baleg untuk di lingkungan DPR, dan Menteri
Hukum dan HAM c.g. BPHN untuk di lingkungan Pemerintah.

Namun demikian, dengan tidak menutup mata dari sisi
pencapaian hasil, setelah berlakunya UU P3 beserta Perpres
61 Tahun 2005, belum serta merta seluruh persoalan yang
terkait perencanaan dan pembentukan peraturan perundang-
undangan menjadi berakhir.

. Mekanisme dan permasalahannya

Mekanisme
Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah
secara ringkas adalah meialui tahapan sebagai berikut:

1. Inventarisasi Rencana legislasi

Menteri c.q. BPHN meminta kepada Departemen/LPND
perencanaan pembentukan RUU di lingkungan instansinya
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masing-masing sesuai dengan lingkup bidang tugas dan

tanggung jawabnya, disertai dengan pokok materi yang akan

diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-
undangan lainnya.
2. Naskah Akademis

Dalam hal Departemen/LPND telah menyusun Naskah

Akademik (NA) RUU, maka Naskah Akademik tersebut wajib

disertakan dalam penyampaian perencanaan pembentukan

Rancangan Undang-Undang.

3. Pengharmonisasian

a. MenteriHukumdanHAMmelakukanpengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang
diterima dengan Menteri lain atau Pimpinan LPND
penyusun RUU dan Pimpinan instansi Pemerintah terkait
lainnya.

b. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi RUU diarahkan pada perwujudan keselarasan
konsepsi tersebut dengan: (a) falsafah negara; (b)
tujuan nasiona! berikut aspirasi yang melingkupinya;
(c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; (d) Undang-Undang lain yang telah ada
berikut segala peraturan pelaksanaannya: dan (e)
kebijakan lainnya yang terkait dengan bidang yang diatur
dalam RUU tersebut.

4. Forum Konsultasi

a. Upaya pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi RUU dilaksanakan melafui forum
konsultasi yang dikoordinasikan oleh Menteri. Dalam
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hal konsepsi RUU tersebut disertai dengan NA, maka NA
dijadikan bahan pembahasan dalam forum konsultasi.

b. Dalam forum konsultasi tersebut dapat pula diundang
para ahli dari lingkungan perguruan tinggi dan organisasi
di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan
lainnya sesuai dengan kebutuhan.

5. Persetujuan Presiden

a. Konsepsi Rancangan Undang-Undang yang telah
memperoleh keharmonisan, kebulatan, dan kemantapan
konsepsi, oleh Menteri Hukum dan HAM wajib dimintakan
persetujuan terlebih dahulu kepada Presiden sebagai
Prolegnas yang disusun di lingkungan Pemerintah
sebelum dikoordinasikan dengan Dewan Perwakilan
Rakyat.

b. Dalam hal Presiden memandang periu untuk
mendapatkan kejelasan lebih lanjut atas dan/atau
memberikan arahan terhadap konsepsi Rancangan
Undang-Undang, Presiden menugaskan Menteri Hukum
dan HAM untuk mengkoordinasikan kembali konsepsi
RUU dengan Menteri lain atau Pimpinan LPND penyusun
perencanaan pembentukan Rancangan Undang-Undang
dan Pimpinan instansi Pemerintah terkait lainnya.

c. Hasilkoordinasitersebut oleh Menteridilaporkan kepada
Presiden.

6. Koordinasi Penyusunan Prolegnas dengan DPR

a. Hasil penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah
oleh Menteri Hukum dan HAM dikoordinasikan dengan
DPR melaiui Badan Legislasi dalam rangka sinkronisasi
dan harmonisasi Prolegnas.
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b. Hasil penyusunan (Daftar) Prolegnas yang telah
disepakati bersama disahkan dalam Rapat Kerja antara
Baleg DPR dengan Menteri Hukum dan HAM dan
selanjutnya dibawa ke Sidang Paripurna DPR untuk
ditetapkan.

Kondisi dan permasalahan

Sebagaimana diketahui bahwa untuk pertama kalinya
dalam sejarah perundang-undangan indonesia, Prolegnas
Jangka Menengah telah ditetapkan pada tanggai 1 Februari
2005 dalam Keputusan DPR Rl Nomor: 01/DPR-R1/2004-2005
tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional
Tahun 2005-2009. inti dari Keputusan DPR tersebut adalah
menetapkan sebanyak 284 RUU Prolegnas untuk digarap
selama lima tahun. Bila dilihat dari sisi dimensir-va, 284 RUU
tersebut terdiri dari 170 RUU baru (69.85%). 90 RUU perubahan/
pengganti, termasuk UU warisan kolonial (31.69%). dan 24
RUU ratifikasi (8.45%). Sedangkan dilihat dari pengelompokan
bidang kemenkoan: (a) Bidang Polhukam sebanyak Ik. 159 RUU
(55.98%); (b) Bidang Perekonomian sebanyak 80 RUU (28.16);
dan (c) Bidang Kesra 45 RUU (15.84%).

Dari daftar Program Legislasi Nasional 2005-2009
tersebut selanjutnya untuk ditetapkan RUU prioritas tahunan,
sebagai berikut:

Tahurt | Jumiah RUU | Tambahan | Luncuran Jm! Keterangan
Tambahan tidak melalui

2005 55 20 penetapan Sidang Paripurna
DPR
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Tahun | Jumlah RUU | Tambahan | Luncuran Jml Keterangan

. - Tambahan meialui penetapan
2006 43 4 3 82 Sidang Paripurna DPR
2007 30 4 4 82 Tambahan melalm penetapan
2008° 318 49 80

Bila mendasarkan kepada RUU yang telah disahkan dan
diundangkan mulai tahun 2005, maka dapat dilihat peta
pelaksanaan Prolegnas 2005-2009 sebagai berikut:

Sampai dengan akhir tahun 2005 terdapat 14 RUU
yang disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang. Namun
bila dicermati dari daftar prioritas RUU 2005, maka hanya ada
2 (dua) RUU yang merupakan program prioritas 2005. Pada
akhir tahun diketahui bahwa terdapat 20 (dua puluh) RUU
tambahan di luar dari daftar 55 (lima puluh lima) RUU yang
telah diprioritaskan, sebagian di antaranya berhasil disahkan
pada tahun 2005. Penambahan RUU di luar daftar prioritas
tersebut tidak ditetapkan di dalam Sidang Paripurna DPR Rl
sebagaimana ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2004 dan Perpres
Nomor 61 Tahun 2005. Sebagian tambahan tersebut tidak pula
melalui mekanisme pengajuannya melalui Menteri Hukum dan
HAM.

Pada tahun 2006, Undang-Undang yang berhasil di
tetapkan adalah 23 UU, dari 23 UU tersebut hanya 3 UU yang

“Keputusan DPR RI No. 02F/DPR-RI/11/2005-2006. (29 November 2005)

3Keputusan DPR Rl No. 07A/DPR-RI/1/2006-2007 (17 Oktober 2006)

“‘Keputusan DPR R! No. 02/DPR-RI/11/2007-2008 (13 November 2007).

*Jumiah ini sesungguhnya belum termasuk 6 (enam) RUU Kumuilatif Terbuka tentang Rati-
fikasi Perjanjian Internasional, 7 (tujuh) RUU Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah
Konstitusi (7 RUU), dan 9 (sembitan) RUU Kumulatif Terbuka tentang Reformasi Agraria.
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sesuai dengan daftar prioritas 2006. Terdapat penambahan 4
(empat) RUU pada tahun ini, dua di antaranya adalah RUU non-
Prolegnas, namun penetapan tambahannya sudah dilakukan
mefalui Sidang Paripurna DPR. Sedangkan pada tahun 2007,
sampai dengan Oktober terdapat 40 UU yang terdiri dari 25
UU pembentukan kabupaten/kota dan 2 UU ratifikasi perjanjian
internasionat serta 13 RUU prioritas Prolegnas 2005-2006.
Sehingga dari tahun 2005 sampai dengan Oktober 2007 terdapat
77 UU yang telah diundangkan.

Berdasarkan pelaksanaan penyusunan Prolegnas yang
dilakukan di fingkungan Pemerintah maka terdapat beberapa
permasalahan yang bisa dikemukakan, yaitu antara lain:

1. Tidak semua RUU yang diajukan instansi pemrakarsa
melalui satu pintu, yaitu melalui Menteri Hukum dan HAM.
Terdapat beberapa RUU yang tiba-tiba sampai ke DPR.
Dan sebagian RUU tersebut adalah non-Prolegnas, bahkan
berhasil disahkan oleh DPR.

2. Terjadinya penambahan RUU prioritas dari yang telah
ditetapkan, setiap tahunnya cenderung bertambah. Meskipun
untuk alasan tertentu sebagaimana ditentukan oleh Pasal
17 ayat (3) diperbolehkan.

3. Beberapa prosedur penyusunan Prolegnas belum efektif
berlaku, seperti misalnya dalam pengharmonisasian.
Pengharmonisasian dalam kerangka penyusunan Prolegnas
sampaisaatinibelum berjalan dan belumterkonsepsidengan
jelas. Forum Konsultasi sebagai media pengharmonisasian
RUU pada saat ini dilaksanakan dalam bentuk Rapat
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Pembahasan Tahunan Prolegnas yang cenderung hanya
menyusun daftar prioritas Prolegnas.

4. Dalam melakukan tahapan penyusunan Prolegnas di
lingkungan Pemerintah seringkali tidak didukung oleh
kelengkapan data pokok program pengajuan RUU maupun
data pendukung dari Departemen/LPND yang mengajukan
program RUU-nya. Sehingga berakibat kurangnya akurasi
dalam pengelolaannya.

C. Urgensi Satu Pintu

Sejak pertama digagas pada tahun 1976/1977,
Prolegnas dimaksudkan sebagai instrumen perencanaan
pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan
secara terarah, terkoordinasi dan sistematis. Karena tujuan
akhir dari Prolegnas adalah terwujudnya sistem hukum nasional
yang menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat sesuai
dengan cita-cita prokiamasi, tujuan negara dan UUD NKRI
1845. Oleh karena itu penyusunan Prolegnas yang dilakukan
meialui mekanisme dan prosedur yang runtut. terkoordinasi
dan sistematis dimaksudkan agar RUU yang nantinya disahkan
dapat dipertanggungjawabkan, baik secara akademis maupun
konstitusional.

Namun demikian berdasarkan fakta empiris pola dan
mekanisme yang ada belum dapat memberikan hasil yang
membanggakan, karena konsep yang cukup bagus tersebut
ternyata belum dapat diterapkan secara efektif. Penguatan
dasar hukum bagi Prolegnas belum dapat menjamin penguatan
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efektivitas Prolegnas sebagai instrumen perencanaan. Oleh

karenaitu urgensi penyusunan Prolegnas melalui satu pintu pada

saat ini menjadi mendesak untuk dilakukan atas pertimbangan

dan alasan-alasan sebagai berikut:

1.

Banyaknya penyusunan Prolegnas yang dilakukan di luar
mekanisme dan prosedur yang ada akan mengacaukan dan
memandulkan sistem yang ada.

Kecenderungan penyusunan Prolegnas melaiui banyak pintu
akan memicu tumbuhnya ego dan kegenitan sektoral dalam
pengajuan RUU yang dalam satu sisi tidak berorientasi pada
kebutuhan hukum masyarakat. Hal tersebut pada akhirnya
dapat menjebak kita kepada tindakan korupsi.

Terjadinya tumpang tindih dalam program pembentukan
Undang-Undang, akibat inkoordinasi dalam penyusunan
Prolegnas.

Dapat menimbulkan beban berat, baik bagi DPR
maupun Pemerintah sendiri. Dalam praktiknya terdapat
kecenderungan terjadinya luncuran RUU sebagai tunggakan
yang harus diselesaikan di luar tahun prioritas.

Terjadinya pemborosan Anggaran Negara, disebabkan
penyusunan sebuah RUU yang dilakukan oleh lebih dari
satu pemrakarsa dengan anggarannya masing-masing.

Beberapa langkah yang periu dilakukan berkenaan

dengan permasalahan di atas adalah, antara lain, sebagai
berikut:
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Penguatan sistem dan mekanisme penyusunan prolegnas
yang efektif, terukur dan menjamin kepastian. Upaya ini
memerlukan waktu mengingat konsekuensinya adalah
harus memperbaiki atau merubah ketentuan yang ada.
Berkaitan dengan masalah harmonisasi dalam rangka
penyusunan Prolegnas, perlu segera adanya rumusan-
rumusan dan konsepsi yang jelas dan rinci tentang
pengharmonisasian berdasarkan Perpres 61 Tahun 2005
tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi
Nasional.

Konsolidasi antar lembaga yang berwenang di dalam
kaitannya dengan penyusunan Prolegnas, khususnya di
lingkungan Pemerintah.

Mengefektifkan koordinasi, baik antara lembaga yang
berwenang dalam pembentukan Undang-Undang (DPR
dengan Pemerintah) maupun antar intern Pemerintah, yaitu
antar Departemen dan LPND. Upaya ini dapat dilakukan
dengan membentuk "Forum Komunikasi Prolegnas
Pemerintah”. Forum ini menjadi media komunikasi dan
konsultasi dalam pelaksanaan penyusunan Prolegnas.
Melakukan penguatan kelembagaan, baik Departemen/
LPND maupun BPHN sendiri dalam melakukan koordinasi
penyusunan Prolegnas yang didukung oleh SDM yang
terampil dan memadai.

Melakukan sosialisasi tentang penyusunan Prolegnas,
khususnya di lingkungan Pemerintah. Dari pengalaman
dan praktik legisfasi banyak pihak baik eksekutif maupun
legislatif yang kurang memahami dengan baik tentang
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apa itu Prolegnas. Ketidaktahuan atau kekurangpahaman
terbukti mengakibatkan kurang ditaatinya prosedur dan
mekanisme penyusunan Prolegnas.

7. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan
dan pengelolaan Prolegnas sehingga memungkinkan
terwujudnya penyusunan Prolegnas secara terpadu,
akurat, cepat dan efektif.

D. Penutup

Demikian beberapa pandangan yang dapat saya
sampaikan pada Lokakarya 30 Tahun Prolegnas ini. Apa
yang telah dikemukakan di atas dimaksudkan untuk memicu
munculnya pemikiran dan upaya solusi yang konstruktif di
bidang Prolegas dalam rangka membangun sistem peraturan
perundang-undangan di Indonesia yang mampu menjamin
adanya kepastian hukum.

Terima kasih.
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Makalah 2

PERMASALAHAN AKTUAL KOORDINASI PROLEGNAS

Oleh:
Prof. Dr. Moh. Mahfud MD
Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat
Repubilik Indonesia

233



234



PERMASALAHAN AKTUAL KOORDINAS! PROLEGNAS
Prof. Dr. Moh. Mahfud MD

. PROLEGNAS SEBAGAI PENJAMIN KONSISTENSI

Salah satu latar belakang dilakukannya reformasi
konstitusi adalah tidak tertibnya tata hukum pada masa lalu.
Selain produk-produk hukum banyak yang berwatak konservatif
proses perencanaan dan pembuatan hukum juga banyak yang
bermasalah. Pada tahun 1984 Kepala BPHN Sunaryati Hartono
sudah meneriakkan banyaknya PP yang mentorpedo UU. Di
kalangan masyarakat pecinta hukum pada umumnya pada
saat itu juga banyak keluhan tentang tidak sinkronnya berbagai
UU baik secara vertikal (bermasalah dengan UUD) maupun
secara horizontal (tumpang tindih, bahkan saling bertentangan
dengan UU lain). Judicial review UU terhadap UUD pada saat
itu tidak diatur di dalam UUD, sementara /egis/ative review sulit
ditakukan tanpa inisiatif dan persetujuan pemerintah. Pada awal
reformasi (tahun 1998) Masyarakat Transparansi indonesia
(MTl) yang ketika itu dipimpin oleh (almarhum) Koesnadi
Hardjasoemantri menemukan kenyataan bahwa dalam periode
tertentu pemerintahan Soeharto terdapat puluhan Keppres
yang bertentangan dengan UU maupun dengan Peraturan
Pemerintah. Pokoknya pada saat itu tata hukum kita agak
“kacau” namun tetap sulit dikendatikan karena konfigurasi pofitik
yang tidak kondusif.
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Berbagai hasil studi tentang pembangunan hukum
menyimpulkan bahwa masalah-masalah tersebut disebabkan
oleh terlalu dominannya lembaga eksekutif (executive heavy)
yang dalam tata kerjanya juga kemudian lemah di dalam
koordinasi. ltulah sebabnya pada awal reformasi muncul
gagasan agar UUD 1945 yang dianggap sebagai sumber
konfigurasi politik yang tidak demokratis segera diamandemen
untuk kemudian diikuti dengan penataan kembali tata hukum
kita baik materi maupun prosedur-prosedurnya.

Perubahan terhadap UUD 1945 yang dimulai pada
tahun 1999 dan berakhir pada Sidang Tahunan MPR bulan
Agustus 2002 memiliki implikasi yang luas dan mendasar
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang kemudian
diikuti dengan perubahan-perubahan dan penataan di bidang
hukum. Tegasnya diperfukan adanya penataan sistem hukum
nasional yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu yang
didasarkan pada cita-cita proklamasi dan amanat UUD 1945
Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan bahwa negara Indonesia
adalah negara hukum.® Sebagai negara hukum indonesia
dituntut untuk menjunjung tinggl supremasi hukum, mengakui
persamaan kedudukan di dalam hukum dan menjadikan hukum
sebagai landasan operasional dalam menjalankan sistem
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Hukum, dengan demikian, harus diberi posisi sentral,

“Setelah perubahan UUD 1945 prinsip negara hukum yang semula ditempatkan di dalam
Penjelasan UUD dipindahkan menjadi pasal 1 ayat (3) dengan kata negara hukum saja, tan-
pa menggunakan istilah Rechtsstaat lagi. Penghapusan kata Rechtsstaat sengaja dilakukan
untuk memungkinkan penggunaan konsepsi prismatik yang memadukan unsur-unsur yang
baik dari Rechtsstaat (civil law) dan the Rule of Law.
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bukan lagi sekedar instrumental yang dijadikan .lat untuk
membenarkan kehendak-kehendak pemegang kekuasaan
politik yang dominan.

Supremast hukum dalam perspektif pembangunan, dapat
dijadikan landasan pembangunan yang memberikan jaminan
banwa pembangunan nasional dapat berjalan secara teratur,
adanyakepastian hukum, adanyakemanfaatandanterpenuhinya
rasa keadilan. Ketiga asas (kepastian hukum, keadilan, dan
kemanfaatan) ini harus menyatu dalam pembangunan hukum
nasional sehingga istilah Rechtsstaat yang dulunya disebut
secara eksplisit di dalam Penjelasan UUD 1945 sekarang
dihapuskan dari konstitusi tertulis tersebut. Yang dipergunakan
di dalam konstitusi sekarang ini adalah istilah negara hukum
saja (tanpa menyebut istilah Rechisstaat) dengan maksud agar
semua unsur yang baik dari berbagai sistem hukum, seperti
ketiga asas di atas dapat dipadukan secara prismatik.

Supremasi hukum juga dapat dijadikan landasan perekat
kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermakna bahwa
adanya satu kesatuan sistem hukum nasional di dalam Negara
Kesatuan RI. Sistem hukum nasional yang dimaksudkan adalah
sistem hukum yang menganut asas kenusantaraan yang tetap
mengakui keanekaragaman atau heterogenitas hukum yang
masih berlaku dan hidup di dalam masyarakat.

Meskipun konstitusi sudah direformasi namun karena
konstitusi tersebut baru merupakan himpunan asas-asas
maka selama periode tahun 2000-2004 belum terlihat hasil
pembangunan tertib tata hukum yang diharapkan. Kita melihat
bahwa kerapkali muncul peraturan perundang-undangan yang
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dianggap bermasalah atau overfapping dengan peraturan
perundang-undangan lain baik secara vertikal maupun secara
horizontal. Ada kesan bahwa pembentukan hukum kurang
terkordinasi baik dalam materi muatannya maupun dalam teknis
proseduralnya.

ltulah sebabnya kemudian kita mengeluarkan UU No.
10 Tahun 2004 (tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan) yang selain mengatur jenis-jenis peraturan
perundang-undangan dan hierarkinya diatur juga materi muatan
masing-masing serta prosedur yang harus ditempuh dengan
koordinasi tertentu.” Di dalam UU No. 10 Tahun 2004 itu
pula diperkenalkan atau dimasukkan secara resmi® ketentuan
mengenai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan
Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang dimaksudkan agar
ada jaminan konsistensi antar berbagai peraturan perundang-
undangan terutama agar setiap peraturan perundang-
undangan dapat menjadi aliran nilai (derivasi) kaidah-kaidah
penuntun hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

B. PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
Prolegnas adalah instrumen perencanaan pembentukan
UU yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis
yang memuat potret rencana hukum dalam periode tertentu
disertai prosedur yang harus ditempuh dalam pembentukannya.

Pembuatan UU No. 10 Tahun 2004 juga dilakukan sebagai konsekuensi adanya keharusan
perubahan jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang menurut UUD 1945 hasil aman-
demen tidak lagi mengenal Ketetapan MPR.

fDimasukkan secara resmi di dalam UU karena sebenarnya Prolegnas itu sudah ada sejak
30 tahun yang laiu sebagai acuan dalam pembangunan nasional, namun baru dimasukkan
secara lebih tegas dan imperatif di dalam UU pada tahun 2004.
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Prolegda mempunyai arti yang sama dengan Prolegnas tersebut
tetapi lingkup berlakunya hanyalah untuk Daerah.

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) memuat daftar
dan skala prioritas Program Legislasi Jangka Menengah dan
Tahunanyangdisusunsecaraberencana, terpadudan sistematis
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Rl bersama Pemerintah sesuai
dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam
mencapai tujuan negara pada tahap dan periode tertentu.

Secaraoperasional Prolegnas memuat daftar rancangan
undang-undang yang disusun berdasarkan metode dan
parameter tertentu serta dijiwai oleh visi dan misi pembangunan
hukum nasional.

Visi yang diemban dalam penyusunan Prolegnas
adalah:

“Terwujudnya negara hukum yang adil dan demokratis
melalui pembangunan sistem hukum nasional dengan
membentuk peraturan perundang-undangan yang aspiratif,
berintikan keadilan dan kebenaran yang mengabdi pada
kepentingan rakyat dan bangsa, serta tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial berdasarkan Pancasila dan UUD 1945".

Untuk mencapai visi sebagaimana tersebut di atas,
Prolegnas disusun dengan misi:
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1. mewujudkan materi hukum di segala bidang dalam
rangka penggantian terhadap peraturan perundang-
undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang
sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat
yang mengandung kepastian, keadilan dan kebenaran
dengan memperhatikan nifai-nilai hukum yang hidup dalam
masyarakat;

2. mewujudkan budaya hukum dalam masyarakat yang sadar
hukum;

3. mewujudkan aparatur hukum yang berkualitas, profesional,
bermoral dan berintegrasi tinggi; serta

4. mewujudkan lembaga hukum yang kuat, terintegrasi dan
berwibawa.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa Prolegnas dan
Prolegda diadakan agar di dalam pembuatan UU dan Perda
terbangun konsistensi isi dengan Pancasila dan UUD melalui
penyusunan rencana pembuatan UU di tingkat nasional dan
Perda di tingkat daerah untuk periode lima tahun disertai
prosedur dan mekanisme pembuatannya yang ketat. Prolegnas
dan Prolegda yang dibuat untuk masa lima tahun ini dapat
dipenggal-penggal ke dalam program tahunan sebagai prioritas
pelaksanaan berdasar anggaran yang disediakan.

Pembentukan UU haruslah didasarkan pada Prolegnas,
namun dengan alasan tertentu Prolegnas dapat disisipi
dengan materi (RUU) baru jika ada alasan-alasan yang kuat,
yaitu, karena ada putusan MK yang menyebabkan terjadinya
kekosongan hukum yang harus segera diisi, karena ada Perppu
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yang mau atau tidak mau harus dibahas pada persidangan
DPR berikutnya, karena ada perjanjian internasional yang
harus diratifikasi dalam waktu singkat, dan karena keadaan
luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam, serta karena
alasan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya
urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama
oleh Baleg DPR dan Menkum dan HAM.

Keharusan adanya Prolegnas dan Prolegda
dimaksudkan agar semua UU dan Perda yang akan dibuat
dapat dinilai lebih dulu kesesuaiannya dengan Pancasila
dan UUD 1945 melalui perencanaan dan pembahasan
yang matang. Di dalam Prolegnas dan Prolegda ini diatur
pula mekanisme pembuatan UU yang tidak boleh dilanggar
dengan konsekuensi jika mekanisme itu dilanggar dapat
dibatalkan melalui pengujian oleh lembaga yudisial melalui uji
formal. Untuk UU pengujiannya terhadap UUD dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi, sedangkan pengujian Perda terhadap
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dilakukan
oleh Mahkamah Agung. Berdasar pasal 24A UUD 1945
Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan
di bawah UU terhadap peraturan perundang-undangan yang
secara hierarkis iebih tinggi, sedangkan berdasar pasal 24C
UUD 1945 Mahkamah Konstitusi menguji UU terhadap UUD.
Pengujian oleh lembaga yudisial (judicial review) ini meliputi uji
materiil (konsistensi isi secara vertikal) dan uji formal (ketepatan
prosedur dalam pembentukannya). Dalam judicial review uiji
materi tertuju pada (dan dapat) membatalkan isi tertentu dari
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peraturan perundang-undangan yang dimintakan penguijian,
sedangkan uji formal tertuju pada (dan dapat) membatalkan
seluruh isi peraturan perundang-undangan yang dimintakan
penguijian.

Dengan demikian Prolegnas dan Prolegda menjadi
penyaring isi (penuangan) Pancasila dan UUD di dalam UU
dan Perda dengan dua fungsi.

Pertama, sebagai potret rencana isi hukum untuk
mencapai tujuan negara yang sesuai dengan Pancasila, UUD
1945, dan sistem hukum nasional selama lima tahun; di sini
rencana isi hukum dapat dibicarakan lebih dulu agar sesuai
dengan Pancasila dan kaidah-kaidah penuntun hukumnya.
Kesalahan isi peraturan perundang-undangan dalam arti
prolegnas yang pertama ini dapat dibatalkan oleh lembaga
Jjudicial (judicial review) melalui uji materiil.

Kedua, sebagai mekanisme atau prosedur pembuatan
agar apa yang telah ditetapkan sebagai rencana dapat
dilaksanakan dengan prosedur dan mekanisme yang benar.
Kesalahan dalam prosedur pembentukan peraturan perundang-
undangan dalam arti Prolegnas yang kedua ini dapat dibatatkan
oleh lembaga yudisial (judicial review) melalui uji formal.

Meskipun fungsi pengujian yang dilakukan oleh MK dan
MA sebenarnya sama-sama merupakan judicial review tetapi
secara teknis pengujian UU terhadap UUD oleh Mahkamah
Konstitusi biasa juga disebut constitutional review sedangkan
pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU
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terhadap peraturan perundang-undangan yang !ebih tinggi oleh
Mahkamah Agung biasa disebut judicial review; tetapi keduanya
secara umum disebut judicial review dalam arti pengujian yang
dilakukan oleh lembaga yudisial.

Selain itu, untuk menjamin konsistensi antar
peraturan perundang-undangan, selain judicial review sistem
ketatanegaraan kita juga mengenal /egis/ative review yakni
peninjauan atau perubahan UU dan atau Perda oleh lembaga
legislatif (DPR/DPRD dan Pemerintah/Pemda) sesuai dengan
tingkatannya karena isinya dianggap tidak sesuai dengan
hukum dan falsafah yang mendasarinya atau karena terjadi
perubahan kebutuhan yang tidak bertentangan dengan hukum
dan faisafah yang mendasarinya. Mekanisme ini dilakukan di
dalam internal lembaga legislatif sebelum dibawa ke judicial
review atau karena tidak ada yang mengajukan gugatan judicial
review padahal masalahnya sangat penting untuk di-review.
Biasanya istilah legislative review ini disamakan dengan political
review karena dilakukan oleh poros kekuasaan politik atau lebih
bersifat politis. Untuk peraturan perundang-undangan yang
berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perppu) political review atau legislative review ini mutlak harus
dilakukan pada masa sidang DPR berikutnya sejak Perppu
itu dikeluarkan sehingga tidak ada wewenang bagi lembaga
yudisial untuk meiakukan pengujian atas Perppu.

Ada juga istilah executive review yakni pengujian atau
peninjauan atas peraturan perundang-undangan yang ditakukan
oleh lembaga eksekutif terhadap peraturan perundang-
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undangan yang dibuat oleh lembaga ekskutif sendiri tanpa
dimintakan judicvial review ke lembaga yudisial karena ada
kekeliruan atau kebutuhan baru untuk meninjaunya. Contoh
tentang ini adalah perubahan PP No. 37 Tahun 2006 oleh
Presiden setelah mendapat reaksi keras dari berbagai kelompok
masyarakat karena dinilai bertentangan dengan beberapa UU.

Seperti dikemukakan di atas pengujian peraturan
perundang-undangan oleh Ilembaga vyudisial haruslah
didasarkan pada konsistensi isi peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi sesuai dengan hierarkinya masing-
masing. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia
yang harus dijadikan alat ukur untuk menguji kebenaran antar
peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan
Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004, adalah UUD, UU/Perppu, PP,
Perpres, dan Perda.

Jika Prolegnas diletakkan di dalam alur pikir politik
pembangunan hukum nasional dapat diurut secara singkat
sebagai berikut:

1. Hukum nasional harus dibuat sesuai dengan cita-cita
bangsa (yang ada di hati sanubari rakyat) yakni masyarakat
adil dan makmur berdasar Pancasila.

2. Hukum nasional harus dirancang untuk mencapai tahap
tertentu dari tujuan negara sebagaimana tertuang di
dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: (1) melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
(2) mencerdaskan kehidupan bangsa; (3) memajukan
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kesejahteraan umum; (4) ikut melaksanakan ketertiban
dunia.

Hukum nasional harus bersumber dari, dan menuju,
Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan dasar
penuangan cita-cita bangsa dan tujuan negara. Dari sini
kemudian iahir kaidah-kaidah penuntun hukum yaitu: (1)
hukum nasional harus menjamin integrasi bangsa dan
negara baik teritori maupun ideoclogi; (2) hukum nasional
harus mengintegrasikan prinsip demokrasi dan nomokrasi;
(3) hukum nasional harus berorientasi pada pembangunan
keadilan sosial; (4) hukum nasional harus menjamin
hidupnya toleransi beragama yang berkeadaban.

Hukum nasional harus menuangkan asas-asas atau norma
dasar yang tertuang di dalam UUD.

Hukum nasional harus dibuat berdasar Prolegnas yang
memuat potret atau rencana isi hukum dalam periode
tertentu serta prosedur-prosedurnya. Prolegnas merupakan
gambar rencana pencapaian tujuan negara dalam tahap
tertentu yang harus dibuat untuk menderivasi UUD ke
dalam peraturan perundang-undangan.

Judicial Review dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi
untuk menjamin konsistensi isi UU terhadap UUD serta
menjamin ketepatan prosedur sesuai dengan prolegnas.
Judicial review dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung
untuk menjamin konsistensi isi peraturan perundang-
undangan di bawah UU terhadap peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.
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8. Prolegda yang memuat potret isi dan prosedur Perda
untuk waktu tertentu guna menjamin konsistensi isi dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta
untuk menjamin ketepatan prosedur.

Alur pikir tersebut dapat disingkat dengan pernyataan
bahwa Prolegnas harus dibuat untuk menjamin ketepatan isi
dan ketepatan prosedur yang harus didasarkan pada kaidah-
kaidah penuntun hukum dan UUD 1945 untuk mencapai tujuan
negara dalam tahap atau periode tertentu yang jika salah
dalam pemuatan isi dan prosedur pembuatannya dapat diuji
oleh lembaga yudisial melalui judicial review. Perlu ditekankan
di sini bahwa menurut Pasal 17 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004
setiap Rancangan UU baik yang berasal dari DPR maupun yang
berasal dari Pemerintah harus disusun di dalam Prolegnas.

. KOORDINASI DI (DAN ANTARA) DPR DAN PEMERINTAH
’ Menurut UUD 1945 UU dibentuk oleh DPR dengan
persetujuan bersama Presiden. Oleh sebab itu diperlukan
koordinasi yang efektif baik antara DPR dan Pemerintah
maupun di lingkungan internal DPR dan lingkungan Pemerintah
sendiri dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan Prolegnas.
Begitu pentingnya koordinasi ini, sehingga UU No. 10 Tahun
2004 memuatnya secara khusus di dalam pasal 16 ayat (1)
sampai dengan ayat (3) yang berbunyi:
{1) Penyusunan Program Legislasi Nasional antara Dewan
Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dikoordinasikan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan
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Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani
bidang legislasi.

(2) Penyusunan Program Legislasi Nasional di lingkungan
Dewan Perwakilan Rakyat dikoordinasikan oleh alat
kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus
menangani bidang legislasi.

(3) Penyusunan Program Legislasi Nasional di lingkungan
Pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri yang tugas dan
tanggung jawabnya meliputi bidang peraturan perundang-
undangan.

Koordinasi penyusunan Prolegnas antara DPR dan
Pemerintah dilakukan melaiui penyusunan Prolegnas secara
bersama yang dibuat pada awal periode untuk masa lima tahun
yang kemudian dipenggal-penggaliagi menjadi prioritas tahunan
sesuai dengan kebutuhan riil. Dalam proses kesepakatan untuk
membuat Prolegnas itu, DPR dan Pemerintah sama-sama
mengajukan daftar RUU yang diperlukan untuk kemudian dipilih
dan/atau diintegrasikan guna dijadikan kesepakatan antara
keduanya. Kesepakatan kedua pihak tentang Prolegnas, baik
yang untuk lima tahunan maupun yang untuk prioritas tahunan
dituangkan ke dalam Keputusan DPR RI.

Khusus untuk Badan Legislasi (Baleg) DPR yang
oleh Pasal 17 UU No. 10 Tahun 2004 ditugaskan untuk
mengkoordinasikan pembentukan UU baik bersama
pemerintah maupun untuk internal DPR sendiri tugas-tugasnya
sudabh diatur di dalam Keputusan DPR No. 08/DPR-RI/1/2005-
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2006 (tentang Peraturan Tata Tertib DPR). Baleg yang menurut
Pasal 39 Keputusan DPR No. 08/DPR-RI/1/2005-2006 tersebut
merupakan badan kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang
berkedudukan sebagai pusat pembentukan undang-undang/
hukum nasional mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

a. menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
yang memuat daftar urutan Rancangan Undang-undang
untuk satu masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun
anggaran, yang selanjutnya dilaporkan dalam rapat
paripurna untuk ditetapkan dengan Keputusan DPR;

b. menyiapkan Rancangan Undang-undang (RUU) usul
inisiatif DPR berdasarkan program prioritas yang telah
ditetapkan;

c. melakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan
konsepsi RUU yang diajukan Anggota, Komisi atau
Gabungan Komisi sebelum RUU tersebut disampaikan
kepada Pimpinan Dewan;

d. memberi pertimbangan terhadap pengajuan RUU yang
diajukan oleh Anggota, Komisi dan Gabungan Komisi di
fuar RUU yang terdaftar dalam Program Legislasi Nasional
atau prioritas RUU tahun berjalan;

e. melakukan pembahasan, perubahan/penyempurnaan
RUU yang secara khusus ditugaskan Badan Musyawarah
(Bamus);

f. melakukan penyebariuasan dan mencari masukan untuk
RUU yang sedang dan akan dibahas dan sosialisasi
undang-undang yang telah disahkan;
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g. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasiterhadap
materi undang-undang, melalui koordinasi dengan komisi,

h. melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan Tata
Tertib dan Kode Etik;

i. memberikan masukan kepada pimpinan DPR atas RUU
usul DPD;

j- memberikan pertimbangan terhadap RUU yang sedang
dibahas oleh Presiden dan DPR;

k. membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang-
undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat
dipergunakan sebagai bahan oleh Badan Legislasi pada
masa keanggotaan berikutnya.

Untuk menangani Prolegnas dan Penyiapan Rancangan
UU, Rancangan Perppu, Rancangan PP, dan Rancangan
Perpres dilingkungan Pemerintah telah dikeluarkan dua Perpres
yakni Perpres No. 61 Tahun 2005 dan Perpres No. 68 Tahun
2005.° Yang terkait dengan Prolegnas pada pokoknya Perpres
No. 61 Tahun 2005 mengatur bahwa penyusunan Prolegnas
di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri (yang
bertanggungjawab di bidang peraturan perundang-undangan),
dalam hal ini Menkum dan HAM (Pasal 6 ayat 2). Menteri inilah
yang meminta perencanaan pembentukan RUU kepada Menteri
lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen

9 Perpres No. 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Leg-
islasi Nasional yang isinya bukan hanya mengatur koordinasi internal pada tingkat Pemer-
intah tetapi juga mengatur tentang koordinasi dengan DPR; Perpres No. 68 Tahun 2005
tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pe-
merintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan
Peraturan Presiden.
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sesuai dengan lingkup bidang tugas dan tanggung jawab
masing-masing (pasal 11). Selanjutnya Menteri melakukan
pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU
yang diterima dengan Menteri lain atau Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non Departemen penyusun perencanaan
pembentukan RUU dan Pimpinan instansi Pemerintah terkait
lainnya (pasal 14). Selanjutnya konsepsi RUU yang telah
memperoleh keharmonisan, kebulatan, dan kemantapan
konsepsi oleh Menteri wajib dimintakan persetujuan terlebih
dulu kepada Presiden sebagai Prolegnas yang disusun di
lingkungan Pemerintah sebelum dikoordinasikan dengan DPR
(pasal 17). Setelah Presiden mendapat kejelasan dan memberi
arahan baik untuk mengkoordinasikan kembali maupun
langsung menyetujui (Pasal 18). hasil penyusunan Prolegnas
di lingkungan Pemerintah itu oleh Menteri dikoordinasikan
dengan DPR melalui Baleg dalam. rangka sinkronisasi dan
harmonisasi Prolegnas.

. PROBLEM KOORDINASI PROLEGNAS

Sebenarnya dengan mekanisme dan pedoman
koordinasi seperti itu dapat diharapkan agar Prolegnas
menghasilkan berbagai UU yang baik, sinkron, dan terarah.
Namun dalam kenyataannya harapan baik itu tidaklah
sepenuhnya terwujud. Kita masih sering melihat adanya UU
yang isinya dibatalkan oleh MK karena secara vertikal tidak
konsisten dengan UUD atau karena secara horizontal tumpang
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tindih dengan UU lain."® Kenyataan ini dapat ditambah dengan
hasil kajian yang dilakukan oleh sebuah Tim yang dibentuk
oleh DPR RIi dengan SK Pimpinan No. 12/PIMP/I1i/2005-2006
tangga!l 16 Februari 2006 yang diberi tugas melakukan Kaijian
Peningkatan Kinerja DPR RI.

Tim tersebut menemukan empat masalah utama
dalam bidang legislasi, yaitu: Pertama, Kualitas UU yang
dihasilkan belum memadai sehingga kurang memberikan
manfaat langsun;; bagi kehidupan masyarakat, Kedua, belum
terpenuhinya target jumlah penyelesaian RUU yang telah
ditetapkan dalam Prolegnas; Ketiga, Proses pembahasan
RUU kurang transparan, sehingga sulit diakses oleh publik;
Keempat, masih lemahnya tingkat koordinasi di antara alat
kelengkapan Dewan dalam penyusunan dan pembahasan
suatu RUU.

Ternyata bahwa masalah koordinasi menjadi salah satu
problem di lingkungan DPR sendiri. Kurangnya koordinasi ini,
misalnya, ditandai oleh munculnya secara tiba-tiba satu RUU
yang tidak pernah ada di dalam Proiegnas dan tidak memenuhi
syarat situasi untuk disisipkan di dalam Prolegnas sehingga
ditolak untuk dimasukkan Prolegnas karena tidak sesuai
dengan tuntutan Pasa! 17 UU No. 10 Tahun 2004.

'® Contoh tentang ini adalah dibatalkannya sebagian isi UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komi-
si Yudisial dan dibatalkannya sebagian isi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sejauh menyangkut penutupan peluang bagi calon independen atau perseorangan
(tanpa harus lewat parpol). Putusan MK dalam pengujian atas kedua UU tersebut bukan saja
berdasar ketidakkonsistenan UU atas UUD tetapi juga mencakup ketidaksinkronan dengan
berbagai UU fain.
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Pada Rapat Kerja antara Pemerintah (Depkum dan
HAM) dan Baleg DPR RI bulan Oktober 2007 yang lalu ada
satu RUU yang ditofak untuk dimasukkan di dalam Prolegnas
prioritas tahun 2008 karena sebelumnya tidak masuk di dalam
Prolegnas 2005-2009. Begitu juga ada RUU yang ditolak untuk
dimasukkan ke dalam prioritas Prolegnas 2008 karena tiba-tiba
diusulkan sebagai RUU revisi atas UU yang sudah ada tanpa
ada naskah akademik dan penjelasan substansi yang resmi.
RUU-RUU tersebut diusulkan secara tiba-tiba (tanpa naskah
akademik dan penjelasan substansi secara resmi) karena ada
peristiwa tertentu di lapangan yang dikaitkan dengan kurang
tepatnya isi UU tersebut. Hal yang seperti ini kerapkali terjadi
bukan hanya di negara kita tetapi juga di negara lain, seperti di
Perancis.

Di lingkungan Pemerintah sendiri ditengarai masih ada
menteri yang menggebu-gebu ingin membuat UU sebagai
jejak atau warisan sejarahnya saat menjabat menteri sehingga
ada yang langsung menyampaikan kepada Presiden tanpa
koordinasi dengan Menkumham. Bahkan ada kasus, menteri
membuat RUU sendiri tetapi tidak dimasukkan sebagai
usul RUU melalui Depkumham sebagai pintu keluar RUU di
lingkungan Pemerintah melainkan dititipkan kepada sejumiah
anggota Komisi tertentu di DPR agar dijadikan RUU inisistif dari
DPR.

Pada tingkat daerah sampai sekarang tampaknya
belum ada satu pun Daerah yang membuat Proiegda sesuai
dengan arahan UU No. 10 Tahun 2004 sehingga belum ada
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instrumen penyaring untuk semua Perda, apakah isinya
sudah konsisten dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi dan apakah prosedur pembuatannya sudah
benar. Di dalam kenyataan banyak sekali produk Perda yang
dipersoalkan isinya, namun kontrol dari Pusat sesuai dengan
ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 tampaknya lemah dan belum
terkoordinasi dengan baik antara Depdagri dan Depkumham.
Untuk menjamin tertib tata hukum politik hukum nasional
kita menuntut Pemerintah agar tidak hanya memfokuskan
diri pada penanganan Prolegnas, tetapi juga harus sekaligus
mengurus Prolegda; sebab tanpa itu sangat mungkin muncul
berbagai Perda yang bukan saja bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga
bertentangan dengan Kaidah-kaidah Penuntun Hukum sebagai
pijakan politik hukum nasiona! seperti yang ditengarai banyak
terjadi beberapa tahun terakhir ini.

E. PROLEGNAS DIPUJI TAPI KURANG BERTAJI

Pada tanggal 18 Oktober 2007 yang lalu saya bersama
rombongan Tim Sosialisasi Putusan MPR mampir berkunjung ke
Parlemen Perancis di Paris. Salah satu Pejabat yang saya temui
adalah Philippe Jabaut yang menjadi Directeur des Sevices
Juridiques atau semacam kepala Baleg dan Biro Perundang-
undangan kalau di Indonesia. Badan ini merupakan satu unit
organisasi di Sekretariat Jenderal Parlemen (Assemblee
Nationale} yang berfungsi seperti Baleg di DPR RI dalam
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perencanaan dan pengharmonisasian hukum. Yang menarik
dari keterangan Jabaut adalah kenyataan bahwa di Perancis
hampir semua menteri ingin membuat UU sehingga seringkali
muncul usul RUU yang substansinya terlalu sepele atau sudah
diatur di dalam, bahkan berbenturan dengan UU lain yang
sudah ada. Menurut Philippe Jabaut hal itu terjadi karena sang
menteri ingin namanya menempel di dalam sebuah UU, sebab
meskipun resminya setiap UU tidak dikaitkan dengan nama
orang tetapi dalam pemberitaan pers sebuah UU sering disebut
UU yang disambung dengan nama menteri yang mengusulkan
pembuatannya, misalnya UU Nicolas, UU Delcamp, UU Jeff,
dan sebagainya. Akibatnya perencanaan dan pembuatan
hukum di sana agak semrawut.

Kepada Jabaut saya mengatakan bahwa di Indonesia
hal itu sulit terjadi karena kami mempunyai Prolegnas yang
membatasi para menteri dan legislator untuk mengusulkan
RUU secara tiba-tiba. Dengan Prolegnas tak bisalah seorang
menteri atau legislator mengajukan RUU secara tiba-tiba jika
tidak ada di dalam Prolegnas yang disepakati lebih dulu atau
tidak ada naskah akademik yang dapat meyakinkan bahwa
RUU itu memiliki urgensi yang layak untuk dibahas dalam
proses legislasi.

Jabautmerasatertarikbahkanagakkagumdengankreasi
Indonesia tentang Prolegnas yang dapat menjamin konsistensi
isi peraturan perundang-undangan dan kebenaran prosedur
serta menentukan koridor bagi para menteri dan legisiator
lainnya untuk tidak membuat UU secara sembarangan. Kata
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Jabaut dirinya mengimpikan Perancis mempunyai Prolegnas
seperti Indonesia dan dia ingin belajar banyak tentang itu
kepada DPR indonesia.

Tentu saja saya tidak bercerita bahwa meski sudah ada
Prolegnas di negara kita masih banyak menteri dan legislator
yang suka menerobos dalam pembuatan RUU sehingga
mengganggu konsistensi secara vertikal dan sinkronisasi
secara horizontal. Artinya, saya tidak menceritakan kepada
Jabaut bahwa Prolegnas kita yang dipuji oleh Jabaut itu
sebenarnya masih kurang bertaji karena masih sering diakali
untuk dilanggar.

Ternyata yang kita perlukan dalam masalah ini bukan
lagi pedoman dalam proses legislasi, sebab kalau soal itu
kita sudah mempunyai cukup lengkap. Masalahnya adalah
bagaimana menghentikan kegenitan pejabat pemerintah dan
legislator yang suka membuat RUU sendiri-sediri tanpa melalui
koordinasi kuat yang berpijak pada Prolegnas (dan Prolegda).
Di lingkungan DPR Baleg harus diperkuat; di lingkungan
Pemerintah Depkumham harus diberi kekuatan atau dukungan
politis yang ekstra kuat agar Departemen itu benar-benar
menjadi dapur penggodok dan satu-satunya pintu keluar setiap
RUU baik keluar dari departemen atau lembaga pemerintah
non departemen untuk meminta persetujuan Presiden maupun
keluar untuk diajukan secara resmi sebagai RUU oleh Presiden
kepada DPR.
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Perlunya koordinasi tentang ini bukan hanya dalam
rangka Prolegnas tetapi juga tak kalah pentingnya untuk juga
mengawal Perda-perda melalui penanganan Prolegda. Sampai
sekarang tampaknya Prolegda belum mendapat perhatian untuk
ditangani secara serius, padahal dari daerah lah sering muncul
Perda yang dipersoalkan konsistensinya dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, bahkan berbenturan
dengan kaidah-kaidah penuntun hukum nasional kita.
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Makalah 3
PROLEGNAS SEBAGAI POTRET POLITIK
HUKUM NASIONAL

Oleh:
Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.
Guru Besar limu Hukum dan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Indonesia
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PROLEGNAS SEBAGAI! POTRET POLITIK
HUKUM NASIONAL*
Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL M., Ph.D.

Arahan Program Pembangunan Hukum

. Bila ditilik sejak Indonesia merdeka tidak ada konsistensi apa
yang menjadi arahan program Pembangunan Hukum

o Masa Pemerintahan Soekarno arahan program hukum
ditujukan untuk mengganti hukum koionial

o  MasaPemerintahan Soeharto arahan program ditujukan
untuk pembangunan ekonomi, di samping untuk
mengganti hukum kolonial dan peraturan perundang-
undangan yang dibentuk pada era Pemerintahan
Soekarno

] Pasca pemerintahan Soeharto, arahan hukum semakin
tidak pasti karena setiap pemerintahan seolah mempunyai
kepentingan

] Program Legislasi Nasional tidak diperhatikan

. Prolegnas semakin tidak berarti jika ada keinginan dari luar
negeri atas suatu UU

o Semakin Indonesia bergantung secara ekonomi pada

*Dikutip dari Naskah Aslinya dalam format Power Point (ppt).
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Lembaga Keuangan Internasional atau Negara Maju
maka semakin Indonesia dirongrong kedaulatan
hukumnya

Kalau padamasa pemerintahan Soeharto adapernyataanganti
menteri ganti kebijakan maka pada saat ini ada kesan ganti
Presiden ganti kebijakan, termasuk prioritas pembentukan
uu

UU banyak dibuat sangat ego sektoral dari departemen

UU banyak dibuat sangat Jakarta sentris atau kota besar
sentris

UU masih belum dibuat untuk kebutuhan masyarakat dan
memperhatikan infrastruktur yang ada di berbagai wilayah di
Indonesia

Keberadaan Daftar Kumulatif Terbuka dalam Prioritas Tahunan
Prolegnas

Keberadaan Daftar ini untuk mengakomodasi agar Prolegnas
tidak dilakukan secara ketat mengingat ada UU yang tidak
terencanakan sebelumnya akibat, antara lain, putusan MK
ataupun perjanjian internasional

Hanya saja daftar kumulatif terbuka dapat disalahgunakan
untuk kepentingan-kepentingan tertentu

Daftar kumulatif terbuka akan mengesampingkan apa yang
telah direncanakan dalam prolegnas
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Boleh jadi daftar kumulatif terbuka justru akan mengganggu
apa yang telah direncanakan dalam prolegnas

Menjadi pertanyaan besar apakah prolegnas masih relevan?

Apakah UU perlu dibuat secara terencana? Ataukan sangat
digantungkan pada kebutuhan pada suatu saat?

Aturan Pelaksana untuk Program Legislasi Daerah (Prolegda)

Hingga saat ini tidak ada aturan pelaksana untuk program
legislasi daerah

Daerah telah menginterpretasi secara beragam aturan yang
lebih tinggi dan berlaku secara nasional, sayangnya banyak
yang dikaitkan dengan kedaerahannya '

Bagaimana membuat aturan pelaksana Prolegda juga menjadi
masalah dan tidak akan mudah dalam situasi di mana tidak
ada aturan pelaksana.
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Makalah 4

PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
ANTARA KENYATAAN DAN HARAPAN

Oleh:
Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H.
Wakil Ketua merangkap Anggota Komisi Ombudsman Nasional
Mantan Kepala BPHN 1989-1996

263



264



PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
ANTARA KENYATAAN DAN HARAPAN
Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H.

PENDAHULUAN

Kehadiran suatu Program Legislasi Nasional tentu saja
tidak terlepas dan tidak dapat dipisahkan dari keharusan untuk
membangun Sistem Hukum Nasional Indonesia yang utuh dalam
waktu yang sesingkat-singkatnya.

Bangsa Indonesia sudah mencetuskan tekad ini sebelum
Proklamasi Kemerdekaan Tanggal 17 Agustus 1945, namun pada
saat itu belum disadari benar, betapa tertinggalnya keadaan hukum
masyarakat Indonesia untuk hidup di dalam suatu negara hukum
yang modern, di abad ke-20.

Bangsa Indonesia, yang untuk bagian terbesar menurut
hukum kolonial Belanda, hukumannya berdasarkan Indische
Staatsregeling (S.1855-2j0 1) termasuk golongan penduduk bumi
putera/inlanders, pada saat itu (dan sebagian bahkan sampai -
saat ini juga) masih tetap hidup dalam suasana Hukum Adat dan
Hukum Agama, sehingga kesadaran masyarakat Indonesia pun
untuk sebagian (besar?) sekarang pun masih mengira, bahwa 62
tahun kemerdekaan kita tidak membawa perubahan apa-apa dan
karena itu ingin kembali ke kesadaran hukum Agama dan Hukum
Adat dari abad ke-17, ketika orang-orang asing menginjakkan
kakinya di kepulauan Indonesia, dan kemudian menjajah bangsa
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kita. Sementara itu Dunia pun seixk akhir Perang Dunia Kedua
sudah jauh berubah. Bahkan Negeri Belanda sendiri sudah satu
dasawarsa (sejak tahun 1990) tidak lagi menggunakan (peraturan)
Hukum dan sebagai kodifikasinya, yang berlaku sejak abad ke-19;
baik di Belanda maupun Hindia-Belanda; sebagai negeri jajahanya
sampai tahun 1942.

Tetapi, aneh bin ajaib di Indonesia sebagian besar ketentuan
Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van
Koophandel hingga hari ini masih tetap berlaku, sehingga atas
usul Belanda, Indonesia dengan bangga merayakan 150 tahun
berlakunya Code Napoleon itu, yang nota bene di negeri asalnya,
Perancis dan Belanda, sudah lama ditinggalkan.

Jelas, bahwa sikap ini merupakan bukti nyata, betapa
bangsa kita menjelang abad ke-21 masih berbangga, bahwa kitab
undang-undang yang oleh bangsa yang menyusunnya dan sudah
menggantinya dengan yang baru, seakan-akan memuji produk
sejarah hukum bangsa lain, yang didasarkan pada kesadaran
hukum dan kebutuhan hukum di abad ke-19 (kalau bukan dari
abad ke-18!) karena menganggap hukum itu cukup modern untuk
memenuhi kebutuhan hidup bangsa Indonesia di abad ke-21!

Kiranya hal ini merupakan bukti nyata, betapa sejumlah
sarjana hukum kita, yang ingin kembali ke Hukum Adat dan Hukum
Agama abad ke-17 atau Hukum Barat dari abad ke-19 itu, benar-
benar tidak menyadari betapa jauh ketertinggalan Hukum Nasional
kita dan belum mempunyai visi tentang sistem dan kesadaran
hukum maupun norma-norma hukum, yang kita butuhkan sebagai
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bangsa yang merdeka, yang hidup dalam masyarakat global, di
antara bangsa-bangsa dan negara-negara lain di abad ke-21 ini!

Sulitnya pembahasan RUU tentang Undang-undang Hukum
Pidana, yang entah sudah berapa kali dikembalikan oleh DPR, baik
di Orde Baru maupun dalam Era Reformasi ini, membuktikan dan
bahkan juga memperpanjang ketertinggalan hukum yang sangat di
negeri kita yang tercinta.

Bahkan hingga kini belum pernah diupayakan untuk
menyusun suatu RUU Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk
menggantikan Burgeriijk Wetboek warisan Hindia Belanda itu, sekali
pun ada beberapa undang-undang yang menggantikan beberapa
bagian dari Wetboek van Koophandel, seperti Undang-Undang
tentang Perseroan Terbatas. ltupun dengan hanya memberikan
peraturan yang sangat terbatas pula!

Mengapa Perlu Ada Program Legislasi Nasional?

Menghadapi keadaan seperti itu sejak Orde Baru dianggap
perlu untuk mengejar ketertinggalan hukum selama 3 abad itu,
dengan membangun hukum secara lebih berencana.

Karena itu langkah pertama, yang dilakukan oleh Prof. Dr.
Mochtar Kusumaatmaja, LL. M., adalah menyarankan kepada
Presiden Republik Indonesia, agar Rencana Pembangunan Lima
Tahun juga memuat suatu bab tentang Rencana Pembangunan
Hukum. Tentu saja, selain membangun pembangunan hukum melalui
undang-undang dan peraturan perundang-undangan, pembangunan
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Hukum Nasional kita juga mengupayakan pembangunan hukum
melalui peradilan dan melalui upaya pembangunan kesadaran
hukum.

Sayang sekali, HUKUM pada waktu itu hanya dianggap
sebagai norma dan aspirasi'; belum sebagai suatu sistem?. Sehingga
pada waktu itu pembangunan lembaga, sarana dan prasarana,
sumber daya manusia, filsafah hukum, profesi hukum, dan
sebagainya tidak mendapat perhatian yang seimbang, dibandingkan
dengan perhatian terhadap pembuatan undang-undang.

Baru pada masa akhir Orde Baru orang menyadari bahwa
sosialisasi dan metode pengembangan kesadaran memeriukan
penanganan yang aktif dan terus-menerus, sehingga atas inisiatif
Menteri Kehakiman, Jendral (Purn) Ismail Saleh kegiatan Kadarkum
sangat digalakkan.

Demikianlah sejak tahun 1977 timbul pemikiran akan perlunya
program legislasi nasional. Adapun tujuan Prolegnas itu adalah
agar pengesahan undang-undang dapat dilakukan secara
terencana, sesuai dengan visi tentang masyarakat yang kita
harapkan lebih cepat, memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Sayangnya, pada waktu itu beberapa hal yang sangat
penting masih belum dipertimbangkan, yaitu:

‘Lihat J.B.J.M ten Berge, G.J.H van Hoof, A. Ph. Jasper dan AH.J. Swart." Recht als norm en
als aspiratie” Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1986

2 Lihat Sunaryati Hartono : “Politik Hukum menuju Satu Sistem Hukum Nasional *, Alumni
Bandung,1991
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

9)

10)

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyetujui apakah suatu
RUU tertentu diperlukan, atau tidak;

Jangka waktu untuk mengadakan penelitian pendahuluan
menuju suatu Naskah Akademik;

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyusun draft pertama
bagi RUU itu;

Jangka waktu untuk memasukkan RUU itu ke dalam Program
Legislasi Nasional;

Jangka waktu yang diperfukan untuk melalui proses pengajuan
RUU ke DPR; atau dari DPR ke Pemerintah;

Jangka waktu untuk membahas RUU sampai dengan akhir
persetujuannya di DPR,

Dan waktu menuju pengesahan RUU oleh Presiden dan saat
berlakunya UU yang bersangkutan;

Perkiraan mengenai masa berlakunya UU yang baru itu;
sampai saat UU itu harus benar-benar diimplementasikan;
Perkiraan waktu yang diperlukan untuk mensosialisasikan UU
yang baru itu;

Perkiraan waktu yang diperlukan untuk mengganti UU yang
bersangkutan dengan yang baru.

Kesepuluh hal tersebut sangat penting untuk diperhatikan,

karena masing-masing tahap memerlukan waktu yang cukup

lama.

Tahap pertama, misainya paling cepat makan waktu satu tahun;
Tahap kedua juga memerlukan sekitar dua tahun;
Tahap ketiga membutuhkan satu tahun pula;

Tahap keempat juga diperkirakan satu tahun;
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Tahap kelima biasanya meliputi satu tahun; kalau tidak Iebih;

Tahap keenam juga dapat makan waktu cukup lama, sekalipun
sebenarnya hanya memerlukan pengecekan di kantor
Sekretariat Negara (ambillah 6 bulan);

Tahap ketujuh sudah ditentukan di tahap pembahasan RUU di DPR
(tahap keenam). Tetapi kadang-kadang juga masih tergantung
siap-tidaknya peraturan pelaksanaan serta peraturan yang
dibutuhkan oleh UU yang bersangkutan, katakanlah antara
satu dan 50 tahun, seperti dalam hal UU Pokok Agraria; yang
hingga sekarang masih membutuhkan beberapa peraturan
pelaksanaannya;

Tahap kedelapan juga memeriukan waktu yang cukup lama, yaitu
antara satu dan sepuluh tahun.

Alhasil, jika diperkirakan UU itu berlaku untuk masa 10 tahun maka
sebelum suatu RUU menjadi dan berlaku sebagai UU paling sedikit
10 tahun sudah berlalu.

Dan apabila RUU itu harus berlaku selama 10 tahun berikut
maka peneliti dan penyusun RUU itu harus dapat memperkirakan
bagaimana keadaanya dalam 20 tahun ke depan!

Diperlukan Pandangan Yang Jauh Ke Depan (Futurologis)

Kesimpulan yang dapat ditarik ialah, bahwa para peneliti,
para penyusun dan pembahas RUU dan Program Legislasi Nasional
juga dituntut mempunyai pandangan sedikitnya 20 sampai 30 tahun
ke depan, untuk dapat memperkirakan, bagaimana hendaknya isi
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RUU, apalagi bagaimana akhirnya isi dan bentuk UU itu setelah
dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat

Contoh: Jika misalnya tahun 2008 nanti akan dibahas RUU tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Tentang Pemanasan Bumi,
atau RUU tentang Administrasi Pemerintahan, atau RUU tentang
Pelayanan Publik, atau RUU tentang Hukum Tanah, atau RUU
tentang Hukum Kontrak, atau RUU tentang Komunikasi di Dunia
Maya (Cyber Law) dsb. Maka para penyusun Naskah Akademisnya
wajib memperkirakan bagaimana keadaan masyarakat Indonesia
dan keadaan seluruh dunia dalam kurun waktu 20 tahun mendatang;
jadi bagaimana keadaan dan kehidupan fisik maupun non-fisik
manusia dan masyarakat Indonesia di daiam masyarakat dunia
(global) katakaniah antara tahun 2010 dan 2020 (yaitu pada saat
UU itu diharapkan disetujui di tahun 2008 dan masa berlakunya UU
itu sebelum perlu direvisi atau diganti dengan yang baru). Apalagi,
akibat perubahan teknologi (penggunaan robot di segala bidang),
iimu pengetahuan, perubahan alam (climate change, gunung api
yang meletus serta lempengan bumi yang bergeser, dil), berubah
dengan sangat cepat dan susul-menyusul, sehingga kiranya
perubahan sosial, ekonomi, politik dan budaya manusia pun juga
akan berubah dengan cepatnya.

Ha! ini tentu membawa konsekuensi, bahwa hukum pun
harus dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang sangat
besar, cepat dan fundamental itu, apabila hukum itu harus
merupakan prasarana atau mekanisme yang mampu mengubah
masyarakat (instrument of change) dan tidak hanya terseok-seok
di belakang perubahan-perubahan itu (dan oleh karena itu dapat
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dikatakan hampir tidak berfungsi !). Sebab Jika, Hukum terus
tertinggal, jelaslah bahwa upaya penyusunan Program Legislasi
Nasional, maupun kegiatan pembahasan RUU di DPR seringkali
merupakan pekerjaan yang sia-sia. Oleh karena biasanya peneliti
dan penyusun RUU, maupun mereka yang membahas RUU
itu di DPR hanya memperhatikan masalah-masalah dan situasi
faktua! (baik secara lokal, nasional maupun internasional) yang
terdapat pada saat mereka mengadakan penelitian, atau pada saat
penyusunan Program Legislasi Nasional atau saat penyusunan
Naskah Akademis atau pembahasan RUU di DPR.

Sehingga suatu RUU yang dibahas pada tahun 2007,
mungkin sekali Naskah Akademisnya dibuat tahun 2002. Dan
penelitiannya di buat pada tahun 2000 dengan tujuan untuk
menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi pada tahun 1999
atau bahkan sebelumnya.

Sementara itu UUnya sendiri paling cepat baru akan berlaku
tahun 2008, padahal pada saat itu pun keadaan masyarakat
Indonesia dan masalah-masalah yang dihadapinya sudah jauh
berbeda dengan keadaan masyarakat sebelum tahun 2000 itu.
Akibatnya, banyak UU, bahkan amandemen-amandemen UUD
1945 sekalipun merupakan reaksi yang hampir 10 tahun terlambat,
sehingga pada saat ia mulai berlaku sebenarnya sudah saatnya UU
itu diganti lagi!

Mungkinkah, hal itu yang menyebabkan mengapa Hukum
di negara kita yang tercinta ini begitu amburadui dan tidak mampu
melaksanakan fungsi sosialnya, sebagaimana diharapkan?
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Sementara lain-lain bidang kehidupan masyarakat seperti teknologi,
industri, ekonomi, keuangan negara, kedokteran dan kesehatan,
multi-media, telekomunikasi dan lain-lain semuanya sudah melihat
jauh ke depan (future oriented), sayangnya (sarjana) Hukum
justru mengikuti ahli Budaya, Sejarah, dan Sosial lebih cenderung
memuja-muja masa lalu, atau ingin mengembalikan masa lalu dari
abad ke-17 ke abad-21.

Sungguh sangat ironi! Padahal para pendiri Bangsa
Indonesia sendiri dalam segala ucapan dan perilakunya senantiasa
bertekad menjadikan Bangsa Indonesia suatu bangsa yang modern
dan negara Republik Indonesia suatu negara yang modern!

Melihat Hukum Sebagai Suatu Sistem

Masalah lain yang juga menyebabkan pengembangan
hukum di Indonesia sampai kini masih tetap gagal menjalankan
fungsi sosialnya sebagai pengayom masyarakat dan sarana
perubahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan lain-
lain adalah karena Sarjana Hukum Indonesia belum melihat hukum
itu sebagai suatu sistem, baik pejabat Negara, anggota DPR
maupun Sarjana Hukum Indonesia cenderung melihat Hukum itu
sebagai norma atau peraturan semata. Sering dilupakan, bahwa
untuk dapat berfungsi dan menghasilkan oulput yang diinginkan,
yaitu kedisiplinan, ketaatan pada hukum, keseimbangan, kepatutan
dan keadilan, maka Hukum itu harus dipandang sebagai sistem,
(berdasarkan faham sistemik) yang terdiri dari sejumiah unsur atau
elemen.
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Unsur-unsur itu adalah selain nilai-nilai moral, filsafah
hukum dan norma hukum juga terdiri dari lembaga-lembaga yang
harus menegakkan atau menjalankan hukum itu. Pada gilirannya
lembaga-lembaga itu harus dijalankan oleh orang-orang (sumber
daya manusia, yang di bidang ekonomi abad ke-21 sudah disebut
“Human Capital” atau inteligensi dan keterampilan manusia
sebagai modal pengembangan Hukum itu, dan masih banyak lagi.

Karena itu salah satu unsur Sistem Hukum Nasional kita
adalah juga Sistem Pendidikan Hukum kita, di samping informasi
dan teknologi yang digunakan dalam proses pembentukan dan
penegakan Hukum.

Informasi Hukum berupa buku-buku, CD-Rom dan lain-
lain yang bermutu yang terdiri dari software maupun hardware yang
diperlukan bagi penelitian dan pengambilan keputusan yang tepat
dan adil tentu juga merupakan saiah satu unsur dari Sistem Hukum
kita.

Masih diperlukan sarana perkantoran/hardware dan
software yang cukup dan up-to-date, jangan sampai seperti pernah
terjadi perjanjian-perjanjian internasional yang ditandatangani oleh
Pemerintah Rl dengan negara-negara lain terpaksa disimpan di
gang-gang Departemen Luar Negeri, sehingga pada waktu terjadi
demonstrasi pada tahun 1999, sebagian dari dokumen-dokumen
penting itu diobrak-abrik oleh para demonstran dan hilang tak
berbekas!

Dalam rangka ini ingin saya usulkan agar Pusat Dokumentasi
dan Informasi Hukum dibangun untuk benar-benar menjadiLembaga
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Dokumentasi dan Informasi Hukum Republik Indonesia yang resmi,
dan yang harus merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang
mencetak maupun menerbitkan semua RUU maupun UU Republik
Indonesia yang otentik, dan yang harus menjadi satu-satunya
pegangan bagi setiap penegak hukum, sebagaimana di Inggris
misalnya, hanya boleh dilakukan oleh Her Majesty’s Stationary
Office.

Terakhir, tentu saja untuk dapat mengembangkan Hukum
Nasional kita dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya juga
diperiukan anggaran yang cukup besar. Tidak seperti di masa
yang lalu (hingga sekarang ini) di mana anggaran di APBN bagi
pembangunan Hukum senantiasa merupakan anggaran yang paling
kecil atau anggaran nomor 2 dari yang terkecil.

Dibandingkan dengan anggaran bagi pembangunan
Ekonomi, Politik, Kebudayaan, bahkan Pariwisata dan lain-lain,
anggaran bagi pengembangan hukum masih mencerminkan
faham seakan-akan Hukum itu dapat diabaikan saja, karena yang
iebih penting adalah pembangunan Polittk (di Orde Lama) atau
pembangunan Ekonomi (di masa Orde Baru).

Tampaknya kini para pembuat Undang-undang juga
mulai menganggap lagi seakan-akan pembangunan sistem dan
kehidupan politiklah yang terpenting, sehingga pembuatan undang-
undang (dan Program Legislasi Nasional) hanya merupakan
sarana untuk mempertebal anggaran DPR (atau dompet anggota-
anggotanya), serta partai politik; lebih dari pada meningkatkan
keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh
masyarakat.
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Jelaslah, bahwa sebelum harapan kita semua agar Negara
Hukum versi abad ke-21 ini akan tercapainya masih begitu banyak
yang harus dibenahi, baik dalam ketatanegaraan kita, administrasi
pemerintahan, pelayanan pubiik, pengawasan pelayanan publik,
penelitian dan pendidikan hukum, perencanaan hukum, yang
didasarkan pada futurologi hukum dan masyarakat, sampai pada
pandangan sistemik hukum dan pandangan holostik antara hukum
dan lain-lain bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sebab, sebelum para pejabat dan para petinggi politik
menyadari betapa pentingnya hukum sebagai faktor pembangunan
masyarakat dan bernegara, dan bahwa hukum tidak boleh dinomor
sekiankan; baik dalam penyediaan anggaran maupun dalam “human
capital’ para ahli; dan selama penyusunan undang-undang hanya
memikirkan masalah hari ini dan/atau kejayaan masa lalu, dan
bukan masa depan bangsa, masyarakat dan dunia, selama itu pula
penyusunan Program Legislasi Nasional kita masih akan tetap sia-
sia belaka. Apalagi jika Program Legislasi Nasional itu tidak pernah
ditepati dan diselesaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, seperti
yang sejak tahun 1977 menjadi kebiasaan di negara kita.

Harapan akan perbaikan tentu selalu ada, akan tetapi
syarat-syarat untuk mencapai perbaikan itu cukup banyak dan jaian
menuju ke sana juga sangat sulit.

Tetapi jika ada kemauan, apalagi tekad bersama, harapan
tetap ada selama ada kehidupan dan asal kita punya tekad, harapan
itu pasti dapat menjadi kenyataan.
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Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik ialah, bahwa para peneliti,
para penyusun dan pembahas RUU dan Program Legislasi Nasional
juga dituntut mempunyai pandangan sedikitnya 20 sampai 30 tahun
ke depan untuk dapat memperkirakan, bagaimana hendaknya isi
RUU; apalagi bagaimana isi dan bentuk UU itu setelah dibahas di
Dewan Perwakilan Rakyat. Satu dan lain, agar Hukum Perundang-
undangan kita tidak semakin ketinggalan zaman dibandingkan
dengan Hukum di negara lain di Asia, maupun di Eropa dan kawasan
Afrika maupun Amerika.

Demikian pula proses penyusunan RUU pada umumnya dan
proses penyusunan Program Legislasi Nasional, yang notabene
selama 30 tahun belum pernah benar-benar ditaati secara utuh oleh
DPR, mutai tahun 2008 hendaknya lebih memperhatikan perkiraan
perkembangan masyarakat nasional dan internasional di masa 20
sampai 30 tahun ke depan, untuk mengurangi ketertinggalan hukum
yang menahun dan semakin parah selama 62 tahun kita merdeka.

Untuk itu Program Legislasi Nasional di masa datang tidak
perlu memuat jumiah RUU yang terlalu banyak, tetapi hendaknya
RUU yang diprogramkan itu benar-benar merupakan UU yang
mendasar, seperti misalnya RUU tentang Hukum (berbagai) Kontrak,
untuk menjamin pembangunan ekonomi maupun mengentaskan
kemiskinan, RUU tentang Administrasi Pemerintahan untuk
melandasi Reformasi Birokrasi, RUU tentang Ombudsman RI untuk
menjamin pengawasan terhadap pelayanan publik, RUU tentang
pembaharuan Hukum Tanah untuk mengoreksi kekacauan yang
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sangat parah dalam bidang pertanahan, khususnya dalam rangka
Revitalisasi Agraria dan Perkebunan, antara lain menghadapi
keniscayaan pemanasan global, dan sebagainya.

Sementara itu RUU tentang Pemekaran Daerah dan
Ratifikasi Konvensi Internasional tidak perlu lagi dimasukkan ke
dalam Prolegnas, tetapi dianggap sebagai acara rutin DPR, yang
sewaktu-waktu dapat disisipkan ke dalam Kegiatan Dewan, apabila
diperlukan.

Akhirnya perlu ditambahkan, bahwa tentu saja RUU yang
sudah dimasukkan dalam Prolegnas tahun 2007, tetapi belum
terselesaikan, termasuk RUU tentang Ombudsman RI, RUU
tentang Administrasi Pemerintahan, RUU tentang Pelayanan
Publik, yang begitu esensial bagi kehidupan bernegara yang baik
(Good Governance) perlu dijadikan prioritas bagi pembahasan DPR
di tabun 2008.

Satu dan lain, agar benar-benar kita mulai membangun
Negara Hukum versi abad ke-21 di samping Negara yang demokratis
dan sejahtera bagi anak cucu kita.

Semoga!
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Makalah 5

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
PENGHARMONISAN DRAF RUU DALAM MENGANTISIPAS|
POTENS! JUDICIAL REVIEW OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh:
Prof. (Emeritus) Dr. H.R. Sri Soemantri M, S.H.
Rektor Universitas Jayabaya Jakarta
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PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
PENGHARMONISAN DRAF RUU DALAM MENGANTISIPASI
POTENSI JUDICIAL REVIEW OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
Prof. (Emeritus) Dr. H.R. Sri Soemantri M, S.H.

Pendahuluan

SejakMajelisPermusyawaratan Rakyat(MPR)melaksanakan
kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), telah terjadi
perubahan mendasar terhadap substansi Konstitusi Indonesia.
Perubahan tersebut meliputi tiga kelompok materi muatan yang
terdapat dalam UUD 1945, yaitu:

1. pengaturan tentang perlindungan hak-hak asasi manusia;

2. pengaturan tentang susunan ketatanegaraan yang
mendasar;

3. pengaturan tentang pembatasan dan pembagian tugas-
tugas ketatanegaraan yang juga mendasar.

Kelompok materi-muatan konstitusi yang pertama berkenaan dengan
dimasukkannya Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Dalam pada
itu tentang kelompok materi-muatan kedua dan ketiga, antara lain
dapat dilihat dari;

1. diubahnya kedudukan dan kewenangan MPR;

2. diubahnya kedudukan dan kewenangan Dewan Perwakilan
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Rakyat (DPR) dalam membentuk undang-undang bersama-
sama Presiden;

3. dibentuknyalembaga negara baru seperti Dewan Perwakilan
Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi
Yudisial;

4. dihapuskannya lembaga negara Dewan Pertimbangan
Agung (DPA).

Yang dibahas dalam tulisan ini adalah yang berkenaan dengan
pembentukan undang-undang dalam kaitannya dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping
itu juga dibahas ditetapkan pihak ketiga yang diberi kewenangan
untuk melakukan judicial review.

Kedudukan Dan Tugas DPR Dalam Menetapkan Undang-
Undang

Seperti telah dikemukakan dalam “Pendahuluan®, salah
satu kelompok materi muatan konstitusi adalah pengaturan tentang
susunan ketatanegaraan yang mendasar. Yang dimaksud dengan
hal itu antara lain ialah pengaturan tentang Dewan Pewakilan
Rakyat (DPR).

Sebelum diubah, UUD 1945 mengatur juga DPR. Hal ini tercantum
dalam Bab Vill. Dalam Pasal 20 ayat (1) ditentukan bahwa tiap-
tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR. Hal ini ada
kaitannyadengan Pasal5ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Presiden
memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan
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persetujuan DPR”, Daiam praktik, seperti terjadi dalam periode
pemerintahan Soeharto, rancangan undang-undang selalu berasal
dari pemerintah. Rancangan tersebut oleh Presiden disampaikan
kepada DPR untuk dibahas bersama. Jika rancangan undang-
undang tidak mendapat persetujuan DPR, rancangan tadi boleh
dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Hal ini diatur
dalam UUD 1945 sebelum mengalami perubahan.

Sejak tahun 1999, UUD 1945 mengalami perubahan.
Perubahan tersebut juga terjadi terhadap Pasal 5 dan Pasal 20
UUD 1945.

Pasal 5 ayat (1) yang semula berbunyi “Presiden memegang
kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR”,
berubah menjadi“Presidenberhak mengajukanrancanganundang-
undang kepada DPR”. Bahkan, setelah perubahan, Pasal 20 ayat
(1) UUD kemudian berbunyi "“Dewan Perwakilan Rakyat memegang
kekuasaan membentuk undang-undang.” Dari bunyi ketentuan
tersebut, seolah-ofah kekuasaan iegisiatif, yaitu kekuasaan untuk
membentuk undang-undang sepenuhnya ada pada DPR. Memang,
dalam negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil,
seharusnya demikian. Artinya suatu negara yang menganut
sistem pemerintahan presidensiil, kekuasaan membentuk undang-
undang ada pada pariemen sebagai badan legislatif. Akan tetapi,
apabila kita baca seluruh Pasal 20 UUD 1945, ternyata Negara
Republik Indonesia yang undang-undang dasarnya menganut
sistem pemerintahan presidensiil, undang-undang dibentuk oleh
Presiden bersama-sama DPR (lihat Pasal 20 ayat [2]).
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Dengan demikian, dalam pembentukan undang-undang,
UUD 1945 tidak mengikuti sepenuhnya sistem pemerintahan
presidensiil. Hal itu disebabkan, seperti dapat kita baca dalam Pasal
20 UUD 1945 yang terdiri dari 5 (lima) ayat, undang-undang adalah
produk bersama DPR dan Presiden.

Oleh karena itu, ketentuan yang berbunyi “DPR memegang
kekuasaan membentuk undang-undang” harus kita artikan “DPR-
lah yang menentukan substansi sebuah undang-undang”. Dengan
demikian, apabila terdapat perbedaan antara DPR dan Pemerintah
tentang materi-muatan yang akan diatur dalam sebuah undang-
undang, pendapat DPR-lah yang harus diikuti.

Konsekuensi dari adanya Pasal 20 ayat (1) itu adalah DPR harus
aktif dalam membuat rancangan undang-undang. Dengan demikian
keberadaan badan legislatif di DPR merupakan satu keharusan.
Akan tetapi, hal itu tidak cukup. Artinya, selain adanya badan
legislatif, masih harus dilengkapi oleh staf ahli yang berkualitas
dalam legal drafting. Masalah ini tidak mungkin dibebankan kepada
para anggota DPR yang sudah sibuk dengan berbagai kegiatan politik
yang ditangani. ltuiah sebabnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR harus
didampingi oleh staf ahli sesuai dengan keahtian yang diperlukan
dalam membentuk berbagai rancangan undang-undang. Dengan
perkataan iain, untuk itu semua, harus disediakan anggaran yang
memadai.

Perlunya Pemahaman Terhadap Undang-Undang Dasar

Seperti diketahui, tidak ada negara di dunia ini yang
tidak mempunyai undang-undang dasar atau konstitusi.
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Dengan perkataan lain, negara dan konstitusi merupakan dua
lembaga yang satu sama lain berkaitan. Mengapa setiap negara
harus mempunyai konstitusi?

Untuk menjawab pertanyaan ini harus diketahui lebih dahuiu,
apa “negara” itu? Melalui berbagai ilmu yang ada, kita dapat
mengatakan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan.
Dikatakan sebagai organisasi kekuasaan, karena dalam setiap
negara terdapat berbagai pusat kekuasaan, baik yang berada
dalam supra struktur politik maupun yang terdapat dalam infra
struktur politik. Pusat-pusat kekuasaan tersebut mempunyai
kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mengendalikan pihak lain.
Akan tetapi di lain pihak disadari pula bahwa kekuasaan tersebut
cenderung disalahgunakan (powerfends to corrupt). Untuk mencegah
penyalahgunaan kekuasaan tersebut, manusia kemudian berfikir,
solusi apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya
penyalahgunaan kekuasaan dalam negara. Hal itu berkaitan
dengan gagasan perlunya sebuah konstitusi atau undang-undang
dasar dalam organisasi yang bernama negara. Dengan demikian,
konstitusi diadakan untuk membatasi kekuasaan dalam negara.
Bahwa konstitusi diadakan untuk membatasi kekuasaan dalam
negara dapat dibuktikan diaturnya tiga kelompok materi-muatan
dalam konstitusi, seperti telah dikemukakan dalam pendahuluan.

Hal itu juga dapat kita lihat dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila kita kaji UUD
1945, di dalamnya terdapat berbagai ketentuan tentang ketiga
kelompok materi-muatan tersebut. Walaupun demikian, tidak
berarti bahwa hanya tiga kelompok itu yang terdapat di dalamnya.
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ltulah sebabnya kita harus memahami konstitusi yang berlaku dalam
negara kita, lebih-lebih para anggota penyelenggara negara,
seperti antara lain para anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dan mereka yang berada di pemerintahan (eksekutif). Tidak atau
kurang difahaminya konstitusi akan menyebabkan undang-undang
yang ditetapkan tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan
konstitusi.

Masalah ini tentunya tidak sepenuhnya dapat dibebankan
kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah,
yang menurut UUD 1945, bersama-sama DPR menetapkan undang-
undang juga harus memahami undang-undang dasar.

Di lingkungan pemerintah hal itu tentunya tidak begitu
sukar dilakukan, oleh karena banyaknya para ahli yang bekerja
di pemerintah. Yang menjadi persoalan dan kemungkinan muncul
adalah apabila terjadi perbedaan penafsiran atau bahkan pengertian
antara pihak DPR dan Pemerintah. ltulah sebabnya perlunya ada
pihak ketiga yang menengahi.

Mahkamah Konstitusi Sebagai Pihak Ketiga

Dalam tulisan ini tidak akan dibahas secara khusus
kedudukan, tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang
akan dibicarakan adalah beberapa persoalan yang muncul
dengan diberikannya Mahkamah Konstitusi melakukan judicial
review terhadap undang-undang.

Seperti ditentukan dalam UUD 1945, para anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Presiden beserta Wakil Presiden (dalam
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satu pasangan) dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum.
Dalam pada itu, anggota Mahkamah Konstitusi yang berjumiah
9 (sembilan) orang, tiga orang diajukan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat, tiga orang lagi diajukan oleh Presiden, dan tiga orang
berikutnya diajukan oleh Mahkamah Agung. Dengan perkataan
lain, para anggota Mahkamah Konstitusi tidak dipilih dalam
pemilihan umum. Walaupun demikian, ada syarat lain yang mutlak
harus dipenuhi oleh setiap orang anggotanya. Selain syarat-syarat
tertentu yang biasanya harus dipenuhi oleh para penyelenggara
negara, mereka yang akan diajukan sebagai anggota Mahkamah
Konstitusi harus memahami konstitusi dan isi konstitusi, dan
untuk apa konstitusi itu diadakan dan ditetapkan. Dengan perkataan
lain, mereka harus benar-benar telah mempelajari dan memahami
konstitusi, dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu harus dihindari
pengajuan calon yang cenderung ke arah politik (saja). Di sinilah
perlunya berbagai pihak yang diberi kewenangan mengajukan
anggota Mahkamah Konstitusi memahami dan mengerti. Sebab,
begitu Mahkamah Konstitusi dibentuk, lembaga-negara ini akan
menjalankan tugas dan kewenangannya secara bebas dan mandiri
sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Yang menjadi pertanyaan
adalah, apakah jumlah 8 (sembilan) orang yang ada sekarang
ini sudah memadai? Apakah tidak lebih tepat apabila jumliahnya
menjadi 15 (lima belas) orang seperti disepakati oleh dan dalam
Komisi Konstitusi.
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Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Kurangnya pengertian dan pemahaman mereka yang
terlibat dalam pembentukan undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 atau sekurang-kurangnya adanya perbedaan
penafsiran di antara mereka yang terlibat dalam
pembentukan undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam undang-undang yang kemudian ditetapkan
merupakan sebab adanya judicial review oleh Mahkamah
Konstitusi.
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Makalah 6

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN
PROLEGNAS

Oleh:
Bivitri Susanti
Peneliti Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia
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PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN
PROLEGNAS
Bivitri Susanti

MAKNA “PARTISIPASI”

Gambar di samping kanan
ini saya ambil dari publikasi internet
makalah Sherry R. Arnstein,’ yang
sebenarnya sudah cukup lama,
namun masih sangat relevan
hingga saat ini.

Posteritu pada intinya mem-
pertanyakan: untuk siapa sebenar-
nya partisipasi dilakukan? Siapa
yang mendapatkan keuntungan?
Para partisipankah? Atau instansi
atau lembaga yang mengundang
partisipasi? Di sinilah letak relevansi
makalah lama Arnstein tersebut.

Dalam makalahnya yang

folidya
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2

Figure I Fremen sudewt pozter In Enghsk "I particivate, you
Parncipaié. he parnapans, we parnapaiE yok parncipats then |

sering dijadikan rujukan itu, Arnstein menjelaskan tipologi partisipasi,
yang digambarkannya dalam bentuk tangga. Ringkasnya, dikatakan
bahwa ada delapan tipologi partisipasi. (1) Manipulasi dan (2)

"Sherry R. Amnstein, “A Ladder of Citizen Participation,” JAIP, Vol. 35, No. 4. July 1968, pp.

216-224.

291



terapi yang terdapat pada dua anak tangga paling bawah, yang
dikategorikan sebagai non-partisipasi. Dalam tahap ini memang ada
pelibatan masyarakat namun tujuannya bukan untuk berpartisipasi
dalam pengambilan kebijakan.

Selanjutnya masing-masing ada (3) penyebarluasan
informasi, (4) konsultasi, dan (5) placation, yang dikategorikan
sebagai tokenisme atau secara tidak ketat bisa dikategorikan
sebagai “partisipasi semu”. Dikatakan “semu” karena dalam
ketiga tahap ini masyarakat memang bisa berpartisipasi dalam arti
“didengar” suaranya, namun mereka tidak dapat dikatakan telah
berpartisipasi secara genuine (sejati) karena mereka tidak dapat
memastikan bahwa suara mereka telah didengar. Anak-anak tangga
terakhir dikategorikan sebagai kekuatan warga, yaitu dalam tipologi
(6) kemitraan, (7) delegasi kekuasaan, dan (8) kontrol masyarakat.

[:] Citizen Contrai
7 Delegated Power Citizan Power

6 Partnership

S Placation 1
a Consuitation Tokenism
3 Informing
2 Therapy
Nonparticipation
1 Manipulation

] L

“Tangga Partisipasi” Amstein
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Delapan anak tangga partisipasi Arnstein ini sengaja saya ambil
sebagai pembuka diskusi agar diskusi mengenai partisipasi
dikembalikan ke “jalur yang benar”. Soalnya, “partisipasi” seringkali
diartikan semata bila ada masyarakat yang mengetahui pembahasan
undang-undang. Jumlah kehadiran, banyaknya seminar, ataupun
parameter kuantitatif lainnya dalam penyelenggaraan kegiatan
seringkali digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan
partisipasi. Tanpa mengukur dampak partisipasi pada substansi
rancangan. Seringkali, “partisipasi” hanya dijadikan legitimasi
politik.

Studi PSHK mengenai Kualitas Legislasi 2006 menunjukkan
dua hal penting dalam hal partisipasi.? Pertama, partisipasi dan
transparansi ini bisa diartikan berbeda oleh pihak yang berbeda. Hal
ini pula yang menyebabkan kesulitan untuk menilai apakah benar
suatu pembahasan sudah partisipatif ataukah belum.

Dalam pantauan PSHK sepanjang 2006, ada empat dari
sebelas undang-undang yang dikaji, yang pembahasnya secara
khusus mengadakan forum di luar rapat. Yaitu RUU Dewan
Penasihat Presiden, RUU tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,
RUU Kewarganegaraan, dan RUU BPK. Namun keempatnya tidak
menunjukkan pola yang sama. Apa sebenarnya pola-pola partisipasi,
selain RDPU, yang seharusnya dilakukan oleh pembahas undang-
undang? Undang-undang mana saja yang memerlukan pola
partisipasi khusus? Siapa saja yang seharusnya diundang dalam
sebuah “uji publik"? Apakah terjadi dialog yang substantif dalam

2l ihat studi PSHK: Bivitri Susanti, dkk, Bobot Kurang Janji Masih Terutang: Catatan PSHK
tentang Kualitas Legislasi 2006 (Jakarta: PSHK, 2007).
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pelaksanaan “uji publik” tersebut? Ada definisi yang berbeda-beda
soal ‘partisipasi’ ini. RDPU yang diadakan seringkali dianggap
sebagai proses yang partisipatif. Lainnya, penamaan “uji publik”
atau “konsultasi publik”, yang seakan sudah membuat prosesnya
menjadi urusan nomor dua karena namanya sudah mengandung
kata “publik”. Di sini terlihat pergeseran makna partisipasi. Terlihat
bahwa yang terpenting di sini sebenarnya adalah sebuah ‘legitimasi’
bahwa partisipasi sudah dilakukan.®

Kedua, partisipasi dan transparansi seringkali didapatkan
dari tekanan dari luar, bukan kerelaan dari pembahasnya sendiri.
Hal ini menjelaskan fenomena UU Pemerintahan Aceh dan UU
Adminduk yang dianggap baik, padahal pembahasnya tidak banyak
menyelenggarakan forum partisipasi di luar parlemen karena kedua
undang-undang ini mendapatkan perhatian publik yang sangat
juas.

Untuk UU Pemerintahan Aceh, perhatian publik Aceh yang
besar menyebabkan undang-undang ini sangat partisipatif sejak dari
Aceh. Bahkan dalam pembahasan pun beragam forum dilakukan.
Maka undang-undang ini pun dipuji sebagai undang-undang yang
paling partisipatif. Yang patut disorot, forum-forum partisipasi dan
keterbukaan rapat tidak dilakukan oleh Pansus, melainkan oleh
para pemangku kepentingan.

*Kata partisipasi justru menjadi arena perebutan makna karena partisipasi menjadi salah
satu kata kunci dalam pengelolaan negara modern sejak akhir abad 20. Timbul kesadaran
akan kelemahan kelembagaan politik. Terutama dalam konteks lembaga perwakitan. Soalnya
bukan hanya pada kualitas ketewakilan yang mestinya bisa diukur melalui pola hubungan
antara partai/wakil rakyat melatui konstituen, tetapi juga melalui pola pengambilan keputusan
di dalam partai dan di dalam pariemen. Lihat Bivitri Susanti, “Memaknai Kata ‘Partisipasi’
Dalam Pengembangan Hukum,” Makalah disampaikan dalam Seminar Pengkajian Hukum
Nasional, “Implikasi Amandemen Konstitusi dalam Pembangunan Hukum di Indonesia,” Ja-
karta, 21-22 November 2005
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Demikian pula halnya dengan UU Adminduk, yang pada
awalnya tingkat partisipasinya minim. Namun secara proaktif
beberapa pemangku kepentingan memantau proses itu serta
memobilisasi dukungan dari media massa. Tekanan pun menguat
pada tahap akhir, sehingga Komisi II mengadakan forum publik di
ujung proses pembahasan yaitu dengan diadakannya uji publik
pada 15 dan 30 November 2006.

MENGAPA PERLU PARTISIPASI?

Setelah lama mengalami pasang-surut, kata ‘partisipasi’
menjadi sangat setelah 1990-an dengan dijadikannya partisipasi
sebagai kata kunci dalam model pembangunan yang dianggap
lebih baik oleh Iembaga-lembaga keuangan internasional: IMF
dan the World Bank. Dalam generasi kedua model pembaruan
(second generation reform), yang bermula kira-kira pada tahun
1990-an, lembaga-lembaga keuangan internasional ini memang
mendorong adanya proses pengambilan keputusan yang lebih
terbuka. Pendekatan ini bertitik tolak dari pandangan mengenai
interaksi antara negara, pasar, dan masyarakat sipil* Dalam
pandangan kedua lembaga keuangan internasional tersebut, faktor

*Lihat Partnership for Sustainable Global Growth, Interim Commitiee Declaration, Wash-
ington, D.C. September 29, 1996, <http./ .imf.org/external/np/ v/ /] .
htm#pariner>, diakses pada 10 November 2005; Michel Camdessus, “Second Generation
Reforms: Reflections and New Challenges,” Opening Remarks to IMF Conference on Sec-
ond Generation Reforms, Washington, D.C., November 8, 1999; International Monetary
Fund, Good Governance: The IMF’s Role, (Washington DC: IMF, 1997). Second Generation
Reform merupakan istilah yang digunakan untuk pendekatan baru yang digunakan oleh IMF
dan World Bank dalam mendorong liberalisasi pada negara-negara berkembang yang diberi-
kan utang. Untuk kritik mengenai pendekatan ini, lihat antara lain: Lawrence Tshuma, “The
Political Economy of the World Bank’s Legal Framework For Economic Development™. Social
and Legal Studies , vol.8, no1 (1999), pp. 75-96.
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penting yang menyebabkan kegagalan reformasi generasi pertama
adalah ketiadaan ‘good governance’, yang mendorong minimalnya
peran negara melalui keterlibatan dan kontrol publik. Dan good
governance kemudian diturunkan dalam tiga kata kunci: partisipasi,
transparansi, dan akuntabilitas.

Ketiga hal itupun kemudian menjadi prasyarat penting dalam
mendapatkan pinjaman untuk menyelesaikan krisis. Secara esensi,
ketiga prinsip ini penting dan patut didorong. Namun pemaknaannya
menjadi berbeda karena dalam negara yang sistem dan kultur
politiknya masih muda, parttisipasi seringkali hanya dituangkan
dalam bentuk prosedur formal tanpa memedulikan substansinya.
la ada di tangga pertama sampai kelima pada tangga partisipasi
Arnstein.

Partisipasi pun sering hanya dijadikan slogan, agar ada
anggapan bahwa prinsip-prinsip dalam ‘good governance’ (tata
kelola pemerintahan yang baik) telah terpenuhi. Para penentu
kebijakan seakan berlomba menerapkan partisipasi, namun
pendekatan yang diambii seringkali terlalu disederhanakan. Dan
partisipasi pun bergeser menjadi suatu alat legitimasi. Sesuatu yang
sudah diseminarkan dengan satu-dua sesi tanya jawab dianggap
sudah partisipatif, terlepas dari bagaimana proses input-konversi-
output yang sesungguhnya terjadi.
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PARTISIPASI DALAM PENYUSUNAN PROLEGNAS PASCA
1998

Saya ingin membatasi pengamatan terhadap proses
penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada dua
Prolegnas terakhir. Dua Prolegnas terakhir dipilih karena ada
penanda perubahan di antara keduanya, yaitu UU No. 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang
melandasi perubahan dalam proses legislasi.

Tidak banyak “masyarakat awam” yang mengetahui
keberadaan Prolegnas sebelum 1999. Sehingga saya percaya tidak
banyak yang menyadari bahwa Prolegnas sudah dilaksanakan
selama 30 tahun. Hal ini agaknya disebabkan oleh politik legislasi
yang tertutup di masa Orde Baru. Baru pada 1999, beberapa
kalangan diluar pemerintah dan akademisi mulai menaruh perhatian
pada Prolegnas.

Seperti diketahui oleh kebanyakan peserta diskusi ini,
penyusunan Prolegnas 1999-2004 diawali dengan pembuatan
Program Pembangunan Nasional (Propenas), yang dibuat oleh
DPR dan Pemerintah. Di dalam Propenas yang dibuat dalam bentuk
undang-undang ini, diatur berbagai hal mengenai pembangunan.
Daftar undang-undang hanyalah satu bagian kecil dari Propenas.
Kemudian, Propenas diturunkan secara lebih spesifik menjadi daftar
prioritas undang-undang dalam Prolegnas. Prolegnas kemudian
digodok oleh DPR, yang diwakiii oleh Badan Legislasi (Baleg),
bersama-sama dengan Menteri Kehakiman dan HAM, yang diwakili
oleh Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan (Dirjen
Kumdang).
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Dalam pembahasan ini, berperan pula Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Badan Pembinaan
Hukum Nasional, dalam hat ini oleh Tim Legislasi Nasional.
Penggodokan ini menghasitkan Rencana Pembangunan Tahunan
(Repeta), bersama-sama dengan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dalam suatu undang-undang. Repeta inilah
yang kemudian dijadikan bahan oleh Badan Musyawarah DPR
dalam menyusun jadwal kerja DPR, termasuk prioritas pembahasan
undang-undang.

Partisipasi tidak ada di dalam proses di atas. Apabila
partisipasi dipahami kerangka tangga Arnstein tadi. Barangkali
ada sebagian kalangan, biasanya akademisi dan birokasi, yang
diundang, seperti pada seminar ini. Namun partisipasi dalam
penyusunannya tidak ada.

Prolegnas 2004-2009 bekerja dalam aturan main yang
berbeda dengan lahirnya UU 10/2004. Dalam UU 10/2004,
diatur adanya enam tahap dalam proses pembentukan
peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU 10/2004,
yaitu perencanaan, persiapan, pembahasan, pengesahan,
pengundangan, dan penyebarluasan. Pembuatan Prolegnas
masuk dalam tahap ‘perencanaan’.

Dalam Prolegnas 2005-2009 ini, kelemahan yang banyak
disoroti pada proses Prolegnas 1999-2004, yang diakui sebagai
kondisi objektif. Dikatakan:

“Prolegnas selama ini ditafsirkan secara sempit sebagai
kompilasi daftar rancangan undang-undang dari berbagai
departemen dan/atau lembaga pemerintah non departemen
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atau kompilasi berbagai usulan komisi atau badan legisiasi
Dewan Perwakilan Rakyat serta usulan Dewan Perwakilan
Daerah. Padahal Prolegnas mempunyai makna yang lebih
mendasar sebagai program yang integratif dengan visi, misi,
arah kebijakan dan sasaran yang jeias untuk jangka waktu
tertentu. Selain itu, diseminasi dalam proses pembentukan
peraturan perundang-undangan yang kurang mencakup
pihak-pihak yang terkait dalam rangka membuka akses
dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses
pembentukan peraturan perundang-undangan.’

Proses penyusunan Prolegnas 2005-2009 dimulai tak lama
setelah DPR hasil pemilihan umum 2004 dilantik pada Oktober 2004.
Ketika itu, Perpres 61/2005 belum ada, walaupun UU 10/2004 sudah
ada,® dan preseden partisipasi dalam penyusunan Prolegnas pun
belum ada karena, seperti diuraikan di atas, Prolegnas sebelumnya
tidak dibuat secara partisipatif. Baleg kemudian membuat terobosan
penting yang patut dicatat. Baleg mengirim surat kepada beberapa
pihak terkait untuk memberikan ‘masukan mengenai Prolegnas.
PSHK misalnya, mendapatkan suratdari Kepala Biro Kesekretariatan
Pimpinan atas nama Sekretaris Jenderal DPR No. PW.001/5637/
DPR R1/2004 tertanggal 8 November 2004 untuk meminta masukan
tertulis dan menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
antara Baleg DPR dengan Ornop mengenai Prolegnas.

“Keputusan DPR Ri No. O1/DPR-RI/Ili/ 2004-2005 tentang Persetujuan Penetapan Program
Legislasi Nasional Tahun 2005-2009.

SPerlu dicatat UU 10/2004 dalam ketentuan penutupnya mengatur bahwa undang-undang ini
baru beriaku pada 1 November 2004. Proses penyusunan Prolegnas sendin memang dimulai
setelah 1 November 2004.
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Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pun mengikuti jejak

yang sama. Ketika DPR meminta masukan pula dari DPD, Panitia
Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD segera mengundang
berbagai Ornop di Jakarta untuk memberikan masukan mengenai
Prolegnas.

Dalam teks masukannya, PSHK menyampaikan rekomendasi
konkret mengenai proses penyusunan Prolegnas, meliputi:’

a.

Harus ada visi dan metode yang jelas dalam menyusun
prioritas legislasi

Harus ada pelibatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Prolegnas harus disusun secara partisipatif dan dalam waktu
yang cukup

Harus ada proses evaluasi dalam proses penyusunan
Prolegnas.

DPD, dalam masukannya juga memberikan masukan sehubungan
dengan partisipasi ini:

“‘DPD mendukung upaya pelibatan masyarakat yang
dilakukan oleh Badan Legisiasi DPR dan mendorong agar
di masa yang akan datang partisipasi masyarakat ini
baik dalam proses perencanaan, penyusunan, maupun
pembahasan undang-undang, diinstitusionalkan dalam
perubahan UU No. 10 Tahun 2004 dan berbagai peratuan
perundang-undangan lainnya.?

’Lihat PSHK, “Masukan PSHK Untuk Badan Legisiasi DPR Dalam Penyusunan Program
Legislasi Nasional”, disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Badan Leg-
islasi DPR, November 2004,

¢Dewan Perwakilan Daerah Republik indonesia, “Usulan DPD kepada Badan Legislasi DPR
untuk Program Legislasi Nasional,” tanpa tanggal, 2004.
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Apakah partisipasi masyarakat cukup dilakukan dalam
proses penyusunan Prolegnas pasca UU 10/2004 ini? Dalam hal
pengaturan, partisipasi masih tidak mendapatkan tempat. UU
10/2004 hanya mengatur mengenai tahap perencanaan yang
dituangkan dalam bentuk Prolegnas serta lembaga yang terlibat
dalam proses pembuatannya. Prosesnya sendiri diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional yang
disahkan pada 13 Oktober 2005.

Untuk proses di DPR, Pasal 8 Perpres 61/2005 menyatakan
bahwa Baleg dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau
masukan dari masyarakat. Sementara untuk proses di pemerintah,
Pasal 16 Perpes 61/2005 mengatur adanya ‘forum konsultasi’. Di
dalam forum konsultasi ini, pemerintah dapat mengundang “para
ahli dari lingkungan perguruan tinggi dan organisasi di bidang
sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan
kebutuhan.”

Ada dua hal yang dapat disoroti dari pemaknaan partisipasi
dalam UU 10/2004 dan Perpres 61/2005 ini. Pertama, partisipasi
dalamhalperencanaanpembuatanhukummasihbelummendapatkan
tempat yang layak. Hal ini bisa dilihat dalam pengaturannya yang
sangat singkat dan hanya dilihat sebagai upaya yang tidak bersifat
keharusan. Baik untuk Baleg maupun untuk pemerintah, proses
partisipasi dibumbui dengan kata ‘dapat’.

Bila dikembalikan pada proses pembentukan peraturan
perundang-undangan itu sendiri, memang partisipasi dibatasi
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pada proses ‘persiapan dan ‘pembahasan’ undang-undang dan
peraturan daerah (Pasal 53 UU 10/2004). Tidak jelas apa latar
belakang pembatasan hanya pada dua tahap ini. Memang tentunya
tahap lainnya, yaitu tahap pengesahan, pengundangan, dan
penyebarluasan, partisipasi masyarakat tidak mungkin dilakukan
karena ketiga tahap tersebut adalah tahap mekanistik sebagai
syarat sahnya suatu undang-undang. Namun tidak demikian hainya
dengan perencanaan. Tahap perencanaan sama pentingnya
dengan tahap persiapan dan pembahasan karena justru di dalam
tahap inilah terjadi proses identifikasi masalah yang perlu diatasi
melaiui pembuatan undang-undang. Dan identifikasi makalah
akan maksimal bila para pemangku kepentingan (stakeholders)
berpartisipasi dalam memberikan masukan. Perlu dicatat, teks Pasal
53 UU 10/2004 yang mengatur partisipasi juga merupakan suatu
hasil perjuangan panjang dari kalangan organisasi non-pemerintah
dalam Koalisi Kebijakan Partisipatif.° Apabila dilihat proses lahirnya
teks tersebut, memang tampak adanya resistensi yang cukup kuat
akan adanya partisipasi.

Hal kedua yang penting disoroti dalam pemaknaan
partisipasi dalam ketentuan di atas adalah adanya kecenderungan
menyempitkan partisipasi menjadi ‘konsultasi’. Karenanya, dari
nama ‘forum konsultasi’, dipahami bahwa pesertanya diasumsikan
sebagai pihak yang dapat memberikan nasihat yang dapat
memberikan nasihat berdasarkan keahliannya. Berada pada anak
tangga keempat dalam tangga partisipasi Arnstein.

*Untuk mengetahui proses pembahasan UU 10/2004 dan peran Koalisi Kebijakan Partisipatif
di dalamnya, lihat www.pariemen.net.
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Padahal “partisipasi” berbeda dengan konsultasi justru
karena dalam partisipasi ada pelibatan dari pemangku kepentingan,
yang bisa memberikan masukan karena pengalamannya, bukan
karena keahliannya. Pemangku kepentingan bisa berbeda-
beda tergantung pada topik yang dimintakan masukan. Misalnya
mengundang korban perdagangan orang (traficking) dalam
membuat RUU tentang traficking. Partisipasi seluruh rakyat tanpa
kecuali untuk semua topik adalah salah satu mitos partisipasi saja.
Mitos partisipasi ini yang kadang membuat pihak-pihak yang ingin
melakukan partisipasi menjadi ragu karena yang terbayang adalah
hal yang sesungguhnya hampir mustahil.

Box. 1. Mitos dan Kenyataan Dalam Partisipasi

® Mitos

® Kenyataan

Partisipasi harus
melibatkan
masyarakat secara
keseluruhan

Yang harus dilibatkan (dan biasanya bersedia terlibat
penuh)adalah pemangku kepentingan (stakeholders).
Pemangku kepentingan adalah kumpulan orang
yang sudah terorganisasi karena adanya persamaan
kepentingan. Salah satu cara mengidentifikasinya
adalah dengan memperkirakan siapa yang akan
terkena dampak dari suatu kebijakan.

Partisipasi selalu
tidak efisien dari
segi waktu dan
biaya

Karena itulah harus ada mekanisme yang jelas.
Agar tahap-tahap berikut batasan waktunya jelas
ditentukan sehingga efisiensi tetap terjaga

Partisipasi kurang
karena masyarakat
malas dan bodoh

Partisipasi kurang karena masyarakat seringkali
tidak mendapatkan informasi yang cukup (mengenai
jadwal, naskah, dit)
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PROLEGNAS: TAHAP FORMULASI KEBIJAKAN ATAU
SEKADAR INSTRUMEN PERENCANAAN ANGGARAN?

Untuk dapat menelaah parlisipasi dalam proses penyusunan
Prolegnas, yang perlu dibongkar sedari awal sebenarnya adalah
konsepsi Prolegnas. Lahirnya Prolegnas, seperti dituangkan dalam
proposal diskusi ini, berangkat dari dua diskusi penting di Aceh
pada 1996 dan ¢ Manado pada 1977 mengenai konseptualisasi
pembentukan perundang-undangan secara berencana. Dikatakan
bahwa Prolegnas ditujukan untuk “peningkatan pembinaan dan
pengembangan hukum nasional, dengan memantapkan kerja sama
dan koordinasi yang efektif di antara aparatur pemerintahan dalam
segala kegialan perundang-undangan.”

Selanjutnya diungkapkan pula, ada dua fungsi Departemen
Hukum dan HAM (sebelumnya Depariemen Kehakiman), sebagai
koordinator dalam penyusunan program legislasi dari pemerintah.
Pertama, dalam hal inventarisasi dan evaluasi pengajuan
rancangan perundang-undangan secara garis besar agar tidak
terjadi tumpang tindih di antara instansi pemrakarsa. Kedua, untuk
rasionalisasi pengajuan RUU oleh pemerintah dengan penentuan
skala prionitas.

Bila proses kelahiran Prolegnas serla peran Depkumham
di atas dikaitkan dengan politik legisiasi pada masa lahirnya
Prolegnas, proses perencanaan legislasi tampaknya diarahkan
untuk menghasilkan legislasi yang terencana dengan jelas dan
terpola. Politik hukurn yang dimaksud di sini adalah politik hukum
yang mengedepankan hukum sebagai alat pembangunan, yaitu
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untuk mengelola stabilitas politik dan ekonomi agar pertumbuhan
ekonomi stabil dan pembangunan berjalan lancar® Hukum,
sebagaimana juga bidang-bidang kemasyarakatan lainnya, perlu
diarahkan sedemikian rupa agar masyarakat stabil tanpa gejolak
dan sesuai dengan rencana pembangunan pemerintah.

Soal "mengarahkan” ini juga bisa disimpulkan dari konsepsi
“keterlibatan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam politik
hukum™ seperti diungkapkan oleh Prof. Sunaryati Hartono:

“Jelas bahwa untuk setiap bidang (sektor dalam lingkaran)
Hukum dipertukan keterpacian Aan sesearahan antara
pembentuk hukum, pengadilan, aparat penegak hukum,
aparat pelayanan hukum, profesi hukum dan masyarakat,
agar supaya pada akhirnya peraturan rorundang-undangan
yurisprudensi dan hukum kehiasaan akan menjadi satu
kesatuan yang terpadu. Oleh sebab itu untuk setiap bidang
hukum itu sendiri diperlukan suatu rencana pengembangan
dan organisasi yang "mengarahkan” dan mensinkronkan
semua usaha oleh masing-masing “pelaku” dalam proses
pembentukan Hukum Nasional. Inilah yang menjadi tugas
Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk memikirkan
konsep dan perencanaannya yang mengandung asas-
asas pengikat, agar supaya pembangunan seluruh Sistem
Hukum Nasional, tetapi juga masing-masing bidang Hukum

“'Bandingkan dengan: Bivitri Susant, ' Politik Legislasi datam Program Legislasi Nasional.”
Koran Tempo. 23 Februari 2006, him. 2.
“1 Sunaryati Hartono, “Pembinaan Hukum Nasional dalarn Suasana Globalisasi Masyarakat
Dunia,” Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam limu Hukom Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran, 1 Agustus 1921
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berlangsung secara sinkron, terpadu dan sistemik. Di sinilah
keterlibatan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam
politik hukum.”

Di banyak negara yang tidak mengenal “perencanaan”
secara ketat, proses legislasi biasanya berlangsung dalam
empat fase, yaitu: policy formulation. decision making. control,
dan reformulation.”? Siklus ini tentu saja serupa dengan pola
pembentukan kebijakan secara umum: perencanaan, pelaksanaan,
monitoring, dan evatuasi. Namun untuk legislasi, istilah “formulasi
kebijakan” digunakan ketimbang perencanaan karena ada asumsi
bahwa legislasi sebagai suatu proses politik sesungguhnya tidak
bisa direncanakan dengan ketat. Sehingga yang dimaksud dengan
“formulasi kebijakan” adalah tahap di mana isu-isu penting mulai
dilontarkan oleh para pelaku politik untuk mencari popularitas dan
digunakan oleh para konstituen untuk memberikan (atau tidak
memberikan) dukungan politik terhadap mereka. Di beberapa
negara, seperti di Inggris dan Amerika Serikat, pelontar isu seringkali
adalah kepala negara, dengan memberikan pidato di awai masa
sidang tahunan parlemen karena proses legislasi berada di wilayah
politik kontestasi antara eksekutif dan legislasi.

Tentusaja, tidak ada yang baku datam sistem ketatanegaraan
dan politik. Tidak ada yang benar dan salah, yang ada hanyalah
perhitungan mengenai konsekuensi-konsekuensi yang mau
diterima dengan mempertimbangkan kondisi politik dan ekonomi

2 Klaus von Beyme, The Legislator. German Parliament as a Centre of Political Decision
Making, (Aldershot, Brookfield USA, Singapore, Sydney: Ashgate, 1998), him. 2.
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setempat. Maka terlalu terburu-buru puta untuk mengatakan bahwa
model dilepaskannya proses formulasi kebijakan kepada aktor
politik layak diterapkan di indonesia. Hal ini tentunya harus dikaji
tebih mendalam terlebih dulu. Namun melalui uraian di atas, saya
ingin mencoba terfebih dulu menempatkan cakrawala yang lebih
luas dalam melihat Prolegnas.

Cakrawala lainnya yang bisa ditempatkan dalam proses
Prolegnas adalah proses perencanaan anggaran. Prolegnas
merrfang memiliki konsekuensi terhadap perencanaan APBN.
Terutama dalam menentukan berapa anggaran yang akan diberikan
kepada berbagai instansi sesuai dengan RUU yang akan dibahas
di dalam instansi tersebut. Menempatkan Prolegnas pada konsepsi
awalnya akan membantu kita untuk melihat bagaimana partisipasi
seharusnya dijalankan.

Apabila Prolegnas dianggap semata sebagai alat untuk
menyusun anggaran, niscaya memang tidak akan pernah ada
partisipasi yang genuine. Sebab substansi tidak lagi menjadi
penting. Yang penting hanyalah kuantitas RUU yang akan dibahas.
Cara pandang anggaran ini bisa saja tidak terekam dalam teks
hukum, namun bisa muncul dalam praktiknya di berbagai instansi
pemerintahan.

Apabila kemudian Prolegnas ingin ditempatkan sebagai
instrumen perencanaan kebijakan, aspek yang perlu diingat
adalah ‘legislasi sebagai proses politik’. Tidak salah untuk memiliki
perencanaan proses legislasi. Sehingga bila kesepakatan politiknya
(di dalam UU 10/2004) adalah untuk tetap memiliki Prolegnas,
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maka marilah kita bergerak dalam ranah itu sembari mendorong
pembaruannya.

Namun yang perlu diingat, menempatkan Prolegnas sebagai
tahap perencanaan kebijakan akan menimbulkan konsekuensi
prosedur yang cenderung mekanistik. Ini bisa terlihat misainya
dari kendala realisasi program-program prioritas Prolegnas
yang diidentifikasi dalam rapat penyusunan Prioritas 2008 pada
September 2007 yang talu, yaitu:"

a. Jumiah Rencana Legislasi yang terlalu banyak untuk
diselesaikan selama lima tahun.

b. Dinamika usulan pembentukan undang-undang baik yang
datang dari DPR maupun Pemerintah yang cenderung
bertambah, meskipun disadari akan keterbatasan di DPR.

C. Subtansi Rancangan Undang-Undang dan jumlah pasal.

d. Kualitas Rancangan Undang-Undang yang terkadang tidak
siap secara konsepsi karena tidak disertai dengan Naskah
Akademik yang memadai.

e. Kriteria prioritas RUU Prolegnas yang sangat umum
sehingga memudahkan penambahan RUU prioritas.
f. Dalam praktiknya masih terdapat RUU (baik Prolegnas

maupun nonprolegnas) yang tidak menjadi prioritas pada
tahun berjalan namun proses pengajuannya tetap berjalan
di Sekretariat Negara hingga RUU tersebut mendapatkan
Surat Presiden dan diajukan ke DPR, di sisi lain hal itu tidak

BPHN, Pedoman Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas Tahun 2007: Meneguhkan Kem-
hali Komitmen Terhadap Program Legislasi Nasional Sebagai Langkah Awal Dalam Proses
Pembentukan Undang-Undang, Jakarta. 26-28 September 2007,
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diketahui atau tanpa sepengetahuan koordinator Prolegnas
Pemerintah.

Saya bersepakat dengan semua identifikasi di atas, ketika
saya berpikir dalam kerangka Proleghas sebagai mekanisme
perencanaan. Menempatkan Prolegnas sebagai  proses
perencanaan kebijakan memang niscaya akan memunculkan
analisis yang sifatnya prosedural. Sementara, partisipasi dalam
proses legislasi, bila kita bicara dalam konteks partisipasi yang
genuine, lebih banyak berada di wilayah politik. Partisipast yang
prosedural cenderung mengarah pada tokenism dalam tangga
partisipasi Amstein — partisipasi yang semu.

MEMANFAATKAN RUANG YANG SEMPIT

Apakah dengan demikian parlisipasi dan prolegnas mustahil
dikawinkan? Tentu saja tidak. Tokenisme yang disebut barusan
merupakan suatu “kecenderungan”, yang bisa saja dicegah. Yang
saya harapkan dengan mengungkapkan kritik di atas adalah justru
agar partisipasi dalam proses penyusunan Protegnas tidak jatuh ke
dalam jurang keburukan itu.

Misalnya, Pasai 16 Perpes 61/2005 yang mengatur adanya
‘forum konsultasi’ dapat dimaknai secara luas. Di dalam forum
konsultasi ini, pemerintah tidak harus hanya mengundang “para ahli
dari lingkungan perguruan linggi dan organisasi di bidang sosial,
politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya” seperti diungkapkan
dalam bagian Penjelasan. Namun juga mengundang kelompok-
kelompok pengaku kepentingan yang bukan “ahli".
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Selain itu, pemerintah juga bisa membuka diri dengan
misalnya mengumumkan rencana yang sudah ada melalui media
massa dan meminta umpan balik dari publik dalam waktu tertentu.
Banyak jalan menuju partisipasi. Masalahnya hanya: apakah kita
mau atau tidak melaksanakan partisipasi itu. Dan soal mau atau
tidak akan bisa digali dengan mencoba melihat Prolegnas secara
praparsional.
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Makalah Lepas

KEBIJAKAN STRATEGIS DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DALAM KONTEKS PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

Oleh:
MUSPANI
Ketua Panitia Perancang Unduig-Undang DPD RI

an
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KEBIJAKAN STRATEGIS DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DALAM KONTEKS PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
Muspani

PENDAHULUAN

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) secara
sempit dapat diartikan sebagai penyusunan suatu daftar
materi perundang-undangan. Dalam arti luas, Prolegnas
mencakup program pembinaan hukum, pengembangan
yurisprudensi, dan pembinaan program perjanjian (termasuk
ratifikasi perjanjian internasionai).

ideainya, penyusunan [Prolegnas memertukan
pendekatan dan proses vyang lebih sesuai dengan
kondisi dan tuntutan masyarakat. Untuk itu, diperlukan
adanya banyak pendekatan di berbagai aspek. Berbagai
permasalahan kebangsaan yang dihadapi selama ini oleh
Indonesia baik secara internal maupun secara eksternal
hendaknya juga merupakan bahan pertimbangan dalam
penyusunan Prolegnas tahun berjalan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menegaskan
bahwa penyusunan Prolegnas dilakukan di Dewan Perwakilan
Rakyat dan Pemerintah. Walaupun demikian, Undang-Undang
tersebut tetap memberikan peranan kepada Dewan Perwakilan
Daerah, yakni lembaga perwakilan daerah ini berhak
mengajukan usul sebagai bahan penyusunan Prolegnas
sesuai ruang lingkup tugas dan wewenangnya.,
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Pengajuan tersebut disampaikan kepada DPRmelalui
alat kelengkapannya, yailu Badan Legislast {Baleg) DPR
untuk kemudian menjadi bagian dari bahan pembahasan
penyusunan Prolegnas oleh DPR dan Pemerintah.

KONDISI OBJEKTIF DAN NORMATIF
A. Ketiadaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional

Program  Legislasi Nasional dialur dalam
ketentuan Pasal 15 ayat (1), UU No. 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
menyatakan: “Perencanaan penyusunan undang-undang
dilakukan dalam suatu Program Legislast Nasional.”

Sebelum adanya UU 10 Tahun 2004 ini, dasar
pemikiran adanya Prolegnas adalah untuk menerjemahkan
Program Pembangunan Nasional (Propenas) ke dalam
indikator kinerja pembangunan di bidang hukum. Dasarnya
adalah Ketetapan MPR RI No. IV/MPR; 1999 tentang Garis
-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-
2004. Dalam GBHN tersebut disebutkan mengenai arah
kebijakan bidang hukum butir kedua: "Menata sistem
hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan
mengakui dan menghormati hukurm agama dan hukurn
adat serta memperbarui perundang-undangan warisan
kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif,
termasuk ketidakadilan jender dan ketidaksesuaiannya
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dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.”
Kemudian di dalam GBHN yang sama pada bagian Kaidah
Pelaksanaan disebutkan bahwa pelaksanaan GBHN
dituangkan dalam Propenas.

Pada saat ini, GBHN tidak ada lagi, karena
perubahan sistem ketatanegaraan, utamanya dengan
adanya pemilihan presiden langsung yang mengubah relasi
antara Presiden dan MPR. Yang dijadikan dasar dalam
“program pembangunan” adalah visi dan misi presiden
terpilih. Dengan konteks itu pula, dibuat UU No. 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam UU No. 25 Tahun 2004 diatur mengenai
adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
tahun dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden.
Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 kemudian
menyatakan bahwa “RPJM Nasional merupakan penjabaran
dari visi, misi, dan program Presiden ..., yang memuat
strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program
Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga,
kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka
ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian
secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam
rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif.”
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Berdasarkan uraian di atas, seharusnya Prolegnas
disusun juga berdasarkan RPJM Nasional. Dokumen
perencanaan ini merupakan dasar bagi parameter prioritas
legislasi karena dokumen perencanaan menetapkan arah
pembangunan yang salah satunya dituangkan dalam
bentuk legislasi. Perencanaan ini juga harus dilaksanakan
secara konsisten dengan adanya evaluasi berkala,
sebagaimana dicantumkan dalam UU No. 25 Tahun 2004.
Tanpa adanya RJPM Nasional, tidak akan ada pijakan bagi
arah Prolegnas. Akibatnya yang tersusun hanyalah daftar
keinginan tanpa arah yang jelas.

Hingga saat ini, baik Rencana Pembangunan
Jangka Panjang maupun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional belum terbentuk. Namun demikian,
DPD berpandangan bahwa permintaan Baleg DPR untuk
memberi masukan Prolegnas tetap perlu ditindaklanjuti. Oleh
karena itu, DPD tetap memberikan daftar undang-undang
yang diminta, dengan tetap memberi catatan mengenai
persoalan mendasar ini agar dapat diperbaiki di masa
yang akan datang.

. Tidak Dimasukkannya DPD Sebagai Pihak Dalam
Perencanaan Legislasi Dalam UU No. 10 Tahun 2004

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-
Undang No. 10 Tahun 2004 dinyatakan bahwa penyusunan
Prolegnasdikoordinasikan oleh DPR melalui alatkelengkapan
DPR yang khusus menangani bidang legislasi, dalam hal ini
Badan Legislasi DPR. Kelemahan mendasar dalam UU No.
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10 Tahun 2004 ini adalah tidak dimasukkannya DPD dalam
proses perencanaan. Pasal 22D ayat (1) UUD menyatakan,
“Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang
yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam
dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.”

Hal yang sama kemudian ditegaskan pula dalam
ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dengan
demikian, jelas bahwa DPD berwenang pula mengajukan
RUU.

Sementara itu, dalam UU No. 10 Tahun 2004, DPD
tidak dilibatkan dalam tahap perencanaan. Dalam ketentuan
Pasal 17 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 dinyatakan bahwa
RUU, baik yang berasal dari DPR, Presiden, maupun
DPD disusun berdasarkan Prolegnas. Pasal ini merupakan
ketentuan mengenai tahap pembentukan undang-undang.
Sedangkan dalam tahap perencanaan yang diatur dalam
ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16, keterlibatan DPD tidak
diatur. Yang lebih mengkhawatirkan, ketentuan Pasal 17
ayat (3) selanjutnya menyatakan bahwa dalam keadaan
tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di
fuar Proiegnas. Namun peluang penambahan pengusulan
RUU ini tidak diberikan kepada DPD.
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Oleh karena itu, DPD juga sangat mendorong agar UU
No. 10 Tahun 2004 ini segera diubah agar memasukkan DPD
dalam proses perencanaan serta membuka kemungkinan
penambahan RUU dalam masa persiapan pembentukan
undang-undang, agar sesuai dengan ketentuan dalam
BUD.

. VISI PENYUSUNAN PROLEGNAS DPD

1.

mendorong perkembangan demokrasi, keterbukaan, dan
akuntabilitas di pusat dan daerah;

melindungi dan mengarahkan hasil eksploitasi sumber
daya daerah untuk kemajuan dan kesejahteraan daerah;
mengatur sumbangsih hasil eksploitasi sumber daya
daerah untuk kepentingan Negara secara demokratis dan
adit,

meningkatkan penghargaan dan penghormatan hukum
agama, hukum adat, serta masyarakat adat yang hidup dan
berkembang di daerah:

meningkatkan peran daerah-daerah dalam memajukan dan
memperkuat Negara;

meningkatkan hubungan daerah dan pusat secara adil dan
demokratis;

mempercepat percepatan pembangunan daerah;
meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dan
memperkokoh basis ekonomi mikro dan kerakyatan;
memperkuat ikatan daerah-daerah dalam bingkai NKRI.
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V. KEBUJAKAN STRATEGIS DPD DALAM MENGUSULKAN
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

Walaupun wewenang DPD pada saat ini terbatas. DPD
menyadari arti penting keberadaannya sebagai perwakilan
provinsi-provinsi dalam pengambilan kebijakan di tingkat
pusat. Lebih dari itu, DPD juga menyadari perannya dalam
kerangka checks and balances di dalam lembaga perwakilan
rakyat sendiri.

Oleh karena itu. DPD menyampaikan beberapa
masukan lainnya yang sifatnya lebih mendasar di luar
konteks daftar undang-undang. Kebijakan stategis tersebut
antara lain:

a. Perlu Parameter Penentuan Prioritas

DPD mendukung upaya-upaya yang tengah
dan akan dilakukan oleh Badan Legislasi DPR untuk
menentukan parameter penentuan prioritas agar daftar
undang-undang dalam Prolegnas dapat benar-benar
menjadi sebuah “program legisiasi” dengan tujuan yang
jelas bermanfaat bagi masyarakat. Karena perlunya
perhatian terhadap kemampuan negara dan masyarakat
untuk membayar pelaksanaan UU yang dibentuk, dan
prioritas anggaran untuk membayar, sebaiknya persiapan
Proiegnas juga dikaitkan erat dengan kerangka belanja
jangka menengah yang diatur dalam UU No. 17/2003
tentang keuangan negara.
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Perlunya Proses Perencanaan Yang Partisipatif

DPD mendukungupaya pelibatanmasyarakatyang
dilakukan oleh Badan Legisiasi DPR dan mendorong
agar di masa yang akan datang partisipasi masyarakat
ini, baik dalam proses perencanaan, penyusunan,
maupun pembahasan undang-undang, diinstitusionalkan
dalam perubahan UU No. 10 Tahun 2004 dan berbagai
peratuan perundang-undangan lainnya.

Perlunya Proses Evaluasi

Dalam proses penyusunan Prolegnas ini, perlu ada
evaluasi menyeluruh atas perundang-undangan yang
ada. Dalam evaluasi ini dapat diidentifikasi undang-
undang mana yang substansinya tumpang tindih, mana
yang harus diamandemen dan undang-undang apa
saja yang sebenarnya perlu dibuat serta harus ada yang
disesuaikan dengan konteks pemerintahan daerah.

Perlunya Perhatian Lebih Terhadap Pembentukan UU
Tentang Pembentukan, Pemekaran, Dan Penggabungan
Wilayah

Undang-undang yang berkaitan dengan
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan wilayah
dalam periode lalu sudah banyak menimbuilkan
konfliik dan seringkali tidak mempunyai dasar
yang jelas untuk pembentukannya. Oleh karena itu,
sebagai lembaga yang berkepentingan dalam konteks
daerah, DPD mendorong agar dibentuk terlebih dahuiu
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Undang-Undang tentang Pembentukan, Pemekaran, dan
Penggabungan Wilayah untuk memberikan kerangka
yang jelas dalam pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan wilayah.

Kerangka ini utamanya berkaitan dengan
kebutuhan akan adanya standar tolok ukur kebutuhan
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan wilayah,
studi pendahutuan dan analisis dampaknya, dan
partisipasi masyarakat. Selama undang-undang ini
belum dihasilkan, sebaiknya pembuatan undang-
undang tentang pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan wilayah diberhentikan dulu, kecuali
bagi yang tengah mengalami konflik akibat adanya
undang-undang pemekaran wilayah pada periode lalu
sehingga kondisinya harus dikembalikan. Untuk tetap
dapat mengakoemodasi aspirasi daerah, termasuk yang
disalurkan oleh DPD sendiri dalam kesempatan ini,
Undang-Undang tentang Pembentukan, Pemekaran,
dan Penggabungan Wilayah periu segera dibuat.

V. PENUTUP

Demikian Kebijakan  Strategis DPD dalam
kerangka penyusunan Program Legislasi Nasionai, DPD
mengharapkan agar semakin hari akan terjalin kerja sama
yang lebih dinamis lagi antara DPD dengan DPR serta
Pemerintah dalam kerangka peningkatan dan penyelesaian
Program Legisiasi Nasional.
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HASIL SIDANG KELOMPOK
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1.

HASIL SIDANG KELOMPOK {
Aspek Hukum Prolegnas

Terkait Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, dalam praktik menimbulkan “kompromi/deal
politik™ yang mengarah pada kepentingan sektoral atau
kelompok. Untuk itu periu lebih dipertegas mengenai kriteria
makna “dalam keadaan tertentu”.

Dalam hal penyusunan Rancangan Undang-Undang tidak
melalui prosedur sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor
68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU,
RPERPU, RPP, dan RPERPRES, maka Menteri Hukum dan
HAM diberi kewenangan untuk tidak memproses tebih lanjut
usulan pemrakarsa.

Periu dilakukan peninjauan kembali mengenai 10 kriteria
tentang penentuan prioritas Prolegnas. Di samping itu
periu juga dilakukan pembobotan pada setiap kriteria. Dari
hasil pembahasan diperoleh empat tambahan kriteria yaitu
adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (mencegah terjadinya
kekosongan hukum), Peraturan Pemerintah Pengganti UU,
ratifikasi perjanjian international, dan keadaan mendesak
misainya bencana alam.

Periu adanya kewajiban bagi pemrakarsa untuk menyiapkan
naskah akademik terlebih dahulu baik inisiatif DPR maupun
pemerintah, perlu juga diatur mengenai pedoman dan syarat-
syarat serta format (pola) penyusunan naskah akademik
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(dengan mengubah Pasal 5 Perpres No. 68 Tahun 2005).
Perlu segera diwujudkan Peraturan Presiden tentang Tata
Cara Mempersiapkan Peraturan Daerah yang berasal dari
Gubernur, Bupati/Walikota (Pasai 27 UU No. 10 tahun
2004) yang di dalamnya juga mengatur mengenai tata cara
penyusunan dan pengeilclaan Proiegda.

Terkait dengan peran serta masyarakat dalam penyusunan
peraturan perundang-undangan, perlu dilibatkan pemangku
kepentingan (stakeholders), untuk itu perlu diubah ketentuan
Pasal 16 Perpres Nomor 61 Tahun 2005 tentang Penyusunan
dan Pengelolaan Prolegnas.

Catatan: Perlu disusun grand design pembangunan hukum

nasional yang mengacu pada Pancasila dan Pembukaan UUD

1945 khususnya pada alinea 1V. sebagai berikut:

1. Mementingkan NKRI (integrasi ideologi dan teritorial).

2. MengedepankanKesejahteraanUmum(tidakmengutamakan
kepentingan golongan atau kelompok).

3. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, artinya mencerdaskan
seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk
hubungan antar komponen bangsa.

4. Mewujudkan Perdamaian Dunia.

Ketua Sidang . Suharyono Ar, S.H., M.H.
Sekretaris . Edi Suprapto, S H, MH.
Notuiis . Zulfajri, S.Ag., MALIR.

Melok Karyandani, S.H.
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HASIL SIDANG KELOMPOK 1I
Aspek Kelembagaan Prolegnas

A. ISU UTAMA

Adanya RUU titipan pemerintah kepada DPR untuk menjadi
inisiatif. Siapa yang punya wewenang untuk menolak
ketidakdisiplinan. Kalau Menkumham (BPHN) bagaimana
bentuk tindakannya.

Permasalahan:

1.

a.

Aturan yang ada belum mengatur yang melarang tentang
hal itu, sehingga tidak ada sanksinya.

Tidak ada aturan tentang batasan berapa kali deadiock
yang terjadi dalam proses harmonisasi suatu RUU.
Karena seringkali kasus seperti itu yang mendorong
keinginan pemrakarsa memotong jalan dengan
menitipkan pada DPR.

Sejauh mana kewenangan Baleg di lingkungan DPR dan
Kewenangan Menkumham di lingkungan Pemerintah dalam
mendisiplinkan prosedur pengajuan RUU.

Permasalahan:

a.

C.

Tidak ada aturan yang fegas mengenai kewenangan
pendisiplinan tersebut.

Tetapi dalam UU No. 10 Tahun 2004 sudah ditentukan
bahwa Baleg punya kewenangan mengkoordinir di
DPR dan Menkumham mengkoordinir lingkungan
Pemerintah.

Yang diperlukan hanya komitmen bersama.

Bagaimana keberadaan DPD dalam Prolegnas?
Permasalahan:
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Tidak ada aturannya dalam UU No. 10 Tahun 2004 maupun
Perpres No. 61 Tahun 2005 dan Perpres No. 68 Tahun
2005.

Bagaimana bentuk/sistem partisipasi publik terhadap
prolegnas.

Permasalahan:

Tidak ada aturannya dalam UU No. 10 Tahun 2004 maupun
Perpres No. 61 Tahun 2005 dan Perpres No. 68 Tahun
2005.

B. REKOMENDASI

1.

2.

a. Meningkatkan komitmen dan ketaatan di antara
departemen/LPND dan Baleg.

b. Pemberdayaan lembaga internal pemrakarsa (sarana,
prasarana, maupun SDM).

¢. Tidak perfu ada saksi, karena dengan sendirinya akan
terlihat dari kualitas produk UU yang dihasilkan.

Meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah dalam

penyusunan prolegnas; dengan menegaskan pemilahan,

RUU mana yang menjadi tanggung jawab DPR dan mana

yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Cukup diatur di dalam Tata Tertib DPR.

Tidak perlu dilegalisasi dalam bentuk UU sebab sudah

terlihat dalam berbagai kegiatan-kegiatan.

Ketua Sidang : Chairijah, S.H., M.H., Ph.D.
Sekretaris . Aisyah Lailiyah, S.H., M.H.
Notulis Ellyna Syukur, S.H.

Muhar Junef, S.H., M.H.
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HASIL SIDANG KELOMPOK Ill
Aspek Mekanisme Penyusunan Prolegnas

A. ISUUTAMA
1. Kebutuhan NA dalam Proses Penyusunan RUU

Permasalahan

a. Belum ada pedoman penyusunan NA setelah
berlakunya UU No. 10 Tahun 2004.

b.  Adakah iembaga yang menentukan layak tidaknya
NA.

c. Apakah setiap penyusunan RUU harus dilengkapi
dengan NA (RUU di bidang apa yang harus
dilengkapi dengan NA).

d.  Bagaimanakah bentuk dan lingkup sosialisasi NA.

2. Proses Pengharmonisasian dalam rangka penyusunan
Proiegnas

Permasalahan:

a. Ketentuan pasal yang mengatur pengharmonisasian
RUU dalam Perpres No. 61 Tahun 2005 menimbulkan
ketidakj:lasan unit pelaksananya.

b. Lingkup harmonisasi dan forum yang melaksanakan
pengharmonisasian penyusunan Prolegnas.

¢.  Masalah ego sektoral.

d. Duplikasi yang berkaitan dengan kewenangan
pengajuan program RUU.

e. Masih ditemukannya penyusunan RUU yang tidak
melalui Profegnas.
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3.

Partisipasi masyarakat dalam tahap penyusunan
Prolegnas

Permasalahan:

Terdapat keinginan dari masyarakat untuk berpartisipasi
dalam tahap penyusunan Prolegnas akan tetapi belum ada
dasar hukum yang mengaturnya.

B. REKOMENDASI

1

a.

Perlu segera ditetapkan Peraturan Menteri
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (4)
Perpres No. 68 Tahun 2005.

Periu dibuat pedoman penyusunan NA dalam
bentuk  Peraturan Menteri sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 5 ayat (4) Perpres
No. 68 Tahun 2005 yang antara lain mengatur
lembaga penilai kelayakan NA, RUU yang periu
dilengkapi dengan NA, dan bentuk serta lingkup
sosialisasi NA.

Perlu ada penyempurnaan rumusan Ketentuan
tentang pengharmonisasian dalam penyusunan
Prolegnas sebagaimana diatur Perpres No. 61
Tahun 2005 yang mengatur lebih rinci tentang
keutuhan konsepsi pengharmonisasian dalam
penyusunan prolegnas.

Perlu ada penegasan unit pelaksana
pengharmonisasian dalam penyusunan
Prolegnas.
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C. Perlu mengefektifkan forum koordinasi yang
ada khususnya untuk menghindari duplikasi
pengajuan program RUU dan ego sektoral.

d. Perlu upaya peneguhan komitmen pelaksanaan

sistem satu pintu dalam penyusunan prolegnas
khususnya di lingkungan Departemen/LPND.

3.  Perlu mengkaji ketentuan Pasal 53 UU No. 10 Tahun
2004 untuk menampung antara lain bentuk, tahapan
dan ruang lingkup partisipasi masyarakat.
Ketua Sidang  : Yunan Hilmy, S H., M.H.
Sekretaris Rahendro jati, S.H., M.Si.
Notutlis Nurhayati, S.H., M.Si.

Masnur Tiurmaida, S.H.
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KESIMPULAN
LOKAKARYA 30 TAHUN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
TAHUN 2007
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KESIMPULAN
LOKAKARYA 30 TAHUN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
TAHUN 2007

Lokakarya 30 Tahun Program Legislasi Nasional
diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 19 s.d.
21 November 2007, di Jakarta.

Maksud diselenggarakannya kegiatan ini adalah refieksi
dan evaluasi tiga puluh tahun perjalanan Program Legislasi
Nasional serta menghimpun pemikiran-pemikiran tentang sistem
dan pola penyusunan Prolegnas yang meliputi aspek pengaturan,
kelembagaan dan aspek prosedural. Sedangkan tujuan yang
hendak dicapai adalah terevaluasinya Prolegnas dan terhimpunnya
pemikiran-pemikiran tentang revitalisasi Prolegnas dari aspek
pengaturan, kelembagaan dan mekanisme.

Peserta Lokakarya ini terdiri dari unsur yang memakili
Pemerintah, vyaitu Biro Hukum Departemen dan Lembaga
Pemerintah Non-Departemen. anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewan Perwakilan Daerah, para akademisi dari perguruan
tinggi, dan masyarakat hukum. Berjumlah lebih kurang 120 orang.

Setelah mengikuti dengan seksama:

1. Pengarahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, Andi Mattaiatta. S.H.,, MH.;
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2. Presentasi:

c. Prolegnas Antara Harapan dan Kenyataan, oleh: Prof. Dr.
C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H;

d. Prolegnas Sebagai Potret Politik Hukum Nasional, oleh:
Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL M., Ph.D;

e. Permasalahan Aktual Koordinasi Prolegnas, oleh: Prof. Dr.
Moh. Mahfud MD;

f.  Sistem Satu Pintu dalam Penyusunan Prolegnas yang
Integratif dan Koordinatif, oleh: Prof. Dr. Ahmad M. Ramli,
SH,MH.:

g. Penyusunan NA, Pengharmonisasian Draf RUU dalam
Mengantisipasi Potensi Judicial Review oleh Mahkamah
Konstitusi, oleh: Prof. (Emeritus) Dr. H.R. Taufik Sri Soemantri
M, S.H.; dan

h. Peran Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Prolegnas,
oleh Bivitri Susanti, S.H., LL.M.

3. Diskusi-diskusi dalam Sidang Pleno dan Sidang Kelompok |, i
dan lll;

Dengan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Refleksi 30 Tahun Program Legislasi Nasional merupakan
momentum yang tepat untuk mereposisi kembali “Program
Legislasi Nasional” sebagai instrumen perencanaan
pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya
merupakan daftar keinginan yang sulit realisasinya.
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2. Program Legislasi Nasional sebagai bagian integral dari
hukum nasionai harus dibangun untuk menjamin ketepatan isi
dan ketepatan prosedur yang didasarkan pada kaidah-kaidah
penuntun hukum dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 untuk mencapai tujuan negara dalam
tahap tertentu. Kaidah-kaidah penuntun hukum yang dimaksud
adalah:

a. Hukum nasional harus menjamin integrasi bangsa dan
negara baik teritorial maupun ideologi;

b. Hukum nasional harus mengintegrasikan prinsip demokrasi
dan nomokrasi;

¢. Hukum nasional harus berorientasi pada pembangunan
keadilan sosial;

d. Hukum nasional harus menjamin hidupnya toleransi
beragama dan berkeberadaban.

4. Padasisiyang lain, sebagaikonsekuensidariadanyaperubahan-
perubahan besar dan cepat dalam berbagai aspek kehidupan
menuntut penyusunan Program Legislasi Nasional mempunyai
pandangan futuristik untuk dapat memperkirakan isi Rancangan
Undang-Undang dan perkembangan masyarakat nasional dan
internasional, serta dapat mengurangi ketertinggalan hukum
yang semakin parah.

5. Penyusunan Program Legislasi Nasional seteiah berfakunya
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undanganbesertaaturan pelaksanaannya
masih mengalami banyak permasalahan dan kendala, baik pada
aspek hukum atau pengaturan, aspek kelembagaan, maupun
aspek mekanisme atau prosedur. Permasalahan-permasalahan
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tersebut pada giirannya dapat mempengaruhi efektivitas
pelaksanaan Prolegnas itu sendiri dan pembangunan hukum
nasionai, pada sisi yang lain.

Dalam aspek hukum atau pengaturan, terdapat permasalahan
antara lain:

a. Terkait Pasal 17 ayat (3} UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam
praktik menimbulkan kompromi politik yang mengarah
kepada kepentingan sekioral atau kelompok, meskipun
kriteria “dalam keadaan tertentu” telah dijabarkan febih lanjut
di dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005.

b. UU Nomor 10 Tahun 2004, terkait dengan Program Legislasi
Daerah, belum memberikan rincian pengaturannya sehingga
menimbulkan kebingungan dan penafsiran sendiri-sendiri di
Daerah dalam mengimplementasikannya.

¢. Ketentuan pasal-pasal yang mengatur pengharmonisasian
Rancangan Undang-Undang di dalam Peraturan Presiden
Nomor 61 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Pengelolaan
Prolegnas, dalam praktiknya, telah menimbulkan
ketidakjelasan konsepsi dan unit pelaksananya.

d. Kecenderungan akan keharusan Naskah Akademik (NA)
sebagai bagian dari mekanisme pengajuan program RUU
di dalam Prolegnas semakin menguat, hal ini teriihat
dalam proses penyusunan Prioritas RUU Prolegnas baik
di lingkungan Pemerintah, terlebih lagi di lingkungan DPR,
namun sampai saatini belum ada pedoman pola penyusunan
NA sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden
Nomor 68 Tahun 2005.
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Dalam aspek kelembagaan, permasalahan antara lain:

a.

Adanya fenomena RUU titipan dari Pemerintah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi RUU inisiatif
DPR pada sisi fain peraturan yang ada belum mengatur
pelarangan hal tersebut.

Koordinasi antar lembaga atau instansi yang terkait dengan
proses atau mekanisme penyusunan Prolegnas belum
berjalan secara optimal sehingga seringkali menimbulkan
permasalahan di dalam pengelolaan Prolegnas.

Sering terjadi benturan pemahaman tentang kewenangan
lembaga atau instansi yang dapat mengajukan prakarsa
sebuah RUU yang cenderung mengakibatkan sikap ego
sektoral dan terjadinya duplikasi pengusulan program RUU
dan inkoordinasi dalam penyusunan Prolegnas.

Dalam aspek mekanisme atau prosedur, permasalahan yang
signifikan antara lain:

a. Tidak semua Program RUU yang diajukan di lingkungan

Pemerintah melalui satu pintu, yaitu melajui Menteri Hukum
dan HAM, hal ini mengacaukan sistem dan mekanisme
Prolegnas yang berlaku dan mengakibatkan timbuinya
program-program RUU yang di luar Prolegnas. Pada sisi
lain tidak ada kewenangan yang jelas bagi Baleg DPR RI
maupun Menteri Hukum dan HAM dalam hal kedisiplinan
penerapan prosedur tersebut.

Proses dan konsepsi pengharmonisasian dalam rangka
penyusunan Prolegnas masih rancu, baik lingkup
harmonisasi maupun tugas dan fungsi forum konsultasi
serta unit pelaksananya.
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c. Terkait dengan partisipasi masyarakat dalam penyusunan
Prolegnas, terdapat arus keinginan akan adanya pengakuan
yang jelas di dalam peraturan perundang-undangan, akan
tetapi pada kenyataannya belum ada dasar hukum yang
mengaturnya.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka direkomendasikan

hal-hal sebagai berikut:

1.

Perlu segera diwujudkan Peraturan Presiden yang mengatur
tentang Penyusunan Program Legislasi Daerah. Bita belum
memungkinkan dibuat dalam pengaturan tersendiri, maka
minimal hal tersebut diatur di dalam Peraturan Presiden yang
mengatur Tata Cara Mempersiapkan Peraturan Daerah yang
berasal dari Gubernur, Bupati/Wali Kota.

Perlu ada penyempurnaan rumusan ketentuan tentang
pengharmonisasian dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana
diatur di dalam Perpres No. 61 Tahun 2005 yang mengatur lebih
rinci tentang keutuhan konsepsi dan kesisteman.

Perlu segera disusun Pedoman atau Pola Penyusunan Naskah
Akademik Rancangan Undang-tUndang dalam bentuk Peraturan
Menteri sebagaimana ditentukan di dalam Perpres Nomor 68
Tahun 2005 yang antara lain mengatur juga kriteria RUU yang
perlu dilengkapi dengan NA, lembaga penilai kelayakan NA dan
bentuk serta lingkup sosialisasi NA.

Periu melakukan penguatan koordinasi, khususnyadilingkungan
Pemerintah datam penyusunan Prolegnas dengan pembentukan
Forum Komunikasi Regulasi Nasional sebagai media konsultatif
dalam upaya mencari solusi permasalahan Prolegnas.
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5. PeriupenguatanperanBadanPembinaanHukumMNasionatdalam
melakukan koordinasi penyusunan Prolegnas, sesuai dengan
tugas dan fungsinya, Tidak hanya sebatas dalam penyusunan
daftar prioritas, tetapi juga dalam melakukan koordinasi dengan
departemen terkait dan turut serta dalam proses pembahasan
RUU agar tetap konsisten dengan nilai-nilai dan prinsip-~prinsip
yang telah dikaji dalam bentuk Naskah Akademiknya.

6. Perlu mengkaji ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 10
Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat dan
atau stake holder pada tahap perencanaan pembentukan
perundang-undangan atau dalam penyusunan Prolegnas
yang memuat antara lain bentuk, tahapan dan ruang lingkup
partisipasi masyarakat.

Rincian Hasil Lokakarya 30 Tahun Program Legislasi
Nasional secara lengkap tertuang di dalam Notulensi Sidang
Pleno dan Sidang Kelompok ! s.d Ill yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari rumusan ini.

Jakarta, 21 November 2007.

Tim Perumus:

Ketua . Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H.
Sekretaris : Chairijah, S.H., M.H., Ph.D.
Anggota ;1. Yunan Hilmy, S.H., M.H.

2. Sukesti Iriani, S.H., M.H.
3. Rahendro Jati, S.H., M.Si.
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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2005
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
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PRESIDEN
REFUBLIK INDORESA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2005
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN
PROGRAM LEGISLASI! NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16
ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan perlu menetapkan Peraturan Presiden
tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan
Program Legislasi Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
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2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Repubilik Indonesia Nomor
4389);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA
CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan :

1. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas
adalah instrumen perencanaan program pembentukan
Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan
sistematis.

3. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang
dibentuk oleh lembaga negara atau Pejabat yang berwenang
dan mengikat secara umum.
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4. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan
bersama Presiden.

5. Badan Legislasi adalah salah satu alat kelengkapan Dewan
Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi.

6. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat dan Pemerintah secara berencana, terpadu, dan sistematis
yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dewan Perwakitan
Rakyat melalui Badan Legislasi.

BAB Il
PENETAPAN PROLEGNAS
Pasal 3

Prolegnas ditetapkan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan
Rakyat.

Pasal 4

(1) Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat
program pembentukan Undang-Undang dengan pokok materi
yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan
perundang-undangan fainnya.
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{2) Pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan
peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan penjelasan secara
lengkap mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang
yang meliputi:

a. latar belakang dan tujuan penyusunan;

b. sasaran yang akan diwujudkan;
pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur;
dan

d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 5

Prolegnas ditetapkan untuk jangka waktu panjang, menengah dan
tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan
Undang-Undang.

BAB Il
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN
PROLEGNAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Penyusunan Prolegnas di lingkungan Dewan Perwakilan
Rakyat dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
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(2) Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah
dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 7

Penyusunan Prolegnas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat
dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan
dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4.

Bagian Kedua
Penyusunan Prolegnas
di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 8

Badan Legislasi dalam mengkoordinasikan penyusunan Prolegnas
di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta atau
memperoleh bahan dan/atau masukan dari Dewan Perwakilan
Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di
lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat diatur oleh Dewan Perwakilan
Rakyat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 10

Hasi! penyusunan Prolegnas di lingkungan Dewan Perwakilan
Rakyat oleh Badan Legislasi dikoordinasikan dengan Pemerintah
meialui Menteri dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
Prolegnas.

Bagian Ketiga
Penyusunan Prolegnas
di Lingkungan Pemerintah

Pasal 11

Menteri meminta kepada Menteri lain dan Pimpinan Lembaga
PemerintahNonDepartemenperencanaanpembentukanRancangan
Undang-Undang di lingkungan instansinya masing-masing sesuai
dengan lingkup bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 12

Penyampaian perencanaan pembentukan Rancangan Undang-
Undang kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
disertai dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya
dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 13

Dalam hal Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non
Departemen telah menyusun Naskah Akademik Rancangan

352



Undang-Undang, maka Naskah Akademik tersebut wajib disertakan
dalam penyampaian perencanaan pembentukan Rancangan
Undang-Undang.

Pasal 14

Menteri melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang diterima
dengan Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non
Departemen penyusun perencanaan pembentukan Rancangan
Undang-Undang dan Pimpinan instansi Pemerintah terkait lainnya.

Pasal 15

Upaya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14, diarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi tersebut
dengan falsafah negara, tujuan nasional berikut aspirasi yang
melingkupinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang lain yang telah ada berikut segala
peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya yang terkait
dengan bidang yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang
tersebut.

Pasal 16

(1) Upaya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi Rancangan Undang-Undang dilaksanakan melalui
forum konsuitasi yang dikoordinasikan oleh Menteri.
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(2)

)

Dalam hal konsepsi Rancangan Undang-Undang tersebut
disertai dengan naskah Akademik, maka Naskah Akademik
dijadikan bahan pembahasan dalam forum konsulitasi.

Dalam forum konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat pula diundang para ahli dari lingkungan perguruan
tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau
kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

Konsepsi Rancangan Undang-Undang yang telah memperoleh
keharmonisan, kebulatan, dan kemantapan konsepsi, oleh Menteri
wajib dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Presiden
sebagai Prolegnas yang disusun di lingkungan Pemerintah sebelum
dikoordinasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

(1)

(2)

Pasal 18

Dalam hal Presiden memandang perlu untuk mendapatkan
kejelasan lebih lanjut atas dan/atau memberikan arahan
terhadap konsepsi Rancangan Undang-Undang, Presiden
menugaskan Menteri untuk mengkoordinasikan kembali
konsepsi Rancangan Undang-Undang dengan Menteri
lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
penyusun perencanaan pembentukan Rancangan Undang-
Undang dan Pimpinan instansi Pemerintah terkait lainnya.
Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh
Menteri dilaporkan kepada Presiden.
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Pasal 19

Hasil penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah oleh Menteri
dikoordinasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat melalui Badan
Legislasi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Prolegnas.

Bagian Keempat
Penyusunan Prolegnas
Antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah

Pasal 20

Hasil Penyusunan Prolegnas di lingkungan Dewan Perwakilan
Rakyatdan Pemerintah dibahas bersama antara Dewan Perwakilan
Rakyat dan Pemerintah yang pelaksanaannya dikoordinasikan
oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui Badan Legislasi.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan hasil
penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah oleh Dewan
Perwakilan Rakyat diatur oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Menteri mengkonsuitasikan terlebih dahulu masing-masing
konsepsi Rancangan Undang-Undang yang dihasilkan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat kepada Menteri lain atau Pimpinan
Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan lingkup
bidang tugas dan tanggung jawabnya dengan masalah yang
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akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang dan Pimpinan
instansi Pemerintah terkait lainnya.

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan
dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang termasuk
kesiapan dalam pembentukannya.

(3) Pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan  konsepsi Rancangan  Undang-Undang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15.

Pasal 23

Hasil penyusunan Prolegnas dilingkungan Dewan Perwakilan Rakyat
dan konsultasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22, oleh Menteri dimintakan persetujuan
terlebih dahulu kepada Presiden sebelum dikoordinasikan kembali
dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 24

Persetujuan Presidenterhadap Prolegnas yangdisusundilingkungan
Dewan Perwakilan Rakyat diberitahukan secara tertulis kepada dan
sekaligus menugaskan Menteri untuk mengkoordinasikan kembali
dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
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Pasal 25

Prolegnas yang disusun di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat
dan Pemerintah yang telah memperoleh kesepakatan bersama
antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, dilaporkan pada
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan
penetapan.

Bagian Kelima
Pengelolaan

Pasal 26
Pengelolaan Prolegnas diarahkan agar program pembentukan
Undang-Undang dalam Prolegnas dapat dilaksanakan sesuai
dengan skala prioritas yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan
masyarakat.

Pasal 27

Dalamkeadaantertentu dimana pelaksanaari program pembentukan
Undang-Undang dalam Prolegnas belum dapat diselesaikan pada
tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan,
program pembentukan Undang-Undang tersebut dijadikan
Prolegnas tahun berikutnya dengan skala prioritas utama.

Pasal 28

(1) Dalam keadaan tertentu dan dengan memperhatikan
kebutuhan masyarakat, program pembentukan Undang-

357



Undang dalam Prolegnas jangka panjang, menengah atau
tahunan dapat diubah skala priroritasnya setelah disepakati
bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.

(2) Perubahan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaporkan oleh Badan Legislasi pada sidang Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 29

Agar program Pembentukan Undang-Undang dalam Prolegnas

dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan,

maka pembiayaan pelaksanaan program tersebut dilakukan atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui :

a. anggaran Dewan Perwakilan Rakyat untuk Prolegnas yang
disusun di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat;

b. anggaran Keme terian Negara atau Lembaga Pemerintah Non
Departemen penyusun perencanaan pembentukan Rancangan
Undang-Undang untuk Prolegnas yang disusun di lingkungan
Pemerintah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Rancangan
Undang-Undang yang telah diajukan oleh Presiden kepada Dewan
Perwakilan Rakyat atau Rancangan Undang-Undang yang telah
diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden, dijadikan
prioritas untuk penyusunan Prolegnas untuk pertama kali.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Oktober 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
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